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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam
Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahannya sehingga
Seminar Keselamatan Nuklir (SKN) Tahun 2023 dapat diselenggarakan. SKN 2023
diselenggarakan oleh BAPETEN bekerja sama dengan Fakultas Matematika dan limu
Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Udayana. Kegiatan SKN tahun ini dilaksanakan
seiring dengan semangat KTT ASEAN dan HUT Proklamasi Kemerdekaan 2023. SKN
merupakan kegiatan tahunan BAPETEN dan telah berlangsung pada tanggal 12 September
2023 secara luring di Gedung Widya Sabha, Universitas Udayana Kampus Jimbaran, Bali,
serta secara daring melalui ruang virtual Zoom dan Youtube. BAPETEN mengangkat tema
SKN 2023: “Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir dan Sumber
Radiasi Pengion untuk Mendukung Daya Saing Produk Nuklir dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat”. Dari tema tersebut didapatkan 4 kelompok topik yang
mengemuka pada makalah yang masuk, yakni Keselamatan Instalasi dan Bahan Nuklir,
Keselamatan Radiasi pada Modalitas Kesehatan, Keselamatan Radiasi pada Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif serta Keamanan, Garda Aman, Komunikasi dan Mineral Ikutan Radioaktif

Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah membantu terselenggaranya SKN 2023. Kami berharap SKN ini sukses dan
mampu menjadi forum pertemuan ilmiah para ilmuwan serta penggiat regulasi dan teknologi
keselamatan nuklir yang berasal dari berbagai instansi dan pihak terkait, diantaranya instansi
pemerintah, akademisi, pemerhati ketenaganukliran, industri, serta dari asosiasi profesi.
Teknologi nuklir yang terus berkembang dengan mempertimbangkan keselamatan dan
pemanfaatan yang lebih baik harus menjadi pertimbangan dalam menyusun peraturan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para pemakalah yang memiliki minat tinggi terhadap
SKN 2023 sehingga tahun ini banyak sekali makalah yang masuk yakni terdaftar 65 makalah.
Selanjutnya berdasarkan hasil reviu oleh tim pereviu yang berasal dari BAPETEN, BRIN,
UNUD, UGM, dan UNDIP, terpilih 58 makalah, dengan 40 makalah disajikan dalam
presentasi oral dan 18 makalah disajikan dalam bentuk poster. Dari 58 makalah yang lolos,
terpilih pula 6 makalah yang didaftarkan ke Jurnal Pengawasan Tenaga Nuklir (JUPETEN)
serta 2 pemakalah tidak menghadiri acara seminar sehingga jumlah makalah yang diterbitkan
50 makalah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim pereviu makalah yang telah
bekerja keras dalam mereviu makalah dan memberikan proses pembelajaran bagi pemakalah
untuk memperbaiki makalahnya sehingga pada akhirnya prosiding SKN 2023 ini dapat
memuat makalah yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pengawasan. Terakhir, kami
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sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia dari BAPETEN dan
Universitas Udayana atas kerja sama yang baik dan upaya yang maksimal untuk
menyukseskan acara SKN 2023.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam
Sejahtera untuk kita semua.

Dr. Ir. Yudi Pramono, M.Eng
Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
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REKOMENDASI TEKNIS
SEMINAR KESELAMATAN NUKLIR 2023

TEMA: PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI
NUKLIR DAN SUMBER RADIASI PENGION UNTUK MENDUKUNG
DAYA SAING PRODUK NUKLIR DAN  MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seminar Keselamatan Nuklir 2023 ini telah memberikan gambaran tantangan dalam pengawasan
pemanfaatan tenaga nuklir dengan disampaikannya teknologi baru dan permasalahannya dalam
pemanfaatan tenaga nuklir. Demikian juga proses perizinannya melalui OSS juga memberikan
tantangan tersendiri yang memerlukan koordinasi antar K/L terkait.

Beberapa rekomendasi yang dapat diperoleh dari kegiatan ini antara lain:

1. Pengawasan PLTN terutama jenis SMR perlu pengembangan dan penerapan:
- Strategi kebijakan pengawasan pembangunan
- Desain sistem pengungkung dan multimodul
- Keamanan reaktor terapung
- Keamanan siber
- Pengawasan manufaktur
- Budaya Keselamatan yang mempertimbangkan budaya lokal Indonesia
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Ratifikasi Konvensi Espoo
- Penanggulangan Bencana Nuklir melalui Kerjasama dengan BNPB/BPPD

2. Pada aspek peningkatan penerimaan publik terhadap pembangunan PLTN penting untuk
diterapkan:
- Manajemen persepsi masyakarat dengan pendekatan inklusi sosial
- Penggunaan media film

3. Pengawasan bidang reaktor penelitian dan INNR perlu penerapan:
- Pengembangan konsep Possess or Control perpanjangan izin operasi dan basis data terkait
dekomisioning Reaktor TRIGA 2000 Bandung
- Reevaluasi tapak reaktor
- Karakteristik komponen reaktor
- Ketentuan keselamatan operasi INNR

4. Pada bidang keselamatan radiasi dengan modalitas kesehatan diperlukan:
- Optimisasi proteksi radiasi melalui review protocol dan berdasar Tingkat Panduan
Diagnostik
- Pengembangan metodologi estimasi dosis radiasi pasien terutama pada peralatan
radiodiagnostik
- Kendali mutu dan uji kesesuaian peralatan radiodiagnostik dan radioterapi
- Pengembangan metodologi akurasi distribusi berkas pada modalitas instalasi radioterapi



5. Pada aspek keselamatan radiasi fasilitas radiasi dan zat radioaktif perlu ditingkatkan:

Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023

Kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan radiasi

Inspeksi fasilitas berdasar rekaman dosis pasien dan modalitas

Identifikasi paparan potensial yang terjadi di fasilitas

Pengawasan perdagangan di Lokapasar (Marketplace)

Pemanfaatan radiasi non-medis untuk pencitraan manusia

Penerapan modalitas untuk beragam tujuan

Pengembangan metode untuk meningkatkan akurasi pengukuran dosis personil
Peningkatan infrastuktur dalam layanan kalibrasi modalitas

Sertifikasi kompetensi kerja pekerja radiasi

6. Pada manajemen MIR perlu diperhatikan:

Ketentuan/peraturan pemantauan dosis pekerja
Inventori daur hidup
Aspek safeguards pada perizinan penyimpanan

7. Pada aspek penegakan hukum perlu diperhatikan:

Kerangka hukum kebijakan pertahanan

Penegakan Hukum Pidana Ketenaganukliran pasca berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja
Perlindungan hukum terhadap operator instalasi yang menderita kerugian nuklir

Penataan regulasi Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir
Nilai penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

Validasi terhadap sertifikat persetujuan desain bungkusan lintas negara
Dampak revisi peraturan transportasi material radioaktif

Rekomendasi ini perlu ditindak lanjuti oleh kita semua untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam

pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang sumber radiasi maupun instalasi dan bahan nuklir.

Bali, 12 September 2023
Dahlia Cakrawati Sinaga

Plh. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
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Abstrak

Untuk mengantisipasi perkembangan permohonan pembangunan PLTN jenis SMR (Small Modular Reactor)
yang memiliki berbagai ukuran dan teknologi di Indonesia, dimana belum tersedia peraturan yang mendukung
diperlukan pengembangan pengawasan yang komprehensif. Secara umum peraturan ketenaganukliran di
Indonesia telah selaras dengan fitur teknologi reaktor berpendingin air ringan besar yang spesifik.
Pengembangan peraturan perlu dilakukan mengingat Badan Pengawas tidak mungkin mengantisipasi semua
kondisi unik dan mengatur masing-masing dari berbagai desain berbeda dan menetapkan persyaratan secara
preskriptif dengan segera. Pendekatan yang disiapkan adalah pra lisensi sebelum dimulainya tahap perizinan
dengan mengambil pelajaran dari proses perizinan reaktor berpendingin air ringan, serta pengembangan
peraturan melalui perancangan perizinan secara pipelining dan pendekatan bertingkat. Untuk menjembatani
permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan teknologi baru PLTN tersebut diperlukan kebijakan dari Badan
Pengawas. Kebijakan ini bisa diujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Dalam makalah ini dilakukan
penyusunan Kkajian sebagai dasar usulan strategi kebijakan untuk mengantisipasi pembangunan PLTN jenis
SMR di Indonesia dari aspek keselamatan. Strategi kebijakan disusun berdasarkan penerapan peraturan dengan
referensi peraturan yang telah ada di Indonesia maupun dari negara lain. Strategi kebijakan diturunkan dari
SWOT Bapeten. Strategi kebijakan merupakan artikulasi dari aspek peraturan untuk perizinan, regulasi PLTN
terapung dan Kerjasama. Dengan adanya strategi kebijakan ini diharapkan pembangunan PLTN jenis SMR yang
menggunakan teknologi baru tersebut dapat terjamin aspek keselamatannya.

Kata kunci: strategi, kebijakan, pengawasan, pembangunan, SMR, Indonesia
Abstract

It is necessary to develop a comprehensive supervision to anticipate developments in applications for the
construction of SMR (Small Modular Reactor) type nuclear power plants which have various sizes and
technologies in Indonesia where there are no supporting regulations yet. In general, nuclear regulations in
Indonesia are aligned with the specific technological features of large light water-cooled reactors. Regulatory
development is necessary given that the Regulatory Body cannot possibly anticipate all the unique conditions
and regulate each of the different designs and set prescriptive requirements immediately. One of the prepared
approaches is to conduct pre licensing prior to the commencement of the SMR licensing process by lesson
learned from the licensing process for light water-cooled reactor as well as developing regulations through
designing permits in a pipelining and graded approach. To bridge the problems in supervising the utilization of
the new NPP technology, a policy from the Regulatory Agency is needed which can be performed in regulatory
policy. This paper conducted a study as policy strategies proposal to anticipate the construction of SMR-type
nuclear power plants in Indonesia from safety perspective. The policy strategy is prepared based on the existing
regulations in Indonesia and other countries. The policy strategy is derived from Bapeten's SWOT. The policy
strategy is an articulation of regulatory aspects for licensing, floating nuclear power plant regulations and
cooperation. Hoped that the policy strategy can guarantee the safety aspects of the construction of SMR type
nuclear power plants which utilize new technology.

Keywords: strategic, policies, supervision, construction, SMR, Indonesia
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Pendahuluan

Dewasa ini banyak jenis PLTN ditawarkan ke Indonesia. Beberapa di antara reaktor yang ditawarkan
merupakan jenis SMR (Small Modular Reactor) yang menggunakan berbagai teknologi baru dan
ukuran. Pada saat ini peraturan terkait reaktor daya mengacu pada reaktor berpendingin air ringan,
sehingga pengawasannya pun terkait reaktor daya berpendingin air ringan. Dengan mengacu pada
potensi hadirnya SMR, maka diperlukan strategi pengawasan untuk mengantisipasi teknologi baru
yang menerapkan konsep reaktor yang lebih kecil, bahan bakar dan pendingin konvensional atau non-
konvensional. Untuk melakukan pengawasan secara komprehensif, maka konsep jenis reaktor baru
perlu ditransformasikan ke peraturan yang ada saat ini. Untuk dapat mengantisipasi perkembangan
cepat permohonan pembangunan PLTN jenis SMR di Indonesia dimana belum tersedianya peraturan
yang mendukung, diperlukan pengembangan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini terutama terkait
dengan pengembangan peraturan dan pemberian izin.

Salah satu solusi yang disiapkan adalah pendekatan konsultasi sebelum dimulainya proses perizinan
agar dapat menselaraskan disain dengan peraturan, sehingga memberikan proses evaluasi permohonan
yang efisien dan menyediakan kepastian regulasi. Fase konsultasi ini mengambil pelajaran dari proses
perizinan reaktor berpendingin air ringan yang dapat diterapkan untuk strategi perizinan SMR terkait
aspek unik dari teknologi SMR.

Permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah kemungkinan hadirnya teknologi PLTN terapung ke
Indonesia terkait kebutuhan pasokan energi di daerah ataupun pulau terpencil. PLTN terapung ini bisa
terpasang di barge tertambat di dermaga, dibangun di offshore, diletakkan di dasar lautan. PLTN
terapung terkait dengan kondisi tapak yang tentunya akan terpengaruh dari bahaya eksternal dan
bahaya internal. Khusus untuk instalasi yang dipasang di tongkang, lisensi tongkang oleh regulator
maritim akan diperlukan. Ada beberapa konvensi, protokol, dan resolusi internasional dalam regulasi
PLTN terapung terutama terkait polusinya. Dalam konteks tersebut, melalui pendekatan analisis
kebijakan, kerangka kerja internasional mengenai pengaturan PLTN terapung dan potensi risiko
lingkungan lautnya dari perspektif hukum internasional perlu dikaji secara komprehensif.

Untuk menjembatani permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan teknologi baru PLTN tersebut
diperlukan kebijakan dari Badan Pengawas. Kebijakan ini bisa diujudkan dalam bentuk peraturan
kebijakan. Dalam makalah ini dilakukan penyusunan kajian sebagai dasar usulan strategi kebijakan
untuk mengantisipasi pembangunan SMR di Indonesia dari aspek keselamatan. Strategi kebijakan
disusun berdasarkan penerapan dan pengembangan peraturan dengan referensi peraturan yang telah
ada di Indonesia maupun dari negara lain. Penerapan peraturan dilakukan melalui pra lisensi,
sedangkan pengembangan peraturan dilakukan melalui perancangan perizinan secara pipelining dan
pendekatan bertingkat. Dengan adanya strategi kebijakan ini diharapkan pembangunan SMR yang
menggunakan teknologi baru tersebut lebih komprehensif dan dapat terjamin aspek keselamatannya.
Sedangkan strategi kebijakan direncanakan untuk mempersiapkan hadirnya PLTN di Indonesia sesuai
penjelasan Anggota Dewan Energi Nasional Agus Puji menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 1
GW kapasitas terpasang berasal dari PLTN pada tahun 2032 [1].

Tahap Pra Lisensi

1. Pengantar

Penerapan konsultasi sebelum tahap perizinan atau sering disebut sebagai pra lisensi diharapkan
mampu untuk memastikan bahwa persyaratan yang berlaku bagi desain yang diusulkan dapat
dipahami oleh Badan Pengawas, sehingga permohonan izin akan berkualitas tinggi, lengkap dan siap
untuk dievaluasi pada saat permohonan perizinan diterima. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi
Badan Pengawas kesempatan mengenal fitur desain yang unik atau masalah utama lainnya untuk
evaluasi permohonan secara efisien. Tahap pra lisensi juga dilakukan oleh CNSC dari Canada dengan
tujuan untuk meningkatkan kepastian peraturan serta memastikan keselamatan [2].
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2. Kriteria

Konten dan Kriteria penerimaan permohonan perizinan yang akan menerapkan teknologi baru ini tidak
sama dengan peraturan yang telah ada. Untuk itu diperlukan proses perizinan untuk evaluasi
permohonan, sehingga dapat tercapai efisiensi proses berdasarkan peraturan yang ada.

Secara umum peraturan ketenaganukliran di Indonesia telah selaras dengan fitur teknologi reaktor
berpendingin air ringan besar. Dengan munculnya konsep reaktor baru perlu dilakukan diskusi
intensif antara Badan Pengawas dengan pihak pemohon perizinan dalam penerapan peraturan yang
ada. Hal ini perlu dilakukan mengingat Badan Pengawas tidak mungkin mengantisipasi semua kondisi
unik, kemudian secara rinci mengatur masing-masing dari berbagai desain berbeda yang sedang
dikembangkan, dan menetapkan persyaratan yang sesuai secara preskriptif untuk tipe desain
individual sebelum memiliki pengalaman dengan masing-masing tipe tersebut.

3. Reviu Dokumen

Reviu dokumen terkait dokumen kebijakan SMR terkait dengan metodologi penggunaan peraturan
saat ini yang berbasiskan reaktor air ringan untuk dipergunakan bagi SMR jenis baru yang basis
pendinginnya air ringan dan selain air ringan berdasarkan pengalaman penerapan antara lain:

a) Permasalahan terkait perizinan sebagai masukan bagi perumusan peraturan terkait desain
SMR untuk mendukung permohonan dan evaluasi perizinan;

b) Metodologi perizinan yang memungkinkan desain SMR diajukan ke tahap perizinan dalam
kerangka peraturan saat ini, dengan menggunakan peraturan saat ini yang dilengkapi elemen
informasi risiko;

c) Peraturan terkait desain yang ada digunakan sebagai panduan terkait fungsi desain teknologi
SMR. Jika desain SMR tidak dapat diselesaikan oleh peraturan yang ada, maka perlu
dikembangkan kriteria desain di area tersebut.

d) Pendekatan perizinan berdasarkan informasi risiko untuk panduan sejauh mana peraturan
berbasis reaktor air ringan diterapkan pada desain SMR, dan untuk mengembangkan Kriteria
baru desain SMR di mana peraturan yang ada tidak mencukupi

Adaptasi Peraturan Reaktor Air Ringan

1. Pengantar

Serangkaian peraturan dan pedoman saat ini yang berasal dari peraturan reaktor berpendingin air
ringan harus ditinjau ulang untuk penerapannya pada desain SMR. Pendekatan berdasar pada
penggunaan kombinasi analisis deterministik dan probabilistik dalam mendefinisikan fungsi
keselamatan SMR dan kriteria keberhasilan, prediksi respons instalasi terhadap kejadian awal, dan
pengembangan mekanika sumber.

2. Metodologi

Evaluasi SMR dilakukan dengan pendekatan berdasarkan informasi risiko dan berbasis kinerja [3].
Penggunaan informasi resiko antara lain untuk:

a) membantu pengembangan kriteria dalam perizinan dan memaksimalkan pembentukan dasar
keselamatan yang komprehensif dari desain fasilitas, ketidakpastian, dan marjin keselamatan,

b) integrasi konsep informasi resiko ke dalam permohonan dengan menyediakan sarana yang
lebih terstruktur untuk memastikan deskripsi lengkap dari desain yang mungkin berbeda dari
desain reaktor berpendingin air ringan,

c) mengidentifikasi fitur desain baru atau unik yang perlu dijelaskan secara memadai dalam
permohonan,

d) membantu dalam memfokuskan sumber daya pemohon dan staf Badan Pengawas pada fitur
spesifik yang signifikan dalam desain SMR.
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3. Persyaratan

Persyaratan rinci untuk konten dan informasi teknis bagi permohonan persetujuan desain reaktor daya
meliputi desain reaktor lengkap kecuali untuk elemen spesifik tapak, dan memenuhi persyaratan
peraturan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa desain reaktor tersebut akan disetujui hanya jika:

a) Kinerja setiap fitur keselamatan desain telah ditunjukkan baik melalui analisis, program uji,
pengalaman, atau kombinasinya, dan

b) Keberterimaan efek dependensi antar fitur keselamatan desain telah ditunjukkan oleh analisis,
program uji, pengalaman, atau kombinasinya, dan

c) Terdapat data yang cukup tentang fitur keselamatan desain untuk menilai alat analisis yang
digunakan untuk analisis keselamatan pada rentang operasi normal yang memadai, kondisi
transien, dan urutan kecelakaan yang ditentukan, termasuk kondisi keseimbangan teras, atau

d) Telah ada pengujian yang dapat diterima dari prototipe instalasi pada kondisi operasi normal,
kondisi transien, dan skenario kecelakaan, termasuk kondisi keseimbangan teras.

PP 5/2021 berlaku bagi pelaku usaha jika mengajukan permohonan perizinan reaktor daya untuk
desain modular, dan menetapkan bahwa pemohon harus menggambarkan dan menganalisis
kemungkinan operasi konfigurasi modul reaktor dengan sistem umum, dan persyaratan antarmuka,
dan menyertakan batasan apa pun yang diperlukan selama konstruksi dan start-up modul tersebut
untuk memastikan operasi yang selamat dari setiap modul yang beroperasi.

Interaksi program konsultasi sebelum tahap perizinan antara pemohon dengan Badan Pengawas harus
membahas bagaimana masing-masing persyaratan peraturan ini akan dipenuhi dan didokumentasikan
dalam persyaratan perizinan. Juga penting bahwa kesepakatan dicapai pada program pengujian fisik
karena program ini seringkali sangat ekstensif yang merupakan aktivitas panjang. Dokumen spesifik
permohonan perizinan perlu menangkap komitmen untuk desain khusus SMR, dan komitmen jadwal
terkait atau persyaratan yang mendukung evaluasi yang efisien.

Berdasarkan aspek unik dari teknologi SMR, maka perlu direkomendasi sebagai berikut:

- Melakukan analisis kesenjangan semua peraturan untuk mengidentifikasi masalah peraturan
yang harus diselesaikan sebelum adanya permohonan izin,

- Menggunakan pendekatan perizinan berdasarkan informasi risiko untuk mengidentifikasi
sejauh mana peraturan berbasis reactor berpendingin air ringan dapat diterapkan pada desain
SMR.

- Menggunakan pendekatan perizinan berdasarkan informasi risiko untuk melengkapi peraturan
yang ada.

- Menggunakan pendekatan perizinan berdasarkan informasi risiko untuk mengembangkan
kriteria baru di mana peraturan yang ada tidak berlaku.

- Diperlukan rujukan untuk jenis SMR tertentu yang dibangun secara modular.

Tahapan Perizinan secara Pipelining

1. Pengantar

Secara umum pipelining adalah tahap implementasi dengan beberapa instruksi dieksekusi dalam
waktu yang bersamaan. Dengan demikian perizinan secara pipelining memungkinkan eksekusi
beberapa tahapan perizinan secara bersamaan.

2. Tahap Perizinan Saat ini (Tanpa Pipelining)

Pada saat ini tahapan perizinan meliputi perizinan tapak, perizinan konsruksi, perizinan komisioning,
perizinan operasi dan perizinan dekomisioning. Proses perizinan saat ini dilakukan secara sekuensial
satu demi satu. Akibat yang ditimbulkan adalah memungkinkan terjadinya idle pada proses sehingga
membuat peyelesaian proses berlangsung lama. Tentu saja hal ini menjadi preseden yang merugikan
bila dikaitkan dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan dan publik.

Setiap langkah dari proses perizinan dapat dibagi menjadi beberapa sub-tahap atau dapat digabungkan.
Menggabungkan otorisasi atau lisensi (misalnya untuk konstruksi dan operasi) dapat juga memberikan

4
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lebih banyak prediktabilitas pada proses perizinan. Pada setiap tahap perizinan yang ditetapkan oleh
badan pengawas, diperlukan otorisasi dari badan pengawas. Bagan perizinan sekuensial saat ini dapat
dilihat pada Gambar 1.

i
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Gambar 1. Tahapan Perizinan Sekuensial

3. Tahap Perizinan secara Pipelining

Perizinan instalasi nuklir biasanya dilakukan dalam tahapan yang terpisah. Dalam peraturan Bapeten
saat ini, tahapan perizinan dilakukan secara sekuensial. Dalam konteks seperti itu, badan pengawas
dapat mempertimbangkan terlebih dahulu persetujuan lokasi dan sertifikasi desain instalasi standar.
Kerjasama internasional juga dapat membantu dalam proses perizinan [4]. Perizinan secara pipelining
dapat dilihat pada Gambar 2.

1) Perizinan Tapak

Tahapan untuk perizinan tapak instalasi nuklir umumnya terdiri dari (a) karakterisasi tapak (b) studi
dan investigasi tapak, (c) reviu evaluasi tapak, (d) keputusan penerimaan tapak oleh Badan Pengawas.
Badan pengawas memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menolak lokasi yang diusulkan atas
dasar masalah keselamatan.

2) Persetujuan Disain

Desain dasar instalasi nuklir yang diusulkan harus sedemikian rupa sehingga persyaratan keselamatan
dapat dipenuhi sesuai dengan dasar desain. Tahapan persetujuan desain adalah (a) pra perizinan, (b)
desain dasar, (c) permohonan persetujuan desain, (d) persetujuan disain oleh Badan Pengawas, dan (e)
desain rinci.

Tahap pra perizinan memiliki komunitas internasional yang tergabung dalam NHSI (Nuclear
Harmonization and Standardization Initiative) IAEA. Selama konstruksi instalasi nuklir, desain rinci
dapat disetujui atau mungkin dibekukan. Persetujuan desain rinci harus dilakukan melalui instrumen
peraturan, dan kondisi yang sesuai harus dilampirkan.

3) Perizinan Konstruksi

Pemegang izin (PI) melakukan reviu, audit dan bertanggung jawab untuk mensertifikasi pemasok dan
kontraktor terkait fungsi keselamatan. Jika perlu, badan pengawas dapat melakukan reviu, menilai,
dan memeriksa proses reviu, audit, dan sertifikasi tersebut kepada pemasok dan kontraktor sesuai
dengan kerangka peraturan nasional.

Dalam tahapan konstruksi dilakukan kegiatan antara lain (a) reviu, penilaian dan inspeksi sistem
manajemen organisasi, evaluasi tapak, fitur desain yang penting untuk keselamatan dan keamanan,
pengaturan dekomisioning (b) pengendalian manufacturing SSK, (c) pengendalian kontraktor
manufakturer, (d) reviu, menilai, dan memeriksa perkembangan desain dokumen Pl oleh Badan
Pengawas, (e) kondisi izin, (f) reviu Laporan Analisis Keselamatan, (g) persetujuan Badan Pengawas.

4) Perizinan Komisioning

Masuknya bahan radioaktif nuklir atau jenis tertentu ke instalasi nuklir menandai langkah signifikan
dalam prosedur komisioning dan sering dianggap sebagai titik di mana keputusan peraturan utama
dibuat. Ada beberapa tumpang tindih antara tahap konstruksi dan komisioning di mana struktur,
sistem, dan komponen individu mungkin sudah dipasang sebelum pembangunan seluruh instalasi
nuklir selesai
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Dalam tahap perizinan komisioning dilakukan antara lain (a) perancangan program komisioning, (b)
pengujian, inspeksi kesesuaian SSK dengan persyaratan yang sudah disetujui Badan Pengawas, (c)
reviu, penilaian dan inspeksi status instalasi nuklir, aspek manajemen dan peraturan operasional, (d)
persetujuan Badan Pengawas.

5) Perizinan Operasi

Operasi dapat dilaksanakan hanya ketika persyaratan peraturan dipenuhi, termasuk penyelesaian uji
komisioning, pencatatan hasil dan pengajuannya ke badan pengawas untuk persetujuan. Tahapan
untuk memperoleh izin operasi (a) pengujian komisioning non nuklir, (b) pengujian komisioning
nuklir, (c) reviu, penilaian dan inspeksi status pengujian komisioning non-nuklir dan nuklir, (d) reviu
Laporan Analisis Keselamatan (e) reviu program dekomisioning (f) persetujuan Badan Pengawas
[5,6]. Pengujian non-nuklir sebagai bagian dari komisioning dilakukan untuk memastikan bahwa
instalasi nuklir telah dibangun, dan perlengkapannya telah dibuat dan dipasang, dengan benar sesuai
dengan spesifikasi desain untuk membuktikan kinerja desain. Hasil uji coba non-nuklir diverifikasi
pada tahap uji coba nuklir selanjutnya. Sedangkan pengujian nuklir merupakan langkah utama dalam
proses perizinan yang dilakukan untuk memastikan kinerja instalasi nuklir aman sebelum dilanjutkan
ke tahap operasi rutin. Pelaksanaan pengujian nuklir memerlukan otorisasi dari badan pengawas.

6) Perizinan Dekomisioning
Tahapan untuk izin dekomisioning antara lain (a) rencana program dekomisioning rinci, (b) reviu
program dekomisioning dari aspek keselamatan (c) persetujuan Badan Pengawas.
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Gambar 2. Perizinan secara Pipelining

Pendekatan Perizinan secara Bertingkat

1. Pengantar

Proses perizinan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan harus dapat diprediksi
(yaitu terdefinisi dengan baik, jelas, transparan, dan dapat dilacak). Proses perizinan harus ditetapkan
secara sistemik untuk memfasilitasi regulasi secara efisien. Langkah-langkah proses perizinan harus
terpisah dan harus mengikuti urutan yang logis. Dalam mengembangkan proses perizinan, dapat
dipertimbangkan untuk melaksanakan proses pra lisensi, ataupun langkah-langkah yang memberikan
persetujuan awal lokasi ataupun untuk mencapai persetujuan desain instalasi standar.

2. Pendekatan Bertingkat

Pendekatan bertingkat adalah metode yang diterapkan setiap proses atau produk yang memerlukan
tingkat kendali tertentu. Saat menerapkan pendekatan bertingkat dipergunakan sumber daya yang
seringkali terbatas, dengan cara yang mempertimbangkan risiko terkait. Pendekatan bertingkat
digunakan dalam melaksanakan pengkajian keselamatan dan dalam mengeluarkan peraturan yang
memadai untuk berbagai jenis instalasi nuklir dan berbagai tingkat potensi bahaya dan risiko yang
ditimbulkannya. Penerapan pendekatan bertingkat oleh badan pengawas berfokus pada cara instalasi
dan aktivitasnya dinilai, diperiksa dan disahkan berdasarkan risiko, tanpa membatasi pengoperasian
instalasi nuklir atau pelaksanaan aktivitasnya.
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Faktor utama yang dipertimbangkan dalam penerapan pendekatan bertingkat untuk diterapkan dalam
peraturan adalah besarnya risiko yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di instalasi nuklir [7].

3. Pendekatan Bertingkat dalam Perizinan

Pendekatan bertingkat digunakan oleh badan pengawas dalam menentukan ruang lingkup, luas dan
tingkat perincian dan upaya yang akan dilakukan untuk meninjau, menilai dan memeriksa, dan jumlah
otorisasi untuk setiap instalasi nuklir dan kegiatannya.

Pendekatan bertingkat untuk penilaian keselamatan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti
kematangan organisasi pemegang izin, dan kompleksitas dan isu-isu terkait penuaan instalasi nuklir.
Kematangan terkait dengan: penggunaan prosedur, desain dan pengalaman operasi pada instalasi
nuklir yang serupa; ketidakpastian kinerja instalasi; ketersediaan staf yang kompeten dan manajer
yang berpengalaman, kontraktor dan pemasok. Kompleksitas berkaitan dengan: tingkat dan kesulitan
upaya yang diperlukan untuk membangun, memelihara, mengoperasikan, dan menonaktifkan instalasi
nuklir atau untuk melakukan suatu kegiatan; jumlah proses terkait yang perlu dikendalikan; bentuk
fisik dan kimia bahan radioaktif dan sejauh mana bahan radioaktif harus ditangani; waktu paruh dari
radionuklida yang bersangkutan; dan keandalan serta kompleksitas sistem dan komponen dan
aksesibilitasnya untuk pemeriksaan pemeliharaan, pengujian, dan perbaikan. Demikian pula,
pendekatan bertingkat harus diterapkan pada instalasi nuklir yang berkembang secara dinamik [7].

Permasalahan PLTN Terapung

1. Pengantar

Banyak negara telah mengembangkan reaktor daya terapung dengan konsep reaktor inovatif yang
berbeda dalam ukuran pada berbagai tahap desain dan pengembangan di seluruh dunia dengan tujuan
pemanfaatan yang berbeda-beda. Keselamatan operasi reaktor daya terapung (RDT) di lingkungan
laut selama peristiwa cuaca ekstrem bisa sangat menantang [8]. Ketika RDT miring secara statis di
lautan karena pengaruh lingkungan sekitar, beberapa mekanisme keselamatan dapat bekerja dengan
tidak semestinya, dan di luar tingkat kemiringan tertentu, sistem pendingin inti darurat platform tidak
dapat lagi berfungsi yang akan menyebabkan kerusakan yang parah atau menimbulkan risiko
keamanan [9]. Pemeliharaan jangka panjang untuk mencegah RDT dan komponennya mengalami
pengaruh korosi air laut merupakan masalah keamanan lainnya.

2. Tinjauan Aspek Teknis

Reaktor daya terapung memiliki banyak kesamaan dengan PLTN berbasis darat dan kapal bertenaga
nuklir, namun ada beda yang mewakili kategori baru dimana norma, standar, atau praktik keselamatan
nuklirnya perlu dikembangkan. Implementasi reaktor daya terapung juga perlu mempertimbangkan
pengangkutan instalasi reaktor yang telah difabrikasi, berbahan bakar, diuji dan dioperasikan.

Lokasi reaktor daya yang biasanya berbasis darat ke laut akan menimbulkan pertanyaan tentang
keselamatan, lingkungan, dan peraturan yang berbeda. Kekhawatiran tentang tabrakan kapal,
permasalahan tempat penangkapan ikan lepas pantai, tenggelamnya tongkang, dan tantangan untuk
menciptakan pengaturan baru untuk reaktor terapung merupakan masalah yang dihadapi oleh
regulator.

Masalah teknis khusus sehubungan dengan PLTN yang dipasang di tongkang adalah:
— Definisi desain dasar yang terkait dengan tapak dan kondisi operasi khusus;
— Implikasi dari desain dasar untuk desain aktual sistem, struktur dan komponen reaktor daya
terapung;
— Sistem pengungkung dan struktur penahan beban;
— Koneksi ke jaringan yang sangat kecil dan tidak stabil
— Pasokan energi darurat;
— Perlindungan terhadap banjir dan tsunami;
— Modalitas dan peralatan untuk penggantian bahan bakar;
— Kemungkinan tenggelamnya reaktor terapung
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— Kesiapsiagaan dan kedaruratan

3. Analisis Kebijakan

Melalui beberapa pertimbangan, Badan Pengawas mempertimbangkan kemungkinan penerapan
reaktor daya terapung di Indonesia dengan menetapkan standar nasional untuk pembangkit nuklir, dan
untuk memastikan bahwa standar dipenuhi untuk penempatan/tapak dan selama desain, manufaktur
dan komisioning, dan operasi.

Sebagian besar, masalah perizinan untuk RDT akan tergantung pada tingkat inovasi yang diterapkan
dalam desain instalasi. Jika RDT menjadi subyek transaksi ekspor, perizinan akan dilakukan baik di
negara pemasok dan di negara pengguna. RDT inovatif yang merupakan reaktor bukan berpendingin
air, yang berbahan bakar dan diuji di instalasi dan berbagai jenis reaktor RDT dipasang di tongkang
memasukkan inovasi-inovasi penting yang memerlukan pengembangan norma-norma peraturan yang
diperlukan untuk mendukung perizinan. Lisensi tongkang oleh regulator maritim diperlukan untuk
instalasi yang dipasang di tongkang.

Strategi Kebijakan

1. Pengertian Umum

I Gde Pantja Astawa menjelaskan bahwa peraturan negara (staatsregelings) atau keputusan dalam arti
luas (besluiten) dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu [10]:

a)  Wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan);

b)  Beleidsregels (peraturan kebijakan;

C) Beschikking (penetapan).

Pada dasarnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan (delegated
authority) karena kewenangan asli (original authority) pembentukan peraturan perundang-undangan
ada pada badan legislatif. Pendelegasian kewenangan legislatif kepada pemerintah (eksekutif) atau
pejabat administrasi negara tersebut membuat pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara
memiliki kewenangan legislatif seperti halnya pembentuk undangundang asli (badan legislatif) [10].

Kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan wewenang yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk-bentuk hukum
yang ada di Indonesia dapat dikategorikan termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan dapat bersifat terikat (gebonden beleids) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat
bebas (vrijbeleid) berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (freies ermessen). Kebijakan yang
bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka
menyelesaikan suatu keadaan masalah konkret yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan [10].

2. Kebijakan Umum

Untuk memastikan terselenggaranya persetujuan dan perizinan yang efisien, maka isi permohonan,
format, kelengkapan, tingkat rinci, dan kriteria evaluasi dan jadwal permohonan perizinan dan proses
evaluasi perlu didefinisikan dengan baik. Persyaratan ini berlaku umum untuk semua jenis reaktor.

Permasalahan khusus yang mungkin memerlukan penilaian awal atau lanjutan antara lain desain
komponen tertentu, metode analisis, kualifikasi bahan bakar, suku sumber, desain dasar, defense-in-
depth (DiD), pemilihan kecelakaan, klasifikasi SSK, perlakuan regulasi untuk sistem non-keselamatan,
serta penerapan kode dan standar.

Hasil yang diinginkan kebijakan adalah mekanisme umum untuk menetapkan gambaran yang jelas
dan terdokumentasi dari ekspektasi Badan Pengawas untuk kelengkapan dan tingkat rinci permohonan
persetujuan desain SMR yang baru dan unik, cocok untuk setiap desain yang diberikan di area yang
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secara material berbeda dari aturan yang ada saat ini yang berbasiskan ke reaktor berpendingin air
ringan.

Tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa:
— ada kriteria dasar penerimaan perizinan dan dokumentasinya yang jelas dan tegas;
— ada kepastian peraturan yang lebih luas untuk proses evaluasi permohonan izin dengan
minimal iterasi pada siklus permohonan, penilaian, dan perbaikan; namun dengan hasil yang
lebih dapat diprediksi.

Pendekatan perizinan memiliki empat prinsip panduan yaitu:

a) menyesuaikan dengan peraturan saat ini yang didasarkan pada teknologi reaktor air ringan
besar;

b) menggunakan proses pengambilan keputusan yang sistematis dengan tetap menerapkan
peraturan yang ada;

c) menggunakan proses informasi risiko untuk melengkapi peraturan yang ada; dan

d) menyediakan persyaratan permohonan termasuk revisi yang terdokumentasi serta diringkas
dalam format khusus desain dan implementasinya

3. SWOT Pengawasan Pembangunan SMR

Kebijakan diperlukan sebelum dilakukannya permohonan perizinan yang digunakan untuk
menggambarkan permasalahan tingkat tinggi, meringkas persyaratan peraturan yang ada atau panduan
yang membantu kontekstualisasi masalah, menggambarkan pendekatan yang diusulkan untuk
mengatasi masalah, dan menentukan tujuan hasil yang diinginkan untuk mencapai permohonan atau
keselarasan dengan industri. Sedangkan manajemen strategi adalah proses pembuatan keputusan
terkait penggunaan sumber-sumber perusahaan yang terbatas dalam lingkungan bisnis yang cepat
berubah [11]. Dengan demikian strategi kebijakan meliputi bagaimana menerapkan keputusan dan
bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Bapeten mempunyai tugas untuk melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku [12]. Sedangkan visi dan misi Bapeten adalah menjadi Badan
Pengawas Tenaga Nuklir yang andal, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan
Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden [13].

Untuk menyusun rancangan strategi kebijakan, diperlukan analisis SWOT seperti terlihat pada Tabel
1.

Tabel 1. SWOT Pengawasan Pembangunan SMR

Faktor Internal

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses)

1. Struktur organisasi Bapeten kuat secara 1. Infrastruktur untuk pengawasan SMR belum
hukum tersedia

2. SDM Pengawas Bapeten sudah ada 2. Anggaran untuk mendukung pengawasan

3. Komunikasi yang baik dengan K/L lain pembangunan SMR belum memadai
dan Pemda 3. Peraturan yang ada kurang sesuai untuk SMR

Faktor Eksternal
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

1. Kebijakan pemerintah tentang NZE dan 1. Beragamnya jenis teknologi baru SMR yang
bauran energi yang mengakomodasi ditawarkan ke Indonesia, termasuk PLTN
nuklir terapung

2. Ketersediaan dokumen IAEA dan negara 2. Keinginan pelaku usaha untuk membangun
lain tentang pembangunan SMR PLTN mulai dari tahap riset sampai komersial

3. Ketersediaan forum reactor a bilateral 3. Keinginan pelaku usaha untuk komersialisasi
maupun multi lateral reaktor prototipe

4. Ketersediaan TSO di tingkat nasional 4. Permasalahan penerimaan reacto terhadap
maupun internasional pembangunan PLTN
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Berdasarkan SWOT di atas dapat disusush strategi pembangunan SMR di Indonesia seperti tampak
pada Tabel 2.

Tabel 2. Strategi Pengawasan Pembangunan SMR

Faktor Internal

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. Struktur organisasi 1. Infrastruktur H/W dan S/W
BAPETEN kuat secara untuk pengawasan SMR
hukum belum tersedia
2. SDM Pengawas . Anggaran untuk mendukung
BAPETEN sudah ada pengawasan pembangunan
Faktor Eksternal 3. Komunikasi yang baik SMR belum memadai

dengan K/L lain dan
Pemda

. Peraturan yang ada kurang

sesuai untuk SMR

Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O
1. Kebijakan pemerintah 1. Kontribusi SDM .Dukungan TSSO  untuk
tentang NZE dan bauran Pengawas BAPETEN penguatan infrastruktur
energi yang mengakomodasi dalam forum Kkerjasama H/W dan S/W
nuklir bilateral dan multilateral . Pengembangan  peraturan

2. Ketersediaan dokumen yang mengakomodasi SMR
IAEA dan negara lain . Peningkatan reaktor untuk
tentang pembangunan SMR mengatasi kendala anggaran

3. Ketersediaan forum reaktor,
baik  bilateral ~ maupun
multilateral

4. Ketersediaan TSO di tingkat
nasional maupun
internasional

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T

1. Beragamnya jenis teknologi 1. Konsultasi Calon . Pengembangan  peraturan
baru SMR yang ditawarkan Pemegang Izin SMR tentang kemungkinan
ke Indonesia, termasuk dengan SDM Pengawas pelaku usaha diizinkan
PLTN terapung BAPETEN melalui media membangun PLTN mulai

2. Keinginan pelaku usaha pra lisensi tahap riset sampai komersial
untuk membangun PLTN 2. Peningkatan pemahaman . Pengembangan  peraturan
mulai dari tahap riset sampai publik tentang pengawasan yang  mempertimbangkan
komersial pembangunan PLTN komersialisasi reaktor

3. Keinginan pelaku usaha melalui Kerjasama dengan prototipe
untuk komersialisasi reaktor K/L lain dan Pemda
prototipe

4. Permasalahan  penerimaan
reaktor terhadap
pembangunan PLTN

4. Strategi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, maka strategi kebijakan pengawasan pembangunan SMR sebagai
berikut:

1. Peraturan untuk Perizinan;

1.1. Pada prinsipnya, semua jenis reaktor dapat dibangun di Indonesia, sepanjang memenuhi

persyaratan keselamatan, keamanan dan garda-aman (safeguards);
1.2. Untuk mengantisipasi

permasalahan desain

reaktor

terhadap pemenuhan

ketentuan

keselamatan, keamanan dan garda-aman, pengembang reaktor daya dapat mengajukan pra
lisensi kepada BAPETEN sebelum masuk tahap perizinan.
1.3. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan izin untuk pembangunan reaktor daya, baik
berupa reaktor daya eksperimental, demo/prototipe, maupun komersial;

1.4.Reaktor daya prototipe dapat diajukan status perizinannya menjadi reaktor daya komersial

10
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melalui proses persetujuan Badan Pengawas, dengan syarat jika teknologi yang digunakan telah
mencapai bentuk akhir dan telah dioperasikan secara selamat seperti tercantum dalam Laporan
Analisis Keselamatan pada berbagai kondisi operasi dalam kurun waktu paling kurang 3 tahun.
1.5. Reaktor daya yang diajukan perubahan status perizinannya dari prototipe ke komersial dengan
syarat harus memiliki Laporan Analisis Keselamatan Probabilistik dan memenuhi persyaratan
administrasi pada saat diajukan perubahan status izin kepada BAPETEN.

2. Regulasi PLTN Apung

2.1. Penerapan ketentuan untuk reaktor daya terapung perlu diselaraskan dengan aturan Hukum
Nasional dan Internasional di bidang keselamatan nuklir, keamanan nuklir, garda-aman,
Hukum Laut, Hukum Lingkungan, dan nuclear liability.

2.2. Untuk instalasi yang dipasang di tongkang harus melalui proses perizinan tongkang oleh
regulator maritim. Perlu tersedia active agreement dengan negara pemasok.

2.3. Reaktor daya terapung yang dioperasikan di Indonesia harus memiliki izin pengoperasian dari
Badan Pengawas negara asal

3. Kerjasama

3.1.Bapeten bekerja sama dengan badan pengawas tenaga nuklir dari berbagai negara yang
berpengalaman dalam mengawasi reaktor nuklir teknologi baru, baik dalam hal penyusunan
kebijakan, standar keselamatan sampai dengan penyelenggaraan perizinan

3.2.Bapeten bekerja sama dengan TSO internasional dan nasional dalam melakukan pengawasan
pembangunan SMR

3.3.Kolaborasi antar institusi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi pengawasan
guna meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan SMR

Kesimpulan

Dalam makalah ini dilakukan penyusunan kajian sebagai dasar usulan strategi kebijakan untuk
mengantisipasi pembangunan PLTN jenis SMR di Indonesia dari aspek keselamatan. Strategi
kebijakan disusun berdasarkan penerapan peraturan dengan referensi peraturan yang telah ada di
Indonesia maupun dari negara lain. Strategi kebijakan diturunkan dari SWOT Bapeten. Strategi
kebijakan pengawasan pembangunan SMR disusun dari aspek (a) peraturan untuk perizinan, (b)
regulasi PLTN terapung dan (c) kerjasama. Dengan adanya strategi kebijakan ini diharapkan
pembangunan PLTN jenis SMR dapat terjamin aspek keselamatannya
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Abstrak

Pengungkung reaktor nuklir adalah sistem keselamatan penting dengan fungsi penghalang utama untuk
mencegah lepasan produk fisi radioaktif ke lingkungan jika terjadi kecelakaan parah. Kejadian ledakan hidrogen
di tiga unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima telah mengakibatkan kerusakan parah pada
fasilitas dan struktur pengungkung primer dan sekunder. Telah dilakukan studi terhadap strategi dan manajemen
pengendalian hidrogen pada PLTN berdasarkan standar nasional, badan energi atom internasional (International
Atomic Energy Agency-1AEA) dan komparasi penerapan di beberapa negara pengoperasi PLTN jenis reaktor air
bertekanan (Pressurized Water Reactor-PWR) dan reaktor air didih (Boiling Water Reactor-BWR) pasca
kecelakaan Fukushima, antara lain di Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, Prancis,
Spanyol, dan Swedia. Tujuan studi adalah mengidentifikasi muatan teknis terkait strategi dan penanganan
bahaya hidrogen pada kecelakaan parah PLTN yang selanjutnya akan diusulkan sebagai isi rekomendasi teknis
desain sistem pengungkung reaktor daya. Studi dilakukan pada desain PLTN dan reaktor daya kecil dan
modular (Small Modular Reactor-SMR) berpendingin air. Studi menyimpulkan bahwa strategi mitigasi
hidrogen memiliki keragaman antara satu negara dengan negara lain dan bergantung pada desain pengungkung.
Sistem pemantauan gas pada pengungkung mutlak diperlukan, dan terdapat peningkatan fitur keselamatan
khususnya pada desain BWR Mark | dan Mark Il. Selain itu, pada desain terkini SMR umumnya telah
mengakomodasi mitigasi bahaya hidrogen dalam desain reaktor. Substansi teknis dan norma yang perlu
diakomodir dalam peraturan BAPETEN terkait desain pengungkung, yaitu: (1) proses pembentukan gas mudah
terbakar meliputi seluruh sumber-sumber termasuk lokasi yang menghasilkan H, di dalam dan di luar bejana
reaktor pada kondisi DBA, dan BDBA/SA; (2) proses moda pembakaran Hy; (3) kriteria/parameter nilai desain
pengungkung; dan (4) upaya mitigasi dan pencegahan pembakaran H, yang membahayakan integritas
pengungkung.

Kata Kunci: Desain sistem pengungkung, ledakan hidrogen, kecelakaan parah
Abstract

The containment of a nuclear reactor is a safety important system with the main barrier function to preventing
radioactive fission product release to the environment in a severe accident. The hydrogen explosion events in
three Fukushima nuclear power plant units resulted in the facility and primary and secondary containment
structures building severe damage. A study on the strategy and control management of hydrogen in nuclear
power plants based on national standards, IAEA, and comparative practice in several operating countries for
PWR and BWR-type nuclear power plants after the Fukushima accident, including the United States, Belgium,
Finland, Germany, South Korea, France, Spain, and Sweden, has been conducted. The purpose of the study is to
identify the technical contents related to the strategy and management of hydrogen hazards in severe accidents
of nuclear power plants which will then be proposed as the contents of technical recommendations for the
design of power reactor confinement systems. The study was conducted on designs of nuclear power plants and
water-cooled SMRs. The study concluded that mitigation strategies for hydrogen vary from country to country
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and depend on the design of the containment. A gas monitoring system in the containment is absolutely
necessary, and there are improved safety features, especially in BWR Mark | and Mark Il reactor designs. In
addition, the latest SMR designs have generally accommodated hydrogen hazard mitigation in the reactor
design. Technical substance and norms that need to be accommodated in BAPETEN regulations related to
containment design, namely: (1) combustible gas formation process covering all sources including locations
that produce H- inside and outside the reactor vessel under DBA, and BDBA/SA conditions; (2) H2 combustion
mode process; (3) criteria/parameters of confinement design values; and (4) mitigation and prevention efforts
for H, combustion that jeopardize confinement integrity.

Keywords: Design of containment system, hydrogen explosions, severe accident

Pendahuluan

Tujuan manajemen kecelakaan parah (severe accident-SA) pada pembangkit listrik tenaga nuklir
(PLTN) adalah perlindungan integritas pengungkung yang menjadi penghalang akhir terhadap lepasan
produk fisi ke lingkungan. Terdapat beragam kemungkinan potensial terhadap integritas pengungkung
ketika terjadi SA di PLTN, namun kejadian paling signifikan adalah pembakaran hidrogen (Hz). H2
dihasilkan terutama sebagai hasil dari reaksi pemanasan zirkonium (Zr) dengan uap. Pembakaran H.
dapat menghasilkan tekanan dalam jangka pendek maupun kekuatan ledakan yang melampaui
kekuatan struktur pengungkung dan menjurus pada kegagalan awal pengungkung. Pada sebagian
besar PLTN, SA memicu lepasan H, yang melampaui kapasitasnya pada kecelakaan dasar desain
(Design Basis Accident-DBA) [1]. Secara lokal, konsentrasi H, dapat meningkat dengan cepat
mengarah pada terbentuknya campuran gas mudah terbakar dalam pengungkung. Selain itu,
peningkatan tekanan dalam jangka panjang dapat terjadi karena pembangkitan uap dari panas
peluruhan dan/atau melalui pembentukan gas yang tidak terkondensasi dari interaksi lelehan teras
dengan alas beton pengungkung.

Oleh karena itu upaya mempertahankan integritas pengungkung menjadi sangat penting pada
kecelakaan reaktor untuk menghindari lepasan produk fisi, termasuk mempelajari sumber, fenomena,
dan mitigasi H, pada pengungkung. Hal ini menjadi tujuan badan pengawas tenaga nuklir
(BAPETEN) melakukan studi rekomendasi teknis strategi dan mitigasi bahaya H, pada kondisi SA
khususnya pada PLTN termasuk reaktor daya kecil dan modular (Small Modular Reactor-SMR)
berpendingin air ringan dengan tipe desain reaktor air bertekanan (Pressurized Water Reactor-PWR)
dan reaktor air didih (Boiling Water Reactor-BWR).

Saat ini ketentuan persyaratan khusus desain pengungkung telah tercantum dalam Peraturan Kepala
BAPETEN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Daya [2], akan
tetapi ketentuan mengenai desain sistem penyungkup diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala
BAPETEN. Studi rekomendasi teknis ini menjadi dasar dalam penyusunan regulasi BAPETEN terkait
desain sistem pengungkung khususnya pada bagian manajemen gas mudah terbakar dan strategi
mitigasi bahaya hidrogen kecelakaan parah.

Metodologi

Makalah ini berisi studi literatur dengan cara komparasi praktik strategi mitigasi bahaya hidrogen
kecelakaan parah dari regulasi nasional, standar IAEA dan praktik di negara pengoperasi PLTN
seperti Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Spanyol, Swiss, dan
Swedia.

Pokok Bahasan

1. Desain Pengungkung PLTN [3]

1) Tipe BWR

Ukuran dan konstruksi pengungkung tipe reaktor ini sangat beragam. Desain terdahulu memiliki
daya rendah (sekitar 100 MWe) hingga daya besar setara PWR pada desain terkini. Desain
pengungkung terbuat dari baja diantara bangunan beton reaktor atau beton pra-tekan dengan lapisan
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baja di bagian dalam mengelilingi oleh gedung reaktor. Pengungkung terdiri dari bagian drywell
yang mewadahi reaktor dan wetwell (sebagai pendingin pasif) dengan volume air sebesar ~ 2000 -
3500 ma.

Desain reaktor memiliki tiga tipe pengungkung: Mark |, Mark II, dan Mark Ill, yang bervariasi
terutama pada bagian wetwell. Pada sebagian besar pengungkung, sistem penyemprot dipasang
setidaknya di bagian drywell meskipun tidak semua terkait keselamatan. Kebanyakan pengungkung
reaktor ini pada bagian drywell dan wetwell didesain dalam kondisi inert (sulit bereaksi) ketika
operasi normal reaktor dengan cara mengisi gas nitrogen (N2)untuk mencegah risiko Ho.

Jika pengungkung Mark 111 didesain tanpa kondisi inert maka terpasang fitur pemantik (igniter) dan
recombiner pasif (Passive Autocatalytics Recombiner-PAR) di sisi drywell dan wetwell. Tersedia
juga sistem perpipaan dengan atau tanpa filter, yang terkoneksi dalam bentuk fase gas pada dua sisi
tersebut, dan memiliki sisa pipa off-gas terpisah menuju cerobong untuk mengantisipasi kegagalan
tekanan berlebih pengungkung secara jangka panjang pada kecelakaan di luar dasar desain (Beyond
Design Basis Accident-BDBA) atau SA. Upaya lain mencegah potensi erosi beton setelah kegagalan
bejana tekan reaktor adalah mengaliri air pada rongga yang terletak di bawah bejana reaktor.

2) Tipe PWR

Daya operasi memiliki rentang 365 MWe (2 loop) hingga 1650 MWe (4 loop) dengan volume
pengungkung 36.000-90.000 m. Reaktor ini memiliki tiga desain pengungkung: 1) baja dikelilingi
bangunan beton reaktor, 2) beton pra-tekan dengan lapisan dalam baja namun di bagian atas tidak
ditutup gedung reaktor, dan 3) beton dinding ganda.

Fitur sistem mitigasi pengungkung antara lain sistem penyemprot untuk menurunkan tekanan pada
kondisi DBA. Sistem pemindah panas jangka panjang setelah kondisi DBA menggunakan beragam
desain, seperti sistem ventilasi udara. Mitigasi H> kondisi DBA melalui pemasangan rekombiner
panas/PAR atau pemantik pijar (glow plug igniters) beroperasi ketika konsentrasi H, sangat dekat
dengan batas mudah terbakarnya [4]. Pada banyak desain PWR juga dilengkapi sistem
penggembosan tekanan (venting system) berfilter untuk mencegah kegagalan tekanan berlebih.

2. Pembentukan Hidrogen [4]

a) Terdapat dua sumber pembangkitan H, selama kondisi SA vyaitu di dalam dan luar bejana
reaktor. Sumber H; di dalam bejana berasal dari fenomena reaksi uap-zirkonium, reaksi uap-
logam baja, dan reaksi uap-boron karbida (B4C). Pada saat SA, pendingin dapat hilang karena
peluruhan panas bahan bakar akibat teras tidak tertutupi air. Suhu tinggi ini memudahkan
oksidasi logam kelongsong Zr dan H; membentuk panas. Reaksi oksidasi zirkonium dan uap
sangat cepat dengan laju 0,1-5 kg/s serta kecepatannya 10 kali lipat dari sumber H; lainnya.
Dalam beberapa jam pertama kecelakaan, PWR menghasilkan 150-200 kg H dimana nilai ini
adalah dua hingga lima kali lebih besar dari BWR. Jika seluruh Zr teroksidasi sempurna, massa
H> terbentuk pada 1000 MWe PWR adalah 1000-1100 kg. Jumlah O, terbentuk di BWR hampir
tiga kali lipat jumlah PWR. Sementara reaksi oksidasi uap-baja menghasilkan 10-15% total H,.
B.C digunakan sebagai batang penyerap neutron desain BWR dan beberapa PWR. Oksidasi
B.C secara signifikan menyumbang tidak hanya pada produksi H, per gram material jauh lebih
banyak daripada oksidasi Zr, tetapi juga terhadap pelepasan panas di dalam teras. Efek ini
tergantung pada kuantitas massa B4C dalam reaktor. Produksi H» sekitar 0,15-0,3 kg per 1 kg
oksidasi B4C. Pada PWR, kuantitas hidrogen dari oksidasi B4C adalah sekitar 10% lebih rendah
dari oksidasi Zr.

b) Sumber H; di luar bejana berasal dari reaksi beton-lelehan korium, radiolisis air, dan korosi
bahan logam. Interaksi beton dan lelehan korium (molten corium-concrete interaction-MCCI)
terjadi ketika integritas bejana reaktor gagal dan lelehan korium suhu tinggi jatuh ke dalam
rongga reaktor terbuat dari beton, menghasilkan reaksi kimia eksotermik antara material korium
dan gas yang dihasilkan dari pengendapan beton seperti H.O dan CO. sementara beton
mengalami ablasi. Laju pembentukan H, pada reaksi ini 2 mol/s.

Radiolisis air terjadi pada kondisi normal dan kecelakaan, namun tingkat produksi H;
diperkirakan sangat rendah dalam kondisi kecelakaan. Produksi H, sekitar 100 kg dalam tiga
bulan dan dimitigasi melalui rekombiner hidrogen. Pada korosi bahan logam, logam seng (Zn)
dan aluminium menjadi sumber utama reaksi korosi menghasilkan H.. Reaksinya bergantung
pada nilai derajat keasaman (pH). Proses korosi bahan logam dapat menghasilkan sekitar 100
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kg hidrogen dalam beberapa jam, yang nilainya tetap jauh lebih rendah dari sumber produksi H»
lainnya.

3. Pembakaran Hidrogen [1,4]

Kecepatan produksi H, sekitar 2 kg/detik berasal dari sumbangan berbagai sumber saat degradasi
teras. Kuantitas H, dalam pengungkung biasanya lebih dari 1000 kg dalam tujuh jam pertama
kecelakaan. Jika H terdistribusi secara homogen maka kemungkinan terjadinya ledakan
membahayakan pengungkung sangat kecil. Namun, distribusi H. cenderung tidak merata karena
terdapat beragam fenomena pada lingkungan multi komponen. Sehingga konsentrasi H. dapat lebih
tinggi secara lokal daripada nilai batas mudah terbakar yang mengakibatkan pembakaran. Oleh
karena itu, perkiraan distribusi H> menjadi hal penting dalam proses penilaian.

Pembakaran H, terjadi di pengungkung karena dua kondisi, yaitu terjadi pencampuran gas mudah
terbakar mencapai konsentrasi tertentu dan terdapat sumber pemantik. Ketika terjadi pembakaran
pada kondisi DBA/SA, reaksi tidak dapat dikendalikan sampai jumlah H; di dalam atmosfer
pengungkung seluruhnya terbakar.

Proses moda pembakaran H, meliputi deflagrasi, detonasi, penyebaran nyala api, dan transisi
deflagrasi ke detonasi. Perbedaan utama keempat moda ini adalah kecepatan rambatan gelombang
pembakaran. Seluruh moda pembakaran tersebut berpotensi terjadi pada skenario SA dengan
konsekuensi sebagai berikut: (1) jika konsentrasi H2 kurang dari 8% maka perkiraan nyala api
lambat dan deflagrasi menghasilkan beban tekanan kuasi-statis, (2) jika konsentrasi H, di atas 8%
maka proses pembakaran sempurna dan pembakaran dapat meningkatkan beban tekanan lebih
tinggi, (3) jika konsentrasi H, di atas 10% maka gelombang penyebaran api melewati kecepatan
suara sehingga menciptakan gelombang kejut bertekanan tinggi dan potensi lebih tinggi untuk
menyebabkan kerusakan struktural, dan (4) pada kondisi ekstrim penyebaran nyala api didukung
olen kondisi turbulensi dapat mencapai kondisi ledakan (detonasi). Kondisi terakhir adalah
fenomena dalam campuran gas yang mudah terbakar dan udara (atau oksigen) ketika terjadi transisi
tiba-tiba dari jenis pembakaran deflagrasi ke jenis ledakan detonasi, dikenal Deflagration to
Detonation Transition (Deflagration-to-Detonation  Transition-DDT). Berkenaan dengan
keselamatan reaktor, penyebaran nyala api dan DDT ini memiliki potensi tinggi dan sangat merusak
struktur pengungkung internal, termasuk sistem keselamatan dalam manajemen SA.

Pembahasan

1. Regulasi Nasional

Strategi dan mitigasi bahaya hidrogen SA termasuk dalam substansi persyaratan khusus desain reaktor
daya, yaitu pada desain sistem pengungkung [5]. Isi persyaratan teknis desain sistem pengungkung
termuat dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2011 tentang ketentuan keselamatan
desain reaktor daya. Pada pasal 90 ayat 3 Perka tersebut diuraikan bahwa: desain sistem penyungkup
harus memiliki paling sedikit: a) struktur kedap (leaktighness); b) sistem pengendali level tekanan,
temperatur, dan kelembaban; dan c) fitur untuk mengisolasi, mengolah, mengendalikan dan
memindahkan produk fisi, hidrogen, oksigen, dan zat radioaktif yang mungkin terlepas dari
penyungkup ke lingkungan [3]. Pemohon izin akan menguraikan pemenuhan persyaratan teknis ini
dalam dokumen laporan analisis keselamatan [6], pada tahap izin konstruksi (termasuk persetujuan
desain), komisioning, dan/atau operasi. Sistem pengungkung terletak pada bab 2: sistem pengungkung
sebagai persyaratan khusus desain, dan bab 7: sistem pengungkung menjadi bagian fitur keselamatan
teknis, yaitu “...sistem untuk mengendalikan hidrogen dan gas mudah terbakar lainnya dalam

pengungkung”.

2. Standar IAEA

IAEA No. SSR-2/1 (Rev.1) - Safety of Nuclear Power Plant: Design diterbitkan pada tahun 2016 lalu
merupakan hasil pembelajaran dari kecelakaan nuklir di PLTN Fukushima Daiichi. Dokumen ini
dinilai sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi Prinsip ke-1 dari Vienna Declaration on
Nuclear Safety, suatu perjanjian internasional yang dibentuk untuk mencegah berulangnya kecelakaan
besar sebagaimana yang terjadi di PLTN Fukushima tersebut [7].
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Dalam dokumen tersebut, fungsi keselamatan dan pendekatan desain pengungkung menjadi keharusan
bagi pemegang izin memenuhi persyaratan 5, 17, 54 dan 55 bahwa sistem pengungkung harus
disediakan untuk memastikan pemenuhan fungsi-fungsi keselamatan PLTN berikut: (i) penyungkup
zat radioaktif pada kondisi operasional dan kecelakaan; (ii) proteksi reaktor terhadap kejadian
eksternal dan kejadian akibat ulah manusia; dan (iii) perisai radiasi pada kondisi operasional dan
kecelakaan.

Selain empat persyaratan itu, desain pengungkung juga harus memenuhi persyaratan 58 dan 73
tentang pencegahan dan mitigasi bahaya hidrogen, dan penyediaan sistem penggembosan tekanan
(venting system) dan sistem filter. Selanjutnya, panduan dan pedoman teknis sistem pengungkung
lebih rinci diatur pada IAEA SSG 53: Design of the Reactor Containment and Associated Systems for
Nuclear Power Plants [8]. Desain pengungkung dan sistem terkait, salah satunya berisi pengaturan
mengenai manajemen gas mudah terbakar, yang terdiri dari: pembentukan gas mudah terbakar, risiko
gas mudah terbakar dalam kondisi perluasan desain dengan teras meleleh, dan upaya mitigasi dan
pencegahan pembakaran hidrogen yang membahayakan integritas pengungkung.

3. Praktik penerapan strategi mitigasi bahaya hidrogen di beberapa negara pengoperasi
PLTN

Setiap negara pengoperasi PLTN memiliki persyaratan umum maupun khusus untuk memitigasi
bahaya H,. Pilihan strategi ini bergantung jenis reaktor, desain pengungkung, dan persyaratan yang
diadopsi di masing-masing negara tersebut. Kriteria manajemen H» desain pengungkung terangkum
pada Tabel 1-2 [3]. Pendekatan preskriptif diterapkan negara Belgia, Jepang, Korea Selatan, Prancis,
Spanyol dan Amerika Serikat, sementara kriteria kualitatif dilaksanakan oleh Finlandia, Republik
Ceko, dan Swedia.

Keputusan Pemerintah Belgia Tahun 2011 mengatur persyaratan keselamatan PLTN bahwa risiko H»
harus dilakukan pada kondisi DBA dan SA dengan kriteria konsentrasi H, lokal dan rata-rata. Di
Prancis, standar keselamatan dan kriteria mitigasi H, dilakukan sebagai berikut: (1) pada seluruh SA,
jika terjadi kondisi dimulainya penyalaan (ignition), tekanan karena pembakaran isokorik adiabatis
sempurna (Adiabatic Isochoric Complete Combustion-AICC) harus di bawah tekanan desain (sekitar
5 bar untuk PWR900-PWR1300-PWR 1450); (2) pada kondisi transien SA, konsentrasi hidrogen rata-
rata berada di bawah 8% volume agar proses pembakaran Htidak sempurna dan konsentrasi hidrogen
lokal harus berada di bawah 10% volume untuk menghindari fenomena penyebaran api (flame
acceleration-FA) dan potensi beban tekanan dinamis tinggi. Pada kondisi FA, kecepatan api kira kira
500m/s yang lebih tinggi dari kecepatan suara reaktan tetapi lebih rendah dari kecepatan produk, serta
memberikan dampak peningkatan tekanan sekitar 10 kali tekanan awal [9].

Otoritas Jepang menerbitkan persyaratan baru sejak tahun 2013 yang memasukkan kriteria sebagai
berikut: (1) pemilihan skenario urutan kegagalan pengungkung berdasarkan analisis keselamatan
probabilistik; (2) jumlah produksi H, sebelum kegagalan bejana reaktor setara dengan reaksi 75%
Zirkaloy di teras; (3) memperhitungkan pembentukan gas mudah terbakar dan tidak mudah terbakar
karena kondisi MCCI; (4) memperhitungkan produksi H, dan O, akibat radiolisis termasuk faktor-
faktor lain yang signifikan; (5) menggunakan kode komputer tervalidasi untuk memprediksi distribusi
hidrogen di dalam pengungkung; (6) konsentrasi H» lokal dan rata-rata < 13% volume tanpa kondisi
uap atau < 5% volume dengan uap.

Persyaratan pengendalian gas mudah terbakar kondisi SA di Korea Selatan mengadaptasi peraturan
badan pengawas Amerika Serikat dengan Kriteria sebagai berikut: (1) Konsentrasi H2 <10% volume
selama dan setelah SA dengan asumsi produksi H, berasal dari reaksi 100% logam kelongsong-air
dan terdistribusi seragam di dalam pengungkung; (2) Konsentrasi gas mudah terbakar pada setiap
kompartemen gedung pengungkung harus rendah untuk menghindari kondisi FA dan DDT; (3)
terpasang sarana untuk melindungi bangunan pengungkung dari kerusakan akibat pembakaran gas
mudah terbakar di dalam pengungkung; (4) integritas struktural gedung pengungkung harus
dipertahankan utuh selama dan setelah SA dengan asumsi produksi H, dari reaksi 100% logam
kelongsong-air, dan tekanan meningkat. Kriteria lainnya adalah pengungkung baja harus memenuhi
persyaratan standar kelas C KEPIC MNE 3220 dan pengungkung beton memenuhi standar KEPIC
SNB 3720.
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Tabel 1. Persyaratan manajemen hidrogen desain pengungkung negara pengoperasi PLTN [3]
(Belgia, Finlandia, Jepang, Korea, Prancis)

Batasan nilai & Negara/ Jenis PLTN
ketersediaan Prancis /
Fitur mitigasi Belgia Finlandia/ Jepang/ Jerman/ Korea/ PWR
/PWR EPR PWR-BWR BWR-72 PWR-PHWR 900,1300,
1450
Kriteria umum - \ - - -
konsentrasi <5%,<13%
volume  rerata < 4%, <5% - (dengan & - <10% <8%
H (DBASA) tan
2 pa uap)
konsentrasi <5%,<13%
volume lokal Hz - - (dengan & - rendah <10%
tanpa uap)
Konsentrasi O < 4% (drywell
) ) ) & wetwell) ) )
Tekanan AICC KEPIC <5,<4,8-5,2,
i i ) i IASME Il < 5,3 bar
Fitur mitigasi PAR, PAR,
PAR Inert N2, PAR pemantik pemantik PAR PAR
pijar pijar
F?tlaﬁ;;nmprot P>21-31 SA: manual v V SA: manual > P>2526
. bar ’ 0,28-2,4 bar bar
otomatis
Sistem venting - manual - P > 7 bar v P > 5 bar
Tabel 2. Persyaratan manajemen hidrogen desain pengungkung negara pengoperasi PLTN [3]
(Rep. Ceko, Spanyol, Swedia, Swiss, dan USA)
Batasan nilai & Negara/ Jenis PLTN
ketersediaan USA/BWR USA/ desain
Fitur mitigasi Republik Spanyol/ Swedia Swiss Mark maju (PWR-
Ceko PWR-BWR PWR-BWR LILII/ PWR BWR)
kondensor es
Kriteria umum N N - N - -
konsentrasi - - - 10% (100%
volume  rerata - - pendingin-
H2 clad)
konsentrasi - - -
volume lokal H. i i i
Konsentrasi Oz - - BWR <1-2% - - -
Tekanan AICC - - - - - -
Fitur mitigasi Inert N2,
. Ignition Inert Nz, Inert N,
PAF;)’/;g:T']mn Inert N2, PAR  Inert N2, PAR syste_m, Ignition Ignition
Passive system system, PAR
mixing
Sistem v (tekanan di
penyemprot N/A vfletwell & v P>131bar  gh: manual \/
drywell)
Sistem venting N/A N \ N \ \

Spanyol menetapkan persyaratan mitigasi H, sebagai berikut: (1) seluruh pemegang izin harus
memiliki sistem yang diperlukan untuk mengontrol konsentrasi H, agar integritas pengungkung
dipertahankan pada kondisi DBA,; (2) pengungkung tipe BWR Mark | dikondisikan pada lingkungan
inert dan BWR Mark 11 harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan gas yang mudah terbakar
yang dihasilkan dari reaksi logam-air yang melibatkan 75% bahan bakar kelongsong sehingga tidak
kehilangan integritas struktural pengungkung pada kondisi DBA dan BDBA, (3) peralatan pemantau
H, harus berfungsi, andal, dan mampu mengukur secara terus menerus konsentrasi H; dalam
pengungkung pada kondisi DBA dan BDBA,; (4) khusus pengungkung PWR-KWU, harus tersedia
fitur aktif yang memastikan pencampuran aliran secara paksa berdasarkan hasil perhitungan bahwa
konsentrasi H, melampaui batas mulai terbakar (ignition) di daerah tertentu pada kondisi DBA dan
sistem PAR untuk menurunkan konsentrasi H, agar tidak tercapai batas kemungkinan kondisi
deflagrasi pada kondisi SA.
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Badan pengawas Amerika Serikat merevisi persyaratan kendali H; namun peraturan tersebut tetap
mempertahankan persyaratan yang ada untuk memastikan proses pencampuran gas di pengungkung,
mengkondisikan lingkungan inert pengungkung BWR Mark | dan Il, serta menyediakan sistem
kendali yang mampu mengendalikan jumlah H, yang dihasilkan dari reaksi logam-air dengan 75%
kelongsong bahan bakar yang mengelilingi wilayah bahan bakar aktif pada pengungkung BWR Mark
111 dan PWR kondensor es.

Peraturan tersebut juga menetapkan persyaratan pengendalian gas mudah terbakar untuk reaktor
berpendingin air di masa depan yang serupa dengan persyaratan PLTN saat ini. Perbedaan utamanya
adalah kebutuhan untuk mengakomodasi jumlah H. setara dengan yang akan dihasilkan dari 100 %
reaksi pendingin dengan kelongsong bahan bakar. Jika pengungkung tidak memiliki atmosfer inert
(lembam), maka konsentrasi H. dalam pengungkung harus dibatasi selama dan setelah kecelakaan
yang melepaskan H (setara dengan 100% reaksi bahan bakar-pendingin) dengan distribusi H:
seragam hingga kurang dari 10% (berdasarkan volume), mempertahankan integritas struktur
pengungkung dan menyediakan fitur mitigasi kecelakaan yang tepat. Konsekuensinya saat ini,
pengungkung PWR dengan volume besar berisi udara harus memasang sistem kendali H. untuk
memenuhi batasan yang ditentukan.

Finlandia menetapkan persyaratan baru di tahun 2013 namun persyaratan manajemen H, tidak
berubah dan telah ditetapkan jauh sebelum kecelakaan Fukushima. Beberapa kriteria yang
ditambahkan antara lain: (1) pengungkung harus dirancang sedemikian rupa sehingga tahan terhadap
kedap bocor pada SA dengan asumsi reaksi oksidasi 100% bahan teras reaktor dengan air; (2) nilai
kedap bocor pengungkung pada SA harus ditunjukkan dalam nilai tekanan dan suhu yang diperoleh
melalui analisis deterministik sesuai panduan dalam dokumen YVL B.3, dengan memperhitungkan
marjin keselamatan peningkatan tekanan maksimum 50% dan peningkatan tekanan karena
pembakaran H; berdasarkan prinsip tekanan pembakaran isokorik adiabatis sempurna; (3) struktur dan
sistem pengungkung yang digunakan untuk menangani kecelakaan harus mencegah gas terbakar,
ledakan gas, atau fenomena energik lainnya yang dapat membahayakan kekedapan kebocoran
pengungkung maupun pengoperasian komponen yang diperlukan untuk penanganan kecelakaan; (4)
sistem dan komponen yang berada di dalam pengungkung harus mampu mengelola gas mudah
terbakar tanpa catu daya eksternal.

Republik Ceko tidak menerbitkan persyaratan khusus, panduan peraturan maupun dokumen lain
mengenai manajemen H, namun menggunakan kriteria kualitatif, seperti kriteria desain sistem
penghilangan H; didasarkan pada evolusi konsentrasi Ha, kriteria untuk FA dan DDT, dan tekanan
AICC. Di samping itu, terdapat ketentuan melaksanakan analisis probabilistik menggunakan skenario
realistis pada level 1 dan 2 termasuk pertimbangan pengoperasian sistem penyemprotan, lokasi
sumber di dalam pengungkung, massa absolut potensial H, dan perilaku kecelakaan di dalam
pengungkung.

Swedia juga tidak memuat persyaratan khusus mengenai manajemen H,. Namun isu tersebut dicakup
secara umum bahwa pengungkung harus dirancang dengan mempertimbangkan fenomena dan beban
yang dapat terjadi terkait dengan kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi untuk mengurangi
lepasan zat radioaktif ke lingkungan.

Tabel 1 dan 2 juga menunjukkan keragaman penerapan mitigasi manajemen H,. Pada umumnya pada
PWR menggunakan fitur PAR, pemantik pijar, penggunaan pengungkung dengan volume besar, atau
kombinasinya. Sementara BWR yang memiliki pengungkung lebih kecil dari PWR dilakukan upaya
pengisian gas inert N, dan/atau dipadukan dengan sistem penggembosan (venting). H, sangat reaktif
ketika berada pada konsentrasi 4%-90% dalam campuran udara pengungkung dengan oksigen dan
meledak pada kisaran konsentrasi ini, sehingga pada desain pengungkung BWR diisi N, agar
konsentrasi rendah O dapat dipertahankan [10].

Beberapa sistem terekayasa lainnya misalnya, sistem penyemprot, pendingin udara lokal, sistem
venting, dll, telah dipasang di banyak PLTN untuk mengurangi tekanan dan suhu pengungkung
selama kecelakaan, antara lain [3]:

1. Sistem penyemprot. Pengoperasian sistem penyemprot dapat berdampak pada distribusi dan
pembakaran H jika terjadi penyalaan/ignition. Sistem penyemprot dapat menurunkan
konsentrasi maksimum H, akibat terjadi peningkatan pencampuran atau peningkatan volume
total, tetapi di sisi lain, sistem ini dapat meningkatkan konsentrasi H, karena menghilangkan uap.
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Manajemen SA Prancis merekomendasikan untuk menunda aktivasi sistem semprotan setidaknya
6 jam setelah dimulainya degradasi teras. Selama durasi waktu tersebut konsentrasi H; akan
dikurangi dengan rekombinasi.

2. Sistem penggembosan tekanan dengan filter. Fitur ini merupakan sistem lain yang dianggap
sebagai langkah penting mengurangi tekanan pengungkung di luar tekanan desain selama
kecelakaan. Sistem ini juga memungkinkan menahan produk fisi menggunakan sistem penurun
tekanan yang disaring.

3. Pendingin Udara Lokal/Kipas Angin untuk proses pencampuran. Pendingin udara lokal
digunakan di banyak reaktor nuklir untuk menghilangkan panas selama kondisi operasi normal
dengan pendingin udara, tetapi sistem juga dapat menghilangkan panas setelah kecelakaan
melalui kondensasi uap. Penggunaan pendingin udara selama kecelakaan dapat menghasilkan
konsentrasi H; lokal yang lebih tinggi setelah kondensasi uap namun dapat juga mengurangi
risiko awan H; karena proses pencampuran yang lebih baik.

4, Fitur Mitigasi Hidrogen pada SMR

Pengembangan reaktor SMR telah menarik banyak perhatian di seluruh dunia dalam beberapa tahun
terakhir. SMR menyediakan pilihan energi daya rendah dan menengah menghasilkan emisi karbon
rendah, kemudahan konstruksi dan operasi, dan peningkatan fitur keselamatan mempertimbangkan
kecelakaan Fukushima [11].

Mitigasi bahaya H, telah dirancang oleh sejumlah desain SMR berpendingin air ringan. Laporan [10]
menunjukkan opsi pengendalian H; dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) mengendalikan
konsentrasi H, pada pengungkung, melalui pemasangan rekombiner, PAR, dan gas N2 untuk
menurunkan konsentrasi O, hingga di bawah 5%, pemantauan dan pencegahan akumulasi H, pada
sistem penggembosan; (2) mengurangi produksi H. selama kecelakaan melalui desain dengan cara
mengganti kelongsong paduan zirkonium dengan senyawa keramik, seperti silikon karbida (SiC); (3)
mencegah kecelakaan teras leleh melalui penyediaan sistem pembuangan panas alternatif yang
memadai untuk menjamin kejadian teras leleh dapat dihindari. Desain reaktor maju dan SMR yang
menggunakan peralatan/perangkat kombinasi, antara lain adalah SMART, mPower, IRIS, dan
CAREMZ25. Sementara desain reaktor menggabungkan perangkat kontrol hidrogen dengan atmosfer
pengungkung pra-inerting dengan nitrogen untuk menghilangkan oksigen, adalah IRIS, ABWR dan
ESBWR.

Berkaitan dengan peningkatan sistem penggembosan tekanan dan sistem filter, opsi yang dilakukan
adalah memastikan perkuatan kemampuan desain sistem venting dan berfungsi aman menjalankan
penurunan tekanan, dengan cara: sistem ventilasi dirancang mengakomodasi kemungkinkan campuran
aliran uap/udara sehingga mampu mengurangi tekanan di dalam reaktor sebelum teras belum tertutup
pendingin (core uncovery), (misalnya, selama satu jam untuk BWR), desain instalasi harus
memungkinkan dengan tepat waktu terjadi penggembosan tekanan sekalipun dengan hilangnya
kehilangan daya atau pendorong paksa, seperti udara terkompresi, dan pemasangan sistem
penggembosan manual agar H, tidak terakumulasi pada lokasi tertentu.

Dengan fitur desain tersebut, maka SMR telah memenuhi persyaratan standar desain PLTN terkini
pada artikel 58 dan 73 SSR 2.1 Rev 1 tentang pencegahan dan mitigasi bahaya hidrogen, dan
penyediaan sistem penggembosan tekanan (venting system) dan sistem filter.

5. Usulan Substansi Teknis Mitigasi Hidrogen

Berdasarkan praktik penerapan strategi dan mitigasi bahaya H, di beberapa negara pengoperasi PLTN
terdapat substansi teknis dan norma yang perlu diakomodir dalam peraturan BAPETEN terkait desain
pengungkung, yaitu: (1) proses pembentukan gas mudah terbakar meliputi seluruh sumber-sumber
termasuk lokasi yang menghasilkan H, di dalam dan di luar bejana reaktor pada kondisi DBA, dan
BDBA/SA; (2) proses moda pembakaran H.; (3) kriteria/parameter nilai desain pengungkung; dan (4)
upaya mitigasi dan pencegahan pembakaran H, yang membahayakan integritas pengungkung.

Proses moda pembakaran tergantung pada kecepatan perambatan gelombang pembakaran dan akan
memberikan konsekuensi berbeda beban tekanan statis dan dinamis serta beban panas pada
pengungkung. Beban tekanan karena fenomena dinamis sangat merusak struktur pengungkung dan
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menyebabkan fungsi pengungkungan gagal. Dua kriteria yang ditetapkan sebagai batasan dalam
memperkirakan moda pembakaran adalah kriteria FA dan kriteria DDT,;

Kriteria desain pengungkung dapat ditetapkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria nilai
preskriptif seperti konsentrasi rata-rata dan lokal H, konsentrasi O2, dan tekanan AICC dapat
ditetapkan sebagai kriteria desain pengungkung. Apabila menerapkan kriteria kualitatif maka nilai
konsentrasi rata-rata dan lokal H, konsentrasi O, tekanan AICC, FA, dan DDT harus dicantumkan
dalam batasan dan kondisi operasi reaktor sebagai nilai aktuasi untuk fitur mitigasi keselamatan.

Penerapan fitur mitigasi PLTN termasuk SMR di beberapa negara pengoperasi pada pembahasan di
atas cukup beragam tergantung desain pengungkung. Secara teknis desain pengungkung telah
menggunakan prinsip memanfaatkan ruang kosong dengan volume luas, pemindahan dan
penghilangan H;, homogenisasi, dan penggembosan/penurunan tekanan, untuk mengurangi,
memitigasi, dan/atau menurunkan kondisi pembakaran H..

Kesimpulan

Terdapat beragam strategi dan manajemen pengendalian hidrogen pada PLTN jenis PWR dan BWR
pasca kecelakaan Fukushima di negara Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Jerman, Korea Selatan,
Prancis, Spanyol, dan Swedia. Teknologi SMR PWR dan BWR terkini umumnya telah
mengakomodasi mitigasi bahaya hidrogen dalam desain reaktor. Substansi teknis strategi manajemen
hidrogen yang perlu diatur rinci dalam peraturan BAPETEN adalah: (1) proses pembentukan gas
mudah terbakar meliputi seluruh sumber-sumber termasuk lokasi yang menghasilkan H. di dalam dan
di luar bejana reaktor pada kondisi DBA, dan BDBA/SA; (2). proses moda pembakaran Hz; (3).
Kriteria pengungkung; dan (4) Upaya mitigasi bahaya Ho.
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Abstrak

Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
(Espoo Convention). Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) memiliki banyak manfaat
signifikan bagi suatu negara, namun pembangunan mega proyek seperti PLTN tidak lepas dari dampak terhadap
lingkungan hidup yang bersifat lintas batas/transboundary. Untuk mempertimbangkan dampak lingkungan
lintas batas secara komprehensif dapat dilakukan pelibatan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara
terkait serta memperhatikan kerangka kerja hukum internasional yang relevan, seperti kerjasama bilateral dalam
bidang lingkungan atau meratifikasi Konvensi Espoo. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah
yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa dokumen-dokumen internasional
terkait dampak terhadap lingkungan hidup yang bersifat lintas batas/transboundary. Penyusunan makalah ini
bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya meratifikasi Konvensi Espoo dalam rangka melindungi
lingkungan, meminimalkan risiko kesehatan, dan memastikan partisipasi masyarakat serta kerjasama
internasional yang efektif dari dampak terhadap lingkungan hidup yang bersifat lintas batas/transboundary
dalam pengembangan dan operasional PLTN. Dari tinjauan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
dengan melakukan Amdal yang bersifat lintas batas negara, negara-negara dapat bekerja sama dalam mencegah
dampak buruk bagi lingkungan, mengelola limbah radioaktif dengan aman, dan menjaga keberlanjutan
lingkungan untuk generasi mendatang dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN.

Kata Kunci: Konvensi Espoo, Amdal, lintas batas
Abstract

The Urgency of Indonesia Ratifying The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context (Espoo Convention). The development of Nuclear Power Plants (NPPs) brings significant benefits to a
country, but mega projects like NPPs are not without their impacts on the environment that extend across
borders. To comprehensively consider transboundary environmental impacts, it is necessary to engage in
cooperation and coordination among relevant countries, while also taking into account relevant international
legal frameworks, such as bilateral cooperation in the field of environment or ratification of the Espoo
Convention. The approach used in this paper is normative juridical through literature review, examining
secondary data in the form of international documents related to transboundary environmental impacts. The
preparation of this paper is to protect the environment, minimize health risks, and ensure effective participation
of the community and international cooperation in addressing transboundary environmental impacts in the
development and operation of NPPs. From the conducted review, it can be concluded that by conducting
Environmental Impact Assessments (EIAs) that encompass cross-border considerations, countries can work
together to prevent adverse environmental impacts, safely manage radioactive waste, and preserve
environmental sustainability for future generations in the development and operation of NPPs.

Keywords: Espoo Convention, EIA, transboundary
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Pendahuluan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memiliki beberapa manfaat besar bagi suatu
negara. Pertama, PLTN mampu menyediakan pasokan energi listrik yang berkelanjutan, dapat
diandalkan dan ramah lingkungan bagi masyarakat [1]. Ramah lingkungan karena sumber energi ini
dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan memiliki dampak
negatif terhadap lingkungan. Dengan adanya PLTN, negara dapat mencapai keberlanjutan energi
dengan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Selain
itu, pembangunan PLTN juga dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi suatu negara [2]. Industri
nuklir dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, operasi, dan
pemeliharaan PLTN. Selain itu, sektor industri terkait seperti pengolahan bahan bakar nuklir,
penelitian, dan teknologi juga akan berkembang, memberikan kontribusi positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan inovasi suatu negara.

Pembangunan mega proyek seperti PLTN tidak lepas dari dampak terhadap lingkungan hidup [3].
Dalam konteks PLTN, terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak utama
adalah pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan dari kegiatan operasional PLTN. Limbah
radioaktif ini memiliki potensi bahaya jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.
Selain itu, kemungkinan terjadinya insiden atau kecelakaan nuklir juga harus diperhitungkan.
Meskipun kecelakaan nuklir yang parah jarang terjadi, dampaknya dapat sangat merusak dan
berjangka panjang. Beberapa contoh kecelakaan nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima telah
menunjukkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk kesehatan manusia dan kerusakan
ekosistem. Selain dampak lokal, pembangunan PLTN juga berpotensi menimbulkan dampak lintas
batas negara atau transboundary release. Jika terjadi insiden nuklir di suatu negara, partikel radioaktif
dapat tersebar melalui udara atau air, membawa dampak negatif bagi negara tetangga. Oleh karena itu,
perlu dilakukan kerjasama lintas batas negara dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk yang
mungkin terjadi akibat pembangunan PLTN. Dampak lintas negara dapat menjadi salah satu alasan
keberatan dari negara tetangga yang berdekatan dengan tapak PLTN sehingga patut menjadi
pertimbangan dalam membangun PLTN Bersama dengan faktor lainnya, antara lain ketersediaan grid
listik dan jenis PLTN yang akan dibangun.

Untuk mencegah dampak buruk bagi lingkungan, perlu dilakukan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal) yang bersifat lintas batas negara sangat penting dalam pembangunan PLTN.
Amdal yang melibatkan negara-negara tetangga akan membantu dalam mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengelola potensi dampak lingkungan yang terkait dengan pembangunan PLTN.
Dalam kerangka Amdal lintas batas negara, negara-negara terlibat dapat saling berbagi informasi,
melakukan kajian bersama, serta menyepakati tindakan pengelolaan dampak lingkungan secara
efektif. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami konsekuensi
lingkungan yang mungkin terjadi dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
Selain itu, Amdal lintas batas negara juga dapat menjadi forum bagi masyarakat sipil, organisasi non-
pemerintah, dan para ahli untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait
pembangunan PLTN. Keterlibatan mereka dalam proses ini akan memastikan adanya transparansi,
akuntabilitas, dan menjaga kepentingan bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum lingkungan hidup dari tingkat Undang-undang

sampai tingkat peraturan Menteri. Perangkat hukum lingkungan di Indonesia juga telah mewajibkan

dilakukannya Amdal dalam suatu proyek pembangunan. Namun dari perangkat hukum yang ada,
belum mewadahi pengaturan proyek pembangunan yang mempunyai dampak lintas batas. Celah
peraturan ini, dapat merugikan Indonesia, antara lain dalam bentuk:

« hilangnya kesempatan untuk terlibat dalam upaya kolaboratif dengan negara lain, yang berpotensi
menyebabkan hubungan yang tegang dan tidak adanya pengetahuan dan keahlian bersama.

» pengabaian dampak lingkungan yang signifikan, seperti pelepasan radioaktif, perusakan habitat,
atau pencemaran air dimana hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang
dan risiko kesehatan bagi penduduknya sendiri dan negara tetangga.

 turunnya transparansi dan akuntabilitas akibat pembatasan kesempatan untuk keterlibatan publik,
dimana hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan meningkatnya penentangan
publik terhadap proyek tenaga nuklir.

» timbulnya tantangan dalam menghadapi potensi konflik yang timbul dari pembangunan dan
pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir.
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» turunnya reputasi dan kredibilitas suatu negara di panggung global, khususnya terkait
komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengaturan evaluasi dampak lingkungan bagi pembangunan fasilitas atau instalasi

nuklir diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa aspek

pengaturan evaluasi dampak lingkungan untuk pembangunan fasilitas atau instalasi nuklir di

Indonesia:

» Penilaian Dampak Lingkungan (PDL): Sebelum memulai pembangunan fasilitas atau instalasi
nuklir, pihak yang berkepentingan harus melakukan Penilaian Dampak Lingkungan (PDL) sesuai
dengan ketentuan dalam UU PPLH. PDL bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek nuklir.

+ Studi Amdal: Amdal adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam PDL untuk proyek yang
berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Amdal mengharuskan penyusunan
dokumen studi yang meliputi identifikasi dan analisis dampak lingkungan, serta langkah-langkah
mitigasi untuk mengurangi dampak negatif.

» Keterbukaan dan partisipasi publik: proses evaluasi dampak lingkungan juga mencakup
keterbukaan dan partisipasi publik. Para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat luas,
memiliki hak untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan terkait pembangunan fasilitas atau instalasi nuklir. Keterlibatan publik ini
mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

» Koordinasi dan kerjasama lintas sektor: evaluasi dampak lingkungan untuk pembangunan
fasilitas atau instalasi nuklir melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti badan
pemerintah terkait, lembaga pengatur, dan ahli terkait. Kerjasama lintas sektor ini penting untuk
memastikan bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proyek nuklir dikelola dengan baik
dan sesuai dengan regulasi yang berlaku [4].

Pada umumnya, Amdal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia fokus
pada dampak lingkungan di dalam wilayah Indonesia. Amdal dirancang untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek terhadap
lingkungan hidup di tingkat lokal, regional, dan nasional. Namun, penting untuk diingat bahwa Amdal
pada dasarnya merupakan alat pengelolaan dampak lingkungan di tingkat nasional dan fokus
utamanya adalah perlindungan lingkungan dalam wilayah Indonesia. Upaya untuk
mempertimbangkan dampak lingkungan lintas batas secara komprehensif perlu melibatkan kerjasama
dan koordinasi antara negara-negara terkait serta memperhatikan kerangka kerja hukum internasional
yang relevan, seperti Konvensi Espoo atau kerjasama bilateral dalam bidang lingkungan.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya meratifikasi Konvensi Espoo
dalam rangka melindungi lingkungan, meminimalkan risiko kesehatan, dan memastikan partisipasi
masyarakat serta kerjasama internasional yang efektif dari dampak terhadap lingkungan hidup yang
bersifat lintas batas/transboundary dalam pengembangan dan operasional PLTN. Lingkup dari
makalah ini dibatasi hanya untuk dampak lintas batas negara atau transboundary release yang
diakibatkan oleh pembangunan PLTN.

Landasan Teori/Pokok Bahasan

Dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif yaitu meninjau dan menganalisis obyek penelitian
dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori melalui studi
kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait Penilaian Dampak
Lingkungan dalam Konteks Lintas Batas. Penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan
kepustakaan untuk mengumpulkan sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah buku-
buku literatur, peraturan-peraturan, kasus, dan dokumen-dokumen yang relevan guna mendapatkan
landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah
resmi yang ada. Landasan Teori atau Pokok Bahasan berisi studi pustaka yang mendukung makalah:
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Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan di
Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. UU ini diterbitkan karena kesadaran terhadap potensi dampak
negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, sehingga perlu dikembangkan
upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)
merupakan salah satu upaya preventif pengelolaan lingkungan hidup yang diperkuat melalui
peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunannya, dengan mempersyaratkan lisensi bagi
penilainya, dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumennya, serta dengan memperjelas
sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal [4]. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama
dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

UU ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata,
maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam
pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak
gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan
meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

UU ini telah mengatur pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
pusat dan bertugas melakukan kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berlokasi di lintas negara, namun belum mengatur ketentuan pelaksanaan Amdal lintas batas seperti:
keterlibatan negara tetangga yang lingkungannya akan terkena dampak, pemberian akses kepada
negara tetangga terhadap hasil Amdal, Kerjasama dan konsultasi dalam penilaian dampak lingkungan,
pertukaran informasi dan pengalaman terkait penilaian dampak lingkungan.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU

UU Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023. UU ini

menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Cipta Kerja. UU

ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, antara lain:

» Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar
uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan
lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan
hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
ahli bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan
kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.

» UU Cipta Kerja mengubah salah satu syarat dokumen mengenai saran masukan serta tanggapan
dari masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa dokumen
Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan dari masyarakat yang terkena
dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan [5]. Sedangkan dalam UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), saran masukan serta tanggapan dari
masyarakat tidak harus berasal dari masyarakat yang terkena dampak langsung, dapat dari
pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses Amdal, sehingga dapat dihasilkan masukan atau tanggapan yang tidak relevan.

» Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal bahwa UU PPLH menyediakan ruang
bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau
upaya hukum, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas
Amdal. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu
dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang diatur dalam Pasal 29, Pasal
30 dan Pasal 31 UU PPLH.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP 22/2021 ini mengatur secara mendetail mengenai:
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» Persetujuan Lingkungan;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Pengendalian Kerursakan Lingkungan Hidup;

» Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

« Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup:
» Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

» Pembinaan dan Pengawasan; dan

» Pengenaan Sanksi Administratif.

Selain mengatur tentang Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup seperti yang telah diatur dalam UU
32/2009, PP ini juga mengatur tentang penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air
yang diterapkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara, Cekungan Air Tanah (CAT) lintas
negara. PP ini tidak mengatur mekanisme kerjasama pelaksanaan Amdal antar negara yang
bersebelahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga
Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup

Permen LHK No. 18 Tahun 2021 mengatur tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal, dan Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup (UKL). Tujuan dari Permen LHK ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan
kinerja penyusunan Amdal, lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, dan UKL, serta untuk
menjamin terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sertifikasi kompetensi Amdal adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada seseorang yang
telah memenuhi persyaratan dan lulus uji kompetensi Amdal. Uji kompetensi Amdal dilakukan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal adalah lembaga yang menyediakan jasa penyusunan
Amdal. Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Uji kelayakan lingkungan hidup adalah proses penilaian
terhadap kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan
hidup dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Kelayakan Lingkungan Hidup (LPKL) yang terakreditasi
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seperti halnya UU 32/2009 dan PP 22/2021, Permen LHK ini mengatur pembentukan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan bertugas melakukan kelayakan Amdal
untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di lintas negara, namun belum mengatur
ketentuan kerjasama pelaksanaan Amdal antar negara yang bersebelahan.

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and

Their Disposal (Konvensi Basel 1989)

Konvensi Basel adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengontrol pergerakan lintas

batas limbah berbahaya dan pengurangan produksi limbah berbahaya. Indonesia telah menjadi pihak

yang meratifikasi Konvensi Basel pada tahun 1994 dan juga mengadopsi amandemen Konvensi Basel
pada tahun 2019. Isi utama Konvensi Basel mencakup beberapa poin penting yang telah diratifikasi
oleh Indonesia, antara lain:

» Definisi limbah berbahaya: Konvensi Basel memberikan definisi lengkap tentang limbah
berbahaya untuk menghindari penyalahgunaan istilah tersebut. Indonesia telah menerima definisi
ini dan menggunakannya dalam hukum dan peraturan nasional terkait limbah berbahaya.

» Larangan pergerakan lintas batas limbah berbahaya: Konvensi Basel melarang pergerakan lintas
batas limbah berbahaya antara negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini dan negara-
negara non-pihak yang belum menyatakan persetujuan tertulis. Indonesia telah mengadopsi
larangan ini dalam peraturan nasionalnya.

» Sistem pemberitahuan dan izin: Konvensi Basel mengharuskan negara-negara pihak untuk
memberlakukan sistem pemberitahuan dan izin untuk setiap pergerakan limbah berbahaya yang
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melintasi batas negara. Indonesia telah menetapkan sistem ini dalam hukum nasionalnya dan
memastikan adanya persyaratan pemberitahuan dan izin sebelum limbah berbahaya dapat
diperdagangkan atau dibuang.

» Tanggung jawab penghasil limbah: Konvensi Basel menekankan prinsip bahwa negara penghasil
limbah bertanggung jawab untuk mengelola limbahnya dengan cara yang aman dan ramah
lingkungan. Indonesia mengakui tanggung jawab ini dan memiliki peraturan nasional yang
mengatur pengelolaan limbah berbahaya oleh pihak-pihak yang menghasilkan limbah tersebut.

* Pengurangan produksi dan promosi pengolahan limbah: Konvensi Basel mendorong negara-
negara untuk mengurangi produksi limbah berbahaya dan mempromosikan pengolahan limbah
yang ramah lingkungan. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini dalam hukum nasionalnya dan
melakukan upaya untuk mengurangi produksi limbah berbahaya serta mendorong pengolahan
yang tepat [6].

Konvensi tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lintas Batas Negara/Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Konvensi Espoo/ Espoo
Convention 1991)

Dari tinjauan terhadap UU no 32 Tahun 2009 beserta aturan teknis turunannya, UU no. 6 tahun 2023
serta konvensi Basel terlihat bahwa masih belum tersedianya instrumen hukum yang dapat
memayungi pelaksanaan analisis dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Konvensi Basel telah
menjadi instrumen hukum dampak lingkungan yang bersifat lintas batas namun lingkupnya terbatas
hanya untuk limbah berbahaya. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk menggunakan instrumen
hukum lain untuk pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan lintas batas negara, dalam hal
ini Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context/ Konvensi tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lintas Batas Negara.

Analisis Dampak Lingkungan dalam istilah asing disebut dengan Enviromental Impact Analysis;
Enviromental Impact Statement; Enviromental Impact Assessment; atau Enviromental Impact and
Statement. Istilah Amdal tidak saja berkaitan dengan istilah teknis akan tetapi juga aspek hukum dan
aspek administratif. Semua istilah tersebut menunjuk pada pengertian bahwa setiap rencana aktivitas
manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan
terhadap lingkungan perlu dikaji terlebih dahulu dengan seksama. Setiap negara memiliki pengaturan
mengenai Amdal sesuai dengan kebijakan dari negara itu sendiri. Secara Internasional, pengaturan
Amdal lintas batas diatur dalam Convention on Environmental Assessment in Transboundary Context
1991 atau disebut juga Espoo Convention 1991.

Konvensi tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lintas Batas Negara atau yang sering
disebut Espoo Convention/Konvensi Espoo memuat ketentuan Amdal yang bersifat lintas batas.
Konvensi Espoo, secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Penilaian Dampak Lingkungan Antar
Negara dalam Konteks Transfrontier adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-
negara anggota Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE). Konvensi ini
dinamai dari kota Espoo di Finlandia, tempat pertemuan pertama untuk membahas perjanjian ini pada
tahun 1991.

Konvensi Espoo mengatur mengenai dampak lingkungan pada suatu wilayah yang berada dalam
yurisdiksi sebuah negara, dan disebabkan oleh kegiatan fisik yang dilakukan baik seluruh maupun
sebagian di wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negara lain. Pada dasarnya, Konvensi mewajibkan
negara-negara pesertanya untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, serta memberikan
standar ukuran yang baik untuk mencegah, mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap dampak
lingkungan lintas batas negara pada tahap sedini mungkin.

Konvensi ini membebankan juga kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan pemberitahuan
serta saling berkonsultasi dalam semua jenis proyek ataupun segala tindakan yang dapat
menyebabkan dampak lingkungan lintas batas negara. Konvensi ini merupakan suatu pengaturan yang
bersifat global untuk mencegah, mengurangi, mengawasi dampak lingkungan yang mungkin timbul
serta memberikan perlindungan terutama bagi negara yang mengalami kerugian akibat kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh negara lain atau di negara lain.

Tujuan utama Konvensi Espoo adalah untuk mempromosikan perlindungan lingkungan melalui
penilaian dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA) dalam konteks transnasional.
Konvensi ini mengakui bahwa tindakan yang diambil di satu negara dapat memiliki dampak lintas
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batas terhadap negara lain, terutama dalam hal lingkungan [7]. Oleh karena itu, perlu adanya kerja
sama dan koordinasi antar negara untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.

Beberapa prinsip penting dari Konvensi Espoo adalah:

+ Penilaian dampak lingkungan transnasional: konvensi ini menekankan perlunya negara-negara
untuk melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap rencana atau proyek yang mungkin
memiliki dampak signifikan terhadap lintas batas. Hal ini memungkinkan negara lain yang
mungkin terpengaruh untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

+ Informasi dan partisipasi publik: konvensi ini mengakui pentingnya melibatkan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Negara-negara diharapkan memberikan akses
yang memadai kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam
penilaian dampak lingkungan.

» Kerjasama dan konsultasi antar negara: Konvensi Espoo mendorong negara-negara untuk bekerja
sama dan berkonsultasi satu sama lain dalam hal penilaian dampak lingkungan. Hal ini mencakup
pemberitahuan tentang rencana dan proyek yang mungkin memiliki dampak lintas batas serta
pertukaran informasi terkait.

» Pertukaran data dan pengembangan kapasitas: konvensi ini mendorong negara-negara untuk
saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan penilaian dampak lingkungan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas negara-negara dalam
melaksanakan penilaian dampak lingkungan yang efektif.

Hingga saat ini, Konvensi Espoo telah ditandatangani oleh sejumlah besar negara di wilayah Eropa
dan luar Eropa. Negara-negara anggota berkewajiban untuk mengadopsi undang-undang nasional atau
tindakan lain yang sesuai untuk memenuhi persyaratan konvensi dan memastikan implementasinya
secara efektif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Amdal merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan
timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. Berdasarkan kajian Amdal dapat
diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan pada
suatu kegiatan. Amdal merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan, merupakan proses
yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Analisis mengenai dampak lingkungan juga merupakan
salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan
oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah
untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak
negatif dan pengembangan dampak positif ini merupakan konsekuensi dan kewajiban setiap orang
untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kesulitan yang dihadapi terkait dengan Amdal dalam proyek yang sifatnya lintas batas adalah
banyaknya negara yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pada prinsip 17 dalam The Rio Convention
sudah menjadi kebiasaan internasional untuk melakukan EIA terhadap suatu rancangan kegiatan yang
akan memberikan dampak kepada lingkungan [8]. Dalam proyek yang bersifat lintas batas ini seperti
yang telah diuraikan dalam tinjauan makalah ini terhadap instrument hukum internasional dan
nasional maka Indonesia dapat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 1991 (Espoo Convention 1991)
dengan meratifikasi konvensi tersebut.

Keuntungan Meratifikasi Konvensi Espoo:

1. Perlindungan lingkungan yang lebih baik: meratifikasi Konvensi Espoo menunjukkan komitmen
suatu negara untuk melindungi lingkungan hidup secara lebih baik. Konvensi ini mendorong
negara-negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum
memulai proyek yang berpotensi berdampak signifikan pada lingkungan. Hal ini memastikan
bahwa proyek-proyek seperti pembangunan PLTN dipertimbangkan secara menyeluruh, dan
langkah-langkah mitigasi dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya.

2. Transparansi dan partisipasi publik yang meningkat: Konvensi Espoo menekankan pentingnya
transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan. Dengan
meratifikasi konvensi ini, pemerintah diharapkan melibatkan masyarakat, organisasi non-
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pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait
proyek seperti pembangunan PLTN. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif,
memberikan masukan, keprihatinan, dan pemikiran mereka terkait dampak lingkungan yang
terkait dengan proyek tersebut.

3. Kerjasama trans-nasional yang ditingkatkan: Konvensi Espoo mendorong kerjasama antar negara
dalam penilaian dampak lingkungan lintas batas. Dalam konteks pembangunan PLTN, hal ini
menjadi penting jika lokasi PLTN berdekatan dengan batas negara. Meratifikasi konvensi ini
memastikan bahwa negara-negara tetangga terlibat dalam proses evaluasi dampak lingkungan
PLTN dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.

4. Penggunaan standar Internasional: Konvensi Espoo menetapkan standar internasional untuk
penilaian dampak lingkungan. Dengan meratifikasi konvensi ini, negara-negara menunjukkan
komitmennya terhadap prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam melindungi lingkungan dan
mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi internasional
negara dan memperkuat kerjasama dengan negara lain.

5. Kepatuhan terhadap Hukum Internasional: meratifikasi Konvensi Espoo menunjukkan komitmen
negara terhadap hukum internasional dalam bidang lingkungan. Dengan menjadi pihak dalam
konvensi ini, negara-negara mengikatkan diri untuk mematuhi persyaratan dan kewajiban yang
ditetapkan oleh konvensi, serta bekerja sama dengan negara-negara lain dalam melaksanakan
tujuan konvensi tersebut [9].

Implementasi Konvensi Espoo di suatu negara melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah

beberapa tahapan umum yang terlibat dalam implementasi Konvensi Espoo:

 Para pihak untuk bekerja sama satu sama lain sebelum kegiatan dilakukan.

* Negara-negara Pihak disyaratkan untuk menetapkan prosedur Amdal nasional serta prosedur
perizinan yang mengintegrasikan pengaturan tentang dampak lintas batas

» Negara asal pertama-tama diminta untuk memberi tahu Negara yang berpotensi terkena dampak
tentang kemungkinan dampak lintas batas merugikan yang signifikan dan untuk memberikan
informasi dasar mengenai kegiatan yang diusulkan.

» Negara yang terkena dampak selanjutnya harus mengkonfirmasi bahwa ia ingin berpartisipasi
dalam prosedur tersebut.

» Negara asal kemudian berkewajiban untuk mempelajari dampak lintas batas bersama dengan
Negara yang terkena dampak dan mengizinkan publik dari Negara tersebut untuk berpartisipasi
dalam proses.

» Setelah penilaian dampak, Negara yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk
mengomentari kegiatan yang diusulkan dan kemungkinan dampaknya, melalui konsultasi dengan
Negara asal. Publik Negara yang terkena dampak berhak untuk memberikan komentarnya tentang
kegiatan yang diusulkan dengan persyaratan yang sama seperti yang berlaku untuk publik Negara
asal.

» Keputusan akhir yang diambil tentang kegiatan yang diusulkan di Negara asal harus
mempertimbangkan komentar tersebut dari Negara yang berpotensi terkena dampak dan
publiknya, dan harus disampaikan kepada Negara yang terkena dampak [10].

Secara keseluruhan, meratifikasi Konvensi Espoo menunjukkan bahwa suatu negara menghargai
perlindungan lingkungan, partisipasi publik, dan kerjasama internasional dalam konteks penilaian
dampak lingkungan. Hal ini juga merupakan langkah untuk membangun kepercayaan dengan negara-
negara tetangga dan mempromosikan praktik pembangunan yang berkelanjutan secara global.
Kesesuaian peraturan lingkungan hidup nasional Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang tedapat
dalam Konvensi Espoo diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuai peraturan nasional terhadap Konvensi Espoo

No. Konvensi Espoo Peraturan Nasional

1.  Para Pihak wajib, baik secara sendiri-sendiri atau UU 32/2009 mewajibkan Setiap
bersama-sama, melakukan upaya yang tepat dan wusaha dan/atau kegiatan yang
efektif untuk  mencegah, mengurangi dan berdampak  penting  terhadap
mengendalikan dampak lingkungan lintas batas lingkungan hidup wajib memiliki
yang merugikan dari kegiatan yang diusulkan Amdal untuk dicapainya

perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup
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2.

Untuk tujuan memastikan komunikasi/konsultasi
yang memadai dan efektif, Pihak asal (Party of
origin) wajib, memberi tahu Pihak mana pun yang
dianggapnya sebagai Pihak yang terkena dampak
sedini mungkin dan tidak lebih dari saat memberi
tahu publiknya sendiri tentang kegiatan yang
diusulkan.

Telah diatur dalam UU 32/20009.

Dokumentasi Amdal yang akan diserahkan kepada
otoritas yang berwenang dari Pihak asal harus
memuat, sekurang-kurangnya, informasi:

a. uraian kegiatan yang diusulkan dan tujuannya;

b. uraian pilihan alternatif lain yang masuk akal
(misalnya, lokasi atau teknologi) untuk
kegiatan yang diusulkan dan juga bila tidak
ada pilihan alternatif lain;

c. uraian tentang lingkungan yang kemungkinan
besar akan terdampak secara signifikan oleh
kegiatan yang diusulkan dan alternatifnya;

d. deskripsi potensi dampak lingkungan dari
kegiatan yang diusulkan dan alternatifnya
serta tingkat signifikansinya/ keparahannya;

e. deskripsi langkah-langkah mitigasi untuk
meminimalkan dampak lingkungan yang
merugikan;

f. penjelasan tentang metode prediktif dan
asumsi dasar serta data lingkungan relevan
yang digunakan;

g. identifikasi kesenjangan dalam pengetahuan
dan ketidakpastian yang dihadapi dalam
menyusun informasi yang dibutuhkan;

h. outline program pemantauan dan pengelolaan
dan setiap rencana untuk analisis paska
proyek; dan

i. ringkasan non-teknis termasuk gambaran
visual yang sesuai (peta, grafik, dll.).

Telah diatur dalam UU 32/20009.

Setelah menyelesaikan dokumentasi Amdal, Pihak
asal wajib, berkonsultasi dengan Pihak yang terkena
dampak mengenai potensi dampak lintas batas dari
kegiatan yang diusulkan dan langkah-langkah untuk
mengurangi atau menghilangkan dampaknya.

UU 32/2009 mengatur bahwa hasil
konsultasi dengan masyarakat lokal
menjadi muatan dokumen Amdal,
namun tidak mengatur konsultasi
dengan Masyarakat dari negara lain
yang terdampak.

Pihak asal wajib memberitahukan kepada Pihak
yang terkena dampak tentang keputusan akhir dari
kegiatan yang diusulkan beserta alasan dan
pertimbangan yang menjadi dasarnya.

Belum diatur

Para Pihak terkait, atas permintaan Pihak lainnya,
harus menentukan apakah analisis pasca proyek
harus dilakukan, dengan mempertimbangkan
kemungkinan dampak lintas batas merugikan yang
signifikan dari kegiatan yang menimbulkan dampak
lingkungan.

UU 32/2009 telah mengatur perlu
dilakukannya analisis risiko
lingkungan hidup, namun tidak
eksplisit dilakukan paska proyek

Kerjasama bilateral dan multilateral

UU 32/2009 telah mengatur
pengembangan standar kerja sama
namun tidak eksplisit untuk antar
negara.

Para Pihak wajib memberikan pertimbangan khusus
untuk pelaksanaan atau peningkatan program-

Belum diatur
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program penelitian khusus yang ditujukan untuk:

a. Meningkatkan ~ metode  kualitatif  dan
kuantitatif yang ada untuk menilai dampak
kegiatan yang diusulkan;

b. Mencapai pemahaman yang lebih baik tentang
hubungan sebab-akibat dan perannya dalam
pengelolaan lingkungan terpadu;

c. Menganalisis dan memantau pelaksanaan
keputusan yang efisien atas kegiatan yang
diusulkan dengan tujuan meminimalkan atau
mencegah dampak;

d. Mengembangkan metode untuk merangsang
pendekatan kreatif dalam mencari alternatif
yang berwawasan lingkungan untuk usulan
kegiatan, pola produksi dan konsumsi;

e. Mengembangkan  metodologi  penerapan
prinsip-prinsip analisis dampak lingkungan
pada tingkat ekonomi makro.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang energi berupa mega proyek pembangunan dan
pengoperasian PLTN dapat memberikan manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan bangsa
Indonesia, namun juga memiliki risiko bahaya yang mungkin timbul baik sejak dalam tahap
pembangunannya maupun pada tahap pengoperasiannya bukan hanya berdampak secara nasional,
dapat juga berdampak pada lintas batas negara;

2. Amdal menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak
dimiliki sebelum diperoleh izin usaha dan merupakan salah satu perangkat preventif pengelolaan
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan
penyusunan Amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya
sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi
pelanggar di bidang Amdal, sehingga memberikan jaminan keselamatan bagi lingkungan dan
masyarakat.

3. Amdal pada dasarnya merupakan alat pengelolaan dampak lingkungan di tingkat nasional dan
fokus utamanya adalah perlindungan lingkungan dalam wilayah Indonesia, dengan meninjau
risiko PLTN dapat berdampak ke lingkungan lintas batas negara maka secara komprehensif maka
Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Espoo.

4. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia, meratifikasi
Konvensi Espoo menjadi penting karena menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi
lingkungan hidup, meningkatkan tranparansi dan partisipasi public dalam pengambilan keputusan
lingkungan, dan menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap hukum internasional bidang
lingkungan.
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Abstrak

Sinergi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir dalam manajemen bencana nuklir. Gempa bumi yang diikuti tsunami di Fukushima
Daiichi  menghasilkan  pemikiran  terhadap  manajemen bencana nuklir  untuk dipahami  dan
diimplementasikan oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana
merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam Undang-Undang yang sama juga ditegaskan
bahwa manajemen bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam penulisan ini menguraikan
peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, serta sinergi antara keduanya dalam manajemen bencana nuklir. Dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji obyek makalah manajemen bencana nuklir dengan
mengacu pada hukum positif dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam makalah ini,
dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dihasilkan bahwa manajemen bencana nuklir berbeda
penanggulangannya dibanding bencana non-alam lainnya, diperlukan kompetensi khusus dalam manajemen
bencana nuklir. Sehingga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tidak bisa sepenuhnya melaksanakan manajemen bencana nuklir sendiri, perlu bersinergi
dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Kata Kunci: Sinergi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Manajemen Bencana Nuklir.

Abstract

Synergy of the National Disaster Management Agency or the Regional/Local Disaster Management Agency with
the Nuclear Energy Regulatory Agency in the implementation of nuclear disaster management. The earthquake
followed by a tsunami phenomena in Fukushima Daiichi resulted an idea of nuclear disaster management to
be understood and implemented by all parties. Disaster management as stipulated in the Indonesian
Disaster Management Law is the responsibility and authority of the government and provincial governments,
which are carried out in an integrated, integrated, coordinated and comprehensive manner. In the same law it is
also emphasized that the implementation of disaster management in the emergency response stage is carried out
entirely by the National Disaster Management Agency and the Regional Disaster Management Agency. This
paper analyze the role of the Nuclear Energy Regulatory Agency and the National Disaster Management
Agency or the Regional Disaster Management Agency, as well as the synergy between the two in each stage of
organizing nuclear disaster management. Using a normative juridical approach, this paper also examines
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the object of the paper on the implementation of nuclear disaster management with reference to positive
law and is relevant to the legal issues that are the focus of research, using library data collection techniques.
The result is that a nuclear disaster management is different from other non-natural disasters, requiring special
competence in handling a nuclear disaster. Thus, the National Disaster Management Agency or the Regional
Disaster Management Agency cannot fully carry out nuclear disaster management on their own, but instead
synergizes with the Nuclear Energy Regulatory Agency.

Keywords: Synergy, National Disaster Management Agency, Regional Disaster Management Agency, Nuclear
Energy Regulatory Agency, Nuclear Disaster Management.

Pendahuluan

Indonesia menyadari bahwa bencana nuklir harus ditangani secara serius, sejak terjadinya gempa
bumi yang diikuti tsunami di Fukushima Daiichi pada tanggal 11 Maret 2011 yang masuk dalam
peringkat ke 7 (tujuh) atau major accident dalam International Nuclear Event Scale (INES) [1].
Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi
kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, dari kejadian bencana 2015 terjadi
25,487 hingga 2021 lebih dari 74,10% terjadi bencana [2]. Pemikiran terhadap penanggulangan
bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak, mengingat Indonesia dan
Jepang memiliki karakteristik geografis dan ancaman bencana yang relatif sama, antara lain terletak
di Cincin Api Pasifik dan merupakan negara yang sangat terdampak secara seismik, terletak pada
pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng
Pasifik, dan gunung api. Gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah
busur depan (fore arc), di wilayah ini umumnya banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi
gempa bumi [3]. Dari sisi legislasi sebelum terjadi bencana Fukushima, Pemerintah Indonesia telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB).
Dalam UU PB, bencana nuklir disebutkan ledakan nuklir dikategorikan sebagai bencana nonalam
yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain
berupa gagal teknologi. Kegagalan teknologi diartikan sebagai kejadian bencana yang diakibatkan
oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan
teknologi [4].

Bencana Fukushima yang didahului gempa dan kemudian tsunami merupakan bencana yang harus
dihadapi pembangkit listrik tenaga nuklir. Diperlukan upaya pengurangan risiko, salah satunya adalah
reaktor yang didesain handal terhadap bahaya internal dan eksternal [5] yang mungkin timbul. Upaya
tersebut dilakukan sebelum terjadinya bencana, dalam UU PB dikenal dengan tahapan pra bencana.
Prabencana merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
(manajemen bencana), setelah itu dilakukan tahapan saat tanggap darurat, dan pascabencana. UU PB
menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana (manajemen bencana) merupakan
tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam UU PB juga menyebutkan bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD). Dari pengertian tersebut, dimanakah posisi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
dan BNPB atau BPBD dalam manajemen bencana nuklir agar tercipta sistem manajemen bencana
nuklir yang sinergis dalam mencapai keselamatan lingkungan, pekerja, dan masyarakat dari bahaya
radiasi yang dapat ditimbulkan dalam bencana PLTN.

Landasan Teori/Pokok Bahasan

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji obyek makalah penyelenggaraan
penanggulangan bencana nuklir dengan mengacu pada hukum positif (peraturan perundang-undangan
yang berlaku) dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus makalah. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan telaah kepustakaan, dengan mengkaji  bahan
kepustakaan untuk mengumpulkan sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah
literatur, peraturan, kasus, dan dokumen yang relevan guna mendapatkan landasan teoritis
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dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
Teori yang mendukung dalam penulisan ini:

1. Manjemen Bencana

Manajemen bencana dalam UU PB dikenal dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari
tahap pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana
dimulai dengan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, upaya tanggap darurat, dan upaya rehabilitasi.
Kegiatan pencegahan bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir (Perba KKN)
pada tahapan kesiapsiagaan nuklir sedangkan upaya tanggap darurat, dan upaya rehabilitasi masuk
dalam tahapan penanggulangan kedaruratan nuklir. Setiap tahapan dengan jelas diatur dalam Perba
KKN mengenai tanggung jawab dan kewenangan Pl dalam menajemen bencana nuklir, tanggung
jawab dan kewenangan pemerintah daerah atau nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (PP 54). PP 54 membagi dengan
jelas tanggung jawab dan kewenangan untuk Pl pada kecelakaan di instalasi nuklir, sedangkan
kecelakaan di luar instalasi nuklir menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah daerah
atau nasional sesuai dengan jarak lepasan radiasi yang diterima masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak
bencana dilakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan tahapan pasca
bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam tiga tahapan ini, BAPETEN dan BNPB dapat
bersinergi dalam menciptakan keselamatan.

2. Mitigasi

Mitigasi bencana dalam UU PB adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana”. Upaya mitigasi bencana pada pengelolaan risiko (Risk Treatment) menjadi bagian dari
Manajemen Bencana, tepatnya pada manajemen risiko bencana dalam tahap Pra bencana. Pada tahap
prabencana, kegiatan mitigasi bencana diawali dengan pengkajian risiko berupa identifikasi risiko dari
faktor bahaya dan faktor kerentanan atau kapasitas, penilaian risiko, serta evaluasi risiko. Hasil
pengkajian risiko pada wilayah tersebut menjadi landasan dalam strategi mitigasi bencana yang tepat
dan akurat agar risiko bencana yang ada dapat dikurangi.

Dalam Peraturan BNPB (Perba BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana, kegiatan mitigasi digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat nonstruktural
berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan, dan yang bersifat struktural berupa bangunan dan
prasarana. Mitigasi nonstruktural dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta penyadaran
masyarakat melalui pendidikan dalam hal mengurangi risiko bencana. Agak berbeda dengan mitigasi
dalam Perba KKN bahwa upaya mitigasi dilakukan untuk mengurangi eskalasi bahaya radiologi.
Walaupun sama-sama bertujuan untuk mengurangi risiko namun mitigasi dalam Perba KKN
dilakukan pada saat kedaruratan sedangkan mitigasi Peraturan BNPB dilakukan jauh sebelum
kedaruratan terjadi.

3. PLTN

PLTN adalah pembangkit yang memanfaatkan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Energi nuklir
dihasilkan dari reaksi nuklir antara partikel neutron dengan inti atom bahan bakar nuklir (Uranium-
235), listrik dihasilkan dari perputaran turbin-generator yang digerakkan oleh uap air hasil pemanasan
air pendingin, pembangkitan panas inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uap.

PLTN menjadi solusi dalam penyediaan listrik di Indonesia karena uranium alam sebagai bahan bakar
nuklir banyak tersedia di alam Indonesia memiliki cadangan uranium sekitar 70.000 ton dalam bentuk
yellow cake (U308) yang kebanyakan berada di Kalimantan Barat, Papua, Bangka Belitung dan
Sulawesi Barat dan kandungan energinya sangat tinggi (energi yang dihasilkan setengah kilogram
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uranium sama dengan energi yang dihasilkan 6 ton batubara) [6]. Dari segi biaya (cost), biaya per
kilowat (kwh) yang diperlukan untuk PLTN relatif lebih rendah dibandingkan dengan batubara. Studi
kelayakan yang dilakukan olen PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa harga listrik dari PLTN di
Indonesia bisa serendah US $ 7 sen per kWh sehingga dapat bersaing dengan listrik yang dihasilkan
dari bahan bakar fosil seperti batubara dan minyak. Penggunaan PLTN menjadi solusi, mengingat
persediaan sumber energi fosil semakin menipis, selain itu pengoperasian PLTN tidak menghasilkan
emisi gas karbondioksida (CO,) [7].

Selain bermanfaat, PLTN juga memiliki risiko apabila tidak diawasi dengan ketat yaitu terjadinya
lepasan radiasi yang dihasilkan dari bencana nuklir pada PLTN > 1000 MWt dengan lepasan radiasi
sampai 25 km [8]. Dengan upaya manajemen bencana yang sinergis antara BAPETEN dan BNPB
atau BPBD, risiko dan kegagapan penanggulangan kedaruratan nuklir dapat diminimalisir.

4. Sinergi

Sinergi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau operasi gabungan. Dalam
melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama-sama, berkoordinasi untuk
mencapai tujuan yang sama yaitu keselamatan. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan
pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, BAPETEN dalam hal ini bertugas
memastikan dan memantau Pemegang Izin (Pl) melaksanakan kewajiban manajemen bencana dari pra
bencana sampai pasca bencana untuk menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat. Dimulai dari
memastikan Pl membuat program kesiapsiagaan nuklir berdasarkan hasil kajian potensi bahaya
radiologi sampai Pl melakukan tindakan perlindungan pada kedaruratan, antara lain berupa
mengendalikan, mencatat dosis, dan menangani dosis yang diterima oleh petugas penanggulangan dan
masyarakat[8]. Sedangkan BNPB memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan
penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan
tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan
kewenangannya[9]. Koordinasi dilakukan dari pra bencana, bencana, dan pasca bencana yang baik
dan saling mendukung.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik dilakukan saling
menghargai perbedaan, membangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Bersinergi bertujuan
memadukan bagian-bagian yang terpisah. Sinergi dalam penanggulangan bencana  berarti
keterpaduan berbagai unsur pelaku kebencanaan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan
lebih besar [10] dengan indikator mampu kerja sama dan koordinasi secara cepat dan tepat.

Dalam Perba KKN, BAPETEN berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan kesiapsiagaan
dan penanggulangan kedaruratan nuklir dan memastikan bahwa Pl melakukan langkah koordinasi
dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir, tindakan mitigasi, dan tindakan perlindungan
segera. Apabila dampak kedaruratan meluas sampai ke luar instalasi, BAPETEN berkoordinasi
dengan instansi lain antara lain dengan pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, dinas pemadam
kebakaran, rumah sakit dan instansi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen bencana nuklir berbeda penanganannya dibanding bencana non-alam lainnya, mengingat
sifat dari bencana nuklir dapat melepaskan radiasi ke lingkungan maka diperlukan penanganan
yang khusus mulai dari tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana:

1. Prabencana

Pada tahap prabencana dimana situasi tidak terjadi bencana, BAPETEN dan BNPB telah melakukan
koordinasi jauh sebelum kegiatan Indonesia Center of Excellent for Nuclear Security and Emergency
Preparedness (ICONSEP). Pada koordinasi tersebut, BAPETEN dan BNPB membangun kerangka
koordinasi dan elaborasi [12] yang diwujudkan dalam penandatangan Memorandum of Understanding
(MoU) pada 5 Februari 2013 sebagai upaya mengantisipasi terjadinya bencana nuklir [13].
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Penandatanganan MoU tersebut, menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana
nuklir pada tahap prabencana dilakukan terkoordinasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana nuklir juga dilakukan terencana yaitu pada setiap
kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana dilengkapi dengan
analisis risiko bencana yang diatur dalam Pasal 40 UU PB. Kegiatan pembangunan yang mempunyai
risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya
bencana, dalam hal ini PLTN. Dalam UU PB, analisis risiko bencana atau rencana kontinjensi disusun
dan ditetapkan oleh BNPB. Contohnya pada Reaktor Serba Guna G.A.Siwabessi (RSG-GAS) di
Tangerang Selatan, BNPB telah menetapkan analisis risiko pada tahun 2013 dalam dokumen
perencanaan kontinjensi untuk menghadapi ancaman kedaruratan nuklir kota Tangerang Selatan.
Dokumen ini disusun BNPB bersama-sama dengan BAPETEN dan pemerintah daerah Tangerang
Selatan, isi dokumen melingkupi gambaran keadaan RSG-GAS termasuk penilaian risiko dan
penentuan kejadian serta pengembangan skenario apabila terjadi bencana. Tentu saja dokumen
perencanaan kontinjensi tersebut selalu dibutuhkan evaluasi secara berkala untuk mengetahui
keefektifan isi perencanaan dengan tanggap darurat apabila bencana nuklir terjadi, misalnya dengan
mengevaluasi berdasarkan data pertumbuhan penduduk yang terus bertambah sehingga dapat
berdampak pada kesulitan evakuasi apabila bencana nuklir terjadi. Ke depannya jika PLTN dibangun
di Indonesia maka BNPB, BAPETEN, dan pemerintah daerah lokasi dibangunnya PLTN
berkoordinasi untuk menyusun analisis risiko bencana PLTN dan mengevaluasi penerapannya secara
berkala. Hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 bahwa BNPB sebagai
koordinator rencana aksi prioritas pelaksanaan uji rencana kontinjensi penanganan darurat
menghadapi kedaruratan nuklir.

Analisis risiko bencana PLTN salah satunya didapat dari pembelajaran bencana Fukushima, diawali
oleh gempa bumi diikuti tsunami merupakan bencana yang perlu diidentifikasi dalam pembangunan
PLTN. Diperlukan upaya untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut, salah satunya reaktor di
desain handal terhadap bahaya internal dan eksternal [14] yang mungkin dapat terjadi. Dalam UU PB
upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, antara lain dilakukan kehandalan desain. Desain
PLTN dijabarkan dalam Laporan Analisis Keselamatan (LAK) [11] yang diserahkan ke BAPETEN
sebagai persyaratan dalam pemenuhan izin. BAPETEN dalam hal ini memastikan desain PLTN yang
dirancang aman dan selamat, dengan melakukan reviu LAK secara keseluruhan sebagai persyaratan
dalam pemberian izin. Bukan hanya desain yang menjadi pengawasan BAPETEN untuk menjamin
keselamatan PLTN, evaluasi tapak sebelum menetapkan lokasi tapak PLTN juga menjadi pengawasan
BAPETEN dan menjadi persyaratan dasar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Evaluasi tapak dilakukan antara lain terhadap aspek kegempaan, aspek kegunungapian,
aspek geoteknik, aspek meteorologi dan hidrologi, aspek kejadian eksternal ulah manusia, serta aspek
dispersi zat radioaktif. Aspek tersebut, dijabarkan secara rinci dalam dokumen yang diserahkan ke
BAPETEN untuk di evaluasi apakah tapak tersebut layak digunakan untuk pembangunan PLTN.

BAPETEN juga mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana nuklir dalam Perba KKN,
menitikberatkan tanggung jawab Pl dari pra bencana sampai pasca bencana. Di pra bencana, Pl
diminta untuk menetapkan program kesiapsiagaan nuklir yang didalamnya mencakup infrastruktur
dan fungsi penanggulangan. Program Kkesiapsiagaan nuklir didasarkan atas hasil kajian potensi
bahaya radiologi sehingga dapat dihasilkan kategori bahaya radiologi dan zona kedaruratan nuklir
yang dapat digunakan dalam proses evakuasi pekerja dan masyarakat sekitar reaktor pada tahapan
penanggulangan kedaruratan nuklir.

Zona kedaruratan nuklir ditetapkan salah satunya dapat dari sistem peringatan dini yang berfungsi
memberikan informasi peringatan bahaya lepasan radiasi ke lingkungan. Sistem peringatan dini
berupa peralatan deteksi dini dan alarm harus tersedia dalam PLTN [8]. Pemasangan sistem
peringatan deteksi perubahan status sistem PLTN, deteksi kebakaran dan deteksi kebocoran pendingin
PLTN menjadi bagian persyaratan izin yang dikeluarkan oleh BAPETEN dalam pengoperasian
PLTN.

Untuk menghindari kegagapan dalam penanggulangan bencana dan untuk memastikan personil
mampu menjalankan fungsi tanggap darurat yang menjadi tugasnya secara efektif, dilakukan
pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat. Pelatihan
dan/atau geladi merupakan saatnya untuk mengimplementasikan kemamputerapan dokumen rencana
kontinjensi yang sudah disusun BNPB dan BAPETEN pada saat prabencana, apabila terjadi
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ketidaksesuaian maka dokumen rencana kontinjensi harus direvisi. Pelatihan atau geladi kedaruratan
nuklir yang dilaksanakan di fasilitas nuklir dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali
oleh Pl melibatkan pekerja dan petugas penanggulangan fasilitas, untuk pelatihan atau geladi
kedaruratan nuklir tingkat daerah dilakukan secara berkala oleh BPBD melibatkan BAPETEN
dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, sedangkan pelatihan atau geladi kedaruratan
nuklir tingkat nasional dilakukan oleh BNPB secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
tahun [15]. Pelatihan atau geladi kedaruratan nuklir daerah dan nasional melibatkan PI,
kementerian/lembaga terkait bukan hanya BAPETEN dan BPBD/BNPB saja [16]. Oleh karena itu,
diperlukan kerjasama, koordinasi, konsistensi, evaluasi yang kuat untuk bersinergis dalam upaya
pengurangan risiko bencana nuklir.

Mengingat sifat dari bencana nuklir dapat melepaskan radiasi ke lingkungan maka diperlukan
penanganan khusus. Pada tahap kesiapsiagaan ini, baik BAPETEN dan petugas instalasi nuklir
mendapatkan pengembangan kompetensi penanggulangan kedaruratan nuklir, juga mendapatkan
pengembangan kompetensi terkait proteksi radiasi guna meningkatkan pengetahuan radiasi dan dasar-
dasar proteksi dan keselamatan radiasi serta aplikasinya untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait nuklir dan radiasi menjadi program utama untuk
menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat terhadap risiko radiasi. Sehingga penanggulangan
kedaruratan nuklir tidak dapat dilakukan oleh personil yang tidak memiliki dasar kompetensi proteksi
radiasi.

2. Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- ldentifikasi dengan segera kedaruratan nuklir dan menentukan tingkat penanggulangan yang
sesuai dengan kelas kedaruratannya: pada tahapan ini, Pl melakukan identifikasi kedaruratan
nuklir PLTN dan menentukan tingkat penanggulangannya segera setelah mengetahui adanya
kejadian abnormal dalam gedung pada fasilitas sebelum terjadi kedaruratan yang meluas dan
melaporkan kedaruratan nuklir kepada Kepala BAPETEN secara lisan paling lama 1 (satu) jam
dan secara tertulis paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak adanya kejadian
abnormal [16] juga menyampaikan informasi upaya tanggap darurat dan perkembangannya ke
Kepala Daerah Cq. Kepala BPBD dan/atau kepada Presiden Cg. Kepala BNPB.

- Kedaruratan di fasilitas: BAPETEN memastikan bahwa Pl mengaktifkan tim tanggap darurat
fasilitas untuk mengendalikan fasilitas dan mencegah eskalasi dampak dengan melakukan
monitoring radiasi.

- Eskalasi meluas terjadi kedaruratan nuklir tingkat daerah: BPBD mengaktifkan organisasi Pos
Komando Kedaruratan Nuklir Daerah (Fasilitas untuk mengoordinasi dan mengarahkan tanggap
darurat dekat lokasi kedaruratan) apabila terjadi kondisi laju dosis 5 mikroSv/jam atau lebih
yang terukur selama 10 menit atau lebih di batas Tapak instalasi, dan/atau terdapat lepasan
radioaktif abnormal dengan konsentrasi aktivitas udara setara dengan atau melebihi laju
dosis 5 mikroSv/jam di batas Tapak instalasi yang terdeteksi dari jalur lepasan normal [15]
dan memimpin serta mengkoordinasikan penanggulangan kedaruratan nuklir di luar fasilitas
sesuai rekomendasi BAPETEN.

- Eskalasi meluas sampai ke kedaruratan nuklir tingkat nasional: Presiden c.q Kepala BNPB
menetapkan kedaruratan tingkat nasional apabila terjadi kondisi laju dosis 500 mikroSv/jam
atau lebih yang terukur selama 10 menit atau lebih di batas Tapak instalasi, dan /atau
terdapat lepasan radioaktif abnormal dengan konsentrasi aktivitas udara setara dengan atau
melebihi laju dosis 500 mikroSv/jam di batas tapak instalasi yang terdeteksi dari jalur lepasan
normal. Presiden c.q Kepala BNPB mengaktifkan organisasi Pos Komando Kedaruratan Nuklir
Nasional serta sebagai pemimpin koordinasi penanggulangan kedaruratan di luar fasilitas.
BAPETEN memberikan rekomendasi kedaruratan nuklir dan terminasi kedaruratan nuklir
tingkat nasional kepada Presiden c.qg Kepala BNPB. Koordinasi antara pos komando
instalasi/fasilitas, daerah, dan nasional diberikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Skema Mekanisme Koordinasi Tanggap Darurat Nuklir [16]

- Pengkajian secara cepat dan tepat: dalam Pos Komando Kedaruratan Nuklir Nasional dilakukan
kajian cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat nuklir. BNPB bersama tim kaji cepat
termasuk BAPETEN melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi
bencana, jumlah korban bencana, kerusakan, prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi
pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, serta
melakukan pengaktifan Satuan Tanggap Darurat (STD) dalam beberapa tingkatan mulai dari
Siaga, Aktif Parsial, dan Aktif Total untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat.

- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan terhadap kelompok rentan: BNPB mempunyai kewenangan berupa komando
dalam mengerahkan sumber daya baik manusia, peralatan, logistik, maupun instansi/lembaga,
sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan
kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi, global, dan
kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Pada tahapan ini, BNPB juga tidak dapat lepas koordinasi
dengan BAPETEN karena BAPETEN tetap bertanggung jawab melakukan pengawasan
penyebaran lepasan radiasi.

3. Pascabencana

Pada tahap ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah tahapan perbaikan dan
pemulihan terhadap semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ditingkat yang memadai,
melalui kegiatan perbaikan lingkungan perbaikan prasarana dan sarana umum; pemulihan sosial
psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya;
Pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi
pelayanan publik. Pada kasus bencana akibat nuklir, rehabilitasi seperti perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum sampai rekonstruksi dilakukan setelah berkoordinasi
dengan BAPETEN dengan memastikan masyarakat sekitar PLTN sudah tidak menerima dosis
radiasi melebihi 20 mSv/tahun. Pada tahapan ini, Pl berkoordinasi dengan BAPETEN dalam
menetapkan terminasi kedaruratan nuklir, terminasi Kedaruratan Nuklir tingkat daerah/nasional
ditetapkan oleh Presiden/Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi Kepala BAPETEN dengan
mempertimbangkan dampak radiologik dan non-radiologik, dan justifikasi serta optimisasi strategi
proteksi radiasi lebih lanjut. Hal ini dilakukan setelah BPBD/BNPB berkonsultasi dan berkoordinasi
dengan seluruh pihak terkait pada kedaruratan tingkat daerah/nasional. Setelah terminasi ditetapkan,
seluruh petugas yang melakukan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti persyaratan
paparan kerja. Pl, BAPETEN, BRIN, Kemenkes dan K/L terkait melakukan pemantauan personil,
lingkungan dan kesehatan berdasarkan persyaratan dalam situasi paparan normal atau situasi paparan
berkelanjutan [16].
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Lingkungan hidup juga menjadi faktor pengawasan BAPETEN, oleh karenanya penanganan limbah
radioaktif pada saat tanggap darurat nuklir dicatat/direkam oleh PI dilaporkan ke BAPETEN untuk
diriview dan dievaluasi agar tidak mencemari lingkungan. Apabila eskalasi terjadi sampai ke
daerah/nasional maka Pl dan BAPETEN berkoordinasi dengan BPBD/BNPB, dinas lingkungan
hidup, serta KLHK dalam melakukan penanganan limbah radioaktif. Dalam melaksanakan rehabilitasi
lahan, Kepala Daerah berkoordinasi dengan BAPETEN, KLHK, dan kementerian atau lembaga
terkait menetapkan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang memuat sasaran lokasi
kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan guna meningkatkan
daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan [17].
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Kesimpulan

1. Manajemen bencana nuklir berbeda penanganannya dibanding bencana non-alam lainnya,
mengingat sifat dari bencana nuklir dapat melepaskan radiasi ke lingkungan maka
diperlukan penanganan yang khusus mulai dari tahapan prabencana, tanggap darurat, dan
pascabencana,

a. Prabencana: BAPETEN dan BNPB bersinergi dalam upaya mengantisipasi terjadinya
bencana nuklir dengan melakukan penandatanganan Mou, dibentuknya ICONSEP untuk
langkah ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana nuklir. BNPB, BAPETEN,
pemerintah daerah, dan kemeneterian/lembaga berkoordinasi untuk menyusun analisis risiko
bencana dalam dokumen perencanaan kontinjesi dan mengevaluasinya secara berkala.
Evaluasi dokumen perencanaan kontinjensi antara lain dilakukan dengan melaksanakan
pelatihan atau geladi kedaruratan nuklir dengan melibatkan BAPETEN, Pl, BPBD/BNPB,
dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menghindari kegagapan dalam penanggulangan
bencana dan untuk memastikan personil mampu menjalankan fungsi tanggap darurat yang
menjadi tugasnya secara efektif

b. Tanggap darurat: ldentifikasi kedaruratan nuklir dengan segera diikuti dengan pelaporan
langkah awal dalam upaya pengurangan risiko. BAPETEN dan BPBD/BNPB berkoordinasi
dalam penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat daerah/nasional dengan mengaktifkan
organisasi Pos Komando Kedaruratan Nuklir Daerah/Nasional yang dipimpin/dikomando
oleh Kepala Daerah/Presiden dengan mengikuti hasil rekomendasi kedaruratan nuklir dan
terminasi kedaruratan nuklir dari BAPETEN.

c. Pascabencana: BAPETEN, BNPB, KLHK, dan seluruh pihak berkoordinasi dalam upaya
perbaikan dan pemulihan terhadap semua aspek dengan memastikan masyarakat sudah
tidak menerima dosis radiasi melebihi 20 mSv/tahun dan seluruh petugas yang melakukan
pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti persyaratan paparan kerja yang ditetapkan
dan slalu dalam pemantauan.

2. Manajemen bencana nuklir merupakan tanggung jawab bersama, diperlukan koordinasi antar
pihak dan kompetensi khusus dalam penanggulangan bencana nuklir sehingga personil mampu
menjalankan fungsi tanggap darurat yang menjadi tugasnya secara efektif untuk mencapai tujuan
yang sama yaitu keselamatan.
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Abstrak

Perlindungan hukum merupakan hak bagi masing-masing subjek hukum. Dalam kaitannya dengan
pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir, operator menjadi subjek hukum yang paling bertanggung
jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan
lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, operator memerlukan suatu perlindungan hukum sehingga dapat
memperoleh hak dan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Perlindungan hukum harus diberikan kepada
semua pihak, tidak hanya diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang menderita kerugian nuklir. Di
tingkat internasional, terdapat rezim pengaturan pertanggungjawaban kerugian nuklir. Salah satunya adalah
Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC). Indonesia telah menandatangani
CSC, namun belum meratifikasinya. Sebagai salah satu cara untuk memberikan pertimbangan hukum kepada
pemerintah untuk melanjutkan langkah ke depan, perlu dilakukan analisis mengenai substansi pengaturan dalam
CSC, khususnya terkait dengan perlindungan hukum. Mengingat semakin nyata keinginan dari calon operator
PLTN untuk membangun PLTN di Indonesia, analisis difokuskan pada apakah ketentuan dalam CSC ini sudah
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi operator. Tujuan penulisan makalah ini untuk menganalisis
apakah pengaturan dalam CSC sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi operator. Makalah
ini berupa tinjauan sehingga dilengkapi dengan teori hukum terutama mengenai perlindungan hukum dan
hukum internasional. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa CSC telah memberikan perlindungan hukum
yang memadai bagi operator untuk dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi CSC sebagai salah satu bentuk
keikutsertaan dalam mewujudkan rezim pertanggungjawaban kerugian nuklir secara global dan upaya untuk
meningkatkan pengawasan ketenaganukliran.

Kata Kunci: perlindungan hukum, operator, CSC.

Abstract

Each legal subject is entitled to legal protection. In relation to the construction and operation of nuclear
installations, operator is the legal subject who most responsible for ensuring safety and security in order to not
to lead harm to society and the environment. In this regard, operators need legal protection so that they can
obtain rights and carry out their obligations properly. Legal protection must be given to all parties, not only
given to the public or parties who suffer nuclear losses. At the international level, there are nuclear damage
liability regulatory regimes. One of them is the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear
Damage (CSC). Indonesia has signed the CSC, but has not ratified it. As a way to provide legal considerations
to the government to continue moving forward, it is necessary to carry out an analysis of the substance of the
regulations in CSC, particularly in relation to legal protection. Considering the increasingly desire of
prospective NPP operators to build NPPs in Indonesia, the Analyze is focused on whether the provisions in this
CSC provide sufficient legal protection for operators. The purpose of this paper is to analyze whether the
regulation in CSC has provided adequate legal protection for operator. This paper is in the form of a review so
that it is equipped with legal theory, especially regarding legal protection and international law. Based on the
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analysis, the results show that CSC has regulated adequate legal protection for operator to be able to obtain
and carry out their obligations properly. Thus, the government may consider to ratify the CSC as a form of
participation in realizing a global nuclear liability regime and efforts to enhance nuclear oversight.

Keywords: legal protection, operator, CSC

Pendahuluan

Penggunaan energi nuklir selain memberikan manfaat juga dapat menimbulkan kerugian. Untuk
mengatasi risiko dan mencegah timbulnya kerugian, penggunaan energi nuklir harus dilaksanakan
sesuai dengan kaidah hukum dan standar keselamatan.

Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dengan modal asing yang menyampaikan niatnya untuk
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir mulai
membuka peluang bagi perusahaan terkait untuk melakukan konsultasi 3S (safety, security, dan
Safeguards). Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Net Zero Emission,
pembangunan PLTN merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan.

Untuk mendukung pembangunan PLTN, diperlukan berbagai kesiapan. Mulai dari kesiapan regulasi,
sarana dan prasarana, pendanaan, serta keberterimaan dari masyarakat. Regulasi merupakan hal utama
yang terlebih dahulu harus dipersiapkan sebab hal ini yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum.
Perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak tertentu
yang berpotensi menjadi korban dalam suatu hubungan hukum. Dalam kaitannya dengan
pembangunan dan pengoperasian PLTN, perlindungan hukum ini lebih ditekankan dalam hal terjadi
suatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian nuklir. Subjek yang akan diberikan perlindungan
hukum pada situasi tersebut yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang menderita kerugian. Sementara
itu, operator PLTN menjadi pihak yang wajib membayar ganti kerugian akibat kecelakaan nuklir
tersebut. Pada kasus kecelakaan nuklir, tanggung jawab operator bersifat mutlak, artinya tidak perlu
dilakukan pembuktian oleh pihak yang meminta ganti kerugian.

Tanggung jawab yang bersifat mutlak bagi operator menjadi beban tersendiri karena terdapat
kemungkinan, bahwa suatu kecelakaan nuklir terjadi akibat tindakan disengaja dari oknum tertentu,
misalnya sabotase terhadap instalasi nuklir. Kemungkinan juga dapat terjadi, bahwa pihak tertentu
menderita kerugian nuklir karena disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, operator juga memerlukan suatu perlindungan hukum sehingga dapat
memperoleh hak dan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Perlindungan hukum harus
diberikan kepada semua pihak, tidak hanya diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang
menderita kerugian nuklir.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban kerugian nuklir, Indonesia telah menandatangani Konvensi
tentang Tambahan Kompensasi untuk Kerugian Nuklir (The Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage) atau CSC, namun belum meratifikasinya. Sebagai salah satu cara
untuk memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah untuk melanjutkan langkah ke depan,
perlu dilakukan analisis mengenai substansi pengaturan dalam CSC, khususnya terkait dengan
perlindungan hukum. Mengingat semakin nyata keinginan dari calon operator PLTN untuk
membangun PLTN di Indonesia, analisis difokuskan pada apakah ketentuan dalam CSC ini sudah
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi operator.

Dalam makalah ini akan dilakukan tinjauan mengenai perlindungan hukum bagi operator berdasarkan
CSC. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis apakah CSC telah memberikan
perlindungan hukum yang memadai bagi operator sehingga dapat terjamin hak dan kewajibannya.

Landasan Teori

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,untuk
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mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia [1].

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum
dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang
tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai perlindungan hukum:

1. Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya
sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa;

b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum
adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat
melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai
subjek hukum [2].

2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut [3].

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan
menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan
dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia [4].

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang
dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pentingnya perlindungan
dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera
dengan tanpa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti
pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya.

Di tataran internasional, hubungan antar negara diatur dengan hukum internasional. Hukum
internasional merupakan sebuah sistem aturan, prinsip, dan konsep mengatur hubungan antar-negara,
organisasi internasional, individu, dan aktor lainnya dalam politik dunia. Pengertian lainnya mengenai
hukum internasional yaitu keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan
subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain [5].

Perlindungan hukum dalam konteks hukum internasional diartikan sebagai perlindungan hak dan
kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 (1) Statuta
Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terdiri atas perjanjian internasional, kebiasaan
internasional, prinsip hukum umum, serta keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah
diakui kepakarannya [6].

Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage atau CSC merupakan salah satu
bentuk perjanjian internasional. Oleh karena itu, CSC menjadi salah satu sumber hukum internasional.
CSC diadopsi pada tanggal 12 September 1997 oleh Konferensi Diplomatik yang dilaksanakan pada
tanggal 8 — 12 September 1997, dan terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 29 September 1997
dalam Konferensi Umum IAEA ke-41. Konvensi ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani sampai
dinyatakan berlaku efektif. Pada tanggal 15 April 2015, konvensi ini mulai berlaku setelah
terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan yaitu sekurang-kurangnya 5 negara dengan minimal
400.000 satuan kapasitas nuklir terpasang telah menyimpan instrumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal XVIII konvensi.

CSC dimaksudkan untuk membuat sistem pertanggungjawaban kerugian nuklir bagi seluruh dunia.
CSC merupakan salah satu konvensi yang mengatur pertanggungjawaban kerugian nuklir yang lahir
untuk melengkapi konvensi yang telah ada sebelumnya yaitu The Paris Convention on Third Party
Liability in the Field of Nuclear Energy, 1960 (Konvensi Paris) dan The Vienna Convention on Civil
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Liability for Nuclear Damage, 1963 (Konvensi Wina). CSC mengatur penyediaan tambahan dana
ganti rugi dari dana publik dalam hal kerugian melebihi jumlah pertanggungjawaban operator.
Konvensi ini didesain untuk menarik negara-negara yang memiliki PLTN dan negara-negara tanpa
PLTN. Meskipun konvensi ini terbuka untuk negara yang bukan pihak Konvensi Paris maupun
Konvensi Wina, namun negara-negara yang akan menjadi pihak CSC diharapkan memiliki hukum
nasional yang memenuhi kriteria dasar sesuai dengan yang diatur dalam CSC.

Hasil dan Pembahasan

Pada prinsipnya, perlindungan hukum merupakan hak dari semua pihak. Terkait dengan
pertanggungjawaban kerugian nuklir dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian instalasi
nuklir, operator merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Pengaturan pertanggungjawaban kerugian nuklir dalam CSC sangat terkait dengan ketentuan yang
diatur dalam Konvensi Paris dan Konvensi Wina. CSC terdiri dari batang tubuh dan lampiran (annex).
Pengaturan dalam batang tubuh berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Negara Pihak,
diantaranya mengenai tujuan dan keberlakuan, kompensasi, perhitungan kontribusi, pengalokasian
dana, dan yurisdiksi. Sedangkan dalam lampiran, diatur mengenai ketentuan-ketentuan teknis yang
harus dipenuhi atau sejalan dengan pengaturan hukum nasional suatu Negara Pihak (yang bukan
merupakan pihak dari Konvensi Paris ataupun Konvensi Wina). Dengan demikian, untuk melihat
kecukupan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi operator dapat didasarkan pada
pengaturan dalam Lampiran CSC.

Pengertian “operator” diatur dalam lampiran CSC Pasal 1 angka 1 huruf d, sebagai berikut:
...."Operator", in relation to a nuclear installation, means the person designated or recognized by the
Installation State as the operator of that installation. Operator yang dimaksud dalam CSC adalah
operator instalasi nuklir yaitu orang yang ditunjuk atau diakui oleh Negara Instalasi sebagai operator
instalasi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, yang dimaksud dengan operator adalah pengusaha
instalasi nuklir yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam
pengoperasian instalasi nuklir [7]. Berdasarkan Pasal 3 Lampiran CSC, operator instalasi nuklir wajib
bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir berdasarkan bukti bahwa kerugian tersebut disebabkan
oleh kecelakaan nuklir di instalasi tersebut, atau yang melibatkan bahan nuklir yang berasal atau
bersumber dari instalasi nuklir tersebut, serta melibatkan bahan nuklir yang dikirim ke instalasi nuklir
tersebut.

Terkait dengan bahan nuklir yang berasal atau bersumber dari instalasi tersebut, operator wajib
bertanggung jawab jika kecelakaan nuklir terjadi sebelum pertanggungjawabannya berpindah kepada
operator instalasi lain sesuai dengan persyaratan kontrak tertulis; jika tidak ada kesepakatan, sebelum
operator instalasi nuklir lain mengambil alih bahan nuklir; atau jika bahan nuklir tersebut digunakan
dalam reaktor nuklir yang digunakan sebagai sumber tenaga untuk sarana transportasi, baik sebagai
penggeraknya maupun untuk tujuan lainnya, sebelum orang yang berwenang untuk mengoperasikan
reaktor tersebut telah mengambil alih bahan nuklir. Operator tidak bertanggung jawab jika bahan
nuklir telah dikirim ke seseorang di dalam wilayah suatu Negara bukan Pihak, sebelum diturunkan
dari sarana transportasi yang telah tiba di wilayah Negara bukan pihak tersebut.

Terkait bahan nuklir yang dikirim ke instalasi nuklir tersebut, operator wajib bertanggung jawab jika
pertanggungjawaban sehubungan dengan kecelakaan nuklir yang melibatkan bahan nuklir diterima
oleh operator sesuai dengan persyaratan kontrak tertulis dari operator instalasi nuklir lain; atau jika
tidak ada persyaratan yang secara tegas disepakati, setelah operator mengambil alih bahan nuklir; atau
setelah operator mengambil alih dari seseorang yang mengoperasikan reaktor nuklir sebagai sumber
tenaga untuk sarana transportasi, baik sebagai penggeraknya maupun untuk tujuan lainnya. Operator
tidak bertanggung jawab jika bahan nuklir, dengan persetujuan tertulis dari operator, telah dikirim dari
seseorang di dalam wilayah suatu Negara bukan Pihak, hanya setelah bahan nuklir dimuat pada sarana
transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut dari wilayah Negara itu. Pengecualian tanggung
jawab oleh operator salah satunya dikarenakan, bahan nuklir berasal dari atau dikirim ke negara bukan
pihak CSC.

Berdasarkan Lampiran CSC Pasal 3 angka 3, disebutkan bahwa pertanggungjawaban operator atas
kerugian nuklir bersifat mutlak. Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban pidana
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tanpa kesalahan (liability without fault). Hal itu berarti bahwa si pelaku sudah dapat dipidana jika ia
telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat
bagaimana sikap batinnya. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak itu sangat penting terhadap
kasus-kasus tertentu yang menyangkut atau membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan
kesehatan dan keselamatan, serta moral publik. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup,
perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras, pemilikan senjata, dan
pemilikan obat-obatan terlarang merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan asas
pertanggungjawaban mutlak.

Dalam pertanggungjawaban terkait kecelakaan nuklir diberlakukan tanggung jawab mutlak sebab
berpotensi menimbulkan kerugian yang berdampak pada kesehatan, keselamatan masyarakat, juga
lingkungan hidup.

Pasal | huruf (f) CSC mendefinisikan kerugian nuklir sebagai berikut:
“Nuclear Damage” means:

i. loss of life or personal injury;

ii. loss of or damage to property;
and each of the following to the extent determined by the law of the competent court:

iii. economic loss arising from loss or damage referred to in sub-paragraph (i) or (ii), insofar as
not included in those sub-paragraphs, if incurred by a person entitled to claim in respect of
such loss or damage;

iv. the costs of measures of reinstatement of impaired environment, unless such impairment is
insignificant, if such measures are actually taken or to be taken, and insofar as not included
in sub-paragraph (ii);

v. loss of income deriving from an economic interest in any use or enjoyment of the
environment, incurred as a result of a significant impairment of that environment, and
insofar as not included in sub-paragraph (ii);

vi. the costs of preventive measures, and further loss or damage caused by such measures;

vii. any other economic loss, other than any caused by the impairment of the environment, if
permitted by the general law on civil liability of the competent court, in the case of sub
paragraphs (i) to (v) and (vii) above, to the extent that the loss or damage arises out of or
results from ionizing radiation emitted by any source of radiation inside a nuclear
installation, or emitted from nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear
material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation, whether so arising
from the radioactive properties of such matter, or from a combination of radioactive
properties with toxic, explosive or other hazardous properties of such matter.

Kerugian nuklir dalam CSC diartikan secara luas. Selain berupa kehilangan jiwa atau cedera,
kehilangan atau kerugian harta benda termasuk juga kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari
kehilangan atau kerugian sebagaimana diuraikan pada subparagraf (i) atau (ii), dan yang tidak
termasuk dalam subparagraf tersebut, jika dilakukan oleh seseorang yang berhak untuk menuntut
terhadap kehilangan atau kerugian. Kerugian nuklir juga meliputi biaya atas upaya pemulihan
kerugian lingkungan, hilangnya pendapatan dari kepentingan ekonomi pada setiap penggunaan atau
pengambilan manfaat dari lingkungan, biaya atas upaya pencegahan dan kehilangan atau kerugian
lebih jauh yang ditimbulkan oleh upaya tersebut, dan setiap kerugian ekonomi lainnya, selain yang
disebabkan oleh kerugian lingkungan, apabila diperbolehkan oleh hukum umum pada
pertanggungjawaban sipil dari pengadilan yang berwenang.

Dalam Lampiran CSC Pasal 3 angka 5, diatur bahwa operator tidak bertanggung jawab atas kerugian
nuklir yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir yang secara langsung disebabkan oleh konflik
bersenjata, kerusuhan (hostilities), perang saudara, atau pemberontakan. Kecuali hukum Negara
Instalasi menentukan sebaliknya, operator juga tidak bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang
ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir yang secara langsung disebabkan oleh bencana alam parah yang
bersifat luar biasa.

Lampiran CSC Pasal 3 angka 6 mengatur bahwa hukum nasional dapat membebaskan operator dari

seluruh atau sebagian kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian nuklir yang diderita
seseorang jika operator membuktikan kerugian nuklir tersebut disebabkan seluruh atau sebagian oleh
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kelalaian atau tindakan atau pengabaian orang tersebut yang dilakukan dengan maksud untuk
menimbulkan kerugian.

Lampiran CSC Pasal 3 angka 7 mengatur bahwa operator tidak bertanggung jawab atas kerugian
nuklir terhadap instalasi nuklir itu sendiri dan instalasi nuklir lainnya termasuk instalasi nuklir yang
sedang dibangun, di tapak instalasi itu berada; dan untuk setiap properti di tapak yang sama yang
digunakan atau akan digunakan sehubungan dengan instalasi tersebut. Operator juga tidak
bertanggung jawab atas kerugian terhadap sarana transportasi yang mengangkut bahan nuklir pada
saat kecelakaan nuklir, kecuali ditentukan lain oleh hukum nasional. Selanjutnya dalam Lampiran
CSC Pasal 3 angka 10 disebutkan bahwa operator tidak bertanggung jawab atas kerugian yang
disebabkan oleh kecelakaan nuklir di luar ketentuan hukum nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111.1(a)(ii), tanggung jawab operator dapat dibatasi oleh Negara
Instalasi untuk setiap kecelakaan nuklir, yaitu tidak kurang dari 300 juta SDR; atau tidak kurang dari
150 juta SDR dengan ketentuan bahwa apabila lebih dari jumlah tersebut hingga paling sedikit 300
juta SDR, dana publik harus disediakan oleh Negara instalasi untuk mengkompensasi kerugian nuklir.
Untuk kecelakaan nuklir selama pengangkutan, jumlah maksimum tanggung jawab operator diatur
oleh hukum nasional Negara Instalasi.

Mengingat jumlah pertanggungjawaban yang cukup besar, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Lampiran CSC Pasal 5, operator wajib memiliki dan mempertahankan asuransi atau jaminan finansial
lainnya yang melingkupi tanggung jawabnya atas kerugian nuklir dalam jumlah, jenis dan persyaratan
yang ditentukan oleh Negara Instalasi.

CSC secara jelas menyebutkan apa saja dan dalam hal apa, operator wajib bertanggung jawab atas
kerugian nuklir yang terjadi. Kewajiban operator untuk membayar ganti kerugian terhadap korban
akibat kecelakaan nuklir dirumuskan dengan berbagai kondisi sesuai dengan tempat kejadian
kecelakaan maupun pada proses kegiatannya. Kecelakaan dapat terjadi dalam instalasi nuklir dan
dapat juga terjadi pada saat pengangkutan bahan nuklir.

Kerugian nuklir dalam CSC telah diberikan batasan secara jelas sehingga memperkecil terjadinya
perselisihan dalam penafsirannya. Kerugian bukan hanya berupa kehilangan nyawa, cedera,
kehilangan harta benda, namun melingkupi juga kerugian ekonomi yang antara lain berupa biaya atas
upaya pemulihan kerugian lingkungan serta biaya atas upaya pencegahan dan kehilangan atau
kerugian lebih jauh yang ditimbulkan oleh upaya tersebut

Pengaturan yang paling berat yaitu mengenai pertanggungjawaban yang bersifat mutlak. Dalam hal
ini, operator wajib bertanggung jawab tanpa dibuktikan unsur kesalahannya. Meskipun demikian,
dalam ketentuan selanjutnya diatur bahwa operator dibebaskan dari seluruh atau sebagian kewajiban
untuk membayar ganti rugi atas kerugian nuklir yang diderita seseorang jika operator membuktikan
kerugian nuklir tersebut disebabkan seluruh atau sebagian oleh kelalaian atau tindakan atau
pengabaian orang tersebut yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian. Selain itu,
operator juga tidak bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir
yang secara langsung disebabkan oleh konflik bersenjata, kerusuhan (hostilities), perang saudara, atau
pemberontakan. Kecuali hukum Negara Instalasi menentukan sebaliknya, operator juga tidak
bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir yang secara
langsung disebabkan oleh bencana alam yang bersifat luar biasa.

Pengaturan dalam CSC mengenai kewajiban bagi operator dalam hal terjadi kecelakaan nuklir telah
dilengkapi juga dengan pengaturan mengenai hak operator untuk memperoleh pembebasan sesuai
dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi operator
berdasarkan CSC telah terpenuhi

Kesimpulan

1. Ketentuan CSC khususnya dalam Lampiran, memuat hak dan kewajiban bagi operator. Rumusan
pengaturan antara hak dan kewajiban yang seimbang menunjukkan bawa CSC telah memberikan
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perlindungan hukum yang memadai bagi operator. Di satu sisi, operator harus bertanggung
jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir. Di sisi lain, hukum nasional dapat
membebaskan operator dari seluruh atau sebagian kewajiban untuk membayar ganti rugi atas
kerugian nuklir yang diderita seseorang jika operator membuktikan kerugian nuklir tersebut
disebabkan seluruh atau sebagian oleh kelalaian atau tindakan atau pengabaian orang tersebut
yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.

2. Pengaturan dalam CSC terutama terkait perlindungan hukum bagi operator sejalan dengan
ketentuan dalam hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
tentang Ketenaganukliran beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah
dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi CSC sebagai salah satu bentuk keikutsertaan dalam
mewujudkan rezim pertanggungjawaban nuklir secara global dan upaya untuk meningkatkan
pengawasan ketenaganukliran.
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Abstrak

Identifikasi Peran Metoda Analisis Life Cycle Assessment (LCA) dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir (PLTN) telah didiskusikan. Salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha ialah Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Nomor 5 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Pembangunan PLTN memiliki kode KBLI 43294 dengan persyaratan dasar harus memiliki Persetujuan
kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Melalui Kementerian
ATR/BPN. Untuk penetapan ruang kegiatan, Pemerintah daerah akan membentuk forum penataan ruang yang
salah satu tugasnya melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ada kemungkinan
forum tersebut meminta BAPETEN selaku instansi pengawas ketenaganukliran menjadi anggota tim penyusun.
Kemudian setelah KLHS tersebut divalidasi oleh KLHK maka Pemerintah Daerah melalui forum Penataan
Ruang akan menjabarkan ke dalam lingkup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Selanjutnya
pelaku usaha akan mengajukan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Tujuan
kajian ini adalah untuk menilai kemamputerapan pendekataan Siklus Hidup Produk (LCA) digunakan dalam
pembuatan dokumena Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Metode tinjauan identifikasi ini dengan
menggunakan studi literatur dengan membandingkan format yang baku kajian integrasi spatial landscape
dalam KLHS di Indonesia dibandingkan dengan praktik penggunaan metoda LCA dalam penyusunan LHKS di
negara lain seperti Prancis, Swedia dan Taiwan. Dari hasil tinjauan ini Pendekatan Siklus hidup produk LCA
PLTN dapat menjelaskan kelayakan desain PLTN tertentu terhadap persyaratan lingkungan dengan penjelasan
kelebihan maupun kekurangan penggunaan metoda Siklus hidup produk PLTN. Selain itu tinjauan ini
menjelaskan beberapa parameter penting sebagai input metoda Siklus hidup produk beserta kisaran kriteria
keberterimaan berdasarkan berbagai hasil perhitungan.

Kata Kunci: Forum Penataan Ruang , kelayakan desain, Siklus hidup produk PLTN

Abstract
Identification of the Role of the Life Cycle Assessment (LCA) Analysis Method in the Preparation of a Strategic
Environmental Assessment (KLHS) for the Suitability of Space Utilization Activities (KKPR) for the
Development of Nuclear Power Plants (PLTN) has been discussed. One of the basic requirements for business
licensing is Compatibility for Space Utilization Activities (KKPR) referring to the provisions of the Job Creation
Law Number 11 of 2020 and Government Regulation of 2021 Number 5 concerning Risk-Based Business
Licensing. The PLTN construction has the KBLI code 43294 with the basic requirements that it must have an
Approval for the suitability of Space Utilization Activities for National Strategic Activities through the Ministry
of ATR/BPN. To determine the space for activities, the Regional Government will form a Spatial Planning
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Forum, one of whose duties is to prepare a Strategic Environmental Study (KLHS). There is a possibility that
the forum may ask BAPETEN as the nuclear monitoring agency to become a member of the drafting team. Then
after the KLHS has been validated by the KLHK, the Regional Government through the Spatial Planning forum
will elaborate it into the scope of Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR). Furthermore, business
actors will submit basic requirements for suitability of space utilization activities (KKPR). The purpose of this
study is to assess the applicability of the Product Life Cycle (LCA) approach used in the preparation of the
Strategic Environmental Assessment (KLHS) document. This identification review method uses a literature
study by comparing the standard format for spatial landscape integration studies in KLHS in Indonesia
compared to the practice of using the LCA method in preparing LHKS in other countries such as France,
Sweden and Taiwan. From the results of this review the LCA PLTN product life cycle approach can explain the
feasibility of certain NPP designs against environmental requirements by explaining the advantages and
disadvantages of using the NPP product life cycle method. In addition, this review explains several important
parameters as inputs to the product life cycle method along with the range of acceptance criteria based on
various calculation results.

Keywords: Spatial Planning Forum, design feasibility, NPP product life cycle

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020[1] dan Peraturan Pemerintah Tahun
2021 Nomor 5 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko[2], Pembangunan PLTN memiliki kode
KBLI 43294 dengan persyaratan dasar harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang kegiatan yang bersifat strategis nasional melalui kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[3], KLHS
merupakan serangkaian analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau
program pengembangan wilayah. Disamping itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis[4], Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat KLHS guna memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Selain itu terdapat Peraturan menteri
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam penyusunan rencana tata ruang yang mengamanahkan bahwa dalam penyusunan
rencana tata ruang wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)[5]. Dalam Penetapan
Ruang Kegiatan Pemerintah Daerah akan membentuk Forum Penataan Ruang yang salah satu
tugasnya melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ada kemungkinan
forum tersebut meminta BAPETEN selaku instansi pengawas ketenaganukliran menjadi anggota tim
penyusun KLHS. BAPETEN akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa setiap dokumen yang mengandung unsur
kebijakan, rencana, dan program wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Posisi BAPETEN dalam proses pembangunan PLTN pertama di Indonesia adalah menyiapkan
kerangka koordinasi antar kementerian yang berwenang mengatur perizinan Pembangunan PLTN.
Kerangka ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan pemerintah dalam memutuskan
dan membangun PLTN melalui pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization
(NEPIO) sebagai organisasi yang mengkoordinasikan program tenaga nuklir. Keputusan in diasarkan
pada data Rentang Emisi Karbon untuk berbagai tipe pembangkit Energi dimana PLTN adalah salah
satu jenis Pembangkit dengan net emisi yang kecil, sesuai data di gambar 1 putusan in diasarkan pada
data. Keputusan Peemerintah melalui NEPIO mengenai Go Nuclear harus dijaga keberlanjutan
program tersebut dengan menyiapkan infrastruktur kerangka pengwasan antar lembaga yang
berwenang. Saat ini peraturan pembentukan NEPIO sedang dalam pembahasan di kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.
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Gambar 1. Rentang Emisi Karbon untuk berbagai tipe pembangkit Energi [7]

Kajian ini mengidentifikasi kemamputerapan LCA dalam pembuatan KLHS yang didalamnya ada
rencana pembangunan PLTN Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan
peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.[5] Kemudian
membandingkan metoda kajian yang telah ada di lingkungan kementeran KLHK sesuai format yang
baku kajian integrasi spatial landscape.kajian ini adalah untuk menilai kemamputerapan pendekataan
Siklus Hidup Produk (LCA) digunakan dalam pembuatan dokumena Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS).

Identifikasi peran LCA diperlukan mengingat perlunya metoda yang lebih kuantitatif dan transparan
dalam penyusunan KLHS. Selain itu di beberapa praktik di negara seperti di Swedia, Prancis dan
Taiwan telah menggunakan pendekataan Siklus hidup produk (LCA) dalam pembuatan dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan batasan batasan tertentu. Pendekatan Siklus
hidup produk LCA PLTN juga dapat menjelaskan kelayakan desain PLTN sebagai suatu produk yang
mengalami pengembangan desain. Pengembangan desain ini tentunya harus memenuhi persyaratan
lingkungan. Dari hasil kajian ini diharapkan terdapat identifikasi kelebihan maupun kekurangan
penggunaan metoda Siklus hidup produk PLTN. Selain itu akan dijelaskan parameter penting sebagai
input metoda Siklus hidup produk.

Dari berbagai alternatif pembangkitan energi pada Gambar 1, Pembangkit Listrik Tenaga nuklir
menunjukkan variabilitas yang lebih kecil karena regionalisasi model yang terbatas, dengan 5,1-6,4 g
CO2 eq./ kWh, seperti pada Gambar 1. Rantai bahan bakar (“front-end”) berkontribusi paling besar
terhadap keseluruhan emisi. LCA pada PLTN akan menginformasikan jalur berkelanjutan untuk
pengembangan dan pertimbangan sistem energi rendah karbon sumber daya alam yang tersedia dan
aspek peraturan, sosial, teknis, lingkungan dan ekonomi dari program. Tidak terkecuali, setiap
teknologi pembangkit listrik menghasilkan dampak lingkungan selama siklus hidupnya; dan dampak
ini dapat sangat bervariasi tergantum dari desain reaktor. Potensi dampak lingkungan mereka terhadap
kesehatan manusia, ekosistem, dan kebutuhan sumber daya dengan Analisis cradle-to-grave dari
sistem kelistrikan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi pergeseran masalah di sepanjang
rantai pasokan dan siklus hidup teknologi (misalnya mengurangi dampak operasi sambil
meningkatkan dampak konstruksi), atau lintas jenis beban lingkungan (misalnya mengurangi emisi
gas rumah kaca sambil meningkatkan kebutuhan material atau penggunaan lahan).

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini dilakukan dengan studi literatur dengan menggunakan
referensi yang relevan. Referensi dibandingkan dengan deskripsi yang sesuai dalam peraturan atau
standar. Referensi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah mengacu pada format kajian intergrasi
spasial dalm penyusunan KLHS dibandingkan dengan praktik penggunaan metoda LCA dalam
penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) PLTN di negara lainnya. Dengan
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membandingkan referensi-referensi yang relevan, diharapkan akan diperoleh kajian yang lebih
komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Metoda LCA telah digunakan para ahli dalam analisis dampak Lingkungan pengembangan berbagai
jenis PLTN. Indikator lingkungan yang dapat ditampilkan dalam analisis LCA yaitu ouput emisi gas
rumah kaca untuk mengukur dampak perubahan iklim, radiasi pengion, pembentukan partikel (primer
dan sekunder), penggunaan lahan, pengasaman, ekotoksisitas air tawar, toksisitas manusia.
Perhitungan LCA mempunyai tiga aspek penting yaitu pemodelan rantai generasi tenaga nuklir,
kerangka waktu referensi yang digunakan dalam menyusun data inventaris, dan rentang data mentah
yang digunakan untuk membuat inventarisasi proses. Faktor yang mendominasi kinerja lingkungan
adalah masalah konsentrasi uranium serta teknologi dan pembawa energi yang digunakan untuk
menambang dan memproses sumber daya uranium. Sebagian besar beban lingkungan disebabkan oleh
sisa dari penambangan dan penggilingan uranium.

Metodologi yang diterapkan untuk evaluasi LCA dilakukan sebagai proses berbasis dan analisis
atribusi dengan skema perhitungan di Gambar 2. Batas sistem dan beban lingkungan pembangkit
listrik tenaga nuklir. Contoh data ecoinvent versi 3.3 (ecoinvent, 2016) sebagian besar telah
digunakan sebagai data inventori. Salah satu contoh Perangkat lunak yang diguna kan untuk model
dan analisis LCA adalah Simapro 8.0.4.30 (PRé, 2014). Sebagian kecil dari ecoinvent versi 3.1
(ecoinvent, 2014) digunakan karena database latar belakang di Simapro telah diperbarui dari versi 3.1
ke versi 3.3. Sistem mencakup seluruh siklus nuklir, termasuk penambangan dan penggilingan
uranium, konversi, pengayaan, produksi elemen bakar, operasi pembangkit listrik tenaga nuklir
(operasi selama pembangkit listrik dan periode pemadaman) dan penonaktifan, serta limbah
pengolahan dan pembuangan. Rantai produksi bahan, energi, dan layanan transportasi juga
diperhitungkan. Semua proses tersebut membuat langsung atau tidak langsung ke beban lingkungan.

Aliran input dan output yang terukur dari proses sistem disebut Life Cycle Inventory (LCI), terdiri
dari pertukaran dalam hal sumber daya, material, aliran energi, penggunaan lahan dan emisi ke air,
udara dan tanah. Parameter kunci proses dalam rantai nuklir seperti bahan bakar tingkat burn up,
tingkat pengayaan, pembangkitan bahan bakar bekas, pasokan bahan bakar yang dihasilkan dari
berbagai fasilitas, umur pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tahunan, efisiensi pabrik,
dimasukkan ke dalam LCI.
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Gambar 2 Skema LCA — batas sistem dan beban lingkungan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Parameter umum yang diasumsikan untuk model PLTN tercantum dalam Tabel 1. Parameter Utama
dalam Model LCA PLTN Konvensional. Estimasi global front-end menggunakan inventarisasi dari
database ecoinvent versi 3.7 dengan parameter input LCA untuk pengoperasian Instalasi PLTN adalah
Burn rate berkisar sebesar 42%, Efisiensi sebesar 34%, Nameplate Capacity 1000 MW, dan Lifetime
60 tahun.
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Tabel 1 Parameter Utama dalam Model LCA PLTN Konvensional

No Kegiatan Parameter Unit Nilai
1. Penambangan Waste to ore ratio - 5
Ore grade t U/t ore 0,21%
t U238/t ore 0,25%
2. Milling Extraction Losses - 4,05%
3 Konversi Losses - 0,00%
4. Pengayaan Enrichment Rate - 4,21%
Tail Assay - 0,22%
Cut Kg U/kg U 0,12
SWU/kg feed SWU/kg 0,82
SWU/kg product SWU/Kg 6,67
5. Fabrikasi bahan Losses - 0%
Bakar
SWU/KWh SWU/Kg 6,74
6. Instalasi Burnup rate GW-day/ton 42
Pembangkit
Efficency - 34%
Nameplate Capacity MW 1000
Life time years 60

Batasan lingkup dari front to end pada LCA PLTN dinilai terlalu luas jika akan diterapkan untuk
KLHS PLTN di Indonesia. Pada Gambar 2, Batasan kajian akan lebih spesifik jika menghitung emisi
untuk pembangkitan tenaga listrik saja dengan asumsi bahwa bahan bakar nuklir semuanya diimpor
dan bahan bakar bekas akan diekspor kembali ke negara asal. Sedangkan asumsi proses
dekomisioning hanya berfokus pada meterial yang teriradiasi dan terkontaminasi yang jika
dikonverskan ke nilai CO2 tidak berpengaruh signifikan ke total emisi dari pembangkitan energi
listrik.

LCA di nilai dapat diterapkan dalam penyusunan KLHS yang didalamnya ada rencana pembangunan
PLTN, namun titik berat anaisis lingkungan hanya berfokus pada seberapa besar konversi emisi
karbon pada saat pembangkitan energi terutama jika dibandingkan dengan pembangkit fosil yang
menghasilkan emisi karbon sangat besar. Sedangkan untuk menganlisis dampak terlepasnya zat
radioaktif ke luar, LCA tidak bisa mewadahi analisis dampak ini. Analisis ini tetap memerlukan
metoda lain seperti analisis suku sumber dan estimasi dosi lingkungan yang mengunakan perangkat
lunak seperti PC Cream atau PC Cosyma.

Dalam peraturan mengenai KLHS tidak tercantum secara eksplisit mengenai penggunaan pendekatan,
metoda analisis daur hidup dalam perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Namun
dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijelaskan mengenai
tata Cara Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan
Hidup. Dalam melaksanakan pengkajian, urutan langkah-langkah pembuatan dan pelaksanaan akan
lebih efektif bila selaras dengan urutan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Atas
dasar itu, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat menggunakan metoda:

1. Ilteratif (berulang), atau Linier.
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang dimulai pada Kebijakan, Rencana, atau Program
yang masih belum berwujud dapat mengulang beberapa kali proses analisis sejalan dengan
makin berbentuknya muatan kebijakan tersebut. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang
dimulai menjelang finalnya penyelesaian kebijakan, rencana, atau program dilakukan linier,
atau setiap tahap hanya dilakukan satu kali.
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2. Menggunakan metoda baku, atau modifikasi

Pada saat proses analisis ditemukan bahwa isu yang harus dikaji jauh lebih kompleks dari
perkiraan awal, sehingga dilakukan penyesuaian teknik analisis di tengah proses kajian.
KLHS yang disusun dalam kondisi data tidak memadai lebih tepat menggunakan metoda
proxy atau analisis yang kualitatif, sementara KLHS yang datanya cukup lengkap bisa
menggunakan teknik analisis kuantitatif atau pembuatan model yang lebih kompleks.
Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat umum, konseptual,
dan/atau makro dapat menggunakan pendekatan Strategis. Pengkajian pengaruh Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang bersifat fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau teknis
seringkali lebih sesuai bila menggunakan pendekatan dampak.

Dari informasi mengenai Tata Cara Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program
tersebut untuk kajian LHKS pembangunan PLTN bisa digunakan metoda Penilaian Daur Hidup
PLTN, mengingat bahwa beberapa jenis PLTN konvensional, untuk penyusunan dokumen KLHS
yang datanya cukup lengkap bisa menggunakan teknik analisis kuantitatif, sedangkan untuk PLTN
yang dalam tahap pengembangan seperti SMR maka perlu dikaji jauh lebih kompleks dari perkiraan
awal, sehingga dilakukan penyesuaian teknik analisis di tengah proses kajian. KLHS yang disusun
dalam kondisi data tidak memadai lebih tepat menggunakan metoda proxy atau analisis yang
kualitatif.

Secara metodologis, informasi kualitatif dari skenario ditransformasikan menjadi data kuantitatif,
yang berturut-turut dimasukkan ke dalam life cycle inventory (LCI) dari pendekatan LCA. Perubahan
di latar belakang LCA dan perubahan kerangka kerja yang dinyatakan melalui database inventarisasi
dapat menjadi sangat penting untuk dampak lingkungan dari teknologi yang sedang berkembang.

Beberapa kajian integrasi metoda LCA dalam penyusnan LHKS aatara lain dari Eléonore Loiseau,
Philippe Roux, Guillaume Junqua,Pierre Maurel dengan judul “ Adapting the LCA framework to
environmental assessment in land planning” tahun 2013[8]. Pada saat melakukan penilaian
lingkungan strategis, mereka dihadapkan pada kurangnya metodologi yang seragam. Oleh karena itu,
diusulkan kerangka metodologi untuk tahapan penilaian lingkungan yang diperlukan dalam
perencanaan lahan. Metode Penilaian siklus hidup (LCA) telah diidentifikasi sebagai alat yang
menjanjikan untuk melakukan penilaian lingkungan pada tingkat wilayah. Salah satu adaptasi utama
yang diperlukan menyangkut fase definisi tujuan dan ruang lingkup. Selanjutnya, asosiasi suatu
wilayah dan skenario perencanaan lahan yang dipelajari, ditentukan oleh batas-batas geografisnya dan
interaksinya dengan wilayah lain, akan ditetapkan sebagai alur referensi dalam LCA.

Kajian dari Anna Bjorklund dengan judul, “Life cycle assessment as an analytical tool in strategic
environmental assessment[9]. Lessons learned from a case study on municipal energy planning in
Sweden”, Artikel ini menjelaskan penggunaan LCA untuk pengkajian lingkungan dalam konteks ini,
dengan fokus pada metodologi dan pengalaman praktis. Sementara LCA memberikan kerangka
sistematis untuk penilaian lingkungan dan perspektif sistem yang lebih luas dari apa yang dibutuhkan
dalam KLHS, namun terdapat catatan yang menyatakan bahwa LCA tidak dapat menangani semua
aspek dampak lingkungan yang diperlukan, dan oleh karena itu perlu dilengkapi dengan alat lain.
Integrasi LCA dengan alat untuk partisipasi publik dan perencanaan skenario menimbulkan tantangan
metodologis tertentu, tetapi memberikan pendekatan inovatif untuk merancang ruang lingkup
penilaian lingkungan dan menentukan serta menilai alternatif.

Kajian dari Beatriz Vidal-Legaz, Serenella Sala,Assumpcié Antén, Danielle Maia De Souza,Marco
Nocita, Ben Putman, Ricardo F.M., Teixeira “ Land-use related environmental indica- tors for Life
Cycle Assessment, Analysis of key aspects in land use modelling”[10]. Kajian ini mengidentifikasi
pendekatan yang berharga dan menyoroti kekuatan dan keterbatasan model LCA. Dalam penilaian
dampak penggunaan lahan pada tanah dengan konteks LCA perlu juga diidentifikasi antara lain
adopsi rantai sebab akibat penggunaan lahan bersama dan klasifikasi penggunaan lahan, akuntansi
untuk praktik pengelolaan lahan yang berbeda, menilai dampak penggunaan lahan terhadap tanah,
konsistensi dari indikator titik tengah hingga titik akhir, Panduan perhitungan faktor normalisasi; dan
penilaian ketidakpastian hasil model secara sistematis.
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Dalam kajian Analysis of strategic environmental assessment in Taiwan energy policy and potential
for integration with life cycle assessment, Oleh Yen-yu Wu, Hwong-wen Ma, proses KLHS
berorientasi dampak[11]. Selama tahap awal pengembangan KLHS, metode kualitatif biasanya
diterapkan yaitu, pendekatan matriks atau penilaian ahli, namun keterbatasan penilaian subjektif dan
ketidakpastian evaluasi telah menghasilkan penggunaan metode yang lebih kuantitatif seperti
penilaian siklus hidup (LCA). Integrasi metode LCA dilakukan untuk memberikan hasil evaluasi yang
lebih lengkap. LCA telah diterapkan dalam KLHS proyek-proyek Industri untuk mengatasi
kekurangan dampak umum lokasi dalam proses AMDAL tradisional.

Perbandingan antara AMDAL dan LCAberfokus pada keuntungan dan keterbatasan penilaian dampak
yang berbeda dari setiap metode; LCA memberikan evaluasi siklus hidup yang lengkap dan
keunggulan batas sistem global, sedangkan AMDAL menilai dampak sosial-ekonomi dan lingkungan.
Jenis dan sifat metode juga berbeda; EIA adalah metode berbasis proses dan LCA adalah metode
analitik.[11]

Saat ini telah banyak PLTN yang telah beroperasi terutama jenis PLTN air ringan. Penilaian dampak
siklus hidup pembangkit tenaga nuklir jenis Generasi 3 dan sebelumnya PLTN air  ringan telah
banyak dipublikasikan. Selain itu kajian penilaian siklus hidup untuk berbagai jenis PLTN Generasi 4
juga mulai dikembangkan dengan berbagi tipe teknologi, misal SMR PWR, Molten Salt Reaktor,
HTGR dan lainnya. Pengembangan desain PLTN juga akan menuntut persyaratan lingkungan dan
memerlukan analisis daur hidup yang lebih kompleks mengingat data terkait analisis ini masih belum
tersedia di lapangan. Karena keterbatasan kajian untuk analisi LCA untuk PLTN Generasi 4 maka
akan menjadi masalah jika Indoneisa membangun PLTN Generasi 4 terutama dalam hal penyusunan
KLHS.

Beberapa kajian untuk memahami potensi dampak lingkungan PLTN sehingga dapat berkomunikasi
kepada publik dan pemangku kepentingan utama lainnya. Standar yang digunakan dalam analisis
LCA adalah ISO 14040 dan ISO 14044. Penilaian siklus hidup memungkinkan evaluasi produk
selama siklus hidupnya, dan di berbagai indikator lingkungan, metode ini dipilih untuk melaporkan
profil lingkungan dari berbagai teknologi.

Kekurangan Metoda LCA berdasarkan ISO 14040 dan 1SO 14044 terkadang muncul ketika berbicara
tentang Penilaian Siklus Hidup. Dalam hal Pemikiran Sistem dan batasan, LCA mencari perbaikan
dalam produk yang ada. Pada skala yang lebih besar, peningkatan ini seringkali hanya kecil. PLTN
mungkin misalnya memilih bahan baku yang lebih berkelanjutan untuk satu produk — padahal pada
kenyataannya rantai pasokan produk yang sama sekali berbeda membuat dampak terbesar. Pada
analisis LCA, rata-rata dan sampel, bukan data aktual, Seringkali, LCA mengandalkan rata-rata
industri karena kurangnya data aktual. Ini dikritik karena tidak akurat. Pada analisis LCA terdapat
kemungkinan Implikasi sosial hilang, LCA tidak memasukkan implikasi sosial. Akan tetapi, aspek
sosial seringkali saling berhubungan dengan aspek kelestarian lingkungan. Ini tidak diperhitungkan
dalam LCA. Namun, LCA sosial saat ini sedang dalam pengembangan.

Kesimpulan

Reviu ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

a. LCA di nilai dapat diterapkan dalam penyusunan KLHS yang didalamnya ada rencana
pembangunan PLTN, Namun titik berat anaisis lingkungan berfokus pada seberapa besar
konvesri emisi karbon pada saat pembangkitan energi terutama jika dibandingkan dengan
pembangkit fosil yang sangat besar menghasilkan emisi karbon.

b. LCA tidak bisa mewadahi analisis dampak sebaran radioaktif ke lingkungan dan masyarakat
secara spasial. Jadi Fungsi LCA hanya akan menjadi pelengkap dalam analisis global dan
strategis.

c. Peraturan yang berlaku dalam penyusunan KLHS masih membuka ruang untuk metoda
KLHS tanpa menghilangkan metoda baku kajian integrasi spatial landscape. Penyusunan
dokumen KLHS yang datanya cukup lengkap bisa menggunakan teknik analisis kuantitatif ,
sedangkan untuk PLTN yang dalam tahap pengembangan seperti SMR maka perlu dikaji
jauh lebih kompleks dari perkiraan awal.
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Dalam hal Pemikiran Sistem dan batasan, LCA mencari perbaikan dalam produk yang ada.
Pada skala yang lebih besar, peningkatan ini seringkali hanya kecil. PLTN mungkin
misalnya memilih bahan baku yang lebih berkelanjutan untuk satu produk, padahal pada
kenyataannya rantai pasokan produk yang sama sekali berbeda membuat dampak terbesar.
Kelemahan pendekatan LCA, Input data LCA hanya mengandalkan rata-rata industri PLTN
karena kurangnya data aktual. Ini dikritik karena tidak akurat. Pada analisis LCA terdapat
kemungkinan Implikasi sosial hilang, LCA tidak memasukkan implikasi sosial.

Parameter input LCA untuk pengoperasian Instalasi PLTN adalah Burn rate berkisar sebesar
42%, Efisiensi sebesar 34%, Nameplate Capacity 1000 MW, dan Lifetime 60 tahun.
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Abstrak

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pengangkutan zat radioaktif melalui Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif. Selain mengatur ketentuan pengangkutan zat radioaktif antar wilayah di dalam negeri, peraturan ini
juga mengatur ketentuan kapal asing yang mengangkut bahan nuklir (bahan fisil) melalui perairan Indonesia.
Pengirim bahan nuklir lintas negara wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan desain bungkusan.
Pengirim harus telah memiliki sertifikat persetujuan desain bungkusan yang diterbitkan oleh otoritas pengawas
negara asal desain bungkusan yang merupakan bentuk jaminan aspek keselamatan bungkusan sudah memenuhi
persyaratan desain dan pengujian. Validasi ini kemudian diatur untuk menjadi alat kontrol negara dalam
memastikan keabsahan sertifikat persetujuan desain bungkusan yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara
asal desain bungkusan. Permasalahan timbul saat implementasi dari ketentuan ini yang kemudian dikenakan
tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2022. Makalah
menganalisis implementasi mekanisme validasi terhadap sertifikat bungkusan zat radioaktif dengan
menggunakan studi literatur. Dapat disimpulkan bahwa validasi terhadap sertifikat persetujuan desain
bungkusan bagi pengirim yang akan melewati perairan Indonesia yang dikenakan biaya PNBP belum mampu
terap. Hal ini dikarenakan belum tersedianya sistem dan prosedur untuk mengajukan proses validasi termasuk
belum tersedianya mekanisme pembayaran PNBP sebelum kendaraan angkut masuk ke wilayah Indonesia. Oleh
karena itu, makalah ini merekomendasikan agar badan pengawas segera membuat prosedur yang jelas serta
sistem yang memadai mengingat ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah sejak tahun 2015.

Kata kunci: Pengangkutan zat radioaktif, bahan nuklir, validasi bungkusan.
Abstract

Indonesia already has regulations governing the transportation of radioactive materials through Government
Regulation No. 58 in 2015 on Radiation Safety and Security in the Transportation of Radioactive Materials.
Besides regulating the transportation of radioactive material from places in the country, this regulation also
regulates provisions for transporting packages containing nuclear material (fissile material) from other
countries into or through Indonesian territory. The cross-border shipment of nuclear materials by ship is
required to have validation of the package design approval certificate. The consignor has to have the package
design approval certificate issued by the competent authority of the country of origin of the package design
which is a form of guarantee that the safety aspect of the package meets the design and testing transport
requirements. The validation is then regulated to become a means of state control in ensuring the validity of the
package design approval certificate issued by the authority of the country of origin of the package design.
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Problems arise during the implementation of this provision, which later is subject to Non-Tax State Revenue
(PNBP) fees stated in Government Regulation No. 42 of 2022. This paper analyses the implementation of the
validation mechanism for radioactive package certificates using a literature study. It can be concluded that the
validation of the package design approval certificate for consignors who will pass through Indonesian waters,
which are subject to PNBP fees, has not been able to implement. It is due to the unavailability of a system and
procedures to apply the validation process, including the absence of the non-tax revenue payment mechanism
before the transport vehicle enters Indonesian territory. Therefore, this paper recommends the competent
authority establish clear procedures and an adequate system, considering that this provision has been regulated
in a government regulation since 2015.

Keywords: Transportation of radioactive materials, nuclear materials, package validation.
Pendahuluan

Setiap aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir, selain memiliki manfaat juga
memiliki potensi bahaya radiasi. Pemanfaatan tenaga nuklir tidak terlepas dari kegiatan pengangkutan
zat radioaktif yang telah diatur dalam kerangka hukum yang memadai yang mampu dilaksanakan
untuk memberikan keselamatan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu, IAEA selaku
organisasi internasional yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenaganukliran
menerbitkan seri keselamatan, termasuk tentang transportasi zat radioaktif. IAEA mengeluarkan
Specific Safety Requirements No. SSR-6 agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan zat
radioaktif memiliki acuan dalam melakukan pengangkutan guna menjamin keselamatan pengangkutan
zat radioaktif.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif (PP 58/2015) yang merupakan peraturan perundang-undangan
pengganti Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat
Radioaktif, sebagai peraturan pelaksana UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. PP
58/2015 menggabungkan dua aspek yaitu keselamatan radiasi dan aspek keamanan dalam satu
peraturan. Walaupun IAEA membedakan dokumen standar keselamatan yang dimuat dalam SSR-6
dan standar keselamantan dalam IAEA Nuclear Security Series No. 9, peraturan ini melakukan
interface antara sudut pandang keselamatan dan keamanan.

Sama halnya dengan SSR-6, PP 58/2015 ini membedakan jenis zat radioaktif menjadi zat radioaktif
aktivitas jenis rendah (AJR) yang dibagi menjadi AJRI, Il dan II, kemudian benda terkontaminasi
permukaan (BTP | dan BTP II), zat radioaktif bentuk khusus, zat radioaktif daya sebar rendah, dan
bahan fisil. Bahan fisil ini dalam peraturan lain disebut dengan bahan nuklir, namun khusus dalam
pengangkutan, penamaan jenis-jenis zat radioaktif tersebut digunakan supaya sejalan dengan term
yang digunakan di pengangkutan internasional. Peraturan ini memuat ketentuan keselamatan dan
keamanan yang harus dipenuhi oleh pengirim, pengangkut, dan penerima, sebelum proses pengiriman,
dalam pelaksanaan pengiriman dan setelah pengiriman. Juga diatur ketentuan tata laksana
mendapatkan persetujuan pengiriman, notifikasi dan validasi serta ketentuan jika terjadi keadaan
darurat [1].

Dalam bagian tata laksana, sejalan dengan standar IAEA, untuk zat radioaktif dan bungkusan tertentu
diperlukan proses notifikasi dan validasi persetujuan pengiriman, sertifikat zat radioaktif dan sertifikat
desain bungkusan. Proses validasi ini diperuntukan untuk pengangkutan bungkusan tipe B(M) dan
tipe lainnya yang berisi bahan fisil (bahan nuklir) di atas batas bahan fisil dikecualikan atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg yang dikirim dari luar wilayah Indonesia menuju atau melalui
wilayah negara republik Indonesia melalui moda transportasi laut ataupun darat [1]. Pelaksanaan
validasi terhadap sertifikat persetujuan tersebut dilakukan untuk zat radioaktif, bungkusan dan
persetujuan pengiriman tertentu yang berdasarkan SSR 6-2012 memerlukan multilateral approval.
Pelaksanaan dari multilateral approval itu sendiri dapat dilakukan dengan dengan melakukan validasi
sertifikat asli yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari negara asal desain atau pengiriman.
Pengesahan tersebut dapat berupa pengesahan pada sertifikat asli atau penerbitan pengesahan terpisah,
seperti lampiran, oleh otoritas yang berwenang dari negara yang menjadi tujuan pengiriman [2].

Pengangkutan zat radioaktif selain memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan dalam PP
58/205, perlu juga melihat bagaimana ketentuan pengangkutan dalam hal lalu lintas melalui moda
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transportasi darat, laut, dan udara. Adapun lalu lintas pengangkutan bahan nuklir telah diatur dalam
Konvensi Hukum Laut [3] yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU 17/1985
tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [4]. Oleh karena itu, Indonesia terikat dengan Konvensi Hukum
Laut, termasuk dalam hal pengaturan mengenai pengangkutan bahan nuklir.

Dalam studi ini dilakukan analisis aspek hukum dari persyaratan validasi bungkusan di Indonesia
yang merupakan adopsi terhadap peraturan transportasi IAEA, SSR-1 2012 dan memberikan
rekomendasi terhadap perbaikan yang dapat dilakukan.

Metodologi

Studi ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai
pengangkutan zat radioaktif di Indonesia dan kaitannya dengan aturan pengangkutan lintas
batas pada umumnya termasuk standar dari IAEA mengenai keselamatan dalam
pengangkutan zat radioaktif.

Landasan Teori

1. Kerangka Regulasi Lalu Lintas Pengangkutan Nasional dan Standar Internasional

Setiap kapal dari negara manapun memiliki hak lintas damai untuk melintasi laut teritorial suatu
negara. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut yang menyatakan bahwa semua negara
kapal memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial negara lain [4]. Tidak ada keraguan dalam
Konvensi Hukum Laut mengenai hak lintas damai ini yang terkesan melanggar kedaulatan suatu
negara karena dapat saja melewati perairan suatu negara sepanjang untuk tujuan damai.

Namun, Pasal 23 ayat (2) Konvensi Hukum Laut mengenai alur pelayaran yang boleh dilalui oleh
kapal yang membawa bahan nuklir menyatakan kapal bertenaga nuklir dan kapal pengangkut nuklir
perlu membatasi lintasnya pada alur laut. Pelaksanaannya di Indonesia kemudian diatur dalam PP
36/2002 [5].

Pasal 11 PP 36/2002 yang mengatur empat alur laut kepulauan Indonesia untuk pengangkutan bahan
nuklir yang melewati perairan Indonesia menyatakan kapal asing, kapal bertenaga nuklir, atau kapal
pengangkut nuklir asing, dalam melakukan hak lintas damai hanya diperbolehkan untuk melewati alur
laut kepulauan Indonesia dan harus melalui jalur laut yang biasa dilalui pelayaran internasional.

Selain itu, untuk aspek nuklir mengenai kapal yang membawa bahan nuklir, Konvensi Hukum Laut
juga mengatur dalam Pasal. 23 yang menyatakan bahwa kapal asing bertenaga nuklir dan kapal
pengangkut nuklir harus menunjukkan dokumen dan mempertimbangkan tindakan pencegahan khusus
yang ditetapkan untuk kapal tersebut oleh perjanjian internasional ketika melakukan hak lintas damai
melalui laut teritorial suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 23 Konvensi Hukum Laut diterapkan dalam Pasal 85 PP 58/2015
yang mengatur tentang penanggung jawab pengangkutan zat radioaktif mengajukan permohonan
pemberitahuan dengan beberapa persyaratan yang membuktikan adanya bahan nuklir yang diangkut.
Dalam konteks IAEA, ketentuan ini sejalan dengan paragraf 557 sampai 559 dari SSR-6 yang
mensyaratkan pemberitahuan dari otoritas yang berwenang.

Selain itu, penanggung jawab pengangkutan zat radioaktif harus memiliki validasi sertifikat
persetujuan desain bungkusan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 PP 58/2015. Ketentuan ini sejalan
dengan paragraf 838 dan 840 dari SSR-6 yang mensyaratkan adanya sertifikat persetujuan desain
bungkusan dan validasi sertifikat persetujuan desain bungkusan.
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2. Lalu Lintas Pengangkutan Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Perairan
Indonesia yang sangat luas yang lebih luas dari daratan memiliki potensi yang sangat besar, termasuk
dalam hal ini jalur pelayaran baik dalam skala nasional maupun internasional.

Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Dalam kaitan ini, Indonesia terhubung langsung
melalui darat dan laut dengan beberapa negara di sekitarnya, antara lain melalui laut dengan Australia,
Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini.

Keberadaan air di muka bumi sangat memengaruhi peradaban manusia, bahkan sebagai sumber
kehidupan, baik sebagai sarana penunjang kehidupan berupa sarana air minum maupun sarana
transportasi air untuk kemudahan mobilitas manusia. Landasan yuridis utama atas fakta bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga perlu diatur kekhususan wilayah kepulauan dimuat
dalam Pasal 25A UUD 1945 [6].

Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan kepulauan dengan wilayah-wilayah yang oleh
undang-undang ditentukan hak-hak dan batas-batasnya. Keunggulan lainnya, perairan Indonesia
merupakan jalur transportasi strategis yang dilalui oleh kapal kargo dari negara-negara Asia dan
Eropa yang akan menuju ke Asia Tenggara dan Australia, atau sebaliknya. Selain itu, perairan
Indonesia terletak di antara negara-negara penghasil minyak di sebelah barat dan negara-negara
konsumen di sebelah Timur, dan Indonesia memiliki ratusan anjungan eksplorasi dan eksploitasi
minyak lepas pantai. Posisi strategis ini berdampak besar pada budaya, sosial, politik, dan ekonomi di
Indonesia.

Negara kepulauan seperti Indonesia sebagaimana diatur dalam Bagian 1V Konvensi Hukum Laut
memiliki hak dan kewajiban pemanfaatan perairan kepulauan termasuk laut teritorialnya. Walaupun
hak lintas damai diatur dalam Konvensi Hukum Laut, namun tetap harus mengedepankan prinsip
keselamatan dengan pendekatan kepercayaan melalui verifikasi.

Indonesia dapat membangun kepercayaan dengan memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh
penanggung jawab pengangkutan bahan nuklir. Dengan mempraktikkan ketentuan tersebut, selain
melindungi keamanan nasional, Indonesia juga menjamin keselamatan barang yang diangkut oleh
penanggung jawab pengangkutan bahan nuklir meskipun hanya melewati perairan Indonesia.

Pasal 46 Konvensi Hukum Laut menyepakati bahwa negara kepulauan adalah suatu negara yang
seluruh wilayahnya terdiri dari sekurang-kurangnya satu pulau atau lebih dan mencakup pulau-pulau
lain. Beberapa negara kepulauan lain selain Indonesia antara lain Filipina, Papua Nugini, Fiji, dan
Bahama. Sekitar dua puluh negara mengaku mengklaim negara kepulauan: Vanuatu, Tuvalu, Trinidad
& Tobago, Kepulauan Solomon, Seychelles, Sao Tome & Principe, Saint Vincent & the Grenadines,
Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Maladewa, Kiribati, Jamaika, Indonesia, Fiji, Republik
Dominika, Komoro, Tanjung Verde, Bahama, dan Antigua & Barbuda [7].

Karena termasuk kualifikasi negara kepulauan, maka laut teritorial Indonesia disebut juga perairan
kepulauan Indonesia. Dalam hal ini, kapal yang membawa bahan nuklir memiliki hak lintas damai
ketika melintasi perairan kepulauan Indonesia berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Konvensi Hukum Laut.

Namun, Pasal 19 Konvensi Hukum Laut mendefinisikan hak lintas damai jika tidak mengganggu
perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Apabila diketahui suatu pelayaran yang
melintasi perairan kepulauan Indonesia bukan untuk tujuan damai, Indonesia dapat menangguhkan
hak lintas damai kapal asing di wilayah tertentu perairan kepulauan Indonesia jika hal itu penting
untuk perlindungan keamanan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Konvensi Hukum Laut.

3. Alur Laut Kepulauan Indonesia

Merujuk pada Pasal 11 PP 36/2002, kapal asing yang membawa bahan nuklir dalam melakukan hak
lintas damai hanya untuk melintasi laut antar laut lepas melalui perairan Indonesia harus melalui jalur
laut yang biasa dilalui untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, Indonesia memiliki alur laut
kepulauan.
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Alur laut kepulauan adalah alur-alur laut yang dilalui oleh pesawat udara asing di atas alur-alur
tersebut atau kapal-kapal yang melewati alur-alur tersebut, untuk melakukan penerbangan dan
pelayaran dengan cara yang lazim, hanya untuk langsung atau transit, tidak terhalang atau melintas
melalui perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antar laut lepas melalui perairan
Indonesia. Ketentuan penetapan alur laut kepulauan Indonesia diatur dalam Pasal 53 Konvensi
Hukum Laut.

Alur laut kepulauan Indonesia yang telah diputuskan sebagai hak untuk melaksanakan lintas alur laut
kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut adalah alur penerbangan dan pelayaran yang dapat
digunakan oleh pesawat udara asing di laut atau kapal yang melintas untuk melakukan penerbangan
dan pelayaran damai dengan cara yang umum. Penetapan alur laut kepulauan Indonesia dimaksudkan
agar penerbangan dan pelayaran internasional dapat dilakukan secara langsung, terus menerus, dan
secepat mungkin serta tidak terhalang oleh ruang udara dan perairan Indonesia. Alur laut kepulauan
Indonesia dirancang untuk menjadi saluran melalui dua laut lepas di sekitar Indonesia. Oleh karena
itu, semua pesawat dan kapal asing yang ingin melintas ke selatan atau utara harus melewati alur laut
kepulauan Indonesia.

Alur laut kepulauan Indonesia menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia yang rentan terhadap
kejahatan di laut, seperti pembajakan terhadap kapal dagang dan kapal lain yang bermuatan ekonomi.
Dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia, terdapat konsekuensi yang harus dilakukan
Pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan pelayaran dan penerbangan di alur laut kepulauan
Indonesia yang telah ditetapkan. Meski dikenal ada empat alur laut kepulauan Indonesia, pada
dasarnya terdapat tiga alur laut kepulauan Indonesia yang utama berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan [8]. Jalur
percabangan ketiga memungkinkan jalur ini dianggap sebagai satu, dua, atau tiga subjalur.

Sebagai contoh, Selat Lombok merupakan jalur alur laut kepulauan Indonesia kedua (ALKI II) yang
digunakan untuk dan sebaliknya pelayaran dari Samudera Hindia di selatan Indonesia ke Samudera
Pasifik di utara Indonesia melewati Laut Flores, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Masing-masing
alur laut kepulauan Indonesia memiliki risiko dan ancamannya masing-masing seperti penangkapan
ikan secara ilegal dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, ada ancaman penyelundupan barang
ilegal dan kemungkinan klaim teritorial baru. Alur laut Indonesia disajikan dalam Gambar 1.
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ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)

ALKI [II-A ; Laut sawu -

ALK ditetapkan untuk  ALKI | melintasi Laut Selat Ombai - Laut
menghubungkan Tiongkok Selatan, Selat Banda (Barat Pulau
dua peraira(r; bebas, Karimata, Laut Buru) - LAut Seram
yaitu Samudra Jawa, Selat Mongole) -
Hindia dan Samudra Sunda, Samudra Hindia | ALKIIII-B " Laut Timor - ('Ll;:\tu ;E::,Tu N .
Pasifik. Semua kapal Selat Leti - Laut Banda ¢\ 1or2 pacifik

dan pesawat udara ALKI Il melintasi Laut (Barat Pulau Buru) - ¢

asing yang mau Sulawesi, Selat Laut Seram (Timur %o} ) 1. ; Laut Arafuru
melintas ke utaraatau  Makassar, Laut Pulau Mongole) - Laut - _ | 5t Banda (Barat
keselatan harus melalui  Flores, Selat Lombok. '};"a'};,"‘(” -Samudera  pyjay Buru) - Laut
ALK asifi

Seram (Timur Pulau
Mongole) - Laut Maluku
- Samudera Pasifik

Gambar 1. Alur laut kepulauan Indonesia. Sumber https://gechepi.hepidev.com/

Keberadaan alur laut kepulauan Indonesia menjadikan hak dan kewajiban yang berlaku bagi kapal
asing ketika melewati alur laut kepulauan Indonesia sebagai wilayah hukum Indonesia untuk
memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Kapal asing yang melakukan hak lintas damai melalui
alur laut kepulauan Indonesia harus melintas secepat mungkin dengan cara yang umum, hanya untuk
transit langsung, terus menerus, cepat, dan tidak terhalang. Selain itu, kapal asing selama melintas
tidak boleh melebihi 25 mil laut dari alur laut kepulauan Indonesia, artinya kapal asing tidak boleh
berlayar lebih dekat ke pantai kurang dari 10% jarak terpendek antar pulau di sekitar alur laut
kepulauan Indonesia.

Selanjutnya, kapal asing tidak boleh melakukan tindakan apapun yang mengandung ancaman atau
perilaku yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap kedaulatan Indonesia, atau cara lain yang
mendekati atau cenderung melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Sementara itu, kapal perang militer asing selama berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia tidak
boleh melakukan latihan perang atau latihan menggunakan segala jenis senjata serta menyiarkan
secara tidak sah atau mengganggu sistem telekomunikasi dan komunikasi langsung dengan subjek
yang tidak berhak di wilayah Indonesia. Namun demikian, ada pengecualian-pengecualian tertentu
yang dapat dilakukan oleh kapal asing apabila berada dalam keadaan yang tidak terduga atau terjadi
kecelakaan, sehingga kapal asing yang melewati jalur hak lintas damai dapat bersandar di wilayah
Indonesia. Pengecualian ini hanya diperbolehkan jika ada keadaan di luar kemampuan kapal asing
tersebut.

Kemungkinan terjadinya kecelakaan inilah yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya di sekitar
lokasi kecelakaan. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan pelepasan
radioaktif di Selat Lombok, bukankah akan terjadi sesuatu yang merugikan setidaknya bagi
lingkungan di Selat Lombok? Mengingat Bali merupakan salah satu provinsi yang berbatasan
langsung dengan Selat Lombok dan juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan
karena Bali merupakan kawasan wisata utama di Indonesia, bagaimana peran pemerintah daerah di
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Bali dalam menghadapi kemungkinan tersebut? Koordinasi dengan instansi terkait, terutama instansi
pemerintah pusat, mutlak diperlukan dalam hal ini, termasuk menaati semua peraturan perundang-
undangan mengenai penanggulangan kecelakaan radiasi.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan mengenai hak lintas damai dalam Konvensi Hukum Laut membuktikan bahwa selain
memiliki kebebasan untuk melintas, kapal asing juga harus menghormati kedaulatan suatu negara.
Karena kata kunci yang menjadi poin utama dalam pelayaran ini adalah keamanan, maka ketika suatu
negara merasa ada ancaman keamanan terhadap kedaulatannya, maka negara tersebut berhak untuk
mempertahankan diri.

Ini adalah suatu hal yang penting karena kedaulatan negara di atas segalanya. Hal ini juga
menegaskan hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional seperti
perjanjian internasional misalnya, hanya berlaku bagi suatu negara apabila mengesahkannya ke dalam
peraturan nasional negara tersebut.

Jalur pengangkutan zat radioaktif termasuk bahan fisil atau bahan nuklir tidak berbeda dengan jalur
pengangkutan lainnya. Perbedaannya hanya pada tingkat keselamatan dan keamanan yang harus
dipenuhi untuk memastikan bahwa bahan nuklir dan zat radioaktif yang diangkut memenuhi standar
keselamatan dan keamanan tertentu sehingga tidak menimbulkan bahaya radiasi selama pengangkutan
berlangsung.

Dalam pengangkutan bahan nuklir dan zat radioaktif dengan hak lintas damai melalui alur laut
kepulauan Indonesia, terdapat beberapa ketentuan pengiriman yang memerlukan pemberitahuan dari
pengirim kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), antara lain: bungkusan tipe B(U)
berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih dari 3000A1 atau 3000A2 atau 1000 TBg. Ketentuan ini
diatur dalam Pasal 84 PP 58/2015 yang sejalan dengan paragraf 558 dari SSR-6. Adapun untuk
penerbitan surat pemberitahuan, telah diatur mengenai persyaratan-persyaratan, antara lain uraian zat
radioaktif dan bungkusan yang diangkut.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai sertifikat persetujuan desain bungkusan dan validasi sertifikat
persetujuan desain bungkusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 PP 58/2015, antara lain: bungkusan
tipe B(M). Hal ini sejalan dengan paragraf 838-840 dari SSR-6. Sebagai penegasan, jenis zat
radioaktif yang diatur dalam PP 58/2015 meliputi bahan fisil yang didefinisikan sebagai bahan yang
mengandung salah satu nuklida fisil: plutonium-241, plutonium-239, uranium-235 dan/atau uranium-
233 lebih dari total 0,25gram seperti dalam Pasal 1 angka 8 PP 58/2015 dan sejalan dengan paragraf
222 dari SSR-6 [2].

Kewajiban untuk memiliki sertifikat persetujuan desain bungkusan dan validasi sertifikat persetujuan
desain bungkusan bagi pengangkut zat radioaktif dan bahan nuklir yang akan melewati perairan
Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional. Akan tetapi,
terdapat amanat lain di peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya tarif PNBP sebesar
Rp 2.200.000,00 untuk setiap validasi sertifikat persetujuan desain bungkusan.

PP 42/2022 [9] disusun untuk pengenaan tarif pada kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh
BAPETEN. Penyusunan dan penetapan PNBP pada BAPETEN dirumuskan olen BAPETEN sebagai
pemrakarsa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
No. 113 Tahun 2021 (PMK No. 113/PMK.02/2021) tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi
Usulan dan Penetapan PNBP yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan PNBP objek PNBP dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam,
pelayanan, pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara, pengelolaan
dana, dan hak negara lainnya [10]. PNBP pada BAPETEN ini berasal dari kegiatan pelayanan dan
juga pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara. Komponen
perhitungan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya langsung seperti biaya tenaga, bahan,
daya dan jasa dan pemeliharaan serta biaya tidak langsung seperti biaya pengawasan, administrasi,
dan pengembangan sistem.
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Validasi terhadap suatu sertifikat yang dikeluarkan negara asal adalah suatu kegiatan perizinan atau
persetujuan yang membutuhkan evaluasi atas kebenaran atas sertifikat yang diajukan. Ini merupakan
suatu bentuk pengakuan dari badan pengawas bahwa benar menyetujui bungkusan dengan sertifikat
persetujuan desain tersebut dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia karena telah sesuai dengan
standar internasional. Sehingga penetapan tarif terhadap biaya layanan ini valid dilakukan, namun
tentu harus didukung dengan prosedur serta sistem yang memadai. Dasar hukum dalam pelaksanaan
kegiatan validasi terhadap sertifikat persetujuan pengiriman negara asal, sertifikat desain zat
radioaktif, dan bungkusan zat radiokatif dalam PP 58/2015 sudah jelas namun saat ini belum tersedia
prosedur atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Skema layanan untuk proses pengajuan validasi harus disusun sedemikian rupa sehingga sebelum
barang kiriman tersebut masuk ke daerah pabean Indonesia, pengirim dapat mudah dalam mengajukan
layanan hingga pembayaran PNBP dari luar Indonesia. Proses validasi menurut PP 58/2015 dilakukan
sebelum barang kiriman tesebut memasuki kawasan pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen yang perlu dilengkapi harus disampaikan secara tertulis yang meliputi identitas pemohon,
jadwal kedatangan, rute pengangkutan, sertifikat atau salinan sertifikat yang diterbitkan otoritas
pengawas negara asal atau negara yang sudah dilalui sebelumnya, dan deskripsi bungkusan. Setelah
menerima permohonan ini, BAPETEN melakukan proses penilaian selama 5 (lima) hari kerja
kemudian jika diterima maka dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, BAPETEN
menerbitkan validasi terhadap persetujuan desain bungkusan tersebut. Juga ditentukan bahwa validasi
sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan namun hanya untuk satu kali transit, melalui, dan/atau
singgah. Gambar 2 memberikan ilustrasi bagaimana proses alur validasi menurut PP 5/2015.

1. Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau
uranium heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg;

2. Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau
uranium heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg;

3. Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif
Daya Sebar Rendah, Bahan Fisil, atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg;

Baik untuk tujuan digunakan! S |
di dalam wilayah NKRI atau!

4. Bungkusan tipe B(M); atau hanya untuk tujuan transit,, \Wilayah Negara Kesatuan RI
5. Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil atau melalui dan/atau singgah
uranium heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg, ‘
Pengirim > BAPETEN | | Penerbitan g
. validasi
Mengajukan 9 L
maks 3 hari:
permohonan Melakukan kerja :
secara tertulis penilaian 5
hari kerja

Gambar 2. llustrasi proses pengajuan validasi berdasarkan PP 58/2015. Sumber gambar bungkusan, kapal dan peta: by
Unknown Author is licensed under CC BY-NC and CC BY-SA

Melihat pengaturan negara lain, contohnya India, yang juga mengadopsi standar keselamatan
pengangkutan IAEA, terdapat pengaturan multilateral approval yang memuat persyaratan yang sama
dengan yang terdapat dalam dokumen keselamatan pengangkutan zat radioaktif IAEA. Namun dalam
dokumen yang diterbitkan tahun 2016 tersebut tidak dijelaskan bagaimana proses untuk mendapatkan
persetujuan pengiriman multilateral approval dan tidak disebutkan bagaimana penerbitan multilateral
approval dilakukan, apakah melalui proses validasi seperti halnya di Indonesia atau tidak [11].

Dari Gambar 2 dapat terlihat bahwa pengajuan aplikasi tertulis dari pengirim dari luar negeri
dilakukan sebelum bungkusan masuk ke dalam wilayah NKRI. Mekanisme bagaimana pengajuan
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permohonan ini belum tersedia dan juga bagaimana mereka harus melakukan pembayaran tersebut
dari luar negeri. Proses ini mungkin bisa melihat dari proses pembayaran visa elektronik dimana
orang asing dapat melakukan pengajuan permohonan dari luar Indonesia dan melakukan pembayaran
untuk setiap permohonan tersebut [12]. Untuk itu diperlukan koordinasi instansi berwenang
diantaranya BAPETEN, Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Keamanan Laut, Kepolisian
Republik Indonesia c.q. Direktorat Polisi Perairan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
untuk membuat mekanisme yang jelas dan sistem yang memudahkan pengirim asing untuk
melakukan proses permohonan dan pembayaran PNBP. Koordinasi ini juga penting dalam rangka
merespons kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalur alur laut kepulauan Indonesia. Koordinasi
dengan instansi pemerintah pusat adalah kunci dalam konteks ini untuk memastikan keselamatan dan
keamanan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengangkutan bahan nuklir dan zat radioaktif melalui perairan kepulauan berdasarkan
Konvensi Hukum Laut dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari keselarasan hukum nasional dan internasional. Konvensi Hukum Laut telah sejalan dengan
peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengacu pada standar IAEA SSR-6.
Pengangkutan zat radioaktif termasuk bahan nuklir merupakan kegiatan yang sering dilakukan
mengingat luasnya cakupan pemanfaatan tenaga nuklir baik dalam skala nasional maupun
internasional. Dengan penyelarasan kerangka hukum internasional dan nasional tentang pengangkutan
bahan nuklir dan zat radioaktif melalui perairan kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut,
peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan SSR-6, diharapkan proses pengangkutan oleh
kapal asing benar-benar dapat dilakukan dalam konteks hak lintas damai. Kapal asing yang akan
melakukan pengangkutan zat radioaktif dan bahan nuklir melalui perairan Indonesia telah diwajibkan
untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 58/2015. Kewajiban untuk memiliki
sertifikat persetujuan desain bungkusan dan validasi sertifikat persetujuan desain bungkusan bagi
pengangkut zat radioaktif dan bahan nuklir yang akan melewati perairan Indonesia telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan standar internasional. Namun untuk penerapannya perlu
dibangun prosedur proses validasi yang jelas baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
sebagaimana yang sudah diatur dalam PP 58/2015. Ini termasuk membangun sistem yang
memungkinkan pengirim dari luar negeri dapat mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran
PNBP. Koordinasi antar instansi berwenang terkait di antaranya BAPETEN, Ditjen Hubla Kemenhub,
DJBC Kemenkeu, Bakamla, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, dan TNI AL diperlukan dalam
penyusunan dan penerapan dalam penyusunan dan penerapan sistem otorisasi atau validasi ini.
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Abstrak

Kawasan Nuklir Serpong adalah salah satu kawasan pusat penelitian dan pengembangan ketenaganukliran. Pada
radius kurang dari 50 km dari kawasan ini terdapat 2 gunung api aktif dengan tipe A yaitu Gunung Salak dan
Gunung Gede-Pangranggo yang menyebabkan kawasan tersebut rawan akan bencana vulkanik dari kedua
gunung tersebut. Bahaya yang mungkin dapat mencapai Kawasan Nuklir Serpong adalah bahaya abu vulkanik
(tephra), sehingga diperlukan analisa sebaran dan bahaya yang mungkin terjadi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah memodelkan pola sebaran abu vulkanik yang terjadi dengan pemodelan numerik dengan
perangkat lunak Ash3D. Hasil pemodelan meliputi Airborne Simulation dan Deposit Simulation. Analisis yang
telah dilakukan menghasilkan pola sebaran abu vulkanik yang cenderung mengarah ke Utara-Barat Laut. Abu
vulkanik hasil erupsi Gunung Salak berkisar antara 10-30 mm dengan waktu tiba 5 jam setelah erupsi terjadi,
sedangkan abu vulkanik Gunung Gede-Pangranggo bekisar antara 3-10 mm dengan waktu tiba di Kawasan
Nuklir Serpong 4.5 jam setelah erupsi terjadi. Bahaya yang mungkin terjadi pada Kawasan Nuklir Serpong
adalah kekuatan dukung atap bangunan akibat pembebanan abu, sistim kelistrikan dan mesin untuk beberapa
instalasi dan laboratorium yang berada di Kawasan Nuklir Serpong

Kata Kunci: bahaya, abu vulkanik, kawasan nuklir serpong

Abstract

Serpong Nuclear Area is a center for nuclear research and development. Mount Salak and Mount Gede-
Pangranggo are 2 active volcanoes at a radius less than 50 km from the area, which makes the area prone to
volcanic disasters from these two mountains. The hazard that might reach the Serpong Nuclear Area is volcanic
ash (tephra), it is necessary to analyze the distribution and hazards that may occur. The method used in this
research is to perform numerical simulation to describe the pattern of distribution of volcanic ash with the
Ash3D software. Modeling results include airborne simulation and deposit simulation. The result of the analysis
produces a pattern of distribution of volcanic ash that tends to lead to the North-Northwest. Volcanic ash
resulting from the eruption of Mount Salak ranged from 10-30 mm, arrived in the Serpong Nuclear Area 5
hours after the eruption and 3-10 mm for Mount Gede-Pangranggo, and arrived 4.5 hours after eruption. The
danger that may occur in the Serpong Nuclear Area is the bearing strength of the roof of the building due to ash
loading, electrical systems and machines for several installations and laboratories located in the Serpong
Nuclear Area.

Keywords: tephra, hazard, serpong nuclear area

Pendahuluan

Kawasan Nuklir Serpong (KNS) merupakan salah satu pusat penelitian dan pengembangan yang
didalamnya terdapat fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi nuklir. Fasilitas ini didirikan
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untuk mendukung pengembangan industri nuklir di Indonesia dan mempersiapkan pembangunan dan
pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir. Kawasan ini memiliki banyak fasilitas penting,
termasuk didalamnya Reaktor Serbaguna GA Siwabessy (RSG-GAS) dengan kapasitas 30 MW.
Selain itu terdapat juga Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif, Instalasi Radioisotop dan
Radiofarmaka, Instalasi Perakitan Bahan Bakar Eksperimental, Penyimpanan Sementara Limbah
Radioaktif dan Instalasi Nuklir Bekas untuk bahan bakar, radio metalurgi. Fasilitas penelitian di
Kawasan Nuklir Serpong dibangun dan didesain sesuai dengan keselamatan yang telah diatur oleh
standar peraturan yang ada pada peraturan nasional maupun internasional[1][2][3].

Aspek keselamatan dalam teknologi reaktor nuklir meliputi tapak, konstruksi dan pemilihan teknologi
[4]. Satu dari aspek keamanan tapak yang penting adalah aspek vulkanologi, karena peristiwa
vulkanik dapat terjadi sebelum, pada saat, dan sesudah letusan gunung berapi yang berpotensi
menimbulkan ancaman bahaya terhadap salah satu kawasan nuklir[5]. Peristiwa vulkanik adalah
fenomena wvulkanik yang dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah erupsi yang berpotensi
menimbulkan ancaman bahaya. Fenomena gunung api yang menghasilkan potensi ancaman terhadap
keselamatan tapak atau instalasi nuklir, secara umum dapat dikategorikan menjadi 14 jenis potensi
bahaya, potensi ancaman tersebut diantaranya adalah bahaya abu vulkanik/tephra[2]. Evaluasi bahaya
vulkanologi biasanya dilakukan dengan pendekatan deterministik maupun probabilistik untuk
mengetahui potensi bahaya dari suatu gunung api. Karakteristik vulkanisme dan evolusi dari suatu
gunung api diperlukan untuk memahami sistem magmatisme, diatrema, karakteristik kimiawi magma
dan kekuatan erupsi. Karakteristik vulkanisme dan evolusi gunung berapi bisa menjadi dasar
penentuan bahaya gunung api dan evaluasi potensi reaktivasi vulkanisme di masa mendatang. Jika
gunung berapi memiliki kemampuan untuk meletus di masa depan, maka serangkaian investigasi yang
lebih detail harus dilakukan sebagai perkiraan penilaian atau evaluasi bahaya gunung berapi[2].
Analisa sebaran dan bayaha abu vulkanik sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, seperti sebaran
dan bahaya abu vulkanik terhadap calon tapak di Semenanjung Muria[6], efek abu vulkanik oleh
erupsi Gunung Kelud terhadap infrastruktur[7], serta efek abu vulkanik yang dihasilkan erupsi
Gunung Pinatubo terhadap wilayah sekitarnya[8], oleh karena itu analisa sebaran abu vulkanik
terhadap fasilitas nuklir juga perlu dilakukan.

Pada radius 50 km dari Kawasan Nuklir Serpong terdapat beberapa gunung api dengan umur diatas
Miosen sampai Holosen atau berumur 10 juta tahun. beberapa gunung api merupakan gunung api
aktif[9][10]. Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango merupakan 2 gunung api aktif dengan tipe
A dengan riwayat letusan eksplosif yang pernah tercatat. Gunung Salak memiliki jarak 45 km dari
Kawasan Nuklir Serpong. sejarah erupsi Gunung Salak yang pernah tercatat adalah letusan pada tahun
1668-1699, 1780, 1902-1903, 1935, 1938[11]. Sedangkan Gunung Gede-Pangrango memiliki riwayat
vulkanisme yang lebih intensif. setidaknya gempa vulkanik swarm tercatat pada periode tahun 1990,
1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 2000, 2007, 2010, 2011, dan 2012[12]. Diperkirakan Gunung Gede
meletus dan melontarkan ~0,3 km3 magma selama 10.000 tahun terakhir. hal itu menunjukkan
kemungkinan volume besar di masa depan (VEI > 5). Misalnya, letusan terkuat gunung berapi di
Holosen adalah VEI 3-4 dengan 0,15 km® material piroklastik yang dikeluarkan[13]. Tujuan dari
penelitian ini adalah memodelkan sebaran abu vulkanik yang bersumber dari Gunung Salak dan
Gunung Gede-Pangranggo dan mengidentifikasi bahaya abu vulkanik terhadap Kawasan Nuklir
Serpong. Berdasarkan dari lokasi Kawasan Nuklir Serpong yang terletak jauh dari kedua Gunung ini
menyebabkan bahaya sekunder produk erupsi berupa abu vulkanik hasil erupsi sampai ke Kawasan
Nuklir Serpong yang berpotensi mengganggu operasional dari Kawasan penelitian ini. Sehingga perlu
dilakukan penelitian mengenai bahaya abu vulkanik terhadap fasilitas penelitian yang berada pada
kawasan penelitian ini untuk mengantisipasi letusan besar dari Gunung Gede dan Gunung Gede-
Pangrango di masa mendatang.

Teori

Tephra, atau abu vulkanik, adalah material lepas dari semua ukuran yang dihasilkan dalam letusan
aliran piroklastik dan merupakan istilah umum untuk semua jenis ukuran butir piroklastik. Semakin
besar ukuran dan kerapatannya, semakin dekat material ini diendapkan ke pusat erupsi dan
sebaliknya. Karena tephra berinteraksi dengan kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang lama
sebelum pengendapan, pergerakan tephra sangat dipengaruhi oleh arah dan kekuatan angin[14].
Seperti gas dan polutan mikro, tephra dapat disimulasikan menggunakan teori adveksi-difusi, di mana
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distribusi kontaminan dengan ukuran berbeda disebarkan oleh arus eddy, angin, atau kombinasi dari
kedua proses ini. Jika kita mengasumsikan bahwa dalam suatu volume udara, volume tephra tidak
signifikan dibandingkan dengan volume udara, konversi massa dapat ditulis dalam bentuk konsentrasi
tephra, g, atau massa per satuan volume, dapat ditunjukan dalam persamaan berikut

9 . - 1
=tV (@+v)g) =0 @

Dimana g adalah konsentrasi ukuran butir tertentu, u adalah kecepatan, Vs adalah kecepatan
pengendapan dari partikel abu. Total konsentrasi tephra terdiri dari abu ditunjukan oleh ukuran butir
abu vulkanik total, dimana adveksi setiap ukuran butir dihitung secara independen[15]. Pada
perangkat lunak Ash3D kalkulasi sebaran abu vulkanik didapatkan dengan perhitungan adveksi-difusi
dengan persamaan 1 sebagai input distribusi abu pada atmosfer. Selain itu pada kondisi transport
partikel abu digunakan persamaan sebagai berikut

g—‘f+v-((u+v,)g)—v-(1<vq)=g, @)

Dimana u adalah vektor angin, vs adalah kecepatan pengendapan, K adalah difusifitas dan Q adalah
sunber yang nialinya sekalin nol dan berada diatas vent gunung api. Kondisi selanjutnya adalah
deposisi, perangkat lunak Ash3D melacak fluks massa setiap butir abu vulkanik sampai jatuh pada
permukaan topografi dan dianggap ditempat itulah abi vulkanik diendapkan. Kondisi meteorologi di
sekitar gunung api sangat menentukan ke arah mana dan seberapa jauh material vulkanik akan
tersebar dan diendapkan. Seperti terlihat pada Gambar 1, kondisi tanpa faktor angin distribusi endapan
pada luasan sebaran yang radial di sekitar kerucut gunung api dan ketebalan lapisan endapan akan
menipis menjauhi pusat erupsi, namun endapan abu yang terbawa oleh angin akan mengubah dimensi
distribusi endapan dengan jangkauan yang lebih jauh searah angin[16]. Transport tephra di udara dan
pengendapan ke permukaan tanah merupakan hasil dari beberapa mekanisme, diantaranya sedimentasi
dan deposisi.Ash3D menghitung akumulasi pengendapan melalui sedimentasi. ketebalan abu vulkanik
dihitung dengan melacak fluks abu ke topografi, dan direpresentasikan sebagai massa per satuan luas
[17].

Wind Constant from the Northeast No Wind
13.0° s . 13.0°
o
<
X o
S 125" 48 L 125
Z
120" - 120°
273.0° 2735 273.0° 2735
Easting Easting
sopach units: kg/mA2 sopoach units: kg/mA2

Gambar 1. Pemodelan sebaran abu vulkanik menggunakan dengan menggunakan 2 model angin yang berbeda[18]

70



A. Bondan W.S., dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 68-76
Metode

Pemodelan sebaran abu vulkanik dilakukan analisa numerik dengan menggunakan perangkat lunak
Ash3D. Ash3D adalah suatu perangkat lunak untuk melakukan simulasi numerik sebaran abu
vulkanik dari suatu gunung api. Ash3D adalah sebuah model Eulerian yang menggunakan medan
angin dari model NWP hingga menghitung transportasi abu vulkanik. Ash3D menyediakan berbagai
keluaran yang dapat digunakan dalam penelitian dan situasi operasional. Output Ash3D termasuk file
data deposit, waktu kedatangan, properti awan dan ketebalan. hasil keluaran tersedia pada format
spasial sehingga dapat diolah pada perangkat lunak GIS untuk diolah menjadi informasi lebih
lanjut[17]. Ash3D dapat diakses secara opensource pada laman http://vsc-ash.wr.usgs.gov. Data yang
diperlukan dalam input parameter pada software adalah data karakteristik letusan dan data
meteorologi berupa data arah dan kecepatan angin saat erupsi terjadi. Simulasi dilakukan dengan 2
tipe run model pada software Ash3D yaitu airborne simulation dan deposit simulation. Airborne
simulation hanya memodelkan pola persebaran awan abu vulkanik, sedangkan Deposit simulation
memodelkan pola sebaran endapan abu vulkanik. Airborne simulation hanya menggunakan ukuran
butiran halus tunggal (0,01 mm) dengan kecepatan pengendapan yang dapat diabaikan dan
dimaksudkan untuk mensimulasikan hanya pergerakan awan, bukan pengendapan abu. Sedangkan
Deposit Simulation menggunakan tujuh ukuran butir (4, 2, 1, 0,5, 0,25 0,126, dan 0,0625 mm) yang
cukup besar untuk mengendap, simulasi berhenti menghitung setelah 99% abu mengendap, dan hanya
menghitung transportasi di dekat gunung berapi di mana deposit mungkin jatuh, dan mengabaikan
pergerakan awan distal. untuk perhitungan Deposit simulation mengasumsikan berat jenis abu
vulkanik adalah 1000 kg/m?®,

Data meteorologi diperoleh dari data BMKG yang ada di stasiun pengamatan meteorologi Citeko
yang berlokasi di Cisarua Kabupaten Bogor. Stasiun ini dipilih karena terdapat diantara kedua
Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango dan merupakan stasiun pencatat data meteorologi paling
dekat dengan kedua gunung tersebut sehingga data dari stasiun ini dianggap mencerminkan data angin
di wilayah kedua gunung api. Lokasi stasiun meteorologi dapat dilihat pada Gambar 2. Data diambil
dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2015 — 2022. Profil angin yang dijadikan input adalah angin
paling ekstrim yang pernah terjadi dalam kurun waktu tersebut dan mengarah ke Lokasi Kawasan
Nuklir Serpong. Profil angin dapat dilihat pada Gambar 3. Dari data pengamatan yang diperoleh
dalam kurun waktu 8 tahun arah angin mayoritas mengarah ke Utara — Barat laut. Kecepatan angin
terbesar adalah 12 m/s yang terjadi pada bulan November 2022. Namun untuk kecepatan angin
terbesar yang tercatat mengarah ke Kawasan Nuklir Serpong adalah sebesar 8 m/s yang terjadi pada
21 Februari 2015, maka tanggal dan jam ini akan dijadikan acuan untuk melakukan simulasi erupsi
pada Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango.

Kawasan Nukiir Serpong

‘ O Stasiun Meteorologi Citeko

Gambar 2. Lokasi stasiun meteorologi Citeko

71



A. Bondan W.S., dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 68-76

2015 2016 2017 2018
WIND SPEED
(m/s)
o 4 =
AR y ® Il &00-1000
. - [ 600 -8.00
| i 5 I s00-800
Bl s00-500
M s00-400
[ - = M :00-300
Ml 050200
2019 2020 2021 2022

Gambar 3. Profil angin pada kurung waktu 2015-2022 di sekitar Gunung Salak dan Gunung Gede Pangranggo

Perangkat lunak Ash3D memerlukan waktu spesifik erupsi dan karakteristik erupsi untuk melakukan
simulasi sebaran abu vulkanik. Pada penelitian ini digunakan parameter dari erupsi Gunung Kelud
yang terjadi pada tahun 2014. Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 dipilih menjadi parameter input
dikarenakan memiliki rekaman data yang lengkap dan Gunung Kelud memiliki kesamaan sifat fisik
seperti seting tektonik, tipe gunung api dan sifat magma terhadap Gunung Salak dan Gunung Gede-
Pangrango. Parameter yang diambil sebagai input parameter adalah jumlah total massa tererupsi,
waktu lamanya erupsi, dan ketinggian kepulan abu vulkanik (plume) yang terjadi saat erupsi[19].
Input parameter pada Ash3D untuk kedua gunung api dapat dilihat pada Tabel 1. Validasi model
dilakukan dengan melakukan komparasi hasil model dengan Erupsi Gunung Spurr pada tahun 1992
dengan menggunakan perangkat lunak Ash3D[15], pada kajian tersebut menunjukan bahwa hasil
model mendekati dengan sebaran abu vulkanik sebenarnya berdasarkan hasil sampling lapangan dan
satelit. Maka hasil model denagn software Ash3D dapat merepresentasikan hasil yang serupa
termasuk dengan hasil model dalam penelitian ini.

Tabel 1. Input parameter erupsi Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango

Parameter Nilai Parameter Nilai
Nama gunung api Salak Nama gunung api Gede-Pangrango
Easting 6.716°S Easting 6.786°S
Northing 106.733°E Northing 106.983°E
Ketinggian (m) 2218 Ketinggian (m) 3026
Waktu erupsi 21/02/2015; 07.00 WIB Waktu erupsi 21/02/2015; 7.00 WIB
Durasi simulasi 24 jam Durasi simulasi 24 jam
Durasi erupsi 3jam Durasi erupsi 3jam
Ketinggian plume (m) 17000 Ketinggian plume (m) 17000
Total massa tererupsi (kg) 0.219 km? Total massa tererupsi (kg) 0.219 km?

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan pemodelan sebaran abu vulkanik terhadap Gunung Salak dan Gunung Gede-
Pangranggo didapatkan hasil yang cukup mirip untuk arah dan sebaran awan pembawa tephra dan
endapan abu vulkanik secara spasial. Kedua hasil simulasi untuk kedua gunung menunjukan pola
sebaran ke arah Utara —Barat Laut — Barat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh arah angin yang
berhembus ke arah tersebut.

Simulasi Airborne

Untuk hasil simulasi Airborne menunjukan kedua gunung api memiliki pola sebaran yang berbeda
meskipun memiliki kecenderungan arah yang sama. Sebaran awan hasil erupsi Gunung Gede
Pangrango menunjukan dimensi yang lebih luas daripada hasil erupsi gunung Salak. Hasil pemodelan
Airborne juda dapat memperkirakan waktu tiba awan tephra. Awan tephra hasil erupsi Gunung Salak
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akan mencapai Kawasan Nuklir Serpong setelah 5 jam 10 menit setelah erupsi terjadi. Sedangkan
awan tephra hasil erupsi Gunung Gede-Pangranggo akan mencapai Kawasan Nuklir Serpong dalam
waktu 4 jam 30 menit setelah erupsi terjadi. Gambar 4 menunjukan pola sebaran hasil simulasi
airborne.

B ogal vaikd om: 20 Model vaild on: 2015.02.22 0000UTC
b i
. ot

—— } |

w

Volcane: 5aiak Eruption start: 2 vuu:: 2 . w
Run date: 05730723 081435 UTC Plume height: | '.n".l-“ I TIAAWUT
Wind fle: NCEP reanalysss 2.5 degree  Duration: 24 hour . eanalyss 2 S dey
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Gambar 4. Pola sebaran awan dengan abu vulkanik hasil pemodelan airborne simulation

Simulasi Deposit

Hasil pemodelan dengan menggunakan Deposit Simulation menghasilkan pola sebaran endapan yang
cukup mirip dari kedua gunung api. Pola sebaran endapan menyebar ke arah Utara-Barat Laut dari
sumber erupsi, dengan ketebalan maksimal sebesar 30 cm yang terendapkan di sekitar puncak gunung
api dan semakin menipis seiring bertambahnya jarak. Endapan abu vulkanik ditunjukan dengan garis
kontur yang merepresentasikan besaran ketebalan. Hasil erupsi Gunung Salak mencapai Kawasan
Nuklir Serpong dengan ketebalan diantara 3 cm — 1 cm, sedangkan hasil simulasi dari erupsi Gunung
Gede Pangranggo menghasilkan endapan sebesar 1 ¢cm — 3 mm di Kawasan Nuklir Serpong.
Visualisasi sebaran abu vulkanik dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.
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Gambar 5. Pola sebaran dan ketebalan endapan abu vulkanik Gunung Salak

73



A. Bondan W.S., dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 68-76

Deposit Thickness

em
n

10
T
1

13gsg
33 »

[ ]11]]

150 7% Q@ 150 Km

Gambar 6. Pola sebaran dan ketebalan endapan abu vulkanik Gunung Gede-Pangranggo

Bahaya Abu Vulkanik terhadap Kawasan Nuklir Serpong

Menurut analisis yang pernah dilakukan, kecelakaan terparah yang dapat terjadi pada Kawasan Nuklir
Serpong adalah Kecelakaan pada Reaktor Serbaguna GA-Siwabessy. Kecelakaan tersebut dapat
terjadi akibat kegagalan sistem operasi reaktor RSG akibat melelehnya lima elemen bahan bakar.
Kecelakaan tersebut mengakibatkan pelepasan bahan radioaktif dan berdampak pada lingkungan zat
radioaktif yang paling berbahaya dari peristiwa ini adalah lodine-131 (1-131) dan Cesium-137 (Cs-
137) yang menimbulkan radiasi yang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. kejadian
seperti ini biasanya disebabkan oleh kegagalan pendinginan inti yang menyebabkan terganggunya
proses perpindahan panas bahan bakar di teras reaktor[20]. Kerentanan fasilitas nuklir terhadap abu
vulkanik dapat dinilai dari beberapa faktor, diantaranya kuat dukung struktur atap bangunan. Abu
vulkanik tang terakumulasi pada atap suatu fasilitas nuklir dapat mempengaruhi kekuatan daya
dukung atap bangunan tersebut. Abu yang jenuh akan air akibat hujan akan mengakibatkan beban abu
meningkat sebesar 50-100%[21]. Dengan mengetahui ketebalan abu terakumulasi maka dapat
dihitung seberapa besar beban abu pada atap bangunan per meter persegi[22]. Abu vulkanik hasil
erupsi Gunung Salak yang mencapai Kawasan Nuklir Serpong mencapai 10-30mm dengan beban atap
abu kering sebesar 78 kg/m? sedangkan Gunung Gede-Pangranggo menghasilkan ketebalan 3-10 mm
dan menghasilkan beban atap sebesar 26 kg/m?. Lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2. Bangunan
dengan struktur atap yang buruk di Kawasan Nuklir Serpong berpotensi mengalami kerusakan ringan-
berat akibat pembebanan abu vulkanik ini.

Tabel 2. Abu vulkanik Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangranggo terhadap Kawasan Nuklir Serpong

Gunun Ketebalan Ash-load Waktu tiba
9 (mm) (kg/m?) tephra (Jam)
Salak 10-30 78 5
Gede-Pangranggo 3-10 26 45

Selain kekuatan struktur atap, abu vulkanik dapat mempengaruhi mesin yang terpapar oleh abu.
Partikel abu abrasif dapat menimbulkan korosi pada bagian mesin yang bergerak dan menyebabkan
keausan atau kerusakan yang berlebihan. Bagian mesin yang berada di luar ruangan, tidak tertutup,
atau terkena abu vulkanik dapat kehilangan fungsinya sebelum proses pembersihan. Sistem kelistrikan
juga dapat terganggu akibat abu vulkanik yang menutupi komponen-komponen kelistrikan. Abu
vulkanik dapat menyebabkan gangguan kelistrikan berupa percikan api pada komponen kelistrikan
yang tertutup abu (flashover). Abu vulkanik dapat menimbulkan korosi pada peralatan listrik jika
tidak segera dilakukan proses pembersihan. Sistim ventiasi pada bangunan di Kawasan Nuklir
Serpong jugan merupakan salah satu faktor kerentanan pada tiap bangunan. Sistim ventilasi dengan
kisi-kisi terbuka akan menyebabkan abu mundah masuk ke dalam ruangan dan menyebabkan
gangguan di dalam edung baik itu Gedung dengan fasilitas riset maupun gedung perkantoran biasa.
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Saat terjadi kecelakaan nuklir, abu vulkanik dapat memperparah keadaan pada kondisi darurat.
Personil dinas pemeliharaan yang bertanggung jawab atas operasi dan keselamatan reaktor tidak dapat
melakukan tugasnya dengan baik karena kesulitan bernapas dan keterbatasan penglihatan. Staf dan
personel darurat tidak dapat memperoleh akses ke reaktor dikarenakan kendaraan mengalami
kerusakan atau jalan tidak dapat dilalui selama hujan abu vulkanik berlangsung, termasuk kendaraan
darurat, tidak dapat bergerak karena filter udara kendaraan bermotor tersumbat abu. Selain itu abu
juga menyumbat sistem injeksi bahan bakar untuk beberapa tipe kendaraan. Personel reaktor mungkin
tidak mau meninggalkan keluarga dan rumah mereka dalam keadaan darurat[23].

Kesimpulan

Analisis sebaran abu vulkanik hasil erupsi Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangranggo dilakukan
dengan menggunakan metode analisis numerik dengan menggunakan perangkat lunak Ash3D. Hasil
analisis menunjukan kecenderungan sebaran abu vulkanik ke arah Utara-Barat Laut. Dengan profil
angin dari stasiun meteorologi Citeko didapatkan waktu kedatangan abu vulkanik di Kawasan Nuklir
Serpong dari Gunung Salak adalah 5 jam 10 menit dan Gunung Gede-Pangranggo selama 4 jam 30
menit setelah erupsi terjadi. Ketebalan abu vulkanik di Kawasan Nuklir Serpong hasil erupsi Gunung
Salak berkisar antara 10-30 mm dengan beban maksimum sebesar 78 kg/m?, sedangkan untuk
Gunung Gede-Pangranggo sebesar 3-10 mm dengan beban maksimum sebesar 26 kg/m?. Bahaya yang
mungkin ditimbulkan abu vulkanik di Kawasan Nuklir Serpong diantaranya adalah kegagalan struktur
atap bangunan akibat pembebanan abu pada atap dengan struktur atap yang buruk. Kerentanan yang
lain adalah kerusakan sistem kelistrikan dan mesin untuk komponen listrik dan mesin yang terpapar
abu vulkanik apabila tidak segera dilakukan proses pembersihan. Abu vulkanik juga dapat
memperparah keadaan ketika kondisi darurat berlangsung
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Abstrak

Indonesia memiliki 4 (empat) existing Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR) yang berfungsi sebagai pendukung
pengoperasian reaktor riset dan juga sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia.
INNR tersebut memiliki rerata usia operasi lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga memerlukan suatu
pengkajian yang komprehensif terkait aspek keselamatannya. Kajian ini berupa analisis kebutuhan ketentuan
keselamatan operasi INNR agar peraturan ketentuan keselamatan operasi INNR nantinya akan sesuai dengan
standar internasional terkini, serta sesuai dan mampu terap untuk kondisi berbagai lingkup INNR yang ada dan
berpotensi dibangun di Indonesia. Identifikasi dan kajian terhadap persyaratan dan rekomendasi |AEA terkait
keselamatan operasi INNR terkini menjadi lingkup utama kajian yang dilengkapi dengan hasil pembahasan
dengan personil pengoperasi dan periset pada INNR di Indonesia tentang pembelajaran dari pengalaman
pengoperasian di instalasi dan kemamputerapan dari ketentuan keselamatan operasi INNR yang berlaku.
Kesimpulan hasil kajian secara spesifik memberikan rekomendasi ketentuan keselamatan operasi INNR yang
perlu diakomodir dalam rencana revisi terhadap Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Keselamatan INNR dalam hal penerapan pendekatan bertingkat dan ketentuan khusus spesifik yang
perlu dicakup.

Kata Kunci: Instalasi Nuklir Nonreaktor, ketentuan keselamatan operasi, pendekatan bertingkat, ketentuan
khusus spesifik

Abstract

Indonesia has 4 (four) existing Nuclear Fuel Cycle Facilities (NFCF) which support operation of research
reactors and also facilitate research and development of nuclear technology in Indonesia. The existing NFCF
has average operating age of more than 20 (twenty) years so it requires a comprehensive safety assessment.
This assessment is in the form of a regulatory needs analysis of the NFCF operational safety provisions so that
the regulation on NFCF operational safety will later be in accordance with the latest international standards,
as well as being suitable and able to be applied to the conditions of the various types of the NFCF that currently
exist and have the potential to be built in Indonesia. ldentification and review of IAEA requirements and
recommendations regarding the latest NFCF operational safety is the main scope of the assessment. It will be
complemented by discussions results with operating personnel and researchers at the existing NFCF in
Indonesia regarding lesson learnt from operating experience and the applicability of the current NFCF
operating safety provisions. Conclusions from the results of the study specifically provide recommendations for
NFCF operating safety provisions that need to be accommodated in the planned revision of BAPETEN
Chairman Regulation Number 11 of 2007 regarding NFCF Safety Provisions in terms of applying graded
approach and specific special provisions that need to be covered.

Keywords: Nuclear Fuel Cycle Facilities, operating safety provisions, graded approach, specific special
provision
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Pendahuluan

Selain memiliki 3 (tiga) reaktor riset, Indonesia juga memiliki 4 (empat) Instalasi Nuklir Nonreaktor
(INNR) yang berfungsi sebagai pendukung pengoperasian ketiga reaktor riset tersebut dan juga
sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Namun demikian, INNR
yang saat ini dioperasikan memiliki rerata usia operasi lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga
memerlukan suatu pengkajian yang komprehensif terkait aspek keselamatannya.

Sebagai badan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
[1] dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran [2], maka BAPETEN
menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi. Terkait dengan tugas penyusunan peraturan,
peraturan yang disusun oleh BAPETEN sebagian besar mengacu pada berbagai referensi internasional
baik dari rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) ataupun standar-standar
internasional lainnya. Penggunaan referensi peraturan yang berstandar internasional diharapkan
membuat peraturan yang ada dapat mampu terap dan menjamin keselamatan pengoperasian instalasi
nuklir, khususnya pada INNR yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan informasi
dan teknologi di dunia, sangat dimungkinkan terjadi pembaruan terhadap dokumen referensi yang
digunakan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya suatu peraturan ditinjau ulang kemamputerapan dan
keterkiniannya agar selaras dengan perkembangan zaman.

IAEA sendiri telah menerbitkan dokumen persyaratan keselamatan khusus (Specific Safety
Requirement — SSR) No. 4 yang berjudul Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities [3]. Dokumen
tersebut mengatur persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi oleh INNR sehingga pengoperasian
INNR dapat berlangsung dengan selamat. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat peraturan
dan ketentuan di Indonesia yang mengacu pada dokumen tersebut yang dapat menjadi rujukan INNR
dalam melakukan kegiatan pengoperasiannya.

Mengingat dokumen IAEA merupakan standar atau rekomendasi internasional, terkadang
penerapannya di Indonesia tidak dapat langsung diimplementasikan. Setiap negara memiliki suatu
kekhasan tersendiri dalam sistem hukum dan pengaturan, budaya, dan lain sebagainya. Telah menjadi
suatu pemahaman juga bahwa persyaratan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh IAEA bersifat
umum dan merupakan suatu konsensus dari seluruh negara anggota. Oleh karena itu dalam
pelaksanaan kajian yang komprehensif diperlukan juga input dari stakeholder pengoperasian INNR di
Indonesia untuk memperoleh ketentuan keselamatan operasi INNR yang mampu terap.

Selain itu Peraturan BAPETEN yang secara khusus memberikan ketentuan keselamatan operasi INNR
merupakan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Keselamatan
Instalasi Nuklir Nonreaktor yang terbit jauh sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012
Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, yang seharusnya menjadi dasar disusunnya
peraturan turunan terkait ketentuan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Peraturan-peraturan
turunan lainnya yang secara tidak langsung juga memberikan ketentuan keselamatan operasi INNR
juga harus dipertimbangkan sehingga terjadi sinkronisasi dalam hal ketentuan keselamatan yang
dipersyaratkan bagi INNR.

Tujuan dari kajian ini adalah melakukan analisis kebutuhan ketentuan keselamatan operasi INNR
dengan hasil yang berupa rekomendasi kebijakan agar peraturan ketentuan keselamatan operasi INNR
nantinya akan sesuai dengan standar internasional terkini, serta sesuai dan mampu terap untuk kondisi
berbagai lingkup INNR yang ada dan berpotensi dibangun di Indonesia.

Metodologi Kajian

Metodologi kajian ini terbagi dalam 2 (dua) hal berikut:

1. Melakukan identifikasi dan kajian terhadap persyaratan dan rekomendasi IAEA terkait
keselamatan operasi INNR yang terdapat dalam dokumen referensi SSR 4.

2. Melakukan pembahasan dengan personil pengoperasi dan periset pada INNR di Indonesia
tentang pembelajaran dari pengalaman pengoperasian di instalasi dan kemamputerapan dari
ketentuan keselamatan operasi INNR yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
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1.

Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir [4] dan Peraturan Kepala

BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Keselamatan Instalasi Nuklir Nonreaktor
[5].

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Standar Keselamatan Operasi INNR

Pada tahun 2017, IAEA telah menerbitkan dokumen persyaratan keselamatan khusus untuk INNR,
yaitu (Specific Safety Requirement — SSR) No. 4 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities. Dokumen
tersebut mengatur persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi oleh INNR pada berbagai tahapan
instalasi mulai tapak sampai dengan dekomisioning, dengan penekanan khusus pada tahapan desain
dan operasi, termasuk komisioning. Total terdapat 75 persyaratan keselamatan yang diberikan dalam
dokumen tersebut. 20 persyaratan keselamatan diantaranya adalah persyaratan keselamatan yang
berlaku untuk tahapan pengoperasian INNR. Persyaratan keselamatan untuk tahap operasi INNR
tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Organisasi;

2. Manajemen Keselamatan Operasi;

Batas Keselamatan (BK);

Pengesetan Sistem Keselamatan (PSK);

Kondisi Batas Operasi yang Normal (KBO);

Pengujian Berkala dan Surveilan;

Pengoperasian di Luar Batasan dan Kondisi Operasi;
f. Persyaratan Administrasi;

Operasi Instalasi;

Perawatan, Pengujian, dan Inspeksi Berkala;

Keselamatan Kekritisan;

Program Proteksi Radiasi dan Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Efluen;

Program Keselamatan Pengoperasian; dan

Sistem Manajemen.

o0 o

N GOA®

Rekomendasi kebijakan hasil dari kajian terhadap ketentuan dalam IAEA SSR-4 Safety of Nuclear
Fuel Cycle Facilities adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Persyaratan mengenai Batas Keselamatan (BK), Pengesetan Sistem Keselamatan (PSK), Kondisi
Batas Operasi yang Normal (KBO), Persyaratan Surveilan, dan Persyaratan Admistrasi tidak
perlu dijadikan ketentuan dalam Peraturan tentang Keselamatan Operasi INNR karena ketentuan
terkait hal ini telah tercantum dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Batasan dan Kondisi Operasi INNR [6]. Akan tetapi untuk ketentuan pelaksanaan dan pelaporan
tindakan korektif dalam hal terjadi Pengoperasian di Luar Batasan atau Kondisi Operasi perlu
dijadikan sebagai ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR karena belum diatur
dalam peraturan yang ada saat ini.

Persyaratan mengenai Pelatihan, Pelatihan Ulang dan Kualifikasi Personil tidak perlu dijadikan
ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR karena ketentuan mengenai pelatihan,
pelatihan ulang, dan kualifikasi personil telah tercantum dalam Kepala BAPETEN Nomor 7
Tahun 2019 Tentang lzin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Peraturan Nuklir [7].
Untuk pelatihan, pelatihan ulang, dan kualifikasi personil spesifik untuk fasilitas konversi,
fabrikasi bahan bakar nuklir, dan pengayaan uranium dan fasilitas INNR litbang dapat dijadikan
sebagai pelatihan tambahan yang perlu dipenuhi oleh personil pengoperasi di INNR dalam
proses sertifikasi personil yang dilakukan olen BAPETEN.

Persyaratan mengenai Petugas Proteksi Radiasi, Personil Keselamatan Kekritisan, Ahli Limbah
dan Efluen, Personil Dukungan Teknis Tambahan tidak perlu dijadikan ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR karena ketentuan mengenai personil pengoperasi telah
tercantum dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Bekerja
Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir. Untuk kompetensi dari personil-personil tersebut
dapat dijadikan sebagai kompetensi tambahan yang perlu dipenuhi oleh personil pengoperasi di
INNR dalam proses sertifikasi personil yang dilakukan oleh BAPETEN.
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4) Persyaratan mengenai manajemen penuaan tidak perlu dijadikan ketentuan dalam peraturan
keselamatan operasi INNR karena telah tercantum dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penuaan INNR [8].

5) Persyaratan mengenai kendali pelaksanaan modifikasi tidak perlu dijadikan ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR karena telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Badan
tentang Utilisasi dan Modifikasi INNR.

6) Persyaratan mengenai perawatan, pengujian dan inspeksi berkala tidak perlu dijadikan ketentuan
dalam peraturan keselamatan operasi INNR karena telah tercantum dalam Peraturan Kepala
BAPETEN Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Perawatan INNR [9].

7) Persyaratan mengenai program manajemen kecelakaan operasi dan kesiapsiagaan nuklir tidak
perlu dijadikan ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR karena telah tercantum
dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsagaan dan
Penanggulangan Kedaruratan Nuklir [10].

8) Persyaratan mengenai struktur dan fungsi organisasi pengoperasi perlu dijadikan sebagai
ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

9) Persyaratan mengenai pelaksanaan kegiatan terkait keselamatan perlu dijadikan sebagai
ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

10) Persyaratan mengenai rekaman dan laporan perlu dijadikan sebagai ketentuan dalam peraturan
keselamatan operasi INNR.

11) Persyaratan mengenai prosedur pengoperasian perlu dijadikan sebagai ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR.

12) Persyaratan mengenai housekeeping pengoperasian dan kondisi material perlu dijadikan sebagai
ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

13) Persyaratan mengenai pengelolaan limbah radioaktif dan efluen perlu dijadikan ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR.

14) Persyaratan mengenai proteksi terhadap kebakaran dan ledakan perlu dijadikan ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR.

15) Persyaratan mengenai manajemen keselamatan industri dan kimia perlu dijadikan ketentuan
dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

16) Persyaratan mengenai umpan balik pengalaman pengoperasian perlu dijadikan ketentuan dalam
peraturan keselamatan operasi INNR.

17) Persyaratan mengenai pengendalian kekritisan dalam operasi, termasuk pengendalian kekritisan
spesifik untuk fasilitas fabrikasi bahan bakar uranium diperkaya, fasilitas fabrikasi bahan bakar
MOX, fasilitas konversi dan pengayaan uranium, dan fasilitas ‘reprocessing’ perlu dijadikan
ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

18) Persyaratan mengenai program proteksi radiasi termasuk pengendalian spesifik untuk paparan
kerja dan kontaminasi perlu dijadikan ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR
mengingat ketentuan mengenai program proteksi radiasi yang tercantum dalam Peraturan Kepala
BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir bersifat umum [11].

19) Persyaratan mengenai sistem manajemen, termasuk tanggung jawab manajemen, manajemen
sumber daya, implementasi proses, dan pengukuran, penilaian, evaluasi dan perbaikan perlu
dijadikan ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR mengingat ketentuan mengenai
sistem manajemen dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Sistem
Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir bersifat umum [12].

2. Evaluasi Pengoperasian INNR

Secara umum pengalaman pengoperasian INNR menunjukkan pengoperasian instalasi yang
berlangsung dengan aman dan selamat. Hal ini tercermin dalam laporan operasi dikirimkan secara
rutin ke BAPETEN. Selama ini tidak ditemukan temuan yang signifikan dari hasil evaluasi
BAPETEN terhadap laporan operasi yang disampaikan. Selain itu penilaian keselamatan berkala dan
pelaksanaan manajemen penuaan yang dilakukan oleh organisasi pengoperasi juga menunjukkan
pengoperasian instalasi yang berlangsung dengan aman dan selamat telah memenuhi persyaratan yang
berlaku. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi dari BAPETEN terhadap kedua dokumen tersebut saat
dilakukan proses perpanjangan izin operasi tidak ditemukan temuan yang signifikan sehingga
perpanjangan izin operasi untuk keempat INNR telah diterbitkan oleh BAPETEN. Status izin operasi
keempat INNR adalah sebagai berikut:
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1) Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) s.d 2025

2) Kanal Hubung — Instalasi Penyimpanan Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3) s.d 2028
3) Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE) s.d 2031

4) Instalasi Radio Metalurgi (IRM) s.d 2032

Akan tetapi keempat INNR ini telah beroperasi lebih dari 20 tahun sehingga memerlukan perhatian
yang lebih dalam pengawasannya. Selain itu dinamika terkini dari integrasi Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan rencana pengambil alihan
IPEBRR dari PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI) ke BRIN perlu menjadi perhatian agar aspek
keselamatan senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian INNR. Hal lain yang perlu
mendapat perhatian adalah teridentifikasinya SSK yang penting untuk keselamatan di INNR yang
terpasang di instalasi dan masih dapat difungsikan, namun sudah lama berstatus idle atau tidak
difungsikan.

Hal terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah teridentifikasi telah terjadinya penambahan

peralatan dan perubahan fungsi ruangan yang terindikasi termasuk SSK yang penting untuk

keselamatan di INNR tanpa melalui proses otorisasi dari BAPETEN. Berdasarkan definisi dalam PP

Nomor 54 Tahun 2012, modifikasi adalah setiap upaya yang mengubah struktur, sistem, dan

komponen yang penting untuk keselamatan, termasuk pengurangan dan/atau penambahan. Kemudian

dalam Pasal 30 ayat 3 PP Nomor 54 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemegang izin yang akan

melaksanakan modifikasi wajib memperoleh persetujuan Kepala BAPETEN apabila modifikasi:

1) menyebabkan perubahan Batasan dan Kondisi Operasi (BKO);

2) memengaruhi SSK yang penting untuk keselamatan; atau

3) menimbulkan bahaya yang sifatnya berbeda atau kemungkinan terjadinya lebih besar dari yang
dianalisis dalam LAK.

Rekomendasi kebijakan hasil dari kajian pengoperasian existing INNR di Indonesia adalah sebagai

berikut:

1) Format dan isi laporan operasi, batas waktu penyampaian laporan operasi, dan tata cara evaluasi
terhadap laporan operasi perlu dijadikan ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

2) Struktur organisasi pengoperasi dan komponen yang wajib ada didalamnya sekaligus tugas,
wewenang, dan tanggung jawab yang rinci dari masing-masing komponen, serta jalur
komunikasi yang jelas, termasuk dengan periset untuk INNR litbang perlu dijadikan ketentuan
dalam peraturan keselamatan operasi INNR.

3) Persyaratan yang harus dipenuhi dan proses otorisasi yang harus dilakukan oleh organisasi
pengoperasi yang akan mengoperasikan kembali SSK yang penting untuk keselamatan yang
telah lama berstatus idle perlu dijadikan ketentuan dalam peraturan keselamatan operasi INNR.
Kurun waktu dapat merujuk pada Pasal 48 ayat 3 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun
2007 tentang Ketentuan Keselamatan INNR “Penetapan program komisioning berlaku juga
untuk instalasi yang telah mengalami penghentian operasi dalam jangka waktu paling singkat 2
(dua) tahun.”

4) Definisi modifikasi yang jelas untuk INNR, persyaratan yang harus dipenuhi dan proses otorisasi
yang harus dilakukan oleh organisasi pengoperasi perlu diatur dalam peraturan keselamatan
mengenai pelaksanaan modifikasi di INNR.

3. Evaluasi Kemamputerapan Ketentuan Keselamatan Operasi INNR

Secara umum pengalaman pengoperasian INNR menunjukkan pengoperasian instalasi sesuai dengan
peraturan dan ketentuan keselamatan operasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan-
peraturan INNR yang memberikan ketentuan keselamatan untuk pengoperasian INNR mampu
diterapkan dalam pengoperasian INNR. Hal ini tercermin dari proses pengawasan yang dilakukan
oleh BAPETEN. Selama ini tidak ditemukan temuan yang signifikan dari hasil inspeksi BAPETEN
sehingga keempat INNR dapat beroperasi secara normal dengan aman dan selamat. Selain itu juga
tidak ditemukan temuan yang signifikan dari hasil evaluasi BAPETEN selama proses perpanjangan
izin operasi sehingga perpanjangan izin operasi untuk keempat INNR telah diterbitkan oleh
BAPETEN.
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Akan tetapi peraturan utama yang memberikan ketentuan keselamatan untuk pengoperasian INNR
diterbitkan 15 tahun yang lalu sebelum PP Nomor 54 Tahun 2012 yang merupakan peraturan tertinggi
yang mengatur mengenai ketentuan keselamatan untuk instalasi nuklir, termasuk INNR. Selain itu
juga banyak ditemukan ketidaksesuaian ataupun ketidaksinkronan ketentuan keselamatan dalam
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 dengan peraturan-peraturan pendukung yang
semuanya terbit setelah tahun 2007 dan sebagian besar telah memberikan ketentuan keselamatan
sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2012.

Selain itu terdapat dinamika terkini dari terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [13] yang salah satunya mengatur mengenai sektor
ketenaganukliran, serta telah diterbitkannya beberapa peraturan turunannya, yaitu Peraturan Badan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran [14] dan Peraturan Badan Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
[15]. Keberlakuan peraturan-peraturan ini tentunya perlu mendapat perhatian dan diakomodir dalam
revisi peraturan tentang keselamatan operasi INNR.

Rekomendasi kebijakan hasil dari kajian ketentuan keselamatan operasi INNR adalah sebagai berikut:

1) Definisi dan ketentuan dalam Perka BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan
definisi dan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2012 serta cukup merujuk pada ketentuan
terkait pengoperasian yang tercantum dalam peraturan pendukung.

a) Pasal 15 Perka BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan Pengusaha Instalasi Nuklir
(PIN) harus melaporkan setiap kejadian abnormal, kecelakaan, dan/atau kecelakaan parah
kepada Kepala BAPETEN paling lambat 24 jam setelah kejadian.

Pasal 32 Perka BAPETEN Nomor 1 Tahun 2010

(1) Pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala BAPETEN apabila terjadi kedaruratan
nuklir.

(2) Laporan harus disampaikan paling lama 1 jam melalui telefon, faksimili, atau surat
elektronik, dan secara tertulis paling lama 2 hari setelah terjadi kecelakaan.

Ketentuan terkait pelaporan saat terjadi kedaruratan nuklir pada peraturan keselamatan
operasi INNR cukup merujuk pada Perka BAPETEN Nomor 1 Tahun 2010. Ketentuan yang
dapat diatur pada peraturan keselamatan operasi adalah ketentuan terkait pelaporan saat
terjadi kejadian abnormal.

b) Ketentuan terkait manajemen penuaan pada peraturan keselamatan operasi INNR cukup
merujuk pada Perka BAPETEN Nomor 7 Tahun 2012.

c) Ketentuan terkait BKO (BK, PSK, KBO, persyaratan surveilan, dan persyaratan
administrasi) pada peraturan keselamatan operasi INNR cukup merujuk pada Perka
BAPETEN Nomor 4 Tahun 2014. Ketentuan yang dapat diatur pada peraturan keselamatan
operasi adalah ketentuan pelaksanaan dan pelaporan tindakan korektif dalam hal terjadi
Pengoperasian di Luar BKO.

d) Ketentuan terkait perawatan pada peraturan keselamatan operasi INNR cukup merujuk pada
Perka BAPETEN Nomor 9 Tahun 2015.

e) Ketentuan terkait petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir pada peraturan keselamatan
operasi INNR cukup merujuk pada Perka BAPETEN Nomor 7 Tahun 2019.

2) Persyaratan dokumen dalam proses perizinan tahap operasi INNR yang dirujuk dalam ketentuan
keselamatan operasi INNR agar mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan
Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir [16] dan PP Nomor 5 Tahun 2021 beserta
peraturan turunannya.

Kesimpulan

Ketentuan keselamatan operasi INNR dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2007
tentang Ketentuan Keselamatan INNR penting untuk segera direvisi disesuaikan dengan peraturan-
peraturan ketenaganukliran terkini yang terkait dengan keselamatan operasi INNR. Peraturan
keselamatan operasi INNR perlu mengakomodasi pengoperasian existing INNR, baik pengalaman
pengoperasian existing INNR selama ini maupun kemamputerapan peraturan-peraturan
ketenaganukliran yang berlaku saat ini. Antisipasi akan adanya pengoperasian INNR dengan
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teknologi baru di masa depan juga harus diakomodasi dalam peraturan agar ketentuan keselamatan
operasi nantinya akan dapat mampu terap untuk semua jenis INNR. Oleh karena itu revisi peraturan
keselamatan operasi INNR perlu menerapkan pendekatan bertingkat dan ketentuan khusus spesifik
mengingat keberagaman potensi risiko radiologis dari INNR yang perlu dicakup didalamnya. IAEA
telah mengeluarkan suatu dokumen persyaratan keselamatan khusus untuk INNR, yaitu SSR-4 yang
berjudul Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities. Dokumen ini agar dijadikan sebagai salah satu
referensi utama dalam penyusunan peraturan keselamatan operasi INNR. Selain itu IAEA juga telah
mengeluarkan beberapa dokumen yang memberikan pedoman keselamatan khusus yang berlaku
spesifik untuk jenis INNR tertentu, yaitu SSG-6 Safety of Uranium Fuel Fabrication Facilities, SSG-
15 Rev 1 Storage of Spent Nuclear Fuel, dan SSG 43 Safety of Nuclear Fuel Cycle Research and
Development Facilities. Ketiga dokumen tersebut dapat dijadikan referensi tambahan dalam
penyusunan peraturan keselamatan operasi INNR, terutama untuk persyaratan khusus untuk instalasi
spesifik serta dasar dari pendekatan bertingkat untuk diterapkan.
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Abstrak

Reaktor TRIGA 2000 Bandung memiliki izin operasi yang berlaku sampai tahun 2027 dan berdasarkan 1AEA
Peer Review Mission — Research Reactor and Waste Management, opsi dekomisioning yang dipilih BRIN jika
pada akhirnya dilakukan dekomisioning adalah Deferred Dismantling. Deferred Dismantling adalah kondisi
dimana reaktor dilakukan Safe Enclosure yang akan berlangsung selama kurun waktu 50-60 tahun. Salah satu
masalah urgen yang bisa terjadi pada dekomisioning Reaktor TRIGA 2000 Bandung adalah tidak tersedianya
tempat pembuangan atau tempat penyimpanan yang memadai untuk limbah yang dihasilkan selama proses
pembongkaran. Hal ini akan menimbulkan dilema untuk permohonan Izin Dekomisioning maupun
Perpanjangan lIzin Operasi. Alternatif yang diusulkan adalah Konsep Possess or Control. Possess or Control
adalah jenis izin fasilitas yang paling sering dikeluarkan untuk jangka waktu yang lama (biasanya bertahun-
tahun) pada saat safe enclosure antara periode operasi rutin atau yang mengarah kepada dekomisioning fasilitas.
Diharapkan dengan diberikannya Possess or Control, Fasilitas Nuklir tetap aman dan selamat dan bisa
menyelesaikan permasalahan urgen yang menghambat proses dekomisioning dan di kurun waktu tersebut.
Konsep Possess or Control dapat diusulkan sebagai alternatif jika terjadi dilema dimana Reaktor TRIGA 2000
tidak bisa dilakukan dekomisioning maupun perpanjangan izin operasi. Konsep Possess or Control harus dikaji
kemamputerapannya pada perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir di Indonesia, karena memperbolehkan adanya
modifikasi SSK tanpa pengajuan persetujuan modifikasi.

Kata Kunci: Dekomisioning, Deferred Dismantling, Safe Enclosure, Konsep Possess or Control

Abstract

Bandung’s TRIGA 2000 Reactor has an operating license that is valid until 2027 dan based on the IAEA Peer
Review Mission — Research Reactor and Waste Management, the decommissioning option chosen by BRIN if the
decommissioning is eventually carried out is Deferred Dismantling. Deferred Dismantling is a condition In
which the reactor will enter a Safe Enclosure that will usually last for a period of 50 to 60 years. One of the
urgent problems that can occur in the decommissioning of the Bandung TRIGA 2000 Reactor is the inadequacy
of disposal sites or storage areas for the waste generated during the dismantling process. This will create a
dilemma for applications for Decommissioning and the Extensions for Operating License. The proposed
alternative is the Possess or Control Concept. Possess or Control is a type of facility permit that is most often
issued for an extended period of time (usually years) during safe enclosure between periods of routine operation
or leading to decommissioning of the facility. Hopefully, with the provision of Possess or Control, Nuclear
Facilities remain safe and secure and can solve urgent problems that hinder the decommissioning process in
that period. The concept of Possess or Control can be proposed as an alternative in the event of a dilemma
where the TRIGA 2000 reactor cannot be decommissioned, nor extend the operating permit. Possess or Control
must be studied for its applicability to the licensing of Nuclear Installations and Materials in Indonesia, because
it allows the modification of SSC without submitting modification approval.

Keywords: Decommissioning, Deferred Dismantling, Safe Enclosure, Possess or Control Concept
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Pendahuluan

Reaktor TRIGA 2000 Bandung memiliki izin operasi yang berlaku sampai tahun 2027. Cepat atau
lambat, reaktor riset tertua di Indonesia tersebut harus mengalami fase dekomisioning. Dekomisioning
adalah suatu kegiatan menghentikan pengoperasian Reaktor Nuklir secara tetap, dengan cara
dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor,
dekontaminasi, dan pengamanan akhir. [1-2]. Badan Pengawas harus mengatur semua aspek
dekomisioning di semua tahap masa pakai fasilitas, mulai dari perencanaan awal untuk dekomisioning
pada tahap desain fasilitas, sampai ke penyelesaian tindakan dekomisioning dan penghentian izin
dekomisioning. Selain itu, harus ditetapkan keselamatan persyaratan untuk dekomisioning, termasuk
persyaratan untuk manajemen limbah radioaktif yang dihasilkan, dan peraturan serta panduan yang
terkait. Tindakan aktif untuk memastikan bahwa persyaratan peraturan terpenuhi juga harus diambil.

[3]

Opsi dekomisioning yang dipilih BRIN adalah Deferred Dismantling atau Pembongkaran Tunda [4].
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sutoto dkk., estimasi limbah pasca dekomisiong Reaktor
TRIGA 2000, jumlahnya besar dengan komposisi limbah aktivitas rendah lebih kurang 304,955 ton
(15, 21%), limbah aktivitas sedang lebih kurang 37,847 ton (5,60%) dan limbah aktivitas sangat
rendah atau di bawah clearance level lebih kurang 533,600 ton (78,89%) [5]. Jika kondisi tempat
penyimpanan limbah sementara tidak mendukung, maka salah satu langkah yang bisa diambil oleh
Badan Pengawas adalah menerapkan Konsep Possess or Control kepada pemegang izin. Possess or
control adalah strategi di mana semua atau sebagian dari fasilitas yang mengandung bahan radioaktif
diproses atau ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat disimpan di tempat penyimpanan yang
selamat dan aman. Fasilitas tersebut dipelihara sampai kemudian disetujui untuk dioperasikan
kembali, didekomisioning, atau dibebaskan dari pengawasan [6]. Pemberian Izin Possess or control
pernah diberikan oleh Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)
kepada Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTOQO) pada tahun 2008 untuk
persiapan dekomisioning Reaktor Riset High Flux Australian Reactor (HIFAR) dikarenakan pada saat
itu belum tersedia Fasilitas Pembuangan Limbah Sentral di Australia [7].

Tujuan makalah ini adalah memberikan masukan kepada Badan Pengawas mengenai langkah yang
bisa diambil untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul pada saat pengawasan dekomisioning
Reaktor TRIGA 2000 Bandung yang bisa terkendala dikarenakan fasilitas penyimpanan limbah yang
tidak memadai.

Metode

Dalam menulis makalah ini, metode yang digunakan untuk makalah ini adalah tinjauan pustaka yang
berasal dari PP No. 2 Tahun 2014, Perka BAPETEN No. 9 tahun 2009, standar IAEA seperti General
Safety Requirements Part 6, Safety Reports Series N0.26. Guide mengenai Konsep Possess or Control
yang diterbitkan oleh ARPANSA pada laman resminya. serta praktik dekomisioning reactor riset
HIFAR di Autralia.

Dari tinjauan pustakan tersebut penulis akan melakukan analisis kualitatif mengenai kemamputerapan
konsep Possess or Control pada proses dekomisioning menggunakan metode Deffered Dismantling
dan pada Regulasi di Indonesia.

Pembahasan

Pada pasal 11 Perka BAPETEN no.4 tahun 2009 menyebutkan bahwa opsi utama yang harus dipilih
pada dekomisioning adalah pembongkaran segera, kecuali limbah tidak bisa seluruhnya ditangani
maka bisa dikombinasikan dengan penguburan. Namun hal ini tidak sejalan dengan GSR Part 6 yang
menyebutkan bahwa opsi penguburan (Entombment) tidak dianggap sebagai strategi dekomisioning
pada shutdown terencana. Penguburan hanya boleh dilakukan jika terjadi kejadian luar biasa semisal
kecelakaan parah. Penggabungan strategi dekomisioning yang sesuai dengan GSR Part 6 adalah
Immediate dan Deferred Dismantling.
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Salah satu metode dekomisioning yang telah diatur oleh IAEA adalah Deferred Dismantling atau
pembongkaran tunda. Deferred Dismantling tersebut adalah Safe Enclosure pada reaktor dimana
fasilitas atau situs ditempatkan ke dalam kondisi yang selamat, dan dekontaminasi serta
pembongkaran ditunda hingga 50-60 tahun atau disebut dengan safe enclosure period [8]. Alasan
penempatan instalasi nuklir ke dalam Safe Enclosure antara lain :

() Memberikan waktu untuk pengurangan laju dosis radiasi di sekitar fasilitas, sehingga bisa
mengontrol dosis pekerja yang terlibat dalam pembongkaran fasilitas;

(b) Tidak tersedianya tempat pembuangan atau tempat penyimpanan yang memadai untuk limbah
yang dihasilkan selama proses pembongkaran;

(c) Keinginan untuk mengembangkan teknologi pembongkaran yang lebih baik untuk mengurangi
paparan radiasi terhadap pekerja;

(d) Kurangnya dana dekomisioning;

(e) Keinginan untuk menunggu fasilitas nuklir lain di dalam satu kawasan itu shutdown permanen
sehingga upaya dekomisioning akhir untuk semua fasilitas dapat dilakukan lebih efektif;

() Kurangnya pilihan yang tersedia untuk memindahkan bahan bakar bekas dari instalasi.

Dari keenam alasan di atas, yang memiliki urgensi untuk diselesaikan adalah tidak tersedianya tempat
pembuangan atau penyimpanan yang memadai untuk limbah hasil proses pembongkaran. Karena
satu-satunya fasilitas penyimpanan limbah radioaktif yang ada di Indonesia adalah IPLR DPFK
BRIN. Menjadi polemik karena dalam kurun waktu 5 tahun ini mungkin belum akan diajukan izin
dekomisioning Reaktor TRIGA 2000, dikarenakan izin operasi yang masih berlaku sampai tahun
2027 dan elemen bahan bakar yang masih bisa digunakan setidaknya 6 sampai 10 tahun ke depan.
Sedangkan dalam beberapa tahun ke depan, bisa saja IPLR sudah tidak mampu lagi menampung
limbah radioaktif dalam skala besar. Terutama jika penambahan fasilitas penyimpanan limbah tidak
dapat dilakukan karena tidak cukup waktu atau anggaran.

Jika itu terjadi, maka Badan Pengawas dihadapkan pada dua permasalahan. Pertama, jika Pemegang
Izin tidak berkomitmen untuk menyediakan penyimpanan limbah pasca dekomisioning, maka harus
diambil sikap untuk tidak memberikan lzin Dekomisioning kepada Pemegang Izin karena tidak
terpenuhinya syarat pengajuan lzin Dekomisioning. Kedua, jika fasilitas mengajukan Perpanjangan
Izin Operasi, seharusnya tidak bisa diberikan. Karena salah satu syarat Perpanjangan lzin Operasi
adalah Program Dekomisioning yang terkini dan aktual. Isi dari Program tersebut salah satunya
adalah Rencana Penanganan limbah.

Berkaca dari kegiatan dekomisioning HIFAR [7] yang memiliki masalah serupa terkait penyimpanan
limbah, solusi dari masalah tersebut yang ARPANSA lakukan adalah memberikan Izin Possess or
Control kepada ANSTO sebagai operator reaktor Nuklir HIFAR. HIFAR adalah reaktor riset pertama
di Australia yang beroperasi sejak tahun 1958 [9]. Pada tahun 2007, HIFAR dilakukan shut down dan
diajukan permohonan izin Possess or Control dikarenakan Australia pada saat itu belum memiliki
fasilitas pembuangan limbah. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya limbah radioaktif yang dihasilkan di
australia dari proses pertambangan, riset, industri dan medis, sehingga dinilai tidak ekonomis untuk
membangun fasilitas penyimpanan limbah radioaktif sentral, Limbah radioaktif di Australia di
delegasikan pada penghasil limbah dan diatur oleh pemerintah setempat, akibatnya hampir setengah
dari keseluruhan limbah radioaktif masih disimpan pada rumah sakit dan universitas yang tersebar di
50 lokasi di Australia. Baru pada tahun 2005 diterbitkan Commonwealth Radioactive Waste
Management Act 2005. Undang-undang ini mengatur tentang wewenang Persemakmuran untuk
melakukan apa pun yang diperlukan untuk, atau insidental untuk, menetapkan atau mengoperasikan
Commonwealth Radioactive Waste Management Facility (CRWMF) pada bagian utara Australia dan
mengangkut limbah radioaktif ke sana. Fasilitas ini hanya akan mengelola limbah radioaktif yang
berasal dari Persemakmuran [10]. Namun hingga reaktor HIFAR shutdown di tahun 2007, CRWMF
tersebut belum selesai dibangun. Maka dari itu ANSTO mengajukan lIzin Possess or Control ke
ARPANSA. lzin yang diberikan berlaku selama 10 tahun dengan harapan, pada tahun 2016 sudah
bisa dimulai Dekomisioningnya.

Possess or Control adalah jenis izin fasilitas yang paling sering dikeluarkan untuk jangka waktu yang

lama (biasanya bertahun-tahun) pada saat safe enclosure antara periode operasi rutin atau yang
mengarah kepada dekomisioning fasilitas yang ditandai dengan aktivitas minimal pada fasilitas. 1zin
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ini dapat digunakan untuk melakukan otorisasi perawatan dan pemeliharaan berkala antara kegiatan
berizin lainnya untuk instalasi nuklir atau fasilitas radiasi yang ditentukan. Possess or Control bisa
juga diterapkan pada keadaan lain seperti periode extended shutdown sambil menunggu dimulainya
kembali operasi atau periode antara fase dekomisioning.

Berikut ini adalah gambar dari transisi jenis izin fasilitas.

s . _
*0"

Possess or
Control

Gambar 1. Transisi melalui jenis izin fasilitas [8]

Pada Gambar 1, panah biru menunjukkan rute progresif untuk aktivitas berizin. Panah merah
menunjukkan rute alternatif lain yang bisa diterapkan Konsep Possess or Control. Tujuan Possess or
control adalah untuk memastikan bahwa fasilitas yang diawasi tetap aman dan selamat meskipun
tidak digunakan. Fasilitas atau peralatan yang diawasi tidak boleh dioperasikan dan bahan yang
diawasi tidak boleh digunakan atau dibuang saat 1zin Possess or Control telah dikeluarkan. Begitu
juga untuk kegiatan dekomisioning yang juga dilarang pada saat Possess or Control berlaku.

Possess or control adalah strategi di mana semua atau sebagian dari fasilitas yang mengandung bahan
radioaktif diproses atau ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat disimpan di tempat
penyimpanan yang selamat dan aman. Fasilitas tersebut dipelihara sampai kemudian disetujui untuk
dioperasikan kembali, didekomisioning, atau dibebaskan dari pengawasan. Diperbolehkan untuk
pembongkaran beberapa bagian dari fasilitas dan pemrosesan awal beberapa bahan radioaktif dan
pemindahannya dari fasilitas, sebagai langkah persiapan untuk penyimpanan. Dalam kasus di mana
masih ada kemungkinan untuk melanjutkan operasi di masa depan, pemegang izin harus memastikan
bahwa fasilitas dipertahankan sehingga tidak ada SSK atau bahan yang penting untuk keselamatan
mengalami degradasi tanpa disadari. Sehingga dapat mengganggu keselamatan operasi masa depan.
Pemegang izin harus memastikan bahwa kompetensi pekerja dapat didemonstrasikan sebelum operasi
rutin dilanjutkan/dipulihkan. Hal ini sejalan dengan Pada pasal 39 Perka BAPETEN no.4 tahun 2009
jika pembongkaran tunda dipilih sebagai opsi dekomisioning, Pemegang izin harus berupaya
mengungkung zat radioaktif; dan melaksanakan perawatan dan surveilan terhadap SSK.

Hal yang boleh dilakukan pada saat pemegang izin memiliki Possess or Control antara lain:

(a) Pemegang izin diperbolehkan untuk melakukan program pengukuran, pengambilan sampel dan
analisis in-situ yang diperlukan untuk survey karakteristik radiologis fasilitas. Dimana Survey
karakteristik tersebut diperlukan untuk memfasilitasi perencanaan dekomisioning,

(b) Pembongkaran SSK diizinkan jika kandungan radioaktif berada di bawah tingkat pengecualian
yang ditentukan dalam Peraturan dan jika tidak diperlukan untuk keselamatan fasilitas di masa
mendatang (termasuk selama dekomisioning). Pembongkaran SSK yang mengandung radioaktif
dapat diizinkan untuk tujuan perbaikan atau karakterisasi radiologis.

(c) Pemegang izin dapat melakukan pekerjaan Pemugaran di fasilitas termasuk perbaikan SSK
yang mengandung radioaktif dan terkontaminasi. Pemugaran dapat mencakup pembongkaran
SSK yang ada bahkan ketika SSK tersebut bersifat radioaktif atau terkontaminasi. Jika
dilakukan pemugaran, pemegang izin harus memelihara, meningkatkan atau mengganti SSK
dengan penggantian yang sesuai dengan fungsi desain yang sama.

(d) Konstruksi dan pemasangan SSK tambahan dapat dilakukan untuk tujuan peningkatan
keselamatan atau untuk memfasilitasi dimulainya kembali pengoperasian atau dekomisioning di
masa mendatang. Apabila pemutakhiran ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan di masa
mendatang, pemutakhiran ini harus mempertimbangkan persyaratan peraturan yang terkait
dengan fasilitas dan dilakukan atas risiko komersial pemegang izin.
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Dari Penjelasan di atas, terlihat bahwa Konsep Possess or Control bisa diterapkan dan sejalan dengan
tujuan safe enclosure. Sehingga memungkinkan suatu fasilitas yang terkendala untuk pelaksanaan
dekomisioning memiliki waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun fasilitas tidak
menjadi potensi bahaya radiasi. Jika diterapkan pada Dekomisioning Reaktor TRIGA 2000 maka akan
memberikan ruang gerak bagi BRIN untuk membangun fasilitas Penyimpanan Limbah yang
memadai, untuk mempersiapkan dekomisioning yang akan dilaksanakan. Disini Badan Pengawas juga
tidak perlu memberikan izin dekomisioning ataupun perpanjangan operasi, dan bisa memastikan
bahwa Izin Dekomisioning diberikan hanya ketika Pemegang lzin sudah benar-benar siap untuk
melakukan Dekomisioning.

Kesimpulan

Dari Pembahasan tersebut didapati bahwa penulis mendapati bahwa Konsep Possess or Control dapat
diusulkan sebagai alternatif jika terjadi dilema dimana reaktor TRIGA 2000 tidak bisa dilakukan
dekomisioning maupun perpanjangan izin operasi. Badan Pengawas juga tidak dihadapkan pada opsi
memberikan 1zin Dekomisioning maupun Perpanjangan Operasi karena Possess or Control akan
memastikan bahwa Pemegang lzin sudah benar-benar siap untuk melakukan dekomisioning.
Penerapan Konsep Possess or Control harus dikaji kemamputerapannya pada perizinan Instalasi dan
Bahan Nuklir di Indonesia, karena konsep Konsep Possess or Control memperbolehkan adanya
modifikasi SSK tanpa pengajuan persetujuan modifikasi. Atau jalan tengahnya, tetap memerlukan
persetujuan modifikasi selama masa berlaku Konsep Possess or Control berlaku. Perlu dicari lagi
referensi penerapan Possess or control di negara lain, terutama penerapannya di negara berkembang
seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

[1] BAPETEN. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. BAPETEN. Indonesia.

[2] BAPETEN. (2009). Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir BAPETEN. Indonesia.

[3] [IAEA.(2014). Decommissioning of facilities. General Safety Requirements Part 6.
IAEA.Vienna.

[4] BRIN. (2023). IAEA Peer Review Mission — Research Reactor and Waste Management.
https://www.brin.go.id/news/110571/iaea-peer-review-mission-research-reactor-and-waste-
management. 19 Oktober 2022.

[5] Sutoto, Kuat Heriyanto, Mulyono Daryoko. (2016). Perhitungan Jumlah Limbah Paska
Dekomisioning Reaktor TRIGA Mark Il Bandung, Prosiding Seminar Nasional Teknologi
Pengelolaan Limbah XIV ISSN 1410 - 6086, 165-172.

[6] ARPANSA, Australia.(2021). Regulatory Guide - Possess or Control and Extended Shutdown
of a Facility or Source (ARPANSA-GDE-1757WEB). https://www.arpansa.gov.au. 1 Maret
2021.

[71 ANSTO (2012). Decommissioning of HIFAR. PowerPoint Presentation (iaea.org). Mei 2012.

[8] [IAEA.(2002). Safe Enclosure of Nuclear Facilities During Deferred Dismantling, Safety
Reports Series No.26. IAEA.Vienna.

[91 ARPANSA, Australia.(2008). HIFAR research reactor. https://www.arpansa.gov.au. 15
september 2008.

[10] OECD-NEA, Australia. RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT PROGRAMMES IN
OECD/NEA MEMBER COUNTRIES. (australia_profile_web.pdf (oecd-nea.org)

88


https://www.brin.go.id/news/110571/iaea-peer-review-mission-research-reactor-and-waste-management
https://www.brin.go.id/news/110571/iaea-peer-review-mission-research-reactor-and-waste-management
https://www.arpansa.gov.au/
https://gnssn.iaea.org/RTWS/r2d2/Shared%20Documents/Workshop%2011/Presentations/09%20Decommissioning%20of%20HIFAR.pdf
https://www.arpansa.gov.au/
https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/australia_profile_web.pdf

I.W. Krisnanda, G.N. Sutapa Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 89-93

PROSIDING
SEMINAR KESELAMATAN o)
NUKLIR 2023

Y

Estimasi Dosis Radiasi Pasien dengan Metode Size-Specific Dose
Estimate (SSDE) pada Pemeriksaan Computed Tomography (CT) Scan
Abdomen di Instalasi Radiologi RSUD Sanjiwani Gianyar

| Wayan Krisnanda®, Gusti Ngurah Sutapa?

12program Studi Fisika Fakultas Matematika dan 1lmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana

Korespondensi penulis:
iwayankrisnanda09@gmail.com
sutapafis97@unud.ac.id

Abstrak

Telah dilakukan penelitian estimasi dosis radiasi pasien dengan metode SSDE pada pemeriksaan CT Scan
abdomen di Instalasi Radiologi RSUD Sanjiwani Gianyar. Metode SSDE merupakan metode yang sangat tepat
digunakan dalam menentukan nilai estimasi dosis radiasi karena metode ini mempertimbangkan ukuran tubuh
pasien. Parameter data yang digunakan yaitu CTDlq, panjang LAT, dan panjang AP pada pasien yang berusia
di atas 25 tahun. Data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data pasien berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Nilai SSDE diperoleh dari hasil perkalian antara faktor konversi dengan CTDl,. Faktor konversi diperoleh
dengan menentukan diameter efektif dari panjang LAT dan AP pada hasil citra CT Scan abdomen menggunakan
Tabel AAPM 204. Hasil menunjukkan bahwa, nilai SSDE pada pasien perempuan lebih besar dibandingkan
dengan pasien laki-laki. Pada pasien perempuan nilai rata-rata SSDE adalah 9,92+1,58 mGy, sedangkan pada
pasien laki-laki sebesar 9,82+1,95 mGy. Besar nilai dosis pada pasien perempuan ataupun laki-laki tidak
melebihi nilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN No. 1211/K/V/2021 Tentang
Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level) Untuk
Modalitas Sinar-X CT Scan dan Radiografi Umum, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada proses penyinaran
tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan tubuh pasien, seperti kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan
genetik.

Kata Kunci: CT Scan, SSDE, CTDlq, Faktor konversi, Abdomen
Abstract

A study on estimating the radiation dose of patients using the SSDE method has been carried out on an
abdominal CT scan at the Radiology Installation of the Sanjiwani Hospital, Gianyar. The SSDE method is a
very precise method used in determining the estimated value of the radiation dose because this method takes
into account the patient's body size. The data parameters used were CTDIvol, LAT length, and AP length in
patients over 25 years of age. The data were grouped into two, namely male and female patient data. The SSDE
value is obtained from the multiplication between the conversion factor and the CTDIvol. The conversion factor
was obtained by determining the effective diameter of the length of the LAT and AP on the abdominal CT scan
images using Table AAPM 204. The results showed that the SSDE value in female patients was greater than that
of male patients. In female patients, the mean SSDE was 9,92+1,58 mGy, while in male patients it was
9,82+1,95 mGy. The dose value in female or male patients does not exceed the value set based on Decision of
the Head of BAPETEN No. 1211/K/V/2021 Concerning Determination of Indonesian Diagnostic Reference
Level Values for CT Scan X-Ray Modalities and General Radiography, so that it can be stated that the
irradiation process does not cause effects that can harm the patient's body, such as damage to body cells and
genetic damage.

Keywords: CT Scan, SSDE, CTDlI.,l, Conversion Factor, Abdomen
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Kemajuan ilmu pengetahuan mendorong perkembangan dunia kesehatan khususnya pemeriksaan
menggunakan radiasi atau disebut radiologis. Adapun contoh dari perkembangan tersebut yakni
penggunaan Computed Tomography (CT) Scan [1]. Pesawat CT Scan merupakan alat yang dapat
digunakan untuk mencitrakan objek 3D dengan menggunakan radiasi pengion yaitu sinar-X. Pada era
saat ini CT Scan cukup sering digunakan dibandingkan dengan alat pencitraan konvensional karena
pemeriksaan dengan CT Scan dapat dengan lebih banyak mendeteksi kelainan pada organ tubuh dan
citra yang dihasilkan tidak tumpang tindih sehingga citra yang dihasilkan tidak hanya tegak lurus saja,
tetapi juga dapat diperoleh secara axial, sagittal, dan coronal sehingga semakin mempermudah
pemeriksaan [2].

Hampir setiap rumah sakit yang ada di dunia menggunakan CT Scan dalam mendiagnosis pasien
dengan cidera pada organ tubuhnya dengan bantuan pancaran sinar-X pada organ tubuh pasien yang
memerlukan diagnosis lebih lanjut [1]. Pesawat CT Scan biasanya dapat digunakan untuk berbagai
macam pemeriksaan seperti pemeriksaan kepala, thorax, dan abdomen. Pemeriksaan CT Scan
abdomen cenderung sedikit dibandingkan dengan pemeriksaan organ lainnya [3].

Pesawat CT Scan mempunyai dosis yang lebih tinggi dibanding dengan alat pencitraan medis lainnya.
Nilai dosis CT Scan yang dijadikan sebagai informasi dosis adalah Dose Length Product (DLP) dan
Volumetric CT Dose Index (CTDI) [4]. DLP secara langsung berkaitan dengan jumlah irisan objek
yang diperiksa, tetapi DLP hanya diperuntukkan dalam perhitungan dosis secara menyeluruh
sepanjang bagian yang di-Scan dan CTDI hanya berperan sebagai output CT Scan. Hasil dosis yang
diterima pasien tidak hanya bergantung pada dosis output, tetapi juga pada ukuran tubuh pasien [5].
Maka dari itu, telah ditetapkan metode Size Spesific Dose Estimate (SSDE) oleh American
Association of Physicists in Medicine (AAPM) pada Report No. 204.

SSDE merupakan parameter dosis yang memperhitungkan koreksi berdasarkan diameter efektif (dE)
pasien yang ditinjau dari citra CT Scan pada irisan axial. SSDE dapat diperoleh dengan mengalikan
nilai CTDIlvo dengan nilai faktor konversi (fsze) yang bergantung terhadap dE [6]. Dosis yang
dikenakan pada pasien tidak dianjurkan melebihi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala
BAPETEN dan International Commision on Radiological Protection (ICRP). Apabila dosis yang
diterima pasien melebihi standar yang ditetapkan maka akan timbul efek yang dapat merugikan tubuh
pasien seperti kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan genetik [1]. Berdasarkan uraian tersebut, maka
penelitian yang dilakukan terkait dengan estimasi dosis radiasi pasien dengan metode SSDE pada
pemeriksaan CT Scan abdomen, dimana dosis tersebut tidak diperbolehkan lebih dari aturan yang
ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN No. 1211/K/V/2021 Tentang Penetapan Nilai Tingkat
Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level) Untuk Modalitas Sinar-X CT
Scan dan Radiografi Umum.

Metode

Dalam penelitian ini, model pesawat CT Scan yang digunakan adalah merk Siemens 64 Slice tipe
Straton Mx yang memiliki nomor seri 648071871 di Instalasi Radiologi RSUD Sanjiwani Gianyar.
Data yang diperoleh merupakan hasil pemeriksaan CT Scan abdomen. Adapun data rekam medik
yang diperlukan dalam penentuan estimasi dosis dengan metode SSDE yakni CTDly,, panjang AP
(Anterior-Posterior), dan panjang LAT (Lateral). Data tersebut dikelompokkan sesuai jenis kelamin,
yaitu perempuan dan laki-laki. Data-data tersebut akan dicari rata-rata dan standar deviasinya.

Sebelum menentukan nilai SSDE, dilakukan perhitungan diameter efektif (dE) dari panjang AP dan
LAT citra pasien menggunakan rumus yang ditunjukkan oleh Persamaan 1 [7].

dE = AP X LAT (1)
Keterangan:
dE = diameter efektif (cm)
AP = panjang anterior-posterior (cm)

LAT = panjang lateral (cm)
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Panjang AP dan LAT diperoleh dari hasil pengukuran geometri citra pasien yang ditunjukkan pada
Gambar 1.

2D 1 Distance: 18.06 cm
201 Min/Max -540 /302

Gambar 1. Pengukuran panjang AP dan Lateral pada citra CT Scan abdomen

Keterangan:
2D 1 = panjang AP
2D 2 = panjang LAT.

Kemudian, dE akan dikonversi menggunakan Tabel AAPM Report No. 204 untuk mendapatkan faktor
konversi (f). Setelah itu, nilai SSDE didapat dengan mengalikan CTDI, dengan faktor konversi (f)
dari pasien seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 2 [7].

SSDE = f3X* x €TDI3Z 2
Keterangan:
SSDE = Size-Specific Dose Estimate (mGy)
et = faktor konversi
CTDI??, = Volumetric CT Dose Index (mGy)

Nilai dosis yang diperoleh tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
BAPETEN No. 1211/K/V/2021 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia
(Indonesian Diagnostic Reference Level) Untuk Modalitas Sinar-X CT Scan dan Radiografi Umum.
Dalam Keputusan Kepala BAPETEN tersebut diatur bahwa untuk jenis pemeriksaan CT abdomen
non kontras, standar nilai CTDIly, sebesar 17 mGy. Nilai tersebut merupakan standar dosis yang
ditetapkan [8].

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data pemeriksaan CT Scan abdomen, hasil yang diperoleh kemudian dikelompokkan
berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut adalah CTDI., panjang AP, panjang LAT, dE, dan faktor
konversi (f). Kemudian, rata-rata serta standar deviasi dari data yang diperoleh dihitung dan hasil
perhitungan tersebut diperlihatkan pada Tabel 1 sampai Tabel 5.

Tabel 1. Nilai CTDlvol rata-rata

No. Jenis Kelamin CTDlvel (MGy)
1. Perempuan (6,35+1,48)
2. Laki-laki (6,74+2,50)

Tabel 2. Nilai panjang AP rata-rata

No. Jenis Kelamin Panjang AP (cm)
1. Perempuan (18,80+2,91)
2. Laki-laki (19,97+4,20)

Tabel 3. Nilai panjang LAT rata-rata

No. Jenis Kelamin Panjang LAT (cm)
1. Perempuan (29,1744,20)
2. Laki-laki (30,74%4,70)
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Tabel 4. Nilai dE rata-rata

No. Jenis Kelamin dE (cm)
1. Perempuan (23,39£3,30)
2. Laki-laki (24,73+4,32)

Tabel 5. Nilai faktor konversi rata-rata

No. Jenis Kelamin Faktor konversi (f)
1. Perempuan (1,59£0,19)
2. Laki-laki (1,50+0,23)

Selanjutnya, SSDE dapat dihitung dengan mengalikan CTDIy, dengan faktor konversi (f). Hasil
perhitungan nilai SSDE ditunjukkan pada Tabel 6 dan hubungan grafik hubungan jenis kelamin dan
SSDE diperlihatkan pada Gambar 2.

Tabel 6. Nilai SSDE rata-rata

No. Jenis Kelamin SSDE (mGy)
1. Perempuan (9,92+1,58)
2. Laki-laki (9,82+1,95)

14

12

10

[+.2]

SSDE (mGy)
(=]

=

o]

Laki Perempuan

Jenis Kelamin

Gambar 2. Grafik hubungan jenis kelamin dengan SSDE

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pasien laki-laki memiliki nilai CTDly rata-rata lebih besar
dibandingkan dengan pasien perempuan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sofiana pada tahun
2012, perbedaan nilai CTDlIy rata-rata tersebut disebabkan oleh perbedaan volume organ, dimana
volume organ laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan pasien perempuan [8]. Nilai
CTDIy rata-rata yang diperoleh oleh pasien perempuan dan laki-laki masing-masing yaitu 6,35+1,48
mGy dan 6,74+2,50 mGy. Pada Tabel 5 menunjukkan nilai faktor konversi (f) rata-rata yang mana
faktor konversi ini diperoleh dari mengkonversikan hasil perhitungan dE dengan tabel pada aturan
AAPM 204. Nilai faktor konversi rata-rata pada pasien perempuan sebesar 1,59+0,19 dan pasien laki-
laki sebesar 1,50+0,23. Perbedaan nilai tersebut diakibatkan dari perbedaan panjang LAT dan AP dari
abdomen pasien laki-laki dengan perempuan.

Nilai SSDE diperoleh dari mengalikan nilai CTDI, dengan faktor konversi (f). Nilai SSDE pada
pasien perempuan lebih besar dibandingkan pasien laki-laki seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6
dan Gambar 2. Pada pasien perempuan nilai SSDE sebesar 9,92+1,58 mGy dan pada pasien laki-laki
sebesar 9,82+1,95 mGy. Hal ini disebabkan oleh nilai CTDIvo dan faktor konversi (f) pada pasien
perempuan lebih besar. Besar nilai dosis baik pada pasien perempuan maupun laki-laki tidak melebihi
standar dosis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN No. 1211/K/V/2021 Tentang
Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level)
Untuk Modalitas Sinar-X CT Scan dan Radiografi Umum yang dalam hal ini ditentukan berdasarkan
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nilai CTDlyo sebesar 17 mGy [8]. Hal tersebut mengartikan bahwa pada proses penyinaran tidak
menimbulkan efek yang dapat merugikan tubuh pasien, seperti kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan
genetik [1].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai estimasi dosis radiasi
menggunakan metode SSDE pada pasien perempuan dan laki-laki berbeda. Pada pasien perempuan
sebesar 9,92+1,58 mGy dan pada pasien laki-laki sebesar 9,82+1,95 mGy, dimana nilai dosis yang
diperoleh kurang dari standar dosis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN No.
1211/K/N//2021 berdasarkan nilai CTDlyo Yaitu sebesar 17 mGy.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh variasi arus tabung sinar-X terhadap nilai Contrast-to-Noise
Ratio (CNR) pesawat CT-Scan. Pengambilan data ini dilakukan dengan pembacaan ROI sebanyak 5 kali pada
gambar phantom, menggunakan slice thickness 8 mm, tegangan tabung sinar-X 100 kV, waktu rotasi gantry (s)
selama 1 detik dan variasi arus tabung sinar-X, yaitu 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, dan 300 mA. Data
yang diolah pada gambar phantom adalah nilai rata-rata ROl material dan background serta rata-rata standar
deviasi background. Nilai CNR dapat diperoleh dengan menghitung rasio antar selisih rata-rata ROl material
dan rata-rata ROl background dengan rata-rata standar deviasi background. Analisis pengaruh variasi arus
tabung terhadap CNR ditentukan dengan grafik perbandingan antara arus tabung dan nilai CNR. Semakin besar
arus tabung sinar-X yang diberikan, maka semakin besar nilai CNR yang diperoleh dan kualitas gambar yang
diperoleh semakin baik. Nilai CNR yang optimal diperoleh pada arus tabung sebesar 300 mA. Nilai CNR yang
optimal pada material udara, delrin, acrylic, nylon dan polypropylene berturut-turut adalah 178,003; 58,0427
21,6157, 15,0996; 21,2918.

Kata Kunci: Arus tabung sinar-X, Contrast-to-Noise Ratio (CNR), Region Of Interest (ROI), CT-Scan,
phantom, kualitas gambar.

Abstract

Research has been carried out on the effect of variations in X-ray tube current on the value of the Contrast-to-
Noise Ratio (CNR) of CT-Scan aircraft. This data was collected by reading the ROI five times on the phantom
image, using a slice thickness of 8 mm, X-ray tube voltage of 100 kV, and variations of X-ray tube current,
namely 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, and 300 mA with a gantry rotation (s) of 1 second. The data
processed on the phantom image is the average ROI value of the material and background and the average
standard deviation of the background. The CNR value can be obtained by calculating the ratio between the
difference between the average material ROl and the average background ROI with the average background
standard deviation. Analysis of the effect of tube current variations on CNR is determined by a comparison
chart between tube current and CNR values. The greater the X-ray tube current, the greater the CNR value
obtained and the better the image quality obtained. The optimal CNR value is obtained at a tube current of 300
mA. Optimal CNR values for air, delrin, acrylic, nylon, and polypropylene materials were 178.003; 58.0427;
21.6157; 15.0996; 21.2918.

Keywords: X-ray tube current, Contrast-to-Noise Ratio (CNR), Region Of Interest (ROI), CT-Scan, Phantom,
image quality.
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Peralatan radiologi adalah salah satu peralatan rumah sakit yang menggunakan radiasi non-pengion
dan pengion untuk menegakkan diagnosis dengan tujuan tertentu. Radiasi non-pengion adalah radiasi
yang tidak menyebabkan terjadinya ionisasi. Jenis radiasi non-pengion meliputi gelombang radio,
televisi, dan gelombang radar. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat menyebabkan terjadinya
ionisasi. Salah satu jenis radiasi pengion adalah sinar-X [1]. Sinar-X dihasilkan dalam tabung hampa
udara yang didalamnya terdapat filamen sebagai katoda dan bidang target sebagai anode. Sinar-X
yang dipancarkan oleh tabung sinar-X terbagi menjadi dua jenis, yaitu sinar-X karakteristik dan sinar-
X Bremsstrahlung [2].

Computed Tomography Scan (CT-Scan) adalah salah satu peralatan radiologi yang menggunakan
sinar-X dengan metode tomografi dan pencitraan digital yang menghasilkan gambar tiga dimensi
organ dalam tubuh [3]. CT-Scan memerlukan program Quality Control (QC) untuk memastikan
kualitas gambar CT-Scan dan dosis yang dihasilkan masih dalam batas toleransi yang ditetapkan [4].
Program QC pada CT-Scan meliputi penerimaan dan pemasangan awal, evaluasi kinerja rutin dan saat
alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terkadang CT-Scan menghasilkan gambar dengan kualitas
yang tidak diinginkan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penegakan diagnosa oleh
dokter. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengujian secara rutin dan berkala terhadap parameter yang
berkaitan dengan kualitas gambar pada CT-Scan.

Salah satu fungsi QC pada gambar digital adalah menandai area pada hasil gambar digital yang
dianalisis dari gambar tersebut dengan menggunakan metode Region of Interest (ROI) [5]. Salah satu
parameter uji yang dilakukan dengan menggunakan ROI untuk menentukan kualitas gambar pada CT-
Scan adalah Contrast-to-Noise Ratio (CNR). CNR adalah perbandingan antar selisih antara mean
Region of Interest (ROI) material dan mean ROI background dengan standar deviasi background [6].
Semakin tinggi nilai kontras maka semakin mudah untuk memisahkan sinyal dari background [5].
Parameter CNR bertujuan untuk memudahkan dokter dalam membuat diagnosis kuantitatif dan
mendapatkan gambar sinar-X berkualitas baik, sehingga perlu diketahui penggunaan nilai faktor
eksposi yang optimal. Faktor eksposi meliputi tegangan tabung sinar-x (kV), arus tabung (mA) dan
waktu rotasi tabung (s). Tegangan tabung menunjukkan kecepatan elektron untuk menabrak target dan
kemampuan sinar-X untuk menembus objek. Arus tabung untuk mengontrol jumlah sinar-X dan dosis
radiasi yang diterima pasien, dan waktu rotasi tabung sinar-x digunakan untuk untuk mengurangi
dosis radiasi yang diterima pasien dan meminimalkan pergerakan pasien [7].

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, metode CNR telah banyak digunakan untuk mengukur
kualitas gambar secara kuantitatif, terutama pada gambar tomografi. Berdasarkan hasil yang diperoleh
dapat diketahui dosis paparan radiasi yang diberikan berpengaruh pada nilai CNR. Penelitian itu
dilakukan dengan menggunakan variasi slice thickness objek yang berbeda dan menghasilkan nilai
CNR yang berpengaruh terhadap kualitas gambar. Semakin tinggi nilai CNR, maka gambar yang
diperoleh semakin baik. Penambahan nilai CNR dipengaruhi oleh pemberian arus tabung konstan [5].

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan pengaruh variasi arus tabung CT-Scan (mA) untuk nilai
Contrast to Noise Ratio (CNR) pesawat CT-Scan yang bertujuan untuk mengetahui besar arus tabung
yang digunakan untuk memperoleh nilai CNR yang optimal pada masing-masing material pada
phantom dan mengetahui pengaruh variasi arus tabung sinar-X terhadap nilai CNR pada pesawat CT-
Scan.

Metode
Penelitian ini menggunakan pesawat CT-Scan Aquilion LB, computer console, dan phantom bawaan

CT-Scan. Phantom bawaan CT-Scan ini terdapat 6 material yang memiliki kemiripan dengan masing-
masing densitas organ tubuh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Phantom bawaan CT-Scan

Pada Gambar 1, nomor 1 adalah polypropylene memiliki kerapatan standar yaitu sebesar —105 + 10
sebagai pengganti lemak, nomor 2 adalah nylon memiliki kerapatan standar yaitu sebesar 100 £+ 10
sebagai pengganti jaringan lunak, nomor 3 adalah acrylic memiliki kerapatan standar yaitu sebesar
125 + 10 sebagai pengganti tulang rawan pada organ tubuh, nomor 4 adalah delrin memiliki kerapatan
standar yaitu sebesar 340 +10 sebagai pengganti tulang pada organ tubuh, nomor 5 adalah udara
memiliki kerapatan standar yaitu sebesar —1000 = 20 sebagai pengganti ruang hampa pada organ
tubuh, dan nomor 6 adalah air atau background pada pusat phantom memiliki kerapata standar yaitu
sebesar 0 £ 5 sebagai cairan utama yang menyusun organ tubuh [8].

Pengambilan data dilakukan dengan mempersiapkan pesawat CT-Scan, computer console, dan
phantom bawaan CT-Scan. Parameter yang digunakan meliputi waktu rotasi gantry (s) 1 detik,
tegangan 100 kV, dan slice thickness 8 mm, serta arus tabung sinar-X sebesar 100 mA, 150 mA, 200
mA, 250 mA, dan 300 mA. Setelah itu, melakukan scanning terhadap phantom. Kemudian,
melakukan pembacaan ROI sebanyak 5 kali pada masing-masing nilai arus tabung.

Data yang diolah adalah nilai mean ROI masing-masing material dan background serta standar
deviasi background yang diperoleh, kemudian dikelompokkan berdasarkan ROl material dan ROI
background untuk menghitung rata-rata nilai mean ROI dari masing-masing material dan background,
serta rata-rata standar deviasi background pada setiap pembacaan ROI.

Setelah itu, menghitung perbandingan antar selisih antara rerata mean ROI material S, dan rerata mean
ROI background S5 dengan rerata standar deviasi background @ untuk memperoleh nilai CNR. Secara
matematis, perhitungan nilai CNR menggunakan persamaan berikut.
S, — Sy
CNR = L_'” 1)
T

Pengaruh variasi arus tabung sinar-X terhadap nilai CNR dapat diketahui dengan memperoleh grafik
dari aplikasi microsoft excel. Grafik pengaruh variasi arus tabung sinar-X terhadap nilai CNR
digambarkan dengan arus tabung sinar-X sebagai sumbu-X dan nilai CNR sebagai sumbu-Y.

Untuk protokol kepala dan perut orang dewasa nilai CNR harus lebih besar dari 1,0. Sedangkan,
untuk protokol perut anak-anak harus lebih besar dari 0.4 dan untuk protokol kepala anak-anak lebih
besar dari 0,7. Hubungan antara CNR dan kualitas diagnostik gambar radiograf adalah gambar yang
menunjukkan nilai CNR yang tinggi akan mudah untuk di diagnosis, sedangkan gambar yang
memiliki tingkat CNR rendah tidak dapat di diagnosis [9].

Hasil dan Pembahasan

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan variasi arus tabung sinar-X, yaitu 100 mA, 150
mA, 200 mA, 250 mA, dan 300 mA. Setelah proses scanning dilakukan, diperoleh hasil scanning
phantom dengan variasi arus tabung. Kemudian dilakukan pembacaan ROI pada setiap material.
Pembacaan ROI hasil scanning phantom ini menunjukkan nilai mean dan standar deviasi dari hasil
scanning phantom. Pembacaan ROI ini dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap material phantom
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dengan variasi arus tabung. Berikut salah satu hasil scanning phantom yang ditunjukkan pada Gambar
2.
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Gambar 2. Hasil scanning phantom bawaan CT-Scan dengan ROI masing-masing material

Pada Gambar 2, ROI masing-masing material dari hasil scanning phantom bawaan CT-Scan adalah
nomor 1 menunjukkan polypropylene, nomor 2 menunjukkan nylon, nomor 3 menunjukkan acrylic,
nomor 4 menunjukkan delrin, nomor 5 menunjukkan udara, dan nomor 6 menunjukkan air atau
background pada pusat phantom.

Kemudian, pembacaan nilai ROl mean material San dan background Sg, serta standar deviasi
background o pada Gambar 2 juga dilakukan. Dari pembacaan ROI pada masing-masing material
dapat diperoleh nilai ketidakpastian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai ketidakpastian dari pengukuran ROl pada masing-masing material

Arus tabung

(MA) Udara Delrin Acrylic Nylon Polypropylene
100 -1000,6 = 0,5273 327,42 £0,2588 121,98 +£0,3493  84,38+0,4087  -119,92 +0,5357
150 -999,94 +0,1517 326,72 +0,6573  122,3+1,2145 8548+ 1,2755  -119,68 + 0,3768
200 -1000,06 + 0,114 326,84 £0,4219 122,26 +1,3939 85,6 + 1,1467 -119,5 +0,1225
250 -1000,34 + 0,313 326,24 £0,5413 121,96 £1,2239  8524+1,0968  -135,94 + 35,532
300 -1000,76 + 0,2608 325,82 +£0,7159 121,02+0,228  84,48+0,1643  -120,04 + 0,3362

Setelah pembacaan nilai ROI, dilakukan perhitungan nilai rata-rata mean dari masing-masing material,
background dan rata-rata standar deviasi background. Kemudian, dengan menggunakan persamaan
(1) diperoleh nilai CNR pada ROI masing-masing jenis material, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai CNR pada ROI masing-masing material

Arus tabung Nilai perhitungan CNR berdasarkan ROI masing-masing material

mA

(mA) Udara Delrin Acrylic Nylon Polypropylene
100 129,614 42,4171 15,8083 10,9352 15,5285
150 137,667 45,0689 16,9118 11,8402 16,4187
200 145,285 47,5785 17,8430 12,5145 17,2965
250 149,710 48,8802 18,2994 12,8024 17,9132
300 178,003 58,0427 21,6157 15,0996 21,2918
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Dari Tabel 2 diperoleh nilai CNR rata-rata, nilai CNR minimum dan nilai CNR maksimum pada ROI
masing-masing material. Nilai CNR rata-rata pada ROl masing-masing material berturut-turut adalah
148,056; 48,3975; 18,0956; 12,6384; 17,6897. Nilai CNR minimum pada ROI masing-masing
material berturut-turut adalah 129,614; 42,4171; 15,8083; 10,9352; 15,5285 dan nilai CNR
maksimum pada ROI masing-masing material berturut-turut adalah. 178,003; 58,0427; 21,6157;
15,0996; 21,2918. Kemudian, dari hasil perhitungan CNR tersebut, dapat diperoleh grafik pengaruh
variasi arus tabung terhadap nilai CNR masing-masing material sebagai berikut.

200
180
160
140
120 @. ® Udara
% 100 Delrin
80 Acrvlic
60
10 ® Nylon
L ) )
20 CYNITIIIEITY, DRTIHHT SRR HANNS | Polypropylene
0

0 50 100 150 200 250 300 350
Arus Tabung Sinar-X (mA)

Gambar 3. Pengaruh variasi arus tabung sinar-X terhadap nilai CNR masing-masing material

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai dari perhitungan CNR yang diperoleh dari
keseluruhan data dengan pemberian variasi arus tabung yang berbeda diperoleh hasil perhitungan
CNR yang berbeda pada setiap arus tabung. Hal ini dibuktikan dengan nilai CNR pada grafik yang
mengalami peningkatan ketika nilai arus tabung yang diberikan juga meningkat. Berdasarkan
pembuktian itu, nilai CNR yang dihasilkan dari setiap variasi arus tabung berpengaruh pada kualitas
gambar, sehingga semakin besar nilai arus tabung dan nilai CNR yang diperoleh, maka semakin baik
kualitas gambar yang diperoleh. Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa material udara memiliki
nilai CNR yang sangat tinggi dari material yang lain, hal ini dikarenakan material udara tidak terlalu
banyak menyerap sinar-X yang dipancarkan melalui CT-Scan.

Kesimpulan

Nilai CNR yang optimal diperoleh pada arus tabung sebesar 300 mA. Nilai CNR yang optimal pada
material udara, delrin, acrylic, nylon dan polypropylene berturut-turut adalah 178,003; 58,0427;
21,6157; 15,0996; 21,2918. Variasi arus tabung sinar-X mempengaruhi nilai CNR pesawat CT-Scan,
hal ini ditunjukkan pada nilai CNR yang diperoleh semakin meningkat ketika arus tabung yang
diberikan semakin besar. Peningkatan nilai CNR ini akan menghasilkan kualitas gambar yang
semakin baik.
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Abstrak

Telah dilaksanakan studi distribusi di Sub Instalasi Radioterapi RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah mengenai
distribusi dosis berkas radiasi foton 6 MV dan 10 MV pada kasus kanker serviks dengan teknik Three
Dimentional Conformal Radiation Therapy (3DCRT) serta menentukan distribusi dosis pada Organ at Risk
(OAR). Metode pengolahan data yang dilakukan berupa analisa nilai HI, Cl, dan distribusi dosis pada OAR
terhadap 20 pasien. Hasil yang diperoleh yaitu rata-rata distribusi dosis pada volume target berupa nilai HI
untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV berurutan yaitu sebesar 0,0924+0,0039 dan 0,0929+0,0020. Nilai CI untuk
berkas foton 6 MV da 10 MV berurutan yaitu sebesar 0,9630+£0,0021 dan 0,9631+0,0021. Distribusi dosis pada
OAR vyang diperoleh terdiri dari rectum untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan yaitu sebesar
16,72%+1,80% dan 7,38%z1,70%, femoral head right pada berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan
yaitu sebesar 0,85%:0,29% dan 0,96%=0,33%, serta untuk femoral head left pada berkas foton 6 MV dan 10
MV secara berurutan yaitu sebesar 0,68%=0,29% dan 0,76%+0,27%. Nilai distribusi dosis yang diperoleh pada
volume target telah terdistribusi seragam dan tepat melingkupi target, serta distribusi dosis yang diperoleh pada
OAR masih dalam batas toleransi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Kanker serviks, 3DCRT, foton, HI, CI, OAR

Pendahuluan

Kanker serviks merupakan jenis kanker yang berkembang pada bagian mulut rahim. Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat bahwa kanker serviks menempati urutan
kedua setelah kanker payudara dengan jumlah kasus 40.000 kasus baru pada tahun 2019. Kanker
serviks umumnya disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV) yang ditularkan melalui kontak
kulit ke kulit saat berhubungan seksual. Untuk mencegah semakin meningkatnya kasus kanker serviks,
dikembangkanlah pengobatan berupa radioterapi yang dapat membunuh sel kanker dengan tetap
melindungi organ sehat disekitarnya [1].

Radioterapi merupakan terapi radiasi yang digunakan dalam penanganan penyakit kanker ataupun
tumor. Radioterapi bekerja dengan cara memancarkan radiasi pengion dengan dosis yang maksimal
pada daerah kanker dan dosis yang minimal pada organ sehat disekitarnya. Salah satu modalitas yang
dapat digunakan dalam penyinaran radioterapi yaitu Linear Accelerator (Linac). Linac merupakan
peralatan radioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang
bertujuan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron sehingga menghasilkan berkas foton

100


mailto:elsi.udgitha@gmail.com
mailto:nymratini@unud.ac.id
mailto:roziirhas7@gmail.com

N.K.U. Elsiani, dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 100-105

(sinar-X) untuk mengobati penyakit kanker [2]. Sinar-X dihasilkan dari berkas elektron berkecepatan
tinggi yang diperoleh dari hasil pemercepatan elektron oleh pandu gelombang pemercepat
(accelerating waveguide). Sinar-X yang dihasilkan adalah sinar-X yang terdistribusi kontinyu
(bremsstrahlung) [3]. Berkas foton digunakan untuk menyinari kanker yang berada di dalam jaringan
tubuh seperti kanker payudara, kanker serviks, dan kanker nasofaring, sedangkan berkas elektron
digunakan untuk menyinari kasus kanker kulit. Berkas elektron yang tinggi dapat digunakan untuk
mengobati tumor dangkal, atau dapat dimodifikasi dengan ditembakkan ke target agar menghasilkan
sinar-X sehingga dapat digunakan untuk mengobati tumor yang berada jauh di permukaan tubuh [4].
Berkas radiasi foton yang digunakan pada Linac terdiri dari berkas foton 6 MV dan 10 MV [5].

Dalam perencanaan radioterapi menggunakan Linac, terdapat proses Treatment Planning System
(TPS) yang bertujuan untuk memastikan proses penyinaran yang akan diberikan dapat bekerja secara
optimal melalui parameter-parameter yang akan ditentukan [1]. Salah satu teknik yang digunakan
dalam proses TPS untuk kanker serviks yaitu teknik Three Dimentional Conformal Radiation Therapy
(3DCRT). Teknik ini mengacu pada data pencitraan tiga dimensi dan bentuk lapangan penyinarannya
disesuaikan dengan bentuk target kanker yang dikenal sebagai konformal, sehingga dapat
memaksimalkan dosis pada target kanker dan meminimalkan dosis pada organ sehat disekitarnya [6].
Hasil dari perencanaan radioterapi pada TPS akan dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek yaitu
homogenitas dosis dalam volume target dan kesesuaian distribusi dosis dengan bentuk target. Evaluasi
ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dosis radiasi yang diberikan pada Planning Target Volume
(PTV) sudah homogen dan tepat melingkupi volume target kanker. Homogenitas dosis ditentukan
oleh nilai Homogeneity Index (HI) yang didefinisikan sebagai keseragaman distribusi dosis dalam
volume target. Berdasarkan ICRU Report 83, nilai ideal untuk HI adalah 0 yang berarti seluruh dosis
pada PTV telah homogen atau seragam. Untuk nilai yang masih dapat diterima dalam kriteria ICRU
adalah 0 hingga 0,3. Kesesuaian distribusi dosis dengan target tumor ditentukan oleh nilai Conformity
Index (Cl). Berdasarkan ICRU Report 83, nilai ideal Cl adalah 1, yang berarti bahwa kurva isodosis
untuk dosis perskripsi tepat melingkupi PTV [7]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini
merupakan penelitian baru yang bertujuan untuk mengetahui distribusi dosis pada target kanker telah
homogen dan sudah tepat melingkupi volume target kanker serta dapat mengetahui distribusi dosis
pada Organ at Risk (OAR) masih dalam batas toleransi yang ditetapkan pada Radiation Oncology A
Question-Based Review 2" Edition [8] .

Metode

Penelitian mengenai distribusi dosis berkas radiasi foton 6 MV dan 10 MV pada kasus kanker serviks
dengan teknik 3DCRT dilaksanakan di Sub Instalasi Radioterapi RSUP Prof. Dr. .GN.G. Ngoerah.
Peralatan yang digunakan terdiri dari Pesawat Computed Tomography (CT) Simulator untuk
melakukan proses simulasi dan komputer TPS jenis TPS Monaco dengan nomor seri 5.11.03 untuk
merencanakan proses penyinaran yang akan diberikan. Data yang digunakan sebanyak 20 data pasien
kanker serviks dengan menggunakan teknik 3DCRT untuk masing-masing berkas foton 6 MV dan 10
MYV dengan jumlah dosis yang digunakan sebesar 5000 cGy, jumlah dosis perfraksi sebesar 200 cGy
untuk 25 fraksi serta sudut penyinaran yang digunakan yaitu sebanyak 4 sudut penyinaran untuk
masing-masing pasien yang terdiri dari sudut 0°, sudut 90°, sudut 180°, dan sudut 270°. Data tersebut
kemudian dianalisa mengggunakan analisa nilai HI, analisa nilai Cl, dan analisa distribusi dosis pada
OAR. Analisa nilai HI dilakukan dengan menggunakan (1) yang terdiri dari besaran dosis yang
melingkupi 2% volume PTV (D,;), besaran dosis yang melingkupi 98% PTV (Dggs;), dan besaran
dosis yang melingkupi 50% volume PTV (Dsq) [7].

Dogy—Dggg
Dasi Doy @

Homogeneity Index =
Dsnus

Analisa nilai CI dilakukan dengan menggunakan (2) yang terdiri dari besarnya keseluruhan volume
yang menerima dosis 95% (V5 ) dan besarnya volume PTV pada suatu target radiasi (Ve ) [7].

Conformity Index = ::9—5"““ (2)

Analisa distribusi dosis pada OAR dilakukan dnggan membandingkan hasil distribusi dosis pada
masing-masing OAR yang terdiri dari rectum, femoral head right, dan femoral head left dengan batas
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toleransi yang telah ditetapkan oleh Radiation Oncology A Question-Based Review 2™ Edition yang
dapat diamati pada Tabel 1 [8].

Tabel 1. Toleransi dosis OAR pada kanker serviks

Organ at Risk (OAR) Batasan Dosis
Rectum V5000 < 50%
Femoral head right V5000 < 5%
Femoral head left V5000 < 5%

(Hristov, et al., 2015)
Hasil dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh terdiri dari distribusi dosis pada PTV dan OAR. Data distribusi dosis pada PTV
yang terdiri dari rata-rata nilai Das, Desw, Dsos, Vesw, dan Verv untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV
dapat diamati pada Tabel 2 dan data distribusi dosis pada OAR berupa nilai persentase volume OAR
yang menerima dosis 5000 cGy untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV dapat diamati pada Tabel 3.

Tabel 2. Data distribusi dosis pada PTV

6 MV 10 MV
D2% Dosgw Dso% Vos% Vprv D2% Dogs Dso% V5% Vprv
(cGc)  (cGy)  (cGy) (cm?) (cm?) (cGe)  (cGy)  (cGy) (cm?) (cm?)

Rata-rata 5278,4 4807,0 5090,4 1362,045 1414370 5254,8 4781,7 5091,7 1362,095 1414,943
Nilai
tertinggi
Nilai
terendah

5299,8 51494 5169,0 2369,5 2466,6 5296,3 48953 5162,4 2369,5 24679

5207,4 4697,0 47827 571,3 593,3 5185,0 4697,1 5038,8 571,3 593,6

Tabel 3. Distribusi dosis pada OAR

6 MV 10 MV
Rectu Femoral Femoral Rectu Femoral Femoral
0 Head Head m Head Head
Right Left Right Left
(%) (%)
(%) (%) (%) (%)
Ratarata 16,72 0,85 068 738 0,96 0.76
Nilal 2308 422 393 3026 441 3,83
tertinggi
Nilai 256 000 000 077 0,00 0,00
terendah

Pada Tabel 3, terdapat hasil distribusi dosis pada OAR yang terdiri dari rectum, femoral head right,
dan femoral head left. Hasil distribusi dosis pada OAR tersebut akan dibandingkan dengan batas
toleransi yang telah ditetapkan oleh Radiation Oncology A Question-Based Review 2™ Edition. Jika
distribusi dosis yang diperoleh melalui TPS lebih rendah dibandingkan dengan toleransi dosis yang
ditetapkan, maka distribusi dosis tersebut dinyatakan masih dalam batas toleransi atau “MDBT”,
sedangkan apabila distribusi dosis yang diperolen melalui TPS lebih tinggi dibandingkan dengan
toleransi dosis yang ditetapkan, maka distribusi dosis tersebut dinyatakan melewati batas toleransi
atau “MBT”. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai distribusi dosis pada OAR yang diperoleh pada
Tabel 3 masih dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh Radiation Oncology A Question-Based
Review 2" Edition.

Data distribusi dosis pada PTV yang terdapat pada Tabel 2 kemudian dianalisa dengan memasukan
nilai Do, Dggw, dan Dsey pada (1) dan nilai Vs dan Very pada (2). Sehingga, diperoleh nilai HI dan
Cl untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV yang dapat diamati pada Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil perhitungan HI dan CI berkas foton 6 MV dan 10 MV

HI Cl
6 MV 10 MV 6 MV 10 MV
Rata-rata 0.0924 0,0929 09630 0.9631
Nilai 0,1137 0,1039 0,9929 0,9895
tertinggi
Nilai
0,0300 0,0682 0,9512 0,9525
terendah

Berdasarkan nilai HI pada Tabel 4, diperoleh grafik nilai HI yang terdiri dari perbandingan antara
pasien dengan nilai HI yang diperoleh untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV serta standar yang telah
ditetapkan yang dapat diamati pada Gambar 1. Pada gambar tersebut dapat diamati bahwa nilai HlI
yang diperoleh 20 pasien kanker serviks masih berada pada rentang nilai ideal HI yang ditetapkan
yaitu pada rentang 0 hingga 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dosis pada PTV telah seragam
atau homogen.

0.3000
0.2500
0.2000
0.1500 m6 MV

0.1000 10 MV
0.0500
1 Standar

0.0000
12 3 456 7 8 91011121314151617181920
Pasien ke-

Nilai HI

Gambar 1. Grafik nilai HI untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV

Berdasarkan nilai Cl pada Tabel 4, diperoleh grafik nilai Cl yang terdiri dari perbandingan antara
pasien dengan nilai Cl yang diperoleh untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV serta standar yang telah
ditetapkan yang dapat diamati pada Gambar 2. Pada gambar tersebut dapat diamati bahwa nilai Cl
yang diperoleh 20 pasien kanker serviks telah sesuai dengan nilai ideal Cl yang ditetapkan yaitu
senilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dosis yang diberikan sudah melingkupi PTV.

1.0500
S 1.0000
© m6 MV
Z 0.9500
| DRRRRNRN ==
0.9000 Standar
1 2 3 45 6 7 8 9 10111213 1415 1617 18 19 20
Pasien ke-

Gambar 2. Grafik nilai Cl untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV

Berdasarkandata pada Tabel 3, diperoleh grafik rata-rata distribusi pada OAR berkas foton 6 MV dan
10 MV dengan standar yang telah ditetapkan oleh Radiation Oncology A Question-Based Review 2™
Edition yang dapat diamati pada Gambar 3. Pada gambar tersebut, rata-rata distribusi dosis yang
diperoleh rectum, femoral head right, dan femoral head left berada di bawah batas toleransi yang
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dosis pada OAR untuk 20 pasien kanker serviks
masih dalam batas toleransi yang telah ditetapkan.
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Gambar 3. Grafik rata-rata distribusi dosis pada OAR

Pada Tabel 4, diperoleh nilai HI untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan sebesar
0,0924+0,0039 dan 0,0929+0,0020. Berdasarkan ICRU Report 83, nilai rata-rata HI yang diperoleh
untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV masih dalam standar yang ditetapkan yaitu pada rentang O
hingga 0,3, yang artinya distribusi dosis pada PTV sudah seragam atau homogen. Selanjutnya, nilai
Cl yang diperoleh untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan sebesar 0,9630+£0,0021 dan
0,9631+0,0021. Berdasarkan ICRU Report 83, nilai rata-rata Cl yang diperoleh untuk berkas foton 6
MV dan 10 MV sudah mendekati standar yang ditetapkan yaitu 1, yang artinya distribusi dosis sudah
tepat melingkupi PTV.

Pada Tabel 3, diperoleh persentase distribusi dosis organ rectum, nilai persentase distribusi dosis serta
standar deviasi yang diperoleh untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan yaitu sebesar
16,72%+1,80% dan 7,38%+1,70%. Berdasarkan Radiation Oncology A Question-Based Review 2"
Edition, nilai rata-rata distribusi dosis yang diperoleh pada rectum masih dalam batas toleransi yang
ditetapkan yaitu untuk dosis 5000 cGy, volume organ yang terkena radiasi sudah kurang dari 50%.
Selanjutnya, untuk femoral head right, nilai persentase distribusi dosis yang diperoleh untuk berkas
foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan yaitu 0,85%z=0,29% dan 0,96%=0,33%. Untuk femoral head
left, nilai persentase distribusi dosis yang diperoleh untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara
berurutan yaitu sebesar 0,68%+0,29% dan 0,76%+0,27%. Berdasarkan Radiation Oncology A
Question-Based Review 2™ Edition, nilai rata-rata distribusi dosis yang diperoleh pada femoral head
right dan femoral head left masih dalam batas toleransi yang ditetapkan yaitu untuk dosis 5000 cGy,
volume organ yang terkena radiasi sudah kurang dari 5%.

Kesimpulan

Distribusi dosis pada PTV berupa nilai HI untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara berurutan
sebesar 0,0924+0,0039 dan 0,0929+0,0020 dan nilai CI untuk berkas foton 6 MV dan 10 MV secara
berurutan sebesar 0,9630+0,0021 dan 0,9631+0,0021 sudah sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh ICRU Report 83 yaitu untuk nilai HI berada pada rentang 0 hingga 0,3 dan nilai ClI
bernilai 1 yang artinya distribusi dosis pada PTV sudah seragam atau homogen dan sudah tepat
melingkupi PTV. Selain itu, distribusi dosis pada OAR juga masih dalam batas toleransi yang
tercantum dalam Radiation Oncology A Question-Based Review 2™ Edition yaitu persentase volume
rectum yang memperoleh dosis 5000 cGy sudah bernilai kurang dari 50%, sedangkan persentase
volume femoral head right dan femoral head left yang memperoleh dosis 5000 cGy sudah bernilai
kurang dari 5%.
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Abstrak

Salah satu uji kesesuaian terhadap kualitas pesawat sinar-X dapat ditentukan dari keluaran radiasi terhadap nilai
Half Value Layer (HVL) dengan menggunakan filter aluminium (Al). Penggunaan filter Al pada sinar-X dapat
menyerap atau membelokan energi foton yang rendah saat sinar-X dipancarkan. Pada saat pengukuran HVL yaitu
menggunakan alat ukur seperti surveymeter, sehingga nilai HVL yang diperoleh dapat mengetahui apakah sudah
mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah dari intensitas awal atau belum. Penggunaan sinar-X
konvensional memiliki variasi tegangan dalam operasionalnya dan termasuk dalam radiasi pengion. Setiap
variasi tegangan yang diperoleh dari keluaran radiasi pesawat sinar-X konvensional memiliki hasil yang sesuai
dengan batas toleransi yang diukur terhadap nilai HVL dengan menggunakan filter Al, dimana pada tegangan 70
kV akan sangat baik jika nilai HVL > 2,1 mmAl, dari penelitian ini pada tegangan 70 kV didapatkan nilai HVL
sebesar 3,10 mmAl yang sudah sesuai dengan ketentuan dari Perka BAPETEN. Batas toleransi tersebut
merupakan setandar dari Kemenkes Rl No0.1250 tahun 2009. Keputusan ini juga diperkuat oleh Perka
BAPETEN No. 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional.

Kata kunci: HVL, Sinar-X Konvensional, filter Al, batas toleransi.
Abstract

One of the appropriate tests for the quality of the X-ray machine can be determined from the radiation output on
the Half Value Layer (HVL) value using an aluminum (Al) filter. The use of Al filters on X- rays can absorb or
deflect low energy photons when X-rays are emitted. At the time of HVL measurement, namely using a
measuring device such as a surveymeter, so that the HVL value obtained can determine whether the radiation
intensity has been reduced to half of the initial intensity or not. The use of conventional X-rays has a voltage
variation in its operation and is included in ionizing radiation. Each variation of the voltage obtained from the
radiation output of a conventional X-ray machine has results that are in accordance with the tolerance limits
measured for the HVL value using an Al filter, where at a voltage of 70 kV it will be very good if the HVL value
is > 2.1 mmAl, from this study at a voltage of 70 kV an HVL value of 3.10 mmAl was obtained which was in
accordance with the provisions of the BAPETEN Regulations. This tolerance limit is standardized by the Ministry
of Health of the Republic of Indonesia No. 1250 of 2009. This decision was also strengthened by Perka BAPETEN
No. 2 of 2018 concerning conformity testing of diagnostic and interventional radiology X-rays.

Keywords: HVL, Conventional X-Ray, aluminium filter, tolerance limit.

106


mailto:lfn.lilian@gmail.com
mailto:sutapafis97@unud.ac.id

L.F. Ningrum, dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 106-110
Pendahuluan

Pelayanan Radiologi merupakan pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas dengan
sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis atau terapi dengan panduan imaging. Hal
ini, telah di cantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1014 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. Radiasi
pengionadalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan dengan energi yang dimiliki
mampu mengionisasi media yang dilaluinya [1].

Umumnya layanan radiologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu radiologi diagnostik dan
intervensional. Radiologi diagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang berhubungan dengan
penggunaan modalitas untuk keperluan diagnosis, sedangkan radiologi intervensional adalah cabang
ilmu radiologi yang terlibat dalam diagnosis dan terapi langsung (real-time). Terdapat beberapa
modalitas yang digunakan pada radiologi diagnostik dan intervensional, seperti pesawat sinar-X,
mamografi, dental, fluoroskopi konvensional dan CT-Scan, sedangkan pada radiologi intervensional
seperti CT-Scan angiografi, fluoroskopi intervensional dan fluoroskopi intervensional mobile [2].

Kualitas pesawat sinar-X konvensional dapat dijaga dengan Quality Control (QC). QC dari
perangkat sinar-X konvensional dilakukan mulai dari tes penerimaan sampai dengan saat uji fungsi
rutin. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab untuk QC pada instalasi radiologi adalah fisikawan
medik[5].

Di Indonesia pelaksanaan QC berdasarkan Permenkes RI No. 1250 Tahun 2009 tentang pedoman
Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik. Pada keputusan tersebut dinyatakan
bahwa kendali mutu untuk pesawat sinar-X terdiri dari pengujian iluminasi lampu kolimator, berkas
cahaya kolimasi, kesamaan berkas cahaya kolimasi, kebocoran rumah tabung, tegangan tabung, waktu
eksposi, output radiasi, reproduktibilitas, persyaratan batas toleransi minimum HVL, kendali paparan
atau densitas standar, penjajakan ketebalan pasien dan koilovoltage serta pengujian waktu tanggap
minimum[2].

Terdapat uji kesesuaian pada pesawat sinar-X konvensional, diamana uji kesesuaian ini dilakukan
untuk memastikan bahwa pesawat tersebut memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan
memberikan informasi diagnosik yang tepat dan akurat. Pengukuran pada uji kesesuaian diharapkan
memberikan estimasi terbaik terhadap parameter uji kesesuaian. Hasil pengujian harus memenuhi
suatu nilai standar atau batas toleransi tertentu agar menjadi pedoman bagi pemilik fasilitas untuk
mengambil tindakan yang terbaik seperti perbaikan peralatan atau mengganti dengan pesawat yang
baru. Uji kesesuaian pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan intervensional diatur pula
dalam Peraturan Perka BAPETEN No. 2 Tahun 2018 [3].

Metode

Pada penelitian ini model pesawat X-Ray Konvensional yang digunakan adalah merk Siemen Multix
Fusion dengan nomor seri 408102156 di Instalasi Radiologi RSD Mangusada Badung. Data yang
diperoleh merupakan keluaran radiasi sinar-X pada pesawat konvensional Siemens Multix Fusion,
dengan mengukur HVL dari intensitas awalnya dengan menggunakan filter aluminium (Al).
Pengukuran ini menggunakan alat ukur berupa surveymeter yang akan dilakukan berulang dengan
ketebalan filter yang berbeda.

Untuk Perhitungan nilai HVL yang telah tercantum dalam KMK No. 1250 tahun 2009 sesuai dengan
rumus yang ditunjukan oleh Persamaan (1) [2].

ty In (ZD“) —t,In (&)
D, D, (1)

In (g—z)

HVL =

Keterangan:
D, = Dosis tanpa filter
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« = Dosis terbaca yang nilainya sedikit lebih besar dari D ,/2
D, = Dosis terbaca yang nilainya sedikit lebih kecil dari D ,/2
= Tebal bahan pada saat dosis terbaca >D /2
t, = Tebal bahan pada saat dosis terbaca <D /2

HVL memiliki batas toleransi minimum untuk penggunaan filter di setiap variasi dari
tegangan tabung, yang telah di tetapkan oleh KEMENKES No 1250 tahun 2009 dan BAPETEN No.
2 tahun 2008. Sedangkan, nilai tegangan tabung yang disarankan oleh BAPETEN untuk
setiappengukuran batas toleransi minimum dari HVL adalah 80 kVp. Untuk nilai batas toleransi
minimumHVL dapat di lihat pada Tabel 1 berikut [2][3].

Tabel 1. Persyaratan minimum HVL

Tegan?;\r};abung Tebal Bahan (mmAl)
- >2.1
” >23
%0 >25
100 =27
110 23
120 =32
130 235
140 =38
150 =41

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang di dapatkan sesuai dengan penelitian dari pengukuran HVL pesawat sinar-X
konvensional dengan menggunakan nilai dari tegangan keluaran yang bervariasi, dengan mengukur
keluaran radiasi nya terlebih dahulu menggunakan alat ukur surveymeter, yang nantinya akan
menggunakan persamaan sesuai dalam KMK No. 1250 tahun 2009, agar hasil dari HVL dapat
didapatkan nilai yang akurat. Dimana, hasil dari data yang didapatkan melalui pengukuran
menggunakan alat ukur surveymeter tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil data dari pengukuran HVL

Percobaan Tegangan Kuat Arus dan HVL Laju Dosis
Tabung Waktu Radiasi
(kV) (mAs) (mmAl) (pSv)
1. 70 10 Tanpa filter 10
2. 70 10 1 8
3. 70 10 3 51
4, 80 20 Tanpa filter 10,5
5. 80 20 1 8,3
6. 80 20 3 5,25
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Grafik HVL

70 kV

2 —@— 80 kV

Dosis Efektif (uSv)

0 1 2 3 4
HVL (mmaAl)

Gambar 1. Dosis efektif pada nilai HVL aluminium untuk tegangan sinar-X 70 dan 80 kV

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa keluaran sinar-X yang diatur dengan tegangan sebesar 70 kV
dan arus 10 mAs, tanpa menggunakan filter akan didapatkan hasil pengukurannya sebesar 10 uSv,
ketika ditambahkan filter aluminium (Al) dengan ketebalan bahan 1 mmAl didapatkan 8 uSv,
kemudian saat di tambahkan ketebalan bahan 3 mmAl didapatkan 5,1 uSv. Hal yang sama berlaku
pada keluaran radiasi sinar-X untuk tegangan 80 kV dengan arus 20 mAs yang dimana, jika tanpa
menggunakan filter akan di dapatkan pengukuran keluaran radiasinya sebesar 10,5 uSv. Saat
menggunakan filter Al dengan ketebalan bahan 1 mmAl keluaran radiasinya 8,3 uSv, kemudian saat
ketebalan bahannya ditambahkan menjadi 3 mmAl keluaran radiasinya 5,25 uSv.

Penentuan nilai HVL dengan menggunakan persamaan (1), dapat diperoleh keluaran radiasi sinar-X
pada tegangan 70 kV sebesar 3,10 mmAl. Sedangkan, pada tegangan 80 kV sebesar 3,00 mmAl.
Dimana nilai dari HVL yang telah diperoleh sudah memenuhi batas nilai toleransi sesuai dengan
yang telah tercantum pada KMK No. 1250 tahun 2009 dan Perka BAPETEN No. 2 tahun 2018,
dengan batas toleransi HVL pada tegangan 70 kV yaitu,> 2,1 mmAl, sedangkan pada tegangan 80
kV yaitu, > 2,3 mmAl. Maka, data yang diperoleh telah memenuhi batas toleransi HVL dan dapat
diamati pada Gambar 1 yang dimana semakin tinggi tegangan yang di keluarkan dengan penambahan
atau penggunaan filter yang semakin tebal maka keluaran radiasi dari sinar-X akan semakin
berkurang.

Perhitungan keluaran sinar-X dengan HVL ini akan berdampak pada pasien dimana, mempengaruhi
dosis serap yang seharusnya diterima oleh pasien, telah diatur dalam Perka BAPETEN No.
1211/K/V/2021 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesia
Diagnostic Reference Level) Untuk Modalitas Sinar-X Ct Scan dan Radiografi Umum. Jika dosis
serap yang diterima pasien berlebihan maka akan menyebabkan kerusakan pada sel organ yang terkena
radiasi pengion serta, Nilai Batas Dosis (NBD) yang seharusnya di terima oleh masyarakat dan
pekerja radiasiakan berlebih yang dapat mengakibatkan beberapa efek radiasi yang tidak di ingin [4].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dimana nilai HVL pesawat sinar- X
konvensional pada tegangan 70 kV dan arus 10 mAs sebesar 3,08797 mmAl = 3,1 mmAl, dan pada
tegangan 80 kV dan arus 20 mAs di dapatkan sebesar 3,0 mmAl. Nilai batas toleransi yang
ditetapkan oleh BAPETEN dan KEMENKES, dimana batas toleransi untuk tegangan 70 kV yaitu, >
2,1 mmAl dan untuk tegangan 80 kV > 2,3 mmAl. Sehingga, dapat dikatakan bahwa nilai HVL yang
di dapatkandari penelitian ini telah sesuai.
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Abstrak

Salah satu Quality Control (QC) pesawat sinar-X adalah pengujian kesesuaian antara lapangan kolimasi dengan
berkas sinar-X. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan alat sinar-X light beam alignment and centering,
metode koin, dan metode kawat “L”. Pelaksanaan QC pada pesawat sinar-X Shanghai Guangzheng di RSIY
PDHI, terakhir kali dilakukan pada tahun 2018. Pengujian ini seharusnya dilakukan maksimal 4 tahun sekali,
sementara di lapangan sudah 5 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyimpangan berkas cahaya
kolimator pada pesawat sinar-X di RSIY PDHI. Penelitian dilakukan pada bulan April 2023 sampai bulan Juli
2023 secara kuantitatif di Unit Radiologi RSIY PDHI. Berdasarkan semua pengujian uji kesesuaian lapangan
kolimasi dengan berkas sinar-X yang telah dilakukan penulis, maka dapat dinyatakan bahwa kolimator pesawat
sinar-X tersebut melebihi nilai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh beberapa sumber referensi. Sumber
referensi yang digunakan oleh penulis adalah pernyataan dari Bushong (2016) [1], IAEA (2023) [2], dan
BAPETEN (2022) [3], yang menyatakan nilai batas toleransinya sebesar 2% dari SID. Sedangkan menurut
Kharita (2017) [4], kolimator pesawat sinar-X tersebut tidak memuaskan karena melebihi nilai 2% dari SID.

Kata kunci: Rumah Sakit, quality control, radiasi, uji kesesuaian kolimasi, sinar-X.
Abstract

One of the Quality Control (QC) of sinar-X plane is testing the conformity between the collimation field and the
sinar-X beam. The test can be done with the X-ray light beam alignment and centering tool, the coin method,
and the "L" wire method. The QC implementation of the Shanghai Guangzheng sinar-X plane at RSIY PDHI
was last carried out in 2018. This test should have been carried out a maximum of once every 4 years, while in
the field it has been 5 years. The purpose of this study was to determine the deviation of the collimator light
beam on the X-ray plane at RSIY PDHI. The research was conducted from April 2023 to July 2023
quantitatively in the Radiology Unit of RSIY PDHI. Based on all the tests of the collimation field conformity test
with the X-ray beam that have been carried out by the author, it can be stated that the X-ray plane collimator
exceeds the tolerance limit value set by several reference sources. The reference sources used by the author are
statements from Bushong (2016) [1], IAEA (2021) [2], and BAPETEN (2022) [3], which state the tolerance
limit value is 2% of the SID. Meanwhile, according to Kharita (2017) [4], the X-ray plane collimator is not
satisfactory because it exceeds the value of 2% of the SID.

Keywords: Hospital, quality control, radiation, collimation suitability test, sinar-X.

Pendahuluan

Quality Control (QC) merupakan bagian dari Quality Assurance (QA) yang digunakan dalam
pemantauan (atau pengujian) dan pemeliharaan elemen atau komponen teknis dari sistem pesawat
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sinar-X [5]. Salah satu contoh dari QC pada pesawat sinar-X adalah pengujian kesesuaian antara
lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguji
kesesuaian antara lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X yaitu menggunakan peralatan QC berupa
penggunaan alat X-ray light beam alignment and centering, dan menggunakan peralatan yang lebih
sederhana berupa penggunaan koin pada metode koin [2], dan penggunaan kawat berbentuk huruf L
pada metode kawat “L” [6].

Suatu instansi khususnya rumah sakit yang memiliki Instalasi Radiologi harus melakukan QC berupa
pengujian kesesuaian antara luas lapangan kolimasi dengan luas lapangan sinar-X pada kolimator
pesawat sinar-X dengan memperhatikan waktu frekuensi uji, dan nilai batas toleransi (Tabel 1).
Rumah Sakit Islam Yogyakarta (RSIY) PDHI merupakan salah satu rumah sakit yang ada di
Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang
kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien [7], setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk
memberi pelayanan kesehatan yang aman, dan bermutu. Sedangkan, mutu pelayanan dan keselamatan
pasien dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan QC yang memadai [8].

Tabel 1. Frekuensi uji dan nilai batas toleransi menurut beberapa sumber referensi

Sumber Referensi Frekuensi Uji Nilai Batas Toleransi
International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 .
(2023), pada Handbook of Basic Quality 3 -6 bulan +2% dari Source Image

Control Tests for Diagnostic Radiology [2]. Distance (SID)

Bushong, (2016), pada Workbook for
Radiologic Science for Technologists-E-
Book: Physics, Biology, and Protection (11
edition) [1]

Lampiran 1 Peraturan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 4 tahun

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Uji
Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi
Diagnostik dan Intervensional [3]
Kharita, M. H (2017), pada Evaluation of the

6 bulan +2 % dari SID

|AX]| < 2% SID,
IAY| < 2% SID

Quality Control Program for Diagnostic Bagus: <1 %
Radiography and Fluoroscopy Devices in - Memuaskan : (1-2) %
Syria during 2005-2013 di Iranian Journal of Tidak Memuaskan : > 2 %

Medical Physics [4].

Pelaksanaan QC berupa uji kesesuaian secara umum pada pesawat sinar-X Shanghai Guangzheng di
RSIY PDHI, terakhir kali dilakukan pada tanggal 09 Maret 2018. Berdasarkan sumber pada Tabel 1
uji kesesuaian kolimasi dengan berkas sinar-X dilakukan minimal 3 bulan sekali dan maksimal 4
tahun sekali, sementara di lapangan uji kesesuaian tersebut dilakukan sudah melebihi batas yang
dinyatakan yaitu sudah 5 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan berkas cahaya kolimator pada pesawat
sinar-X Shanghai Guangzheng di RSIY PDHI pada teknik uji kesesuaian lapangan kolimasi dengan
berkas sinar-X dengan menggunakan metode koin dan metode kawat “L”.

Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Karya
Tulis llmiah ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel tertentu terhadap bentuk dan ukuran berkas sinar-X yang dihasilkan pesawat sinar-X
Shanghai Guangzheng di RSIY PDHI.
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2) Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang pemeriksaan konvensional Unit Radiologi RSIY PDHI selama empat
bulan yaitu pada bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023.

2. Variabel Penelitian
1) Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam suatu penelitian.Variabel
terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil uji kolimasi pada pesawat sinar-X.

2) Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas lapangan kolimasi dengan ukuran 10
cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm. Peneliti akan memanipulasi variabel ini dengan cara
mengubah-ubah luas lapangan kolimasi yang digunakan pada setiap pengukuran hasil uji kolimasi
pesawat sinar-X untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat.

3) Variabel Kontrol

Peneliti harus memastikan bahwa variabel kontrol tidak berubah selama penelitian berlangsung, agar
dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dalam penelitian ini,
variabel kontrol yang digunakan adalah pesawat sinar-X, SID 100 cm, faktor eksposi (50 kV, 3 mAs),
arah sinar 0°, titik bidik pertengahan kaset, empat buah kawat berbentuk “L”, dan dua belas keping
uang logam 1000 rupiah.

3. Pelaksanaan Penelitian
1) Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pesawat sinar-X Shanghai Guangzheng spesifikasi
lebih lanjut sebagai berikut:

Gambar 1. Pesawat Sinar-X Shanghai Guangzheng

a. Jenis Pesawat : Radiografi Mobile
b. Tipe Tabung : XD4-2.9/100

c. No. Seri Tabung 10152

d. Tanggal kalibrasi : 09 Maret 2018

Bahan yang digunakan adalah kaset computed radiography (CR), imaging plate reader, penggaris
ukur, dua belas uang logam 1000 rupiah, kertas milimeter blok, empat buah kawat berbentuk “L”,
marker R, dan waterpass.
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2) Prosedur Penelitian dengan metode Koin pada Kolimator Pesawat Sinar-X Shanghai Guangzheng
di RSIY PDHI

a.

Q00 o

oo a

k.
l.

Pastikan bahwa permukaan meja pemeriksaan true horizontal dengan cara menggunakan alat
bantu yang disebut waterpass.

Kaset CR ukuran 35 x 43 cm diletakkan diatas meja pemeriksaan.

Posisikan tabung sinar-X tegak lurus terhadap meja pemeriksaan.

Atur SID setinggi 100 cm.

Luas lapangan kolimasi diatur dengan ukuran 10 cm x 10 cm pada pengujian pertama, diatur
dengan ukuran 15 cm x 15 cm pada pengujian kedua, dan diatur dengan ukuran 20 cm x 20
cm pada pengujian ketiga.

Pada setiap sisi lapangan letakkan dua koin 1000 rupiah secara sejajar di batas antara daerah
yang terkena cahaya kolimasi dengan daerah yang tidak terkena cahaya kolimasi. Lalu
letakkan masing-masing satu koin 1000 rupiah di setiap sudut cahaya kolimasi. Kemudian
letakan marker R di sisi kanan bawah kaset CR yang terkena cahaya kolimasi.

Atur faktor eksposi sebesar 50 kV, dan 3 mAs.

Pastikan tidak ada orang yang masih ada didalam ruangan, lalu lakukan exposure.

Kaset CR dimasukkan ke imaging plate reader agar memunculkan radiograf di komputer.
Lakukan pengukuran pada kedua belas koin 1000 rupiah terhadap uji kolimasi lapangan
kolimator dengan keluaran lapangan sinar-X pada radiograf yang telah muncul di komputer.

Catat hasil pengukuran.

Analisa data pengukuran

3) Prosedur Peneclitian dengan metode Kawat “L” pada Kolimator Pesawat Sinar-X Shanghai
Guangzheng di RSIY PDHI

a.

S@ ®oo0o

— X

>

Pastikan bahwa permukaan meja pemeriksaan true horizontal dengan cara menggunakan alat
bantu yang disebut waterpass.

Kaset CR ukuran 35 x 43 cm diletakkan diatas meja pemeriksaan.

Posisikan tabung sinar-X tegak lurus terhadap meja pemeriksaan.

Atur SID setinggi 100 cm.

Luas lapangan kolimasi diatur dengan ukuran 10 cm x 10 cm pada pengujian pertama, diatur
dengan ukuran 15 x 15 cm pada pengujian kedua, dan diatur dengan ukuran 20 cm x 20 cm
pada pengujian ketiga.

Keempat buah kawat “L” diletakkan pada setiap sudut dari lapangan kolimator, kemudian
letakkan marker R di sisi kanan bawah kaset CR yang terkena cahaya kolimasi.

Atur faktor eksposi sebesar 50 kV, dan 3 mAs.

Pastikan tidak ada orang yang masih ada didalam ruangan, lalu lakukan exposure.

Untuk memastikan visibilitas dari keempat kawat “L” [6], tanpa menyentuh kaset dan kawat
maka luas lapangan diperbesar sebesar 15 cm x 15 ¢cm pada pengujian pertama, diperbesar
sebesar 20 cm x 20 cm pada pengujian kedua, dan diperbesar sebesar 25 cm x 25 cm pada
pengujian ketiga.

Lakukan exposure yang kedua dengan faktor eksposi yang sama.

Kaset CR dimasukkan ke Imaging Plate Reader agar memunculkan radiograf di komputer.
Lakukan pengukuran pada kawat “L” terhadap uji kolimasi pada lapangan kolimator dengan
keluaran lapangan sinar-X pada radiograf yang telah muncul di komputer.

Catat hasil pengukuran.

Analisa data pengukuran

4, Analisis Data

o a0

Amati bentuk dari berkas sinar-X pada radiograf di layar monitor komputer.
Ukur masing-masing sumbu x,, x,, y,, dan ¥, untuk melihat ukuran dari berkas sinar-X

dibandingkan dengan lapangan kolimasi pada metode koin dan kawat "L".

Catat pengukuran pada tabel penyajian data

Cari deviasi dari Xrad dan Yrad.

Cari nilai |JAX] dan |AY].

Ubah nilai |[AX]| dan |[AY| kedalam bentuk persen lalu bandingkan hasil uji kolimasi dengan
sumber referensi di Tabel 1.
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5. Rumus Analisa Data

a. Rumus untuk mencari nilai Xrad, sebagai berikut:

Xrad = Xkol - (x,+x,)

b. Rumus untuk mencari nilai Yrad, sebagai berikut:
Yrad =Ykol - (y,+y,)

€. Rumus untuk mencari nilai |AX|, sebagai berikut:
|AX] = Xkol - Xrad

d. Rumus untuk mencari nilai [AY], sebagai berikut:
|AY| = Ykol - Yrad

e. Rumus untuk merubah sumbu |AX]| dan |AY| menjadi bentuk persen, sebagai berikut:
%SID sumbu [AX| = () x100 %
%SID sumbu |AY| = (22) x 100%

Keterangan

Xrad : Sumbu X pada luas lapangan sinar-X

Xkol : Sumbu X pada luas lapangan kolimasi

Yrad :Sumbu Y pada luas lapangan sinar-X

Ykol :Sumbu Y pada luas lapangan kolimasi

|AX]  : Nilai absolut dari pengurangan Xkol - Xrad

|AY|  : Nilai absolut dari pengurangan Ykol - Yrad

SID  :Jarak antara sumber sinar-X dan film atau detektor

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada teknik pengujian kesesuaian lapangan kolimasi
dengan berkas sinar-X pada pesawat sinar-X Shanghai Guangzheng dengan menggunakan metode
kawat “L” dan metode koin, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1) Metode Koin

Tabel 2. Tabel penyajian data radiograf metode koin

Iﬁg?:g;? Sumbu (cm) Toleransi Deviansi Deviasi (cm)
(cm) Xrad Yrad (SID 100 cm) IAX] IAY]
10 x10 7,63 3,47 <2cm 2,36 6,52
15x 15 12,57 8,28 <2cm 2,42 6,71
20x 20 17,73 13,89 <2cm 2,26 6,10

Metode koin merupakan sebuah metode pengujian kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-
X yang dilakukan menggunakan koin yang mempunyai bentuk, ukuran, dan ketebalan yang sama [2].
Penulis melakukan pengujian menggunakan metode ini dengan tiga variabel bebas yang berbeda,
yaitu luas lapangan kolimasi dengan ukuran 10 cm x 10 cm, 15 ¢cm x 15 ¢cm, 20 cm x 20 cm. Dalam
setiap pengujian dengan tiga variabel bebas tersebut dilakukan tiga kali percobaan. Hal ini dilakukan
agar hasil yang dilakukan lebih akurat, karena dapat mengurangi kesalahan penelitan yang disebabkan
oleh kurangnya presisi peletakan koin di setiap sudut dan sisi kolimasi yang dilakukan oleh penulis.
Selain itu, hal ini juga dilakukan karena batas tepi cahaya kolimasi pada pesawat sinar-X tersebut
kurang tegas.
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2) Metode Kawat “L” tanpa Double Exposure

Tabel 4. Tabel penyajian data radiograf metode kawat “L” tanpa double exposure

Lapgngap Sumbu (cm) Toleransi Deviansi Deviasi (cm)
K‘ZEHT)""S' Xrad Yrad (SID 100 cm) |AX| IAY]
10 x10 3,18 3,08 <2cm 6,81 6,91
15x 15 8,51 7.69 <2cm 6,48 7,30
20x 20 13,50 12,71 <2cm 6,49 7,28

Penulis melakukan pengujian tambahan pada kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X
dengan metode kawat “L” tanpa double exposure, selain karena berkas sinar-X pada eksposi tahap
satu tertindih dengan berkas sinar-X pada eksposi tahap dua. Hal ini karena pada metode kawat “L”
tanpa double exposure, visibilitas dari kawat “L” sudah terlihat dengan satu kali exposure. Pernyataan
tersebut dapat dibuktikan dengan melihat radiograf di metode kawat “L” tanpa double exposure.
Sebagai contoh pada Gambar 2, terlihat bahwa gambaran kawat “L” sudah terlihat di bagian radiograf
yang tidak terkena terlalu banyak sinar-X. Hal ini dapat dibandingkan dengan Gambar 3, tidak terlihat
berkas sinar-X pada eksposi tahap satu. Bukti ini mematahkan pernyataan Curry (1990) [6], yang
menyatakan bahwa eksposi tahap dua dilakukan dengan alasan agar memastikan visibilitas dari semua
kawat “L”. Namun yang terjadi adalah berkas sinar-X pada eksposi tahap satu tertindih dengan berkas
sinar-X pada eksposi tahap dua.

2005
LRGN

SAGam

Gambar 2. Radiograf metode kawat “L” (20x20) cm tanpa double exposure
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MO

Gambar 3. Radiograf metode kawat “L” (20x20) cm dengan double exposure

2. Pembahasan
1) Metode Koin

Pada metode koin dengan luas kolimasi sebesar 10 cm x 10 cm terjadi penyimpangan sumbu X
sebesar 2,36 % dan sumbu Y sebesar 6,52 %. Pada metode koin dengan luas kolimasi sebesar 15 cm X
15 cm terjadi penyimpangan sumbu X sebesar 2,42 % dan sumbu Y sebesar 6,71 %. Pada metode
koin dengan luas kolimasi sebesar 20 cm x 20 cm terjadi penyimpangan sumbu X sebesar 2,26 % dan
sumbu Y sebesar 6,10 %.

Berdasarkan penelitian uji kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X menggunakan metode
koin dengan lapangan kolimasi 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, dan 20 cm x 20 cm dapat dinyatakan
bahwa kolimator pesawat sinar-X tersebut melebihi nilai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh
beberapa sumber referensi. Sumber referensi yang digunakan oleh penulis adalah pernyataan dari
Bushong (2016) [1], IAEA (2023) [2], dan BAPETEN (2022) [3], yang menyatakan nilai batas
toleransinya sebesar 2% dari SID. Sedangkan menurut Kharita (2017) [4] kolimator pesawat sinar-X
tersebut tidak memuaskan karena melebihi nilai 2% dari SID.

Nilai ketidakpastian dari sumbu X pada metode koin adalah 2,32, dan nilai ketidakpastian dari sumbu
Y pada metode koin adalah 6,37. Hal ini didapatkan dari perhitungan berikut:

2 s Keterangan
Ax = EJNE X, — Qx)” Ax = Nilai ketidakpastian pada Sumbu X
N | N—-1 2 X; = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
5 5 Sumbu X
Ay = 1 3(7,04)" - (7.04) _ 939 Ay = Nilai ketidakpastian pada sumbu Y
3 3-1 ’ 2 ¥: = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
7 Sumbu Y
Ay = ij”z.ﬂ_ -Zw)? N = Jumlah pengukuran
. N N-—1
| 2 2
Ay 1 (3(1933)" —(19.33) 637
’ 3 N 3—1
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2) Metode Kawat “L” dengan Double Exposure

Pada metode kawat “L” dengan double exposure dengan luas kolimasi sebesar 10 cm x 10 cm terjadi
penyimpangan sumbu X sebesar 6,81 % dan sumbu Y sebesar 6,91 %. Pada metode kawat “L”
dengan double exposure dengan luas kolimasi sebesar 15 cm x 15 cm terjadi penyimpangan sumbu X
sebesar 6,48 % dan sumbu Y sebesar 7,30 %. Pada metode kawat “L” dengan double exposure dengan
luas kolimasi sebesar 20 cm x 20 cm terjadi penyimpangan sumbu X sebesar 6,49 % dan sumbu Y
sebesar 7,28 %.

Maka berdasarkan penelitian uji kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X menggunakan
metode kawat “L” dengan double exposure dapat dinyatakan bahwa kolimator pesawat sinar-X
tersebut melebihi nilai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh beberapa sumber referensi. Sumber
referensi yang digunakan oleh penulis adalah pernyataan dari Bushong (2016) [1], IAEA (2023) [2],
dan BAPETEN (2022) [3], yang menyatakan nilai batas toleransinya sebesar 2% dari SID. Sedangkan
menurut Kharita (2017) [4] kolimator pesawat sinar-X tersebut tidak memuaskan karena melebihi
nilai 2% dari SID.

Nilai ketidakpastian dari sumbu X pada metode kawat “L” dengan double exposure adalah 6,52, dan
nilai ketidakpastian dari sumbu Y pada metode kawat “L” dengan double exposure adalah 7,09. Hal
ini didapatkan dari perhitungan berikut:

1 [3(19,78)" — (19,78)° B

_EJNE’L'?— (Zx)? |

Ax =
N N—1 Ax = 5 31 6,52
2 Keterangan
< 2
Ay = EJNE._VI- —(Zw)° Ax = Nilai ketidakpastian pada Sumbu X
N . N-1 2 X; = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
2 5 Sumbu X
Ay =E 3(21’49) — [21’49) —=7.09 Ay = Nilai ketidakpastian pada sumbu Y
-3 \ 3-1 2 ¥: = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
Sumbu Y

N = Jumlah pengukuran

3) Metode Kawat “L” tanpa Double Exposure

Pada metode kawat “L” tanpa double exposure dengan luas kolimasi sebesar 10 cm x 10 cm terjadi
penyimpangan sumbu X sebesar 2,37 % dan sumbu Y sebesar 6,04 %. Pada metode kawat “L” tanpa
double exposure dengan luas kolimasi sebesar 15 cm x 15 cm terjadi penyimpangan sumbu X sebesar
2,18 % dan sumbu Y sebesar 6,68 %. Pada metode kawat “L” tanpa double exposure dengan luas
kolimasi sebesar 20 cm x 20 cm terjadi penyimpangan sumbu X sebesar 2,58 % dan sumbu Y sebesar
6,52 %.

Maka berdasarkan penelitian uji kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X menggunakan
metode kawat “L” tanpa double exposure dengan lapangan kolimasi 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm,
20 cm x 20 cm dapat dinyatakan bahwa kolimator pesawat sinar-X tersebut melebihi nilai batas
toleransi yang telah ditetapkan oleh beberapa sumber referensi. Sumber referensi yang digunakan oleh
penulis adalah pernyataan dari Bushong (2016) [1], IAEA (2023) [2], dan BAPETEN (2022) [3], yang
menyatakan nilai batas toleransinya sebesar 2% dari SID. Sedangkan menurut Kharita (2017) [4]
kolimator pesawat sinar-X tersebut tidak memuaskan karena melebihi nilai 2% dari SID.

Nilai ketidakpastian dari sumbu X pada metode kawat “L” tanpa double exposure adalah 2,35, dan

nilai ketidakpastian dari sumbu Y pada metode kawat “L” tanpa double exposure adalah 6,34. Hal ini
didapatkan dari perhitungan berikut:
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2 2 Keterangan
Ax =& J Nix, —(@x) AX = Nilai ketidakpastian pada Sumbu X
N | N-1 2 X; = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
5 5 Sumbu X
Ax = 1 3(7’13) _ (7'13) — 235 Ay = Nilai ketidakpastian pada sumbu Y
3 | 3—-1 2 ¥: = Jumlah keseluruhan hasil pengukuran pada
7 Sumbu Y
Ayt NZy —Ew)? N = Jumlah pengukuran
. N N -1
1 I3(19 24)" — (19,24)
Ay == - : = 6,34
’ 3 3—1
N
Kesimpulan

Berdasarkan semua pengujian uji kesesuaian lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X yang telah
dilakukan penulis, maka dapat dinyatakan bahwa kolimator pesawat sinar-X tersebut melebihi nilai
batas toleransi yang telah ditetapkan oleh beberapa sumber referensi. Sumber referensi yang
digunakan oleh penulis adalah pernyataan dari Bushong (2016) [1], IAEA (2023) [2], dan BAPETEN
(2022) [2], yang menyatakan nilai batas toleransinya sebesar 2% dari SID. Sedangkan menurut
Kharita (2017) [4] kolimator pesawat sinar-X tersebut tidak memuaskan karena melebihi nilai 2% dari
SID.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian pengaruh perubahan faktor eksposi terhadap Dose Area Product (DAP) pada
pemeriksaan abdomen menggunakan pesawat sinar-X di Sub Instalasi Radiologi RSUP Prof. Dr. 1.G.N.G.
Ngoerah Denpasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perubahan kV dan mAs terhadap DAP
pada pemeriksaan abdomen. Data penelitian merupakan data sekunder dari 40 pasien pada pemeriksaan
abdomen dengan pesawat sinar-X. Data pasien diperoleh dari aplikasi Si-INTAN, yang memang telah tersedia
dan telah diterapkan di Instalasi Radiologi RSUP Prof. Dr. .G.N.G. Ngoerah Denpasar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, semakin tinggi nilai kV dan mAs maka nilai DAP yang diperoleh juga semakin
meningkat.

Kata Kunci: Sinar-X, DAP, kV, mAs, dan Abdomen
Abstract

A study has been carried out on the effect of changes in exposure factors on Dose Area Product (DAP) on
abdominal examination using an X-ray machine at the Radiology Sub-Installation of Prof. RSUP. Dr. I.G.N.G.
Njoerah Denpasar. The purpose of this study was to determine the effect of changes in kV and mAs on DAP on
abdominal examination. The research data is secondary data from 40 patients on abdominal examination with
X-ray machine. Patient data was obtained from the Si-INTAN application, which is already available and has
been implemented in the Radiology Installation of Prof. Dr. I.G.N.G. Njoerah Denpasar. The results showed
that the higher the kV and mAs values, the DAP values obtained also increased.

Keywords: Sinar-X, DAP, kV, mAs, and Abdomen

Pendahuluan

Pemanfaatan terhadap sinar-X pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari
Jerman Bernama Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Sinar—X merupakan gelombang
elektromagnetik dan memiliki panjang gelombang yang pendek sehingga mampu menembus benda
termasuk tubuh manusia. Pemanfaatan sinar-X dibidang kedokteran sering dikenal dengan sebutan
penyinaran medis yaitu penyinaran yang akan diterima oleh pasien baik untuk keperluan terapi
ataupun diagnosis yang didasarkan atas permintaan praktisi medis [1]. Penggunaan sinar-X sebagai
sarana pemeriksaan medis sangat dibutuhkan untuk mendeteksi penyakit dan pengobatan.
Pemanfaatan sinar-X untuk keperluan diagnosa lebih sering ditemukan dari pada untuk kepentingan
terapi. Diagnosa dengan menggunakan sinar-X berupa citra yang dapat memberikan informasi
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mengenai anatomi dan fisiologi dari pasien. Citra terbentuk karena adanya perbedaan intensitas sinar-
X yang mengenai permukaan film setelah terjadi penyerapan sebagian sinar-X oleh bagian tubuh
manusia. Semakin baik citra yang dihasilkan, maka akan semakin akurat diagnosa mengenai kondisi
medis pasien.

Penulisan tentang pengaruh tegangan pada pesawat sinar-X telah dilakukan pada tahun 2011 oleh
Sujatno, dkk dengan judul Analisa Tegangan Tinggi Pada Pesawat Sinar-X [6]. Adapun hasil dari
penelitian tersebut adalah pemakaian daya dari pesawat sebagian besar digunakan untuk
pembangkitan tegangan tinggi yang korelasi dengan kekuatan daya tembus sinar-X. Selanjutnya
penelitian lainnya juga telah dilakukan pada tahun 2000 oleh Siti dengan judul Pengaruh Peningkatan
Tegangan Tabung Sinar-X Terhadap Kontras Radiografi dan Laju Dosis Radiasi [4]. Adapun hasil dari
penelitian tersebut adalah peningkatan tegangan tabung sinar-X menghasilkan densitas optik yang
semakin tinggi dan menurunkan kontras radiografinya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil citra adalah ketebalan dari objek yang akan diberikan
penyinaran sinar-X, lamanya penyinaran, tegangan pada tabung pesawat sinar-X dan besarnya kuat
arus yang diberikan pada tabung sinar-X. Pengaturan tegangan dalam pembuatan citra merupakan
salah satu bagian dari faktor eksposi. Faktor eksposi mempengaruhi dan menentukan kualitas dan
kuantitas radiasi sinar-X yang dibutuhkan dalam radiografi. Faktor eksposi tersebut dapat
mempengaruhi dosis radiasi yang diterima oleh pasien melalui parameter yang sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan tanpa kehilangan kualitas citra. Kuat arus waktu (mAs) adalah fluks foton yang
merupakan produk dari arus tabung (milliampere) dan waktu pemindaian (second). Dosis radiasi
berbanding lurus dengan mA, jika parameter lain tidak ada perubahan dalam pengaturan. Oleh karena
itu, jika parameter lain tetap konstan, dosis radiasi dapat berkurang dengan cara menurunkan arus
tabung (mA) atau mengurangi waktu rotasi tabung sinar-X [3]. Pengurangan milliampere-second
menjadi setengah awal untuk menurunkan dosis dan noise sebesar 50% [8].

Sinar-X merupakan suatu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang sangat
pendek berkisar antara 0,01-10 nanometer. Pembangkit sinar-X berupa tabung hampa udara yang di
dalamnya terdapat filamen yang juga sebagai katoda dan terdapat komponen anoda. Jika filamen
dipanaskan maka akan keluar elektron dan apabila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang
tinggi, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Dengan percepatan elektron tersebut maka akan
terjadi tumbukan tak kenyal sempurna antara elektron dengan anoda, akibatnya terjadi pancaran
radiasi sinar-X [7].

Pesawat sinar-X atau yang dikenal dengan pesawat rontgen merupakan suatu alat yang digunakan
untuk diagnosa medis dengan memanfaatkan berkas radiasi sinar-X. Sinar-X dipancarkan dari tabung
diarahkan ke bagian tubuh yang akan di diagnosa. Berkas dari sinar-X akan menembus tubuh
kemudian akan ditangkap oleh film, sehingga akan terbentuk gambar atau citra dari bagian tubuh yang
telah disinari. Sebelum pengoperasian dilakukan perlu dilakukan setting beberapa parameter yaitu
tegangan, arus tabung, dan waktu paparan. Selanjutnya dapat ditentukan nilai Dose Area Product
(DAP), sebagai output radiasi di udara.

DAP secara sederhana merupakan hasil perkalian kerma udara (Gy) dengan luas area penyinaran
sinar-X (cm?). DAP = K x A4, Nilai dari K diukur dalam udara bebas (tanpa radiasi hambur) dengan
resultan DAP yang independent terhadap lokasi pengukuran [2]. Beberapa pengukuran dosimetri
lainnya seperti entrance surface dose (ESD) dapat diestimasi melalui pengukuran DAP dan kalkulasi
faktor konversinya, sehingga kemudian dosis efektif pada pemeriksaan radiodiagnostik dapat
ditentukan [5].

Metode
Dalam penelitian ini, model pesawat sinar-X yang digunakan adalah merk Philips tipe
DigitalDiagnost 4 High Perfomance yang memiliki nomor seri 20000336 di Instalasi Radiologi RSUP

Prof. Dr. .G.N.G. Ngoerah Denpasar. Data penelitian menggunakan data sekunder dari 40 pasien pada
pemeriksaan abdomen, data diperoleh dari aplikasi si-INTAN. Setelah nilai DAP diperoleh, dilakukan
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pengelompokan data berdasarkan nilai rentang arus waktu (mAs). Hal tersebut dilakukan pada

pemeriksaan abdomen dengan tegangan 70 kV dan 77 kV.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data pemeriksaan pesawat sinar-X abdomen, hasil yang diperoleh kemudian
dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan besar nilai kV yang digunakan. Berikut merupakan data hasil
pemeriksaan abdomen pasien dengan besar tegangan 70 kV yang ditunjukkan pada Tabel 5.1 dan data

pasien dengan besar tegangan 77 kV diperlihatkan pada Tabel 5.2

Tabel 1. Data pengamatan pada tegangan 70 kV

No Umur Jenis Kelamin  Tegangan  Arus Waktu DAP
(L/P) (kV) (mAs) (MmGy.cm?)
1 2 P 70 6,3 76,7
2 3 P 70 6,6 109,6
3 5 L 70 6,3 288,9
4 6 P 70 6,5 102,6
5 18 P 70 12,9 1068,1
6 25 L 70 8,1 226,6
7 30 P 70 13 865,1
8 33 L 70 12,1 994
9 73 P 70 12,9 882,8
10 38 P 70 13 981,6
11 43 L 70 13 1043,3
12 72 P 70 13 852
13 47 L 70 14,9 483,6
14 49 L 70 13 11174
15 50 L 70 12,9 895,2
16 52 P 70 24 924,2
17 53 P 70 20,4 1249,5
18 55 L 70 31,3 847,6
19 56 P 70 13 1000,1
20 77 L 70 12,8 937,2
Tabel 2. Data pengamatan pada tegangan 77 kV
No. Umur Jenis Kelamin  Tegangan  Arus Waktu DAP
(L/P) (kV) (mAs) (mGy.cm?)
1 9 L 77 10,4 751,9
2 10 L 77 2,1 47,4
3 19 P 77 25,4 3193
4 21 P 77 10,4 1127,9
5 24 L 77 13 1335,3
6 26 L 77 12 391,2
7 27 P 77 6,7 251,6
8 31 P 77 3,8 116,3
9 32 L 77 25,3 3118,4
10 34 L 77 25,3 2596,2
11 36 L 77 19,6 2291,9
12 41 L 77 11,3 354,5
13 43 P 77 24,9 802,5
14 45 L 77 4,8 178,5
15 50 L 77 25,3 2223,2
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16 51 P 77 16,2 1193,7
17 52 P 77 2 2717
18 53 L 77 20,5 799,6
19 54 L 77 23,2 1283,4
20 55 L 77 13 1156,3

Kemudian, data tersebut dikelompokkan menjadi 3 pembagian rentang mAs yaitu 5-10 mAs, 11-16
mAs dan diatas 16 mAs. Nilai DAP dari rentang mAs tersebut kemudian dirata-ratakan untuk dilihat
bagaimana pengaruh mAs dan kV terhadap nilai DAP. Hasil pengelompokkan dan rata-rata
diperlihatkan pada Tabel 5.3 untuk 70 kV dan Tabel 5.4 untuk 77 kV serta grafik variasi rentang mAs
dengan rata-rata DAP ditunjukkan pada Gambar 5.1.

Tabel 3. Pengelompokkan data pada tegangan 70 kV

No Arus Waktu (mAs) Jumlah Pasien DAP (mGy.cm?)
1 5 mAs - 10 mAs 5 160,88

11 mAs - 16 mAs 12 926,7
3 > 16 mAS 3 1007,1

Tabel 4. Pengelompokkan data pada tegangan 77 kV

No Arus Waktu (mAs) Jumlah Pasien DAP (mGy.cm?)
1 5 mAs - 10 mAs 6 221,22
2 11 mAs - 16 mAs 5 945,18
3 > 16 mAs 9 1944,66
2000
1800
1600
&é" 1400
9 1200
&
E 1000 M Rata-Rata
& 800 DAP 70 kV
o 600 B Rata-Rata
400 DAP 77 kV
200
0 _
5mAs-10 mAs 11 mAs-16 mAs > 16 mAs
Arus waktu (mAs)

Gambar 1. Grafik variasi rentang mAs dengan rata-rata DAP

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa, nilai DAP tertinggi terjadi pada pasien dengan pemeriksaan
pada tegangan 70 kV dan arus waktu di atas 16 mAs yaitu sebesar 1007,1 mGy.cm?. Sedangkan, nilai
DAP terkecil terjadi pada tagangan 70 kV dan rentang arus waktu 5-10 mAs yaitu sebesar 160,88
mGy.cm?. Pada pemeriksaan dengan tegangan 70 KV, terlihat semakin naik nilai mAs maka nilai DAP
semakin meningkat.

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa, nilai DAP tertinggi terjadi pada pasien dengan pemeriksaan
pada tegangan 77 kV dan arus waktu di atas 16 mAs vyaitu sebesar 1944, 66 mGy.cm?. Sedangkan,
nilai DAP terkecil terdapat pada tegangan 77 kV dan arus waktu rentang 5-10 mAs yaitu sebesar
221,22 mGy.cm?. Pada pemeriksaan dengan 77 kV, terlihat semakin naik nilai mAs maka nilai DAP
semakin meningkat.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor eksposi berpengaruh terhadap
nilai DAP yang dimana pada tegangan 70 kV dan 77 kV nilai DAP semakin naik dengan
meningkatnya nilai mAs.
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Abstrak

Setiap penggunaan pesawat sinar-x harus memenuhi semua persyaratan keselamatan radiasi. Penggunaan
pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat, mencakup 36 unit pesawat pada 12 rumah sakit
pada tahun 2022. Namun demikian, belum ada kajian yang memetakan tingkat kepatuhan pemenuhan
persyaratan keselamatan radiasi sebagai dasar perumusan kebijakan pengawasan secara makro. Kajian pemetaan
tingkat kepatuhan persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi
Barat telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan inspeksi. Kajian dilakukan melalui observasi
dan wawancara langsung di lapangan dengan tujuan memetakan tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi
alternatif strategi untuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Delapan dari 12 rumah sakit
turut terlibat sebagai obyek kajian. Berdasarkan 7 parameter persyaratan yang ditelaah, diperoleh data tingkat
kepatuhan perizinan 53,75%, SDM 75%, pemantauan dosis 72,5%, pemantauan kesehatan 76,25%, peralatan
92,5%, pemantauan radiasi 80%, serta dokumen dan rekaman 67,5%. Rerata tingkat kepatuhan mencapai
70,38%, dengan tingkat kepatuhan tertinggi berkaitan dengan peralatan, dan kepatuhan terendah berkenaan
dengan perizinan. Kebijakan pengawasan BAPETEN di wilayah Sulawesi Barat ke depan harus menitikberatkan
kepada langkah-langkah pembinaan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi informasi,
seminar, workshop dan cara lain secara lebih intensif untuk mendorong peningkatan kepatuhan persyaratan
keselamatan radiasi dari sisi perizinan. Dalam hal tertentu, pendekatan penegakan hukum mungkin diperlukan
untuk mendorong setiap penggunaan pesawat sinar-x memenuhi aspek legalitas. Dengan pemenuhan aspek
legalitas dan aspek persyaratan teknis, keselamatan bagi pasien, pekerja, anggota masyarakat, dan kelestarian
lingkungan hidup dalam penggunaan pesawat sinar-x akan dapat tercapai.

Kata Kunci: penggunaan pesawat sinar-X, tingkat kepatuhan, keselamatan radiasi, perizinan
Abstract

Any use of the x-ray machine must comply with all radiation safety requirements. The use of x-ray machines in
West Sulawesi Province continues to increase, covering 36 units in 12 hospitals in 2022. However, there has
been no study that has mapped the level of compliance with radiation safety requirements as the basis for
formulating macro surveillance policies. The mapping study of the level of compliance with radiation safety
requirements in the use of x-ray machine in West Sulawesi Province has been carried out in an integrated
manner with inspections. The study was carried out through direct observation and interviews in the field with
the aim of mapping compliance levels and identifying alternative strategies for increasing compliance with laws
and regulations. Eight out of 12 hospitals were involved as objects of study. Based on the 7 requirements
parameters reviewed, obtained data on licensing compliance rates of 53.75%, HR 75%, dose monitoring 72.5%,
health monitoring 76.25%, equipment 92.5%, radiation monitoring 80%, and documents and records 67.5%.
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The average level of compliance reached 70.38%, with the highest level of compliance related to equipment and
the lowest compliance with licensing. BAPETEN's supervisory policy in the West Sulawesi region in the future
must focus on coaching steps through socialization activities, technical guidance, information dissemination,
seminars, workshops and other methods more intensively to encourage increased compliance with radiation
safety requirements from the licensing side. In certain cases, a law enforcement approach may be needed to
encourage any use of x-ray machines to comply with legal aspects. By fulfilling legal aspects and technical
requirements aspects, safety for patients, workers, community members, and environmental sustainability in the
use of x-ray equipment can be achieved.

Keywords: X-ray utilization, compliance level, radiation safety, license

Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat [1]. Daerah
seluas + 16.787,19 km? sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pemekaran
Provinsi Sulawesi Barat telah mendorong peningkatan pembangunan di berbagai bidang, termasuk di
bidang kesehatan. Salah satu layanan kesehatan yang turut berkembang dalam rangka mendorong
peningkatan taraf kesehatan masyarakat adalah penggunaan pesawat sinar-x untuk mendukung
pelaksanaan diagnostik suatu penyakit. Data perizinan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada 12 (dua belas) rumah sakit pemerintah
ataupun swasta yang beroperasi di Sulawesi Barat, terdapat 36 (tiga puluh enam) unit pesawat sinar-x

2].

Di samping memiliki manfaat yang sangat besar, sinar-x yang merupakan suatu radiasi pengion, juga
memiliki potensi bahaya radiasi yang harus dikendalikan atau ditangani dengan baik. Penggunaan
atau pengoperasian pesawat sinar-x sebagai bagian dari pemanfaatan tenaga nuklir menuntut
pemenuhan persyaratan kesalamatan radiasi guna menjamin keselamatan bagi pekerja, anggota
masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan
pesawat sinar-x sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif [3], Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir [4], Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [5] , serta
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan
Pesawat Sinar-X dan Radiologi Intervensional [6], Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran [7], dan Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran [8] mencakup 7 (tujuh)
parameter keselamatan terdiri atas: pemenuhan izin (aspek legalitas), kecukupan dan kecakapan
personil, peralatan pendukung, pemantauan dosis, pemantauan kesehatan, pemantauan radiasi, serta
aspek dokumen dan rekaman. Ketujuh parameter tersebut menjadi fokus telaah inspeksi yang
diformulasikan sebagai Indikator Keselamatan Kerja (IKK) dalam setiap penggunaan sumber radiasi
pengion.

Kepatuhan terhadap pemenuhan semua parameter persyaratan keselamatan mutlak diperlukan untuk
mencapai keselamatan radiasi, menghindari insiden atau kecelakaan radiasi, hingga meminimalisasi
semua potensi bahaya radiasi yang mungkin timbul. Berkenaan dengan terus meningkatnya
penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat, belum pernah dilakukan kajian dalam rangka
memetakan tingkat kepatuhan para pengguna atau pemegang izin terhadap persyaratan keselamatan
radiasi yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian perlu dilakukan sebuah kajian mengenai tingkat
kepatuhan penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat.

Kajian pemetaan pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-x di
Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. memetakan tingkat kepatuhan pengguna terhadap persyaratan keselamatan radiasi;
b. mengidentifikasi persyaratan keselamatan radiasi yang harus mendapatkan perhatian khusus; dan
¢. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi strategi pengawasan yang tepat untuk meningkat-
kan tingkat kepatuhan dari para pengguna.
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Untuk lebih mempertajam pembahasan dan analisis, kajian pemetaan pemenuhan persyaratan
keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat ini difokuskan
hanya memetakan kondisi pada Tahun Anggaran 2022 pada 8 (delapan) dari 12 (dua belas) rumah
sakit yang mengoperasikan pesawat sinar-x.

Pokok Bahasan

Setiap penggunaan pesawat sinar-x sebagai bagian dari pemanfaatan tenaga nuklir harus memenuhi
semua aspek persyaratan keselamatan radiasi. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan
keselamatan radiasi diterapkan dengan baik di lapangan, BAPETEN melaksanakan kegiatan inspeksi.
Dari sekian persyaratan keselamatan radiasi, untuk keperluan pelaksanaan inspeksi dipilih 7 (tujuh)
persyaratan utama, meliputi: aspek perizinan, personel atau Sumber Daya Manusia (SDM),
pemantauan dosis, pemantauan kesehatan, peralatan proteksi radiasi, pelaksanaan pemantauan radiasi,
serta aspek rekaman dan dokumentasi. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, ketujuh
persyaratan utama di atas diberi bobot penilaian, masing-masing secara berurutan: 30%, 25%, 10%,
10%. 10%, 10%, dan 5% [9]. Mengacu kriteria skala Likert, tingkat kepatuhan dalam penelitian ini
dibedakan ke dalam 4 tingkatan, masing-masing sangat tidak patuh (0 — 30%), tidak patuh (31 —
59%), patuh (60 — 79%), dan sangat patuh (80 — 100%).

Metodologi

Untuk melaksanakan kegiatan secara sistematis, terarah, dan efisien, kajian pemetaan pemenuhan
persyaratan keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat
dilakukan dengan tahapan metodologi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

Identifikasi masalah

Y

Pendalaman data pengguna — + — — Data B@lis

\ 4

Penentuan sampel rumah sakit

\ 4

Observasi + Wawancara P — Form inspeksi (FIHI)

v ﬂ’arameter: \
1.

Analisis Aspek perizinan

2. Personel (SDM)
3. Pemantauan dosis
4. Pemantauan

- - Kesehatan
Pemetaan tingkat kepatuhan Rekomendasi strategi 5. Peralatan

persyaratan keselamatan radiasi kebijakan pengawasan 6. Pemantauan radiasi
7. Dokumen dan
rekaman

—>| Kesimpulan |<— K J

Gambar 1. Metodologi penelitian dalam rangka pemetaan pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi

\ 4 \4

Pelaksanaan kajian dimulai dengan identifikasi permasalahan berkaitan dengan masih banyaknya
temuan hasil pelaksanaan inspeksi. Pendalaman lebih detail dan terperinci terhadap data perizinan
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dilakukan melalui database pada sistem b@lis infara BAPETEN. Penentuan rumah sakit sebagai
obyek kajian diselaraskan dan sekaligus diintegrasikan dengan perencanaan inspeksi di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan penggalian data dan informasi parameter kepatuhan persyaratan keselamatan
radiasi digunakan Form Isian Hasil Inspeksi (FIHI) untuk memandu dan merekam proses observasi
serta wawancara dengan berbagai personil di lapangan, baik yang berkaitan secara langsung maupun
tidak langsung dengan penggunaan atau pengoperasian pesawat sinar-X di suatu rumah sakit. Secara
umum terdapat tujuh parameter keselamatan yang dikonfirmasikan, meliputi aspek perizinan,
kecukupan dan kecakapan personil, pemantauan dosis, pemantauan kesehatan, kecukupan peralatan
proteksi radiasi, pemantauan radiasi, serta dokumen dan rekaman.

Data dan informasi yang terhimpun kemudian diolah dan dianalisis. Dari proses analisis selanjutnya
dipetakan tingkat kepatuhan pemenuhan persyaratan keselamatan berdasarkan tujuh parameter
keselamatan yang diamati. Di antara tujuh parameter dapat dicermati parameter apa yang sekiranya
memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah. Parameter inilah yang menentukan rekomendasi
strategi pengawasan seperti apakah yang paling tepat dilaksanakan oleh BAPETEN khusus dalam
penggunaan pesawat sinar-x di Provinsi Sulawesi Barat guna mendorong atau meningkatkan
kepatuhan pengguna.

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data dan informasi yang terhimpun, diolah, dan dianalisis dapat tersaji peta tingkat
kepatuhan, aspek persyaratan yang harus mendapatkan perhatian khusus, serta rekomendasi strategi
pengawasan yang ke depan harus diterapkan. Masing-masing poin dibahas secara lebih terperinci
sebagai berikut:

Peta Tingkat Kepatuhan

Data dan informasi kepatuhan pada 8 rumah sakit yang diteliti untuk setiap aspek persyaratan
keselamatan radiasi diperlihatkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Peta tingkat kepatuhan pengguna terhadap tujuh parameter keselamatan radiasi
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Sebagaimana tertampil pada Gambar 2, Rumah Sakit A merupakan rumah sakit dengan tingkat
kepatuhan terendah (sangat tidak patuh dengan rerata skor 17,5). Peralatan pesawat sinar-x pada
rumah sakit tersebut izinnya sudah kadaluarsa, pemantauan dosis, kesehatan, dan paparan radiasi tidak
lagi dilakukan, serta dokumen dan rekaman tidak lengkap. Dua parameter persyaratan keselamatan
radiasi yang memiliki nilai baik berkenaan dengan kualifikasi dan kompetensi personel, dan
keberadaan peralatan yang masih baik. Dari pendalaman wawancara yang dilakukan terhadap dokter
spesialis dan pekerja radiasi yang ada terungkap bahwa peralatan pesawat sinar-x yang ada bukan
merupakan milik rumah sakit. Pihak rumah sakit hanya menyewa kepada pihak ke tiga melalui
perjanjian kontrak kerja. Sehubungan dengan sepinya layanan pasien dan dampak pandemi covid-19,
perjanjian kontrak tersebut tidak akan diperpanjang lagi. Peralatan tidak akan dioperasikan dan akan
dikembalikan kepada pihak pemilik.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, pihak rumah sakit tidak lagi mengajukan
perpanjangan izin yang sudah kadaluarsa. Namun demikian, dari rekaman logbook pengoperasian alat
dan data pasien, terindikasi peralatan sinar-x masih beberapa kali dioperasikan untuk melayani pasien.
Terkait hal ini, BAPETEN memberikan larangan pengoperasian peralatan sumber radiasi pengion di
rumah sakit tersebut. Berkenaan dengan perlu tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum terhadap
pengoperasian pesawat sinar-x yang izinnya sudah kadaluarsa, BAPETEN memandang tidak perlu
melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan catatan alat tidak lagi dioperasikan dan segera
dikembalikan kepada pemiliknya.

Hal yang sedikit lebih baik, namun masih tergolong pada rentang nilai tidak patuh, diperlihakan pada
data dan informasi untuk Rumah Sakit F. Dari sekian peralatan pesawat sinar-x yang ada pada rumah
sakit tersebut tidak lagi memiliki izin. Terkait kualifikasi, kompetensi, dan kecukupan personel
menjadi catatan tersendiri. Salah satu sebab utama kondisi di Rumah Sakit F seperti ini dikarenakan
efek kerusakan gedung beserta alat dan peralatan medis yang disebabkan kejadian gempa dahsyat
pada beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian perwakilan manajemen dan jajaran personel yang
terkait menyampaikan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang ada.

Untuk rumah sakit dengan rerata skor kepatuhan paling tinggi, Gambar 2 memperlihatkan Rumah
Sakit C memiliki nilai 89,5 (sangat patuh). Nilai aspek persyaratan terendah terkait dengan dokumen
dan rekaman dengan nilai 3,5 pada skala 5 (skor 70). Skor yang sama juga didapatkan untuk aspek
persyaratan pemantauan dosis, kesehatan, dan paparan radiasi. Secara umum, pemenuhan persyaratan
keselamatan radiasi pada Rumah Sakit C tinggal dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut untuk
mencapai nilai maksimum. Secara umum untuk beberapa rumah sakit yang lain memiliki tingkat
kepatuhan dari nilai 76 — 85 ( patuh hingga sangat patuh).

Aspek Persyaratan yang Harus Mendapatkan Perhatian Khusus

Pencermatan terhadap data dan informasi yang tersaji pada Gambar 2 kali ini difokuskan pada ketujuh
aspek parameter persyaratan keselamatan radiasi. Masing-masing nilai yang diperoleh oleh setiap
rumah sakit dijumlahkan, direratakan, untuk kemudian dianalisis. Rerata capaian skor untuk setiap
parameter keselamatan radiasi ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman nilai rerata tingkat kepatuhan pengguna terhadap tujuh parameter keselamatan radiasi

No. Pemenuhan persyaratan keselamatan Persentase Kriteria
radiasi Kepatuhan
1.  Legalitas (pemenuhan izin) 53,75% Tidak patuh
2. Jumlah dan kompetensi personil 75,00% Patuh
3. Pemantauan dosis 72,50% Patuh
4, Pemantauan kesehatan 76,25% Patuh
5. Kecukupan peralatan 92,50% Sangat patuh
6. Pemantauan radiasi 80,00% Sangat patuh
7. Dokumen dan rekaman 67,50% Patuh
Rerata tingkat kepatuhan 73,93% Patuh

Tabel 1 memberikan informasi bahwa tingkat persentasi kepatuhan berada di rentang 53,75% -
92,50%. Persentasi kepatuhan tertinggi berkaitan dengan aspek kecukupan peralatan (92,50%, sangat
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patuh), terendah berkaitan dengan aspek legalitas pemenuhan izin (53,75%, tidak patuh), dengan
rerata tingkat kepatuhan sebesar 73,93% (patuh).

Data dan informasi pada Tabel 1 yang paling menonjol adalah presentasi kepatuhan untuk aspek
legalitas pemenuhan izin (53,75%). Parameter ini menjadi sangat menarik dan penting untuk
dianalisis lebih lanjut. Dari pedoman penilaian tingkat kepatuhan pengguna sumber radiasi pengion
melalui pelaksanaan inspeksi, aspek legalitas pemenuhan izin (ada-tidaknya izin, izin baru dalam
proses pengajuan, izin lama dalam proses pengajuan perpanjangan, hingga izin yang sudah tidak
berlaku dan tidak ada proses pengajuan perpanjangan izin) merupakan parameter dengan bobot
penilaian yang paling besar (maksimum 30). Permasalahan yang menyangkut aspek ini menjadi
sangat menentukan, dalam arti memberikan bobot penilaian yang terbesar. Jika suatu penggunaan
pesawat sinar-x sama sekali tidak memiliki izin, atau izin sudah kadaluarsa dan tidak mengajukan
proses perpanjangan izin, dapat dipastikan nilai tingkat kepatuhan secara keseluruhan akan turun
secara drastis.

Di sisi lain, izin merupakan legalitas pemberian kewenangan kepada pemegang izin untuk
menggunakan atau mengoperasikan pesawat sinar-x dari BAPETEN. Hal tersebut merujuk secara
langsung ke Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran [10]
sebagaimana telah diubah di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang [11]: Setiap kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban izin sebagaimana disebutkan di atas dapat
berimplikasi kepada diberikannya sanksi pidana, baik berupa denda uang maupun hukuman kurungan
penjara. Dalam Pasal 43 Undang-undang Ketenaganukliran diatur: Barangsiapa melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian permasalahan
ketiadaan izin merupakan masalah serius yang juga harus menjadi perhatian khusus.

Rekomendasi Strategi Pengawasan

Permasalahan ketiadaan izin dalam pemanfaatan tenaga nuklir, termasuk dalam penggunaan pesawat
sinar-x telah menjadi perhatian yang serius bagi BAPETEN. Kebijakan penegakan hukum dalam
rangka mendorong setiap pengguna memiliki legalitas izin telah digaungkan lebih dari satu dekade
yang lalu. Dalam rangka hal tersebut, BAPETEN telah menjalin kerja sama dengan beberapa institusi
penegakan hukum terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama dalam rangka koordinasi,
saling tukar informasi, dan peningkatan kapasitas personel penegak hukum terkait pemidanaan
pelanggaran ketenaganukliran terus dilakukan hingga saat ini. Beberapa proses penegakan hukum
berkenaan dengan ketiadaan izin pemanfaatan telah dilakukan, bahkan beberapa perkara sudah
mendapatkan putusan final pengadilan dan pihak pelanggar telah dijatuhi hukuman pidana berupa
denda (meskipun belum sampai kepada denda maksimum). Penegakan hukum hanya menjadi salah
satu strategi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pengguna.

Seiring dengan pemberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [12],
pemerintah berkeinginan mendorong peningkatan investasi guna menumbuhkembangkan berbagai
peluang usaha dalam rangka perluasan peluang dan lapangan kerja. Beberapa strategi utama
pemerintah untuk mendukung hal tersebut adalah dengan penyederhanaan peraturan, sistem perizinan,
dan pengawasan. Persyaratan izin ditinjau ulang, alur proses perizinan dipangkas, dan layanan
perizinan dipermudah. Hal ini juga berlaku di bidang ketenaganukliran. Berkenaan dengan kegiatan
usaha yang belum memiliki izin, pemerintah lebih mendorong upaya pembinaan dan upaya lain alih-
alih melakukan penegakan hukum.

Berkaitan dengan hasil pemetaan tingkat kepatuhan pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi di
Provinsi Sulawesi Barat, BAPETEN harus memikirkan upaya dan strategi pengawasan yang tepat
sebelum melaksanakan penegakan hukum. Beberapa pilihan strategi yang harus diterapkan oleh
BAPETEN, meliputi antara lain: deregulasi peraturan perundangan, pembaruan sistem perizinan,
optimalisasi pelaksanaan inspeksi, hingga peningkatan upaya komunikasi dan koordinasi dengan
semua pemangku kepentingan terkait melalui kegiatan konsultasi publik, pembinaan, sosialisasi
bimbingan teknis, workshop, Focus Group Disscussion (FGD) dan upaya lain yang lebih intensif.
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Gambar 3 memberikan gambaran umum beberapa langkah dan strategi pengawasan yang harus
dilakukan.

Untuk kasus studi di Provinsi Sulawesi Barat, pengguna pesawat sinar-x yang belum memiliki izin
harus didorong untuk memiliki izin. Segala hambatan dan kekurangan persyaratan sedapat mungkin
harus dibantu, dipandu, bahkan difasilitasi dengan baik. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan dalam
rangka peningkatan pengetahuan para pemangku kepentingan terkait, terutama pemegang izin,
Petugas Proteksi Radiasi dan pekerja radiasi mengenai sistem pengawasan dan persyaratan
keselamatan radiasi harus terus ditingkatkan.
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Gambar 3. Strategi pengawasan dalam rangka peningkata kepatuhan persyaratan keselamatan radiasi

Dari sisi frekuensi, intensitas, dan keterjangkauan pelaksanaan konsultasi publik, pembinaan,
sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, maupun FGD di Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan
masih sangat jarang. Beberapa kegiatan di atas umumnya baru menjangkau Provinsi Sulawesi Selatan
dan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan BAPETEN, pada umumnya
peserta dari Provinsi Sulawesi Barat bergabung ke Makassar ataupun Manado. Kegiatan komunikasi
dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya baru
berkaitan dengan keberadaan radioaktivitas alam di daerah Mamuju yang tinggi.

Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik, pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, maupun
FGD secara tatap muka langsung tentu menghadapi beberapa kendala berkaitan dengan keterbatasan
anggaran ataupun sumber daya lain. Namun demikian, upaya komunikasi dan koordinasi dengan
pemangku kepentingan dapat dioptimalkan dengan penggunaan berbagai aplikasi internet, seperti
zoom meeting dan youtube. Dengan demikian tidak ada lagi pemangku kepentingan yang tidak
terjangkau sama sekali olen BAPETEN.

Kesimpulan

Penggunaan pesawat sinar-x untuk tujuan medik sebagai bagian dari pemanfaatan tenaga nuklir di
Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Secara umum, tingkat
persentasi kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan radiasi di provinsi tersebut berada di rentang
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53,75% - 92,50%. Persentasi kepatuhan tertinggi berkaitan dengan aspek kecukupan peralatan
(92,50%, sangat patuh), terendah berkaitan dengan aspek legalitas pemenuhan izin (53,75%, tidak
patuh), dengan rerata tingkat kepatuhan sebesar 73,93% (patuh). Berkenaan dengan ketidakpatuhan
pemenuhan izin yang relatif harus ditingkatkan, BAPETEN harus menerapkan strategi pengawasan
khususnya melalui upaya komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan secaar lebih
intensif. Proses tersebut dapat dilakukan melalui upaya konsultasi publik, pembinaan, sosialisasi,
bimbingan teknis, workshop, maupun FGD. Dalam hal keterbatasan anggaran pendukung masih
menjadi permasalahan, sarana komunikasi jarak jauh atau kegiatan secara daring dapat dioptimalkan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih tak terhingga tim penulis sampaikan kepada Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif yang telah memberikan penugasan inspeksi bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi
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Abstrak

Pengawasan tenaga nuklir merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan maka dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, dan proses
yang digunakan untuk memantau, mengawasi, dan mengelola kegiatan pada fasilitas radiologi diagnostik dan
intervensional secara terus-menerus atau berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, kepatuhan,
dan kinerja yang optimal dalam suatu sistem atau lingkungan. Pemanfaatan sumber radiasi pengion khususnya
dalam bidang radiologi diagnostik di Indonesia mengalami kemajuan dan peningkatan yang pesat. Hal ini
dibuktikan dengan jumlah pemegang izin dalam bidang radiologi diagnostik dan intervensional yang semakin
banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Telah dilakukan tinjauan berkaitan dengan pengawasan dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir khususnya radiasi pengion
sinar-X untuk tujuan radiologi diagnostik dan intervensional. Seiring perkembangan maka terdapat 5 (lima)
peraturan yang dikembangkan sejak tahun 1999 berkaitan dengan radiologi diagnostik dan intervensional dan
dikaitkan dengan keselamatan radiasi. Perkembangan peraturan tersebut yaitu Keputusan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P /Ka-BAPETENY/ 1-03, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011,
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan
BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan
pemanfaatan sumber radiasi pengion khususnya radiologi diagnostik dan intervensional diantaranya berkaitan
pengawasan terhadap paparan kerja, paparan medik dan pesawat sinar-X. Beberapa langkah yang mungkin
dilakukan dalam menghadapi tantangan pengawasan terkait pengawasan paparan kerja, paparan medik dan
sumber daya peralatan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional. Diantaranya memberikan
pembinaan kepada pemegang izin baik pemilik fasilitas, direktur rumah sakit atau pimpinan tertinggi untuk
memiliki kepedulian terhadap rekaman dosis pekerja radiasi. Karena rekaman dosis pekerja merupakan hak
yang dimiliki fasilitas. Kemudian terkait dengan paparan medik maka diharapkan seluruh inspektur memiliki
akses kedalam aplikasi Si-INTAN sebagai reviu untuk mengetahui fasilitas tersebut memiliki akun Si-INTAN
atau tidak. Dan sebagai langkah pengawasan terhadap sumber daya peralatan maka diharapkan adanya inspeksi
secara bersama-sama dengan lembaga lain terhadap fasilitas kesehatan yang memiliki banyak peralatan dan
modalitas yang banyak digunakan dalam layanan radiologi diagnostik dan intervensional.

Kata Kunci: inspeksi, pengawasan, radiologi diagnostik dan intervensional

Abstract

Nuclear energy supervision is a must in accordance with the provisions of applicable regulations. In conducting
supervision, it is carried out through a series of systems, devices, and processes used to continuously or
periodically monitor, oversee, and manage activities in diagnostic and interventional radiology facilities. The
aim is to ensure safety, compliance, and optimal performance in a system or environment. The utilization of
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ionizing radiation sources, especially in the field of diagnostic radiology in Indonesia, has experienced rapid
progress and growth. This is evidenced by the increasing number of license holders in the field of diagnostic
and interventional radiology over the years. A review has been conducted related to the supervision and
regulatory provisions concerning the use of nuclear energy, especially ionizing radiation for diagnostic and
interventional radiology purposes. With the development, there are five regulations developed since 1999
related to diagnostic and interventional radiology and associated with radiation safety. These regulations are
the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency Decree Number 01-P/Ka-BAPETEN/I-03, BAPETEN Head
Regulation Number 8 of Year 2011, BAPETEN Head Regulation Number 9 of Year 2011, BAPETEN Regulation
Number 2 of 2018, and BAPETEN Regulation Number 4 of 2020. Some challenges faced in supervising the use
of ionizing radiation sources, especially in diagnostic and interventional radiology, include monitoring of
occupational exposure, medical exposure, and X-ray equipment. Some steps that can be taken to address these
challenges in supervision include providing guidance to license holders, including facility owners, hospital
directors, or top executives, to be concerned about the dose records of radiation workers. Because radiation
worker dose records are the rights of the facility. Regarding medical exposure, it is expected that all inspectors
have access to the Si-INTAN application for review to determine whether the facility has a Si-INTAN account or
not. And as a step in supervising equipment resources, joint inspections with other institutions are expected for
health facilities that have many equipment and modalities used in diagnostic and interventional radiology
services.

Keywords: inspection, supervision, diagnostic and interventional radiology

Pendahuluan

Pengawasan tenaga nuklir merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan maka dilakukan melalui serangkaian
sistem, perangkat, dan proses yang digunakan untuk memantau, mengawasi, dan mengelola kegiatan
pada fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional secara terus-menerus atau berkala. Tujuannya
adalah untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan kinerja yang optimal dalam suatu sistem atau
lingkungan

Dalam penulisan makalah ini maka secara khusus dilakukan tinjauan terhadap pengawasan yang
dilakukan dalam bidang radiologi dan intervensional melalui mekanisme inspeksi. Pembangunan
dalam menunjang pengawasan diawali melalui penyusunan regulasi yang juga merupakan pondasi
kuat dan sebagai dasar dalam melakukan tindakan inspeksi. Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia
memiliki definisi yang terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan. Secara regulasi 13 (tigabelas) pemanfaatan
tersebut dilakukan melalui penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi,
pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning dan pengelolaan
limbah radioaktif [1]. Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir harus dilakukan oleh suatu
badan independen melalui mekanisme tersendiri. Di beberapa negara sistem pengawasan terhadap
segala bentuk pemanfaatan tenaga nuklir juga dilakukan dengan sistem yang disesuaikan dengan
negara tersebut. Tenaga nuklir selain memiliki manfaat tertentu juga memiliki aspek yang berbahaya
karena beberapa efek radiasi yang ditimbulkan. Paparan terhadap jaringan atau organ manusia akibat
radiasi dapat menginduksi kematian sel pada skala yang mungkin cukup luas untuk merusak fungsi
jaringan atau organ yang terpapar [2].

Pemanfaatan sumber radiasi pengion khususnya dalam bidang radiologi diagnostik di Indonesia
mengalami kemajuan dan peningkatan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pemegang izin
dalam bidang radiologi diagnostik dan intervensional yang semakin banyak dan meningkat dari tahun
ke tahun. Sampai dengan periode awal Agustus 2023 jumlah pemegang izin kegiatan radiologi
diagnostik dan intervensional berjumlah sekitar 3187 izin yang telah terbit dan masih berlaku [3].
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sumber radiasi pengion termasuk salah
satu aspek dalam tenaga nuklir yang harus mendapatkan pengawasan [1]. BAPETEN sebagai satu-
satunya lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan memiliki peran penting dalam
pelaksanaannya. Inspeksi merupakan salah satu ujung tombak dalam pengawasan yang harus
dilaksanakan oleh BAPETEN. Setiap instalasi ataupun fasilitas yang memanfaatkan sumber radiasi
pengion harus mendapatkan pengawasan melalui instrumen inspeksi. Inspeksi dilakukan dalam
rangka untuk megetahui dan melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan dalam rangka
pengawasan dipatuhinya persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan keselamatan
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nuklir. Inspeksi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu oleh inspektur keselamatan nuklir
yang diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN [4].

Kegiatan radiologi diagnostik dan intervensional hampir seluruhnya memanfaatkan radiasi sinar-X.
Dalam layanan medis dan pemeriksaan radiologi diagnostik dengan memanfaatkan radiasi pengion
yang bersumber dari pesawat sinar-X maka pasien, pekerja radiasi akan menerima paparan radiasi.
Efek radiasi yang diterima manusia termasuk pasien dalam hal ini memiliki efek deterministik dan
stokastik. Efek radiasi yang menimbulkan potensi bahaya inilah yang akan menyebabkan beberapa
kerugian terhadap yang menerimanya. Inspeksi dalam bidang radiologi diagnostik dan intervensional
dilakukan dengan tujuan untuk memastikan ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan
ketenaganukliran sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Pelaksanaan Inspeksi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Landasan Teori

Penyusunan makalah ini ini dilakukan melalui tinjauan beberapa literatur dan referensi terkait dengan
pengawasan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan
tenaga nuklir khususnya radiasi pengion sinar-X untuk tujuan radiologi diagnostik dan intervensional.
Beberapa obyek selain pemanfaatan tenaga nuklir juga telah dilakukan inspeksi oleh berbagai instansi
ataupun lembaga. Beberapa contoh inspeksi adalah inspeksi terhadap program keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, inspeksi kesehatan dalam bingkai pemeriksaan rutin sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, inspeksi keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Penerbangan Sipil [5]-[7]. Beberapa
perkembangan regulasi dari BAPETEN menjadi tinjauan utama dalam penyusunan makalah ini.
Aspek pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN sebagai lembaga pemerintah adalah melakukan
pengawasan secara khusus terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang dalam hal ini adalah radiasi
pengion sinar-X.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketersediaan dan Perkembangan Regulasi

Pemanfaatan sumber radiasi pengion merupakan salah satu aspek adalam pemanfaatan tenaga nuklir.
Sumber radiasi pengion dalam hal ini penggunaan radiasi yang dibangkitkan dari pesawat sinar-X
banyak digunakan dalam bidang radiologi diagnostik dan intervensional. Radiologi diagnostik
merupakan teknik radiologi untuk mendiagnosis suatu penyakit atau kelainan morfologi dalam tubuh
pasien dengan menggunakan pesawat sinar-X dan radiologi intervensional merupakan teknik
Radiologi dengan menggunakan pesawat sinar-X untuk pemandu citra secara langsung (real-time
image-guided) dalam mendiagnosis dan melakukan tindakan terapi dengan memasang kawat
penuntun, stent, dan komponen terkait di dalam tubuh pasien [8]. Badan regulator bertanggung jawab
untuk melaksanakan fungsi regulasi yang diperlukan, seperti pembentukan persyaratan dan pedoman,
otorisasi dan inspeksi fasilitas dan kegiatan, serta penegakan ketentuan undang-undang dan peraturan.
Badan regulator harus menetapkan sistem regulasi untuk perlindungan dan keamanan yang salah
satunya adalah meliputi situasi paparan yang ada [2].

BAPETEN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memilik tugas dalam pengawasan
pemanfaatan sumber radiasi pengion telah menyediakan beberapa regulasi yang berkaitan dengan
kegiatan pengawasan pemanfaatan dalam bidang radiologi diagnostik dan intervensional. Pada tahun
2003 BAPETEN telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P
/Ka-BAPETEN/ 1-03 tentang Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik. Ruang lingkup pengaturan
dalam regulasi ini diantaranya adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi, kualifikasi
sumber daya manusia, persyaratan teknik pesawat sinar-X dan operasionalnya, panduan dosis pasien
sampai dengan jaminan kualitas citra yang dihasilkan dalam radiologi diagnostik dan intervensional
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[9]. Pada tahun 2011 BAPETEN melakukan pengembangan regulasi yang didasari atas kemajuan
teknologi dan pembaharuan regulasi terkini dengan menerbitkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor
8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi
Diagnostik dan Intervensional yang bersamaan pula dengan terbitnya Peraturan Kepala BAPETEN
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan
Intervensional. Untuk ruang lingkup pada Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 adalah
yang berkaitan dengan pengaturan persyaratan izin, persyaratan keselamatan radiasi, Intervensi, dan
Rekaman dan laporan, dalam penggunaan pesawat sinar-X. Seiring kemajuan teknologi dan regulasi
terkini pula, maka Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku dan
dicabut pengundangannya sejak tahun 2020. Regulasi tersebut digantikan dengan Peraturan
BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam
Penggunaan Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Dalam regulasi terbaru tersebut maka terdapat
beberapa perbedaan lingkup pengaturan dengan regulasi yang sebelumnya, diantaranya adalah
persyaratan izin sudah tidak dilakukan pengaturan dalam Peraturan BAPETEN, penambahan lingkup
jenis modalitas, nomenklatur penyebutan sumber daya manusia, pelaporan rekaman dosis pasien
kedalam sistem informasi data dosis pasien (Si-INTAN), lingkup pengaturan justifikasi paparan medik
dan ketentuan penggunaan pesawat sinar-X portabel.

Selanjutnya BAPETEN pada tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun
2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Peraturan ini
menggantikan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat
Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut maka
BAPETEN telah memberikan pengawasan yang terapadu antara keselamatan radiasi dalam radiologi
diagnostik dan intervensional dan juga terhadap pesawat sinar-X yang digunakan dalam radiologi
diagnostik dan intervensional.

Seiring perkembangan maka terdapat 5 (lima) peraturan yang dikembangkan sejak tahun 1999
berkaitan dengan radiologi diagnostik dan intervensional dan dikaitkan dengan keselamatan radiasi.
Perkembangan peraturan tersebut yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-
P /Ka-BAPETEN/ 1-03, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Kepala
BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan
BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020. Kelima peraturan tersebut dikembangkan karena memang
disesuaikan dengan aspek kebutuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan regulasi
pengawasan dalam radiologi diagnostik dan intervensional yang mengalami kemajuan tercantum
dalam gambar berikut ini.

Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Dosis Pasien
Radiodiagnostik

\/

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor Nomor 8 : :
Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2011

Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik fentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi
T e e Diagnostik dan Intervensional

N

Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020
tentang Keselamatan Radiasi Penggunaan
Pesawat Sinar-X Dalam Penggunaan Radiologi
Diagnostik dan Intervensional

Peraturan BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji
Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan
Intervensional

Gambar 1. Perkembangan Regulasi Radiologi Diagnostik dan Intervensional
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2. Tantangan Pengawasan Bidang Radiologi Diagnostik dan Intervensional

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sumber radiasi
pengion khususnya radiologi diagnostik dan intervensional diantaranya berkaitan pengawasan
terhadap paparan kerja, paparan medik dan pesawat sinar-X. Paparan kerja merupakan paparan yang
diterima oleh pekerja radiasi. Pekerja radiasi yang terlibat dalam layanan radiologi diagnostik dan
intervensional meliputi antara lain radiografer, fisikawan medis, dokter spesialis radiologi atau dokter
lain yang terlibat dalam tindakan radiologi. Selain pekerja radiasi tersebut juga dapat melibatkan
perawat sebagai tenaga medis yang memang bekerja di fasilitas layanan radiologi diagnostik dan
intervensional. Obyek pengawasan radiologi diagnostik dan intervensional berdasarkan tingkat resiko
tercantum dalam tabel berikut ini [10].

Tabel 1. Obyek Pengawasan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Tingkat Resiko Obyek Pengawasan Periode Pengawasan
(Per-Tahun)
Tinggi Radiografi Industri 1
Tinggi Iradiator 1
Tinggi Radioterapi 1
Tinggi Kedokteran Nuklir 1
Sedang well logging 2
Sedang Importir 2
Sedang Penelitian 2
Rendah Gauging dan fotofluorografi 3
Rendah Radiodignostik dan Intervensional 4

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa bidang radiologi diagnsotik
merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dengan tingkat resiko rendah yang
kegiatan pengawasan berupa inspeksi dilakukan selama 4 (empat) tahun atau bahkan lebih. Walau
memiliki tingkat resiko radiasi yang rendah maka pengawasan terhadap bidang ini tidak mengurangi
aspek dan parameter keselamatan radiasi yang tercakup didalamnya.

Pengawasan terhadap paparan pekerja dilakukan melalui pemeriksaan item indikator pemantauan
dosis personal. BAPETEN dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja radiasi tersebut saat ini
hanya mengandalkan data dosis radiasi yang diterima melalui aplikasi sistem PENDORA. Selain itu
kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui inspeksi ke fasilitas juga berbasis kepada rekaman dosis
yang diterima pekerja radiasi berupa kartu dosis dan rekaman hasil catatan dosis dari laboratorium
pencatatan dosis pekerja radiasi yang dimiliki oleh fasilitas.

Pemeriksaan terhadap catatan dosis pekerja radiasi merupakan salah satu item pemeriksaan yaitu pada
nomor 3 (tiga) dari 7 (tujuh) indikator pemeriksaan terhadap parameter keselamatan radiasi setelah
indikator pemeriksaan untuk kondisi perizinan dan ketersediaan sumber daya manusia [10],[11].
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2019, maka masih terdapat
beberapa temuan yang terkait dengan pemantauan dosis perorangan. Temuan tersebut adalah fasilitas
tidak secara berkala melakukan pemantauan dosis pekerja radiasi baik untuk alat pencatat dosis
berupa TLD atau dosimeter pembacaan langsung [12].

Tabel 2. Kategorisasi Temuan Inspeksi [10]

Kategori | Kategori 11 Kategori 111
Temuan hasil Temuan hasil inspeksi atau pelanggaran Temuan hasil inspeksi atau
inspeksi atau peraturan perundang-undangan pelanggaran peraturan
pelanggaran keteganaganukliran yang berkonsekuensi perundang-undangan
peraturan perundang- pengenaan sanksi administrasi berupa keteganaganukliran yang
undangan penghentian sementara atau pembekuan berkonsekuensi pengenaan
keteganaganukliran izin hingga pencabutan izin sanksi administrasi berupa
yang berkonsekuensi peringatan tertulis hingga
pengenaan sanksi pencabutan izin.
pidana
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Dengan merujuk kepada kategorisasi kepada Tabel 2 tersebut di atas maka temuan hasil inspeksi
dalam pengawasan terhadap paparan kerja harus dilakukan identifikasi kembali untuk diklasifikasikan
kedalam kategori seperti apa. Saat ini berita acara pembinaan merupakan mekanisme hasil kesimpulan
berdasarkan temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada fasilitas radiologi diagnostik dan
intervensional setelah selesai inspeksi dilaksanakan oleh tim inspektur. Apabila terdapat temuan yang
berkaitan dengan pemantauan dosis personal maka dalam berita acara pembinaan juga belum
dijelaskan temuan tersebut diklasifikasikan dalam pemilihan temuan kategori.

Ada beberapa langkah yang mungkin dapat dilakukan oleh Badan Pengawas untuk menghadapi
tantangan terkait pemantauan dosis pekerja radiasi. Diantaranya memberikan pembinaan kepada
pemegang izin baik pemilik fasilitas, direktur rumah sakit atau pimpinan tertinggi untuk secara
berkala memiliki dan meminta kepada laboratorium pembaca rekaman dosis pekerja radiasi. Karena
rekaman dosis pekerja merupakan hak yang dimiliki fasilitas. Selain itu juga memberikan pemahaman
bahwa rekaman dosis pekerja radiasi merupakan tanda peringatan terhadap bahaya radiasi terhadap
asset sumber daya manusia fasilitas. Tanda peringatan tersebut tidak ubahnya seperti kotoran ataupun
debu yang terdapat pada setiap pekerja yang akan memberikan efek negatif dikemudian hari. Selain
pembinaan kepada pemegang izin, maka inspeksi terhadap laboratorium juga harus dilakukan dalam
rangka untuk memberikan pemahaman pentingnya rekaman dosis pekerja karena laboratorium
pembacaan dosis pekerja radiasi mempengaruhi hasil bacaan dan juga pelaporan kepada fasilitas.

Tantangan pengawasan selanjutnya dalam radiologi diagnostik dan intervensional adalah berkaitan
dengan paparan medik yang merupakan paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari
diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien [13].
Saat ini BAPETEN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1211/K/V/2021
tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic
Reference Level) Untuk Modalitas Sinar-X CT-Scan dan Radiografi Umum, Keputusan tersebut
merupakan instrument yang membantu pengawasan kKhususnya terhadap paparan medik.

DRL merupakan nilai dosis radiasi pada pemeriksaan radiologi diagnostik dan intervensional
atau aktivitas radionuklida pada pemeriksaan diagnostik kedokteran nuklir yang ditetapkan
oleh badan pengawas dan digunakan untuk acuan perbandingan dengan pemeriksaan yang
dilakukan di fasilitas [14]. Dengan nilai tingkat panduan tersebut maka pekerja radiasi diharapkan
melakukan tindakan optimisasi dalam proteksi radiasi sehingga pasien menerima dosis radiasi
serendah mungkin dengan tetap menghasilkan citra yang optimum. Mekanisme pengawasan yang
dilakukan BAPETEN adalah melalui pelaporan rekaman dosis pasien oleh setiap pemegang izin
sesuai dengan Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada
Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional [15]. Sistem pelaporan
rekaman dosis pasien dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Data Dosis Pasien (Si-INTAN).

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menghadapi tantangan terkait pentingnya paparan
medik saat ini adalah dengan melakukan pelaporan data dosis pasien kedalam aplikasi Si-INTAN.
Dalam melaksanakan inspeksi di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional sudah dilakukan
identifikasi pemeriksaan fasilitas yang sudah melakukan pelaporan data dosis pasien atau minimal
memiliki akun Si-INTAN. BAPETEN secara berkala setiap tahun melakukan evaluasi terhadap hasil
pencatatan dosis pasien dan secara bertahap menentukan tingkat panduan diagnostik untuk seluruh
modalitas dalam radiologi diagnostik dan intervensional. Pendekatan pengawasan ini dilakukan
melalui pemeriksaan item indikator nomor 7 (tujuh) terkait ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan
rekaman keselamatan dan keamanan sumber radiasi pengion. Dalam indikator pemeriksaan ini
merupakan mekanisme yang sangat mendekati untuk mengetahui setiap fasilitas sudah melaporkan
rekaman data dosis pasien kepada BAPETEN. Hal paling utama adalah melalui pemeriksaan apakah
fasilitas tersebut sudah memiliki akun Si-INTAN atau belum. Selain itu juga diharapkan seluruh
inspektur memiliki akses kedalam aplikasi Si-INTAN sebagai reviu untuk mengetahui fasilitas
tersebut memiliki akun Si-INTAN atau tidak.

Pengawasan selanjutnya adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap sumber daya peralatan berupa
pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional. Uji kesesuaian yang dilakukan terhadap
pesawat sinar-X merupakan salah satu bentuk pengawasan BAPETEN terhadap pesawat sinar-X yang
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digunakan untuk tujuan layanan kesehatan. Sertifikasi pesawat sinar-X yang menentukan andal atau
tidak andalnya pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional akan mempengaruhi proses
penerbitan izin. Hanya pesawat sinar-X yang dalam kondisi andal atau andal dalam perbaikan yang
dapat digunakan untuk layanan radiologi diagnostik dan intervensional. Dalam proses perizinan baik
izin baru maupun perpanjangan izin maka setiap sertifikat keandalan pesawat sinar-X yang diterbitkan
dari BAPETEN akan menjadi salah satu persyaratan perizinan. Saat ini sudah terdapat 43 (empat
puluh tiga) lembaga uji kesesuaian yang sudah mendapatkan KTUN penunjukan dari BAPETEN
untuk melaksanakan uji kesesuaian pesawat sinar-X dengan yang terdiri atas modalitas yang antara
lain adalah radiografi umum, radiografi gigi, fluoroskopi, CT-Scan dan mamografi [16]. Masing-
masing lembaga uji kesesuaian memiliki kemampuan yang berbeda dalam melaksanan uji kesesuaian
sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Laporan hasil uji kesesuaian akan dievaluasi oleh
tim tenaga ahli yang berjumlah 45 (empat puluh lima) personal yang terdiri dari internal BAPETEN
dan eksternal BAPETEN [17].

Proses evaluasi inilah yang akan menentukan hasil dan dituangkan dalam bentuk sertifikasi hasil uji
kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional. Salah satu tantangan pengawasan
uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional adalah belum adanya
mekanisme pengawasan dalam bentuk inspeksi seacra khusus untuk parameter uji kesesuaian.
Kegiatan inspeksi yang dilakukan adalah berupa pemeriksaan dalam indikator untuk pemeriksaan
ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan sumber radiasi
pengion yang berupa laporan hasil uji atau sertifikat hasil uji yang terdapat pada fasilitas. Langkah
yang dapat dilakukan dalam melakukan menghadapi tantangan terhadap pengawasan sumber daya
peralatan adalah melakukan inspeksi secara bersama-sama dengan lembaga lain misalnya Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) yang juga bertindak sebagai Lembaga Uji Kesesuaian
(LUK). Inspeksi ini dilakukan terhadap fasilitas kesehatan yang memiliki banyak peralatan dan
modalitas yang banyak digunakan dalam layanan radiologi doagnostik dan intervensional.

Kesimpulan

Perkembangan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional memberikan nuansa
pengawasan yang terus berkembang untuk melakukan berbagai perubahan. Dalam makalah ini
terdapat 3 (tiga) tantangan pengawasan yaitu pengawasan terhadap paparan pekerja, paparan medik
dan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional. Pengawasan terhadap fasilitas radiologi
diagnostik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga BAPETEN telah menyediakan
regulasi yang disesuaikan untuk keselamatan radiasi dan keandalan pesawat sinar-X. Terdapat
beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam menghadapi tantangan pengawasan terkait
pengawasan paparan kerja, paparan medik dan sumber daya peralatan pesawat sinar-X radiologi
diagnostik dan intervensional. Diantaranya memberikan pembinaan kepada pemegang izin baik
pemilik fasilitas, direktur rumah sakit atau pimpinan tertinggi untuk memiliki kepedulian terhadap
rekaman dosis pekerja radiasi. Karena rekaman dosis pekerja merupakan hak yang dimiliki fasilitas.
Kemudian terkait dengan paparan medik maka diharapkan seluruh inspektur memiliki akses kedalam
aplikasi Si-INTAN sebagai reviu untuk mengetahui fasilitas tersebut memiliki akun Si-INTAN atau
tidak. Dan sebagai langkah pengawasan terhadap sumber daya peralatan maka diharapkan adanya
inspeksi secara bersama-sama dengan lembaga lain terhadap fasilitas kesehatan yang memiliki banyak
peralatan dan modalitas yang banyak digunakan dalam layanan radiologi diagnostik dan
intervensional. Untuk memperkuat peran lembaga dan penguatan inspeksi maka mungkin dapat
melibatkan peran Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas radiologi
diagnostik dan intervensional.
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Abstrak

Pelaksanaan identifikasi terjadinya paparan potensial merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan
dokumen kajian keselamatan sumber yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun
2007 dan dijabarkan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa identifikasi
terjadinya paparan potensial dinyatakan dalam bentuk informasi kejadian paparan radiasi yang tidak diperlukan
(unnecessary exposure). Penyusunan makalah ini dibatasi untuk melakukan identifikasi potensi paparan
potensial yang terjadi di penggunaan radiasi pengion pada radiologi diagnostik dan intervensional dan tujuan
penulisan ini dapat memberikan profil identifikasi potensi penyebab terjadinya paparan potensial pada
penggunaan pesawat sinar-X di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional. Melalui hasil survei pada 115
fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional di 6 wilayah Indonesia, diperoleh 14 tahapan proses yang
memunculkan paparan potensial dengan probabilitas kejadian paling besar ada pada tahapan operasi normal
pesawat sinar-X. Tahapan operasi normal ditemukan paparan potensial dari 5 potensi kejadian dari yang
tertinggi hingga yang rendah disebabkan antara lain oleh proses pengulangan penyinaran 87%, ketidakjelasan
surat rujukan dari dokter pengirim 73%, kualitas citra yang kurang optimal/tidak sesuai dengan keinginan dokter
63,5%, Kketidaksesuaian luas lapangan penyinaran dengan objek pemeriksaan 49,6%, dan penggunaan faktor
penyinaran atau teknik penyinaran yang kurang tepat 48,7%. Hasil identifikasi paparan potensial ini perlu
dilanjutkan dengan pembobotan risiko dan perhitungan besarnya risiko yang muncul sebagai bagian paparan
potensial sehingga kita dapat mengetahui paparan potensial di radiologi diagnostik dan intervensional itu
signifikan atau tidak membutuhkan proteksi radiasi.

Kata Kunci: paparan potensial, unnecessary exposure, radiologi diagnostik dan intervensional, pesawat sinar-X.
Abstract

Identifying potential exposures is crucial in preparing a safety assessment document, as Government Regulation
Number 33 of 2007 mandated. This regulation is implemented in BAPETEN Regulation Number 4 of 2020,
which requires identifying potential exposure incidents of unnecessary radiation exposure. Focus of this paper
is limited to identifying potential exposures that occur in the use of ionizing radiation in diagnostic and
interventional radiology and interventional radiology and this paper aims to identify the causes of potential
exposure in using X-ray machines in diagnostic and interventional radiology facilities. Through a survey of 115
facilities in 6 regions of Indonesia, 14 stages were identified that could give rise to radiation and potential
exposure. The normal operation stage of the X-ray machine was the most common stage for potential exposure,
with five potential events identified. These included repeating irradiation, unclear referral letters, suboptimal
image quality, mismatch of the irradiation field with the examination object, and incorrect use of irradiation
factors or techniques. The results of this identification can be used to assess the risk of potential exposure and
determine the need for radiation protection in diagnostic and interventional radiology facilities.

Keywords: potential exposure, unnecessary exposure, diagnostic and interventional radiology, X-ray machine.
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Pendahuluan

Penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional selain bermanfaat untuk
diagnosis atau terapi penyakit pada pasien, juga dapat memberikan potensi risiko radiasi terhadap
pasien dan pekerja radiasi. Potensi risiko yang diterima pasien dan pekerja radiasi dapat berupa
paparan potensial. Oleh karena itu, penyebab terjadinya paparan potensial perlu diidentifikasi agar
risiko tersebut dapat diminimalisasi bahkan dicegah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2007 Pasal 44 dan 45 ayat (2) huruf a,
bahwa identifikasi terjadinya paparan potensial merupakan salah satu aspek penting dalam
penyusunan dokumen kajian keselamatan sumber [1]. Implementasi PP Nomor 33 Tahun 2007
dijabarkan pada Pasal 63 ayat (2) Perba Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada
Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang menyatakan
bahwa identifikasi terjadinya paparan potensial dinyatakan dalam bentuk informasi kejadian paparan
radiasi yang tidak diperlukan (unnecessary exposure) [2].

Selain itu berdasarkan Perba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran,
dinyatakan pada butir 55 Standar Proses dalam Pemenuhan Izin Radiologi Diagnostik dan
Intervensional bahwa salah satu lingkup dari dokumen kajian keselamatan sumber adalah identifikasi
terjadinya paparan potensial yang merupakan salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin
penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional.

Penyusunan makalah ini dibatasi untuk melakukan identifikasi potensi paparan potensial yang terjadi
di penggunaan radiasi pengion pada radiologi diagnostik dan intervensional. Oleh karena itu,
diharapkan dengan adanya tinjauan awal ini dapat memberikan profil identifikasi penyebab terjadinya
paparan potensial pada penggunaan pesawat sinar-X di fasilitas radiologi diagnostik dan
intervensional.

Landasan Teori

Paparan potensial merupakan paparan radiasi yang tidak diharapkan terjadi, besarnya dapat
diperkirakan, namun kejadiannya masih menjadi kemungkinan atau tidak pasti terjadi. Jika terjadi,
maka akan menimbulkan paparan radiasi yang dapat mengakibatkan paparan berlebih pada pasien,
pekerja radiasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya proteksi untuk mencegah
terjadinya situasi paparan potensial dan langkah perbaikan yang diperlukan agar kejadian serupa tidak
terulang kembali [3]. Paparan potensial secara signifikan berbeda dengan paparan yang diperkirakan
terjadi dalam penggunaan operasi normal. Oleh karena itu, fasilitas perlu menerapkan sistem yang
sesuai untuk melakukan perekaman, analisis dan pelaporan terhadap kejadian paparan potensial, yang
dapat berupa paparan yang tidak diperlukan [4, 6].

Selain itu, identifikasi potensi munculnya paparan radiasi diperlukan untuk mengetahui kecukupan
proteksi radiasi yang direncanakan dan diterapkan oleh fasilitas radiologi. ldentifikasi terjadinya
paparan potensial pada pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional harus dilakukan
secara periodik untuk memperhitungkan perubahan keadaan, seperti penerapan standar baru atau
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umpan balik dari pengalaman operasi, dan dampak
dilakukannya modifikasi sumber terhadap proteksi dan keselamatan radiasi [5].

Identifikasi terjadinya paparan potensial pada pasien dan pekerja radiasi dilakukan dengan
mempertimbangkan kemungkinan situasi keadaan darurat yang dapat terjadi akibat [2]:

a. kelemahan dalam desain pesawat sinar-X;

b. kegagalan pesawat sinar-X saat beroperasi atau kesalahan operasional;

c. kegagalan dan kesalahan perangkat lunak yang mengendalikan atau mempengaruhi
paparan radiasi; dan/atau

d. kesalahan manusia.
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Metodologi

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dari telaah data pustaka dan kuantitatif dari
data/informasi survei lapangan. Data lapangan diperoleh dengan menganalisis 115 (seratus lima belas)
responden fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional di 6 (enam) wilayah Indonesia (Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku-Papua). Data dan informasi diperoleh
melalui pengisian kuesioner, pembahasan dan diskusi dengan pihak berkepentingan, narasumber, dan
praktisi medik melalui focus group discussion (FGD). Data responden (berupa skala dikotomis),
kemudian diolah ke dalam grafik batang untuk melihat kecenderungan pernyataan identifikasi yang
telah ditelaah sebelumnya. Melalui persentase grafik dan analisis data, penulis dapat merumuskan ke
dalam sebuah laporan profil kemamputerapan tentang identifikasi penyebab potensi terjadinya
paparan potensial pada tiap tahapan penggunaaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan
intervensional.

Hasil dan Pembahasan

Penelusuran terjadinya paparan potensial pada penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan
intervensional ini dimulai dari melakukan indentifikasi dari seluruh rangkaian tahapan atau proses
dalam penggunaan pesawat sinar-X. Dari hasil identifikasi terjadinya paparan potensial pada pesawat
sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional pada tiap tahapan penggunaan diperoleh 14 tahapan
yang memunculkan radiasi mulai dari awal penggunaan (pengujian awal, pengukuran paparan radiasi
ruang sekitar, dan lain-lain) sampai dengan pada tahapan penggunaan rutin atau operasi rutin untuk
pemeriksaan pasien [7]. Tahapan identifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari 14 tahapan kegiatan atau proses yang memunculkan radiasi ini selanjutnya dirincikan
serangkaian kejadian yang mungkin muncul dan probabilitas munculnya kejadian itu dimintakan
pendapat ke para pengguna dan pertimbangan pakar atau ahli. Hasil survei lapangan untuk
mengetahui profil kejadian paparan potansial pada 14 tahapan yang memunculkan radiasi disajikan
pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 4.

Tabel 1. Tahapan munculnya paparan potensial pada penggunaan pesawat sinar-X

No Tahapan yang memunculkan radiasi

A. Uji kesesuaian (UK) saat alat selesai dipasang/ penggantian tabung pesawat

B. Uji kesesuaian setelah perawatan/ perbaikan alat

C. Uji kesesuaian reguler (masa berlaku sertifikat berakhir)

D. Pemilihan desain modalitas atau pesawat baru

E. Desain pemilihan dan kecukupan peralatan protektif radiasi

F. Perubahan desain fasilitas (perbaikan bangunan/pindah ruangan)

G. Pengukuran paparan radiasi ruang sekitar atau di daerah kerja

H. Operasi normal

I Perubahan / penggantian personel pekerja radiasi (dokter, fisikawan medis, PPR, radiografer, perawat)

J. Kendali mutu internal (harian/mingguan/ bulanan)

K. Demonstrasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan internal oleh manajemen terhadap fasilitas secara
periodik/insidentil

L. Demonstrasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan eksternal/ verifikasi perizinan dan/atau inspeksi

M. Penelitian dan pengembangan

Faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keluaran radiasi sinar-X
(gempa bumi, banjir, kebakaran dan peristiwa alam lainnya)
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Gambar 1. Hasil olah data tahapan identifikasi paparan potensial (Tahapan A — C)

Terlihat pada Gambar 1 bagian A, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan identifikasi paparan
potensial pada tahapan uji kesesuaian setelah alat dipasang dengan potensi kejadian berkisar 5,0 -
34,8% di fasilitas. Potensi kejadian yang mencapai 34,8% ini teridentifikasi pada proses pengulangan
penyinaran. Pada Gambar 1 bagian B menggambarkan bahwa masih ada potensi kejadian hingga
21,7% fasilitas yang mengalami penurunan kinerja alat setelah uji kesesuaian dilakukan. Kemudian
terlihat juga pada Gambar 1 bagian C, uji kesesuaian ketika masa berlaku sertifikat berakhir diperoleh
informasi bahwa potensi kejadian pengulangan penyinaran menurun menjadi 24,3% sebagaimana
yang teridentifikasikan pada bagian A sebelumnya.
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o % Oar . - LIRS
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Protektif Radiasi 2 =
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dengan ketentuan 1548 Ei3% i
G2. Kesalahan dalam pemilihan parameter
4 304% 696
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G3. Kesalahan dalam penentuan posisifjarak 37 e
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sesuai dengan ketentuan i
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E4. Penggunaan dan penyimpanan TLD tidak .
i ketentuarn 22.6%: T7.4%
sesual G5. Kesalahan dalam pemilihan alat ukur N .
f
ES5. Pekerja radiasi tidak dilengkapi dengan 1 = s surveimeter
(satu) set TLD y G6. Menggunakan surveimeter yang telah habis T | 504
masa berlaku kalibrasinya 3
80

Gambar 2. Hasil olah data tahapan identifikasi paparan potensial (Tahapan D — G)

Pada Gambar 2 bagian D menunjukkan evaluasi pemilihan desain baru dimana 23,5% alat belum
mempertimbangkan asas proteksi radiasi, 33,9% fasilitas belum ada hasil pengukuran paparan radiasi
diruang sekitar dan 40% alat tidak memiliki izin atau izin telah berakhir. Selanjutnya Gambar 2
bagian E menggambarkan desain pemilihan dan kecukupan proteksi radiasi, dimana 15,7% jumlah
dan jenis apron belum sesuai dengan ketentuan dan 28,7% diantaranya belum dilakukan pengujian
secara rutin dan 37,4% diantaranya tidak digunakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan. Selain
apron, terkait TLD juga teridentifikasi berkisar 22,0 hingga 36 % diantaranya pekerja radiasi di
fasilitas belum lengkap dan tersimpan sesuai dengan ketentuan. Gambar 2 bagian F menggambarkan
perubahan desain fasilitas dimana terdapat 17,4% terjadi perubahan ruang penyinaran dan 13,0%
terjadi perubahan arah berkas penyinaran. Sedangkan potensi kejadian pada perubahan faktor beban
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kerja mencapai 42,6%. Selanjutnya pada Gambar 2 bagian G terlihat potensi kejadian pada
pengukuran paparan radiasi ruang sekitar bahwa terdapat 25,2% personel pernah tidak menggunakan
apron saat melakukan pemeriksaaan, 30,4% kesalahan dalam pemilihan parameter penyinaran, 28,7%
kesalahan penentuan posisi jarak pengukuran dan 11,3% kesalahan pada hasil pengukuran alat ukur.

H. Operasi Normal (H1 - H12) H. Operasi Normal (H13 - H24) G ¥n % Tidak

% Ya % Tidak
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karena prosecur IEnentu yang tidak dbenarkan secara 5 2% Fre-n
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penyinaran, karena: [kefidakiahuan adanya fanda 20N 0%
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H4. Lampu kolimasi tidak berfungsi 76.5% 235% .
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Gambar 3. Hasil olah data tahapan identifikasi paparan potensial (Tahapan H)

Pada Gambar 3 bagian H, operasi normal merupakan tahapan yang memiliki potensi kejadian yang
cenderung lebih besar dibandingkan dengan proses-proses lainnya yang ada di dalam tahapan
identifikasi paparan potensial. Dari 24 butir proses operasi normal yang teridentifikasi, potensi
kejadian berkisar 46,1% - 87,8% untuk 9 proses kejadian, salah satunya adalah proses posisi
penyinaran yang tidak sesuai dengan permintaan dokter mencapai 46,1% dan pengulangan
(repeat/reject/retake) penyinaran pasien yang mencapai 87,8%. Sedangkan untuk 13 proses lainnya
berada di kisaran 4,3 — 33,0% seperti kesalahan dalam pemilihan alternatif modalitas, akses orang
yang tidak berwenang, dan lain-lain. Dengan melihat potensi kejadian tersebut, fasilitas membutuhkan
self assessment secara berkala mengingat 93% dari fasilitas sudah memiliki pengetahuan justifikasi
dan optimisasi.
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Gambar 4. Hasil olah data tahapan identifikasi paparan potensial (Tahapan | — N)

Pada Gambar 4 bagian | pada saat perubahan/pergantian personel, 71,3% fasilitas sudah melakukan
perubahan parameter eksposi untuk menurunkan dosis pasien. Namun, untuk pekerja baru pada
rentang 36,5 — 40,0% masih belum memahami karakteristik pesawat dan sistem pencitraan yang
digunakan. Pada Gambar 4 bagian J, dalam kendali mutu internal (harian/mingguan/bulanan) terdapat
21,7% pesawat tidak dilakukan warming-up sebelum dioperasikan, 27,0% melaksanakan warming up
berulang kali dan 9,6% melakukan pengujian berulang kali (tidak sesuai SOP). Pada Gambar 4
bagian K, secara garis besar hasil demonstrasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan internal oleh
manajemen terhadap fasilitas secara periodik/insidentil 86,1 — 93% telah melaksanakan pemantauan
dan evaluasi terhadap performa pesawat, kinerja personel serta paparan radiasi disekitar ruangan.

Pada Gambar 4 bagian L, hasil demonstasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan
eksternal/verifikasi perizinan dan atau inspeksi, terdapat 76,3% telah dilakukan pengukuran keluaran
berkas utama, 92,3% telah dilakukan pengukuran paparan radiasi di sekitar ruangan, dan 5,2%
melakukan kesalahan dalam menentukan daerah kerja. Pada Gambar 4 bagian M menunjukkan hasil
penelitian dan pengembangan terdapat 33,9% modalitas peralatan digunakan untuk tujuan penelitian.
Pada Gambar 4 bagian N menggambarkan hasil faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi
keluaran radiasi, terdapat 20,0% fasilitas yang keluaran radiasi pesawat sinar-X tidak optimal, dan
terdapat 12,0% perubahan pada komponen yang mempengaruhi keluaran radiasi sinar-X.

Tabel 2. Rekapitulasi potensi paparan potensial pada penggunaan pesawat sinar-X

No Tahapan yang memunculkan radiasi Probabilitas paparan
potensial (%)

A. Uji kesesuaian (UK) saat alat selesai dipasang/ penggantian tabung pesawat 50-348

B. Uji kesesuaian setelah perawatan/ perbaikan alat 21,7

C. Uji kesesuaian reguler (masa berlaku sertifikat berakhir) 24,3

D. Pemilihan desain modalitas atau pesawat baru 23,5-40
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No Tahapan yang memunculkan radiasi Probabilitas paparan
potensial (%)

E. Desain pemilihan dan kecukupan peralatan protektif radiasi 15,7-374

F. Perubahan desain fasilitas (perbaikan bangunan/pindah ruangan) 13-42,6

G. Pengukuran paparan radiasi ruang sekitar atau di daerah kerja 11,3-304

H. Operasi normal 50-878

l. Perubahan / penggantian personel pekerja radiasi (dokter, fisikawan medis, PPR, 36,5-40,0
radiografer, perawat)

J. Kendali mutu internal (harian/mingguan/ bulanan) 9,6-27,0

K. Demonstrasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan internal oleh manajemen 7,0-139
terhadap fasilitas secara periodik/insidentil

L. Demonstrasi keselamatan dalam rangka pemeriksaan eksternal/ verifikasi perizinan 5,2
dan/atau inspeksi

M. Penelitian dan pengembangan 33,9
Faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keluaran radiasi sinar-X 12,0 -20,0

(gempa bumi, banjir, kebakaran dan peristiwa alam lainnya)

Sesuai dengan rekapitulasi potensi paparan potensial di radiologi diagnostik dan intervensional
sebagaimana Tabel 2, dapat diketahui bahwa potensi paparan potensial yang memberikan kontribusi
di atas 20% [8] dengan urutan potensi terbesar ke terkecil adalah pada proses atau tahapan:

1. operasi normal,

2. perubahan desain fasilitas;

3. perubahan / penggantian personel pekerja radiasi;

4. pemilihan desain modalitas atau pesawat baru;

desain pemilihan dan kecukupan peralatan protektif radiasi;

uji kesesuaian (UK) saat alat selesai dipasang/ penggantian tabung pesawat;
penelitian dan pengembangan;

pengukuran paparan radiasi ruang sekitar atau di daerah kerja;

© © N o Wu

kendali mutu internal (harian/mingguan/ bulanan);
10. Uji kesesuaian reguler (masa berlaku sertifikat berakhir); dan
11. Uji kesesuaian setelah perawatan/ perbaikan alat.

Selain itu, dari hasil pengolahan data profil identifikasi terjadinya paparan potensial pada 14 tahapan
di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional di atas dapat dilihat bahwa pada tahapan operasi
normal ditemukan paparan potensial dari 5 potensi kejadian dari yang tertinggi hingga yang rendah
disebabkan antara lain oleh proses:

a) pengulangan penyinaran 87,0%,

b) ketidakjelasan surat rujukan dari dokter pengirim 73,0%,

c) kualitas citra yang kurang optimal/tidak sesuai dengan keinginan dokter 63,5%,
d) ketidaksesuaian luas lapangan penyinaran dengan objek pemeriksaan 49,6%, dan

e) penggunaan faktor penyinaran atau teknik penyinaran yang kurang tepat 48,7%.

Identifikasi paparan potensial di radiologi diagnostik dan intervensional yang diperoleh menunjukkan
bahwa hampir pada keseluruhan proses penggunaan radiasi sinar-X di fasilitas tersebut berpotensi
memunculkan paparan potensial dengan besar potensi yang berbeda. Pada potensi yang terbesar yaitu
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saat operasi normal, ketika didetailkan maka teridentifikasi beberapa penyebabnya 5 (lima) besar
adalah pada proses a — e di atas.

Selanjutnya dari hasil identifikasi paparan potensial ini dilakukan pembobotan dan perhitungan
besarnya risiko. Namun, pada tinjauan ini belum dilakukan pembobotan dan perhitungan besarnya
risiko karena masih membutuhkan referensi dan pemahaman lebih lanjut ke para pakar terkait.
Harapan akhir dari identifikasi potensi paparan ini adalah dapat diketahui besarnya potensi paparan
radiasi yang muncul sebagai bagian paparan potensial sehingga kita dapat melakukan pencegahan
atau pun pengurangan jika itu terjadi.

Pada identifikasi paparan potensial saat operasi normal, fasilitas harus melakukan self-assessment
(penilaian mandiri) dan peninjauan kembali pada prosedur dan kriteria keselamatan dalam upaya
mengoptimalkan dosis pasien dan proteksi terhadap pekerja radiasi, agar potensi risiko paparan
potensial yang dapat diterima pasien dan pekerja radiasi dapat diminimalkan bahkan dicegah.

Kesimpulan

Sesuai dengan pemetaan identifikasi paparan potensial pada penggunaan radiasi pengion di radiologi
diagnostik diperoleh ada 14 tahapan atau proses yang memunculkan paparan potensial. Paparan
potensial paling besar terjadi saat tahapan operasi normal dan setelah dirincikan muncul beberapa
kejadian penyebab paparan potensial pada operasi normal, yaitu: pengulangan penyinaran 87,0%;
ketidakjelasan surat rujukan dari dokter pengirim 73,0%; kualitas citra yang kurang optimal/tidak
sesuai dengan keinginan dokter 63,5%; ketidaksesuaian luas lapangan penyinaran dengan objek
pemeriksaan 49,6%; dan penggunaan faktor penyinaran atau teknik penyinaran yang kurang tepat
48,7%.

Hasil identifikasi paparan potensial ini perlu dilanjutkan dengan pembobotan risiko dan perhitungan
besarnya risiko yang muncul sebagai bagian paparan potensial sehingga kita dapat mengetahui
paparan potensial di radiologi diagnostik dan intervensional itu signifikan atau tidak membutuhkan
proteksi radiasi.
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Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah merubah cara dan gaya hidup masyarakat di era ini. Cara dan gaya hidup
yang serba cepat, mudah, dan praktis semakin mendominasi dan mejadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.
Salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang sangat pesat berkembang di Indonesia dan memajukan
perekonomian masyrakat adalah perdagangan barang dan jasa di lokapasar atau lebih sering disebut dengan e-
commerce atau marketplace. Salah satu perdagangan di marketplace yang perlu mendapat perhatian besar
pemerintah adalah perdagangan pesawat sinar-X terutama jenis portabel. Bila dilihat dari pesawat sinar-X yang
dijual di marketplace, sebagian besar penjual belum memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam bidang
perdagangan, kesehatan, atau ketenaganukliran. Pesawat sinar-X portabel memiliki karakteristik yang sangat
mudah dibawa dan dipindahkan ke berbagai tempat, sehingga memberi tantangan tersendiri dalam
pengawasannya. Makalah ini berisi tinjauan mengenai perdagangan pesawat sinar-X portabel di marketplace
dan memberikan masukan mengenai pengawasan yang tepat untuk mencegah potensi bahaya radiasi pada
masyarakat. Metode yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif yang berasal dari literatur baik
nasional maupun internasional, serta berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait penggunaan pesawat
sinar-X portabel. Hasil tinjauan ini memberikan kesimpulan bahwa perlu adanya pengembangan pengawasan
dan koordinasi yang baik antara institusi pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan, untuk melakukan pengawasan serta melakukan edukasi
terus menerus pada masyarakat. Melalui pengawasan yang intensif pemerintah dapat memastikan bahwa tata
kelola penjualan melalui sistem elektronik berjalan sesuai peraturan perundangan, memastikan bahwa penjual
telah berkomitmen memenuhi semua kewajibannya, serta memastikan bahwa barang yang diperdagangkan telah
sesuai dengan persyaratan teknis yang diwajibkan.

Kata Kunci: marketplace, perdagangan, portabel, radiologi diagnostik, pengawasan.
Abstract

The development of digital technology has changed the way and lifestyle of people in this era. Ways and
lifestyles that are fast, easy, and practical are increasingly dominating and becoming an unavoidable necessity.
One form of digital technology development that is rapidly developing in Indonesia and advancing the people's
economy is trading in goods and services at market locations or more commonly referred to as e-commerce or
marketplaces. One of the trades in the marketplace that needs great attention from the government is the trading
of X-ray machine, especially the portable type. Judging from the X-ray machines sold in the marketplace, most
of the sellers have not complied with statutory provisions in the trade, health or nuclear fields. Portable X-ray
machine has the characteristic that it is very easy to carry and move to various places, thus giving its own
challenges in monitoring. This paper contains an overview of the trading of portable X-ray machines in the
marketplace and provides input regarding proper supervision to prevent potential radiation hazards to the
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public. The method used in this review is a qualitative method derived from both national and international
literature, as well as discussions with stakeholders regarding the use of portable X-ray equipment. The results
of this review conclude that there is a need to develop good regulation and coordination between government
institutions, in this case the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the Ministry of Health and the
Ministry of Trade, to carry out supervision and conduct continuous education to the public. Through intensive
supervision, the government can ensure that the management of trades through the electronic system runs
according to laws and regulations, ensures that trader are committed to fulfilling all their obligations, and
ensures that the goods being traded comply with the required technical requirements.

Keywords: marketplace, trading, portable, diagnostic radiology, regulatory.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah nyata merubah gaya dan tatanan hidup masyarakat di segala
sektor kehidupan mulai dari sektor ekonomi, bisnis, sosial budaya, pendidikan, transportasi, kesehatan,
politik, sampai pemerintahan. Hampir di seluruh dunia sudah beralih ke teknologi ini. Salah satu
sektor yang sangat berkembang pesat melalui perkembangan teknologi digital ini adalah yaitu sektor
bisnis, yaitu munculnya digital marketing. Digital marketing merupakan teknik pemasaran yang
dilakukan melalui media elektronik seperti melalui website, media sosial ataupun lokapasar.

Lokapasar atau lebih sering disebut dalam istilah bahasa inggrisnya yaitu “marketplace”, merupakan
platform yang memperantarai penjual dan pembeli di dunia maya (internet). Platform ini bertindak
sebagai pihak ketiga dalam sebuah transaksi daring (online), di mana tersedia toko/tempat berjualan
online yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja [1]. Hal ini banyak memberi
kemudahan, kecepatan, kepraktisan, peningkatan ekonomi, dan dampak postif lainnya. Namun, di
samping dampak positif, tentunya akan ada pula dampak negatif yang perlu diantisipasi dengan
kesiapan infrastruktur pengawasan dari pemerintah.

Salah satu perdagangan di marketplace yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah perdagangan
alat kesehatan yang memiliki risiko atau bahaya tinggi seperti perdagangan pesawat sinar-X radiologi
diagnostik. Pesawat sinar-X radiologi diagnostik merupakan salah satu kategori alat kesehatan yang
dapat menghasilkan radiasi pengion sehingga dapat membahayakan pengguna dan masyarakat bila
tidak digunakan sesuai ketentuan keselamatan radiasi yang tepat. Jenis pesawat sinar-X radiologi
diagnostik yang paling banyak dijual di marketplace adalah jenis pesawat sinar-x portabel. Pesawat
jenis ini menjadi komoditas perdagangan yang cukup menarik karena di samping harganya yang jauh
lebih murah dibandingkan dengan jenis pesawat sinar-X terpasang tetap atau jenis pesawat sinar-X
mobile, pesawat ini juga memiliki karakteristik fisik yang kecil, ringan, dan mudah sekali dibawa atau
dipindahkan sehingga sangat praktis dalam penggunaan dan peredarannya. Karakteristik pesawat
sinar-X yang lebih praktis, lebih mudah dibawa, dan harga yang jauh lebih murah dibanding pesawat
sinar-X terpasang tetap, membuat pasaran pesawat sinar-X portabel ini baik meningkat pesat. Pada
tahun 2023, penjualan pesawat sinar-X portabel dunia mencapai 7,69 miliar USD, bahkan akan
diperkirakan mencapai 11,93 miliar USD pada tahun 2028 [1].

Portable X-ray Devices Market
Market Size in USD Billion

MINXDAY Canon

£ Envista £ 23
b CIN

Gambar 1. Perkiraan Jumlah Penjualan Pesawat Sinar-X Portabel (dalam Miliar USD)
Sumber:Mordor Intelligence [1]

Dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli pesawat sinar-X portabel melalui
marketplace ini tentu akan lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkannya. Di sisi lain,
merebaknya perdagangan pesawat sinar-X portabel di marketplace ini memunculkan tantangan
tersendiri dalam pengawasan ketenaganukliran karena ada potensi risiko yang dapat terjadi akibat
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penggunaan pesawat sinar-X portabel yang tidak tepat sehingga dapat membahayakan keselamatan
pekerja, pasien, dan masyarakat. Hal ini bukan berarti Kita harus terlindas dengan kemajuan zaman
dan menghambat perkembangan teknologi atau menghambat masyarakat untuk mendapatkan
kemudahan, namun infrastruktur pengawasan seperti apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi
atau mencegah bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan tinjauan mengenai perdagangan pesawat
sinar-X portabel di marketplace dan memberikan masukan mengenai pengawasan yang tepat untuk
mencegah potensi bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan. Metode yang digunakan penulis dalam
melakukan tinjauan ini adalah metode kualitatif yang berasal dari literatur baik nasional maupun
internasional, serta berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait penggunaan pesawat sinar-
X portabel.

Landasan Teori

1. Perdagangan pada Sistem Elektronik (e-commerce) atau Lokapasar (marketplace)

Perkembangan teknologi digital menciptakan perubahan pada perekonomian dunia termasuk
Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, pasar e-commerce atau
marketplace di Indonesia telah muncul sebagai pengadopsi e-commerce yang terbesar di Asia
Tenggara, yakni sekitar hampir 50 % dari total pasar di kawasan Asia Tenggara [3].

7g% T9%

71% 71% )
= 69%
66%

61%

Indonesia Thaitand Malaysia Philippines WVietnam Singapore Worldwide
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Gambar 2. Grafik perkembangan e-commerce negara di Asia Tenggara pada Bulan Juli dan Oktober 2020 (Sumber:
We Are Social (2020))
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Gambar 3. Prediksi pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 (Sumber: Tempo)

Menurut laporan statistik mengenai data pengguna e-commerce di Indonesia (Gambar 2) pengguna e-
commerce selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna e-commerce di Indonesia
diprediksi meningkat hingga 189,6 juta pengguna pada tahun 2024. Sejak tahun 2017, sudah ada 70,8
juta pengguna. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 87,5 juta pengguna. Pada tahun 2020
jumlahnya mencapai 129,9 juta pengguna. Pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna. Pada
tahun 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan pada tahun 2023 mencapai 180,6 juta pengguna [4].

Saat ini dengan berkembang pesatnya perdagangan elektronik (e-commerce) atau marketplace, salah
satu komoditas yang diperdagangkan dan perlu mendapat perhatian dalah pesawat sinar-X radiologi
diagnostik terutama dari jenis portabel. Umumnya, para pedagang pesawat sinar-X portabel di
marketplace ini tidak mencantumkan jaminan keselamatan bagi para pengguna dan masyarakat.
Sementara, untuk dapat menjamin keselamatan, para pedagang harus menunjukkan kepatuhan produk
yang dijualnya terhadapa semua peraturan yang terkait.

Dalam hal proses perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace, untuk menjamin
kepercayaan dan rasa aman pada masyarakat, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan
perundangan mengenai ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik adalah Peraturan Pemerintah

151


http://berita.upi.edu/wp-content/uploads/2021/12/Suwatno15.png

T. Kartika, dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 149-159

No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [5] dan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [6]

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur mengenai tata cara
perdagangan melalui sistem elektronik yang disingkat dengan PPMSE. Dalam Penjelasan Pasal 5
peraturan ini menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE ialah semua pihak
yang menyediakan jasa dan/atau sarana sistem elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi
untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya
dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna
memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model
bisnis sistem penyelenggaraan PMSE [5].

Selain itu, pada beberapa pasal lain dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 yang dapat
terkait dan menjadi landasan hukum bagi perdagangan pesawat sinar-X di lokapasar adalah Pasal 11
dan Pasal 21. Dalam penjelasan Pasal 11 termuat ketentuan bahwa setiap pelaku usaha yang
melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (business conduct)/perilaku usaha (code of
practices), standardisasi produk barang dan/atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 21 memuat ketentuan salah satunya adalah
bahwa PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memenuhi ketentuan persyaratan
teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE [5].

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana
dari peraturan pemerintah N0.80 Tahun 2019 yang memuat beberapa ketentuan yang juga dapat
menjadi landasan hukum bagi penjualan pesawat sinar-X portabel di lokapasar, yang terdapat pada
Pasal 4 dan Pasal 19. Pasal 4 menyatakan bahwa pedagang dalam negeri yang melakukan kegiatan
usaha di sektor perdagangan umum wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada masing-masing sektor. Sementara dalam Pasal 9 memuat ketentuan bahwa
dalam penayangan iklan elektronik harus memuat informasi salah satunya mengenai risiko dari
pemakaian barang dan jasa.

Selain merupakan sumber radiasi pengion, pesawat sinar-X portabel radiologi diagnostik juga

termasuk Kkategori alat kesehatan, sehingga dalam peredarannya tidak akan terlepas dari peraturan

perundangan di bidang kesehatan yang meliputi:

1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 tentang lzin Edar Alat Kesehatan, Alat
Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga [7]; dan

2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan [8].

Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 memuat ketentuan bahwa semua alat kesehatan yang
akan diedarkan harus memiliki izin edar. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa:
Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT yang diproduksi, diimpor, dirakit
dan/atau dikemas ulang, yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki
Izin Edar. Dalam Lampiran Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017, dijelaskan mengenai kategori dan
sub kategori alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT, di mana pada Bab | huruf O
dijelaskan bahwa peralatan radiologi diagnostik termasuk di dalamnya. Dengan demikian,
berdasarkan ketentuan tersebut, semua jenis pesawat sinar-X radiologi diagnostik harus memiliki izin
edar sebelum diedarkan di wilayah Republik Indonesia [7].

Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan
produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, di mana pada
Lampiran dinyatakan bahwa peralatan radiologi yang mengandung sumber radiasi pengion harus
memiliki izin pemanfaatan dari BAPETEN [8].
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2. Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Portabel Radiologi Diagnostik
dan Intervensional

Kebutuhan dan tuntutan akan layanan kesehatan yang cepat dan praktis semakin meningkat seiring
dengan meningkatnya teknologi digital yang begitu pesat di era ini. Teknologi pesawat sinar-X dalam
bidang radiologi diagnostik terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan diagnosis pasien yang
tepat, mudah, dan efisien. Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut adalah pesawat sinar-X
portabel dengan ukuran yang jauh lebih kecil dan ringan, efisien dan tetap mampu menghasilkan citra
yang memadai untuk diagnosis klinis.

Ditinjau dari karakteristik fisiknya, pesawat sinar-X portabel bersifat mudah dibawa, dipindahkan dan
dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan pasien yang tidak dapat datang atau pindah ke
ruang radiologi [9]. Kondisi pasien seperti pasien contohnya adalah pasien di ruang instalasi gawat
darurat, instalasi perawatan intensif, pasien penyandang cacat atau pasien yang kritis yang mengalami
kesulitan atau sangat berisiko bila bergerak atau dipindahkan, pasien yang berada di rumah tahanan
atau pasien yang berada dalam operasi militer, pasien yang mengalami patah tulang parah yang bila
bergerak sangat berisiko, pasien dengan penyakit menular, pasien yang membutuhkan cepat
penanganan namun mengalami kesulitan untuk datang ke fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.
Kondisi pasien yang tidak memungkinkan di bawa ke ruang radiologi ini harus ditentukan oleh tenaga
medik terkait [10,11].

Berdasarkan Peraturan BAPETEN No.4 tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan
Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional, ada 3 (tiga) jenis pesawat sinar-X
dalam radiologi diagnostik dan intervensional yang dibedakan berdasarkan karakteristik fisik dari
pesawat sinar-X, yaitu pesawat sinar-X terpasang tetap, pesawat sinar-X mobile, dan pesawat sinar-X
portabel. Pesawat sinar-X terpasang tetap adalah pesawat sinar-X radiografi umum yang terpasang
secara tetap dalam ruangan. Pesawat sinar-X mobile adalah pesawat sinar-X yang dilengkapi dengan
atau tanpa baterai charger dan roda sehingga mudah dipindahkan dan dapat dibawa ke beberapa
ruangan. Pesawat sinar-X portabel adalah pesawat sinar-X ukuran kecil yang dilengkapi dengan
wadah pembungkus (suitcase) sehingga mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain [12].

5

\ ) e |
Gambar 3. Pesawat sinar-X terpasang tetap (kiri), pesawat sinar-X portabel (tengah), dan pesawat sinar-X mobile (kanan)

Tingkat proteksi penggunaan pesawat sinar-X portabel dinilai paling rendah diantara ketiga jenis

pesawat sinar-X tersebut. Hal disebabkan beberapa hal yaitu [13,14]:

1) Penggunaan pesawat sinar-X portabel memungkinkan untuk dilakukan di area terbuka, di
ruangan yang tidak terdapat pembatas radiasi (shielding) yang memadai, atau di ruangan yang
terdapat pasien lain atau orang lain di dekat pesawat sinar-X portabel saat penyinaran.

2) Pasokan energi yang digunakan oleh pesawat sinar-X portabel lebih sering menggunakan batere
sehingga ada keterbatasan atas ketersediaan energi yang semakin lama akan semakin berkurang.
Hal ini kemungkinan akan mempengaruhi proses penyinaran dan kualitas citra.

3) Adanya keterbatasan energi yang digunakan dalam pesawat sinar-X portabel sehingga parameter
arus (mA) dan tegangan (kV) juga terbatas dan dapat mempengaruhi kualitas citra.

4) Pesawat sinar-X portabel ini sering dipindahkan, dipasang, dan disimpan kembali sehingga
terbuka kemungkinan terjadinya perubahan kestabilan mekanik sehingga dikhawatirkan dapat
mempengaruhi dudukan tabung dan generator yang terkait dengan output penyinaran.

5) Pesawat sinar-X portabel berukuran kecil dan mudah dibawa, sehingga terbuka kemungkinan
terjadinya penyalahgunaan pesawat sinar-X portabel oleh orang yang tidak berwenang atau
penggunaan pesawat sinar-X portabel yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan tenaga nuklir,
atau bahkan penggunaan pesawat sinar-X tanpa izin pemanfaatan.
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6) Kesulitan dalam melakukan pengawasan karena penggunaan pesawat sinar-X portabel ini
bersifat mobile, yang kapan saja bisa berpindah tempat sesuai kebutuhan, sehingga dibutuhkan
mekanisme pengawasan yang berbeda dengan pesawat sinar-X terpasang tetap agar kepemilikan
dan penggunaan pesawat sinar-X tetap terjamin ketertelusuran dan keselamatannya.

Semua kondisi ini yang menjadi pertimbangan adanya ketentuan pelarangan penggunaan pesawat
sinar-X portabel pada peraturan sebelumnya vyaitu peraturan Kepala BAPETEN No.8 Tahun 2011
yang Kini telah direvisi menjadi Peraturan BAPETEN No.4 Tahun 2020. Seiring dengan kemajuan
teknologi, sebagian kekurangan pada pesawat sinar-X portabel dapat teratasi antara lain munculnya
pesawat sinar-X portabel dengan energi yang rendah namun dapat menghasilkan citra yang memadai
untuk kebutuhan diagnosis klinis. Sehingga pesawat sinar-X portabel diharapkan dapat memenuhi
tuntutan akan layanan kesehatan yang cepat dan praktis. Oleh karena itu, pada peraturan terbaru
mengenai keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan
intervensional yaitu Peraturan BAPETEN No.4 Tahun 2020 ketentuan terkait pelarangan pesawat
sinar-X portabel sudah tidak ada lagi.

Walaupun tidak ada ketentuan pelarangan, Peraturan BAPETEN No.4 Tahun 2020 tetap memberi

ketentuan yang harus dipenuhi dalam prosedur keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-

X portabel yang tercantum pada Lampiran I1l. Ketentuan yang harus dipenuhi tersebut meliputi [12]:

1) Dilengkapi dengan tanda perimeter dan perisai radiasi mobile untuk melindungi pekerja radiasi
dan/atau pasien lain di sekitar pesawat sinar-X;

2) Berkas utama sinar-X tidak mengarah ke pekerja radiasi dan/atau pasien lain di sekitar pesawat
sinar-X;
3) Pekerja radiasi harus menggunakan apron saat mengoperasikan pesawat sinar-X;

4) Pengujian pesawat sinar-X portabel dilakukan di ruangan radiologi terpasang tetap atau di
ruangan lain dengan menggunakan perisai radiasi mobile; dan

5) Pesawat sinar-X portabel hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan pasien yang tidak
memungkinkan dibawa ke ruangan radiologi.

Selain harus memenuhi ketentuan dalam peraturan BAPETEN No.4 Tahun 2020, penggunaan
pesawat sinar-X portabel juga harus memenuhi persyaratan izin penggunaan pesawat sinar-X yang
tercantum dalam peraturan berikut: Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko[15]; Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenaganukliran [16]; dan Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran [17]. World Health Organization
(WHO) dan International Atomic Energy Agency (IAEA) memberikan panduan mengenai spesifikasi
teknis suatu pesawat sinar-X portabel yang baik dalam penggunaan radiologi diagnostik dan
intervensional. Spesifikasi teknis tersebut meliputi [18]:

Generator sinar-X:
1) Generator frekuensi tinggi

2) Tegangan tabung minimum: 50 kV
3) Rentang tegangan tabung minimum: 50kV - 90kV
4) Rentang arus-waktu (mAs) minimum: 0,3 - 2,5 mAs

5) Rentang kuat arus maksimum: paling kurang 5mA — 20 mA pada tegangan tabung maksimum
(contoh: tegangan tabung maksimum 90 kV berarti kuat arus maksimum 5 mA pada 90 kV)

Tabung sinar-X dan kolimator:
1) Anoda stasioner atau lebih baik anoda putar dengan ukuran fokus kurang dari 1,3 mm

2) Kapasitas penyimpanan panas anoda minimum: 10.000 HU dan/atau daya input anoda paling
kurang: 0,45 kW pada tegangan tabung maksimum 90 kV

3) Memiliki indikator alarm suhu tinggi anoda dan pemutus tegangan.
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4)

5)

Memiliki kolimator yang dapat diatur luas lapangan penyinaran dan dilengkapi dengan lampu
kolimator.

Filtrasi total minimum: 2,5 mmAl pada 70kV (atau dihitung berdasarkan voltase produk yang
tersedia).

Fitur penyinaran atau eksposur:

1)

2)
3)
4)
5)

Memiliki rentang waktu penyinaran antara 0,04 - 0,5 detik atau lebih baik dengan rentang
minimum paling kurang: 0,01 - 4,0 detik, yang terbagi dalam 20 pilihan waktu penyinaran

Memiliki fitur Automatic Exposure Control (AEC)

Kapasitas penyinaran minimum 100 kali pada kondisi baterai terisi penuh (100%).
Tersedia baterai cadangan.

Tersedia tampilan indikator dosis berupa Air Kerma dan/atau Dose Area Product (DAP)

Penyangga pesawat sinar-X:

1)
2)
3)
4)
5)

Ringan

Dapat digerakan secara vertikal dengan ketinggian 50 - 150 cm dari tanah
Dapat diatur untuk semua posisi pemeriksaan yang dibutuhkan

Dapat diputar 90 derajat di sekitar sumbu vertikal

Harus selalu kokoh dan seimbang

Detektor sinar-X:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dimensi luas area detektor minimum: 35 cm x 43 cm

Fitur utama:

Waktu untuk menampilkan citra setelah penyinaran maksimum 10 detik

Lebar pitch piksel maksimum: 150um.

Resolusi spasial minimum 3 Ip/mm.

Rentang dinamis dengan rasio A/D minimum 14 bit atau resolusi minimum 10 piksel
Kapasitas penyinaran minimum 100 kali untuk rontgen dada pada tegangan tabung maksimum
Tersedia koneksi nirkabel (wireless) antara detektor dengan workstation atau panel kontrol.
tersedia detektor AEC (Automatic Exposure Control)

Panel kendali (Workstation):

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Layar monitor berwarna LED atau LCD, minimal 13 inch, minimal 2 MP (sistem terintegrasi
atau eksternal)

Dua atau lebih mikroprosesor, masing-masing minimal 1,7 GHz

RAM minimal 6 GB

Hard drive tidak kurang dari 500 GB SSD

Kemampuan gambar beresolusi tinggi (paling kurang 1440 x 1440 piksel) tanpa mengurangi
informasi citra

Memiliki kapasitas menyimpan dan mentransfer data ke workstation/konsol PC/ jaringan lain.
Bahasa tampilan harus menyertakan paling kurang bahasa Inggris (lebih disukai bahasa lokal)
Konsol/monitor/tampilan tambahan yang terintegrasi dengan generator merupakan keuntungan

10) Fitur nirkabel harus disertakan.
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Perangkat lunak:
1) Kompatibel dengan DICOM 3.0

2) Tersedia fitur kalibrasi dan manajemen citra

3) Tersedia fitur last image hold

4) Kapasitas penyimpanan minimum 2000 citra, dengan media penyimpanan dapat dipindahkan
5) Interoperabilitas dengan sistem Picture Archiving and Communication System (PACS)

6) Interoperabilitas dengan perangkat lunak lain.

7) Perangkat lunak diutamakan menggunakan sistem operasi Open Source

Sifat fisik atau kimia:
1) Komponen (jika relevan)

2) Berat total generator sinar-X (dengan baterai) kurang dari 20 kg.
3) Berat total detektor sinar-X (dengan baterai) kurang dari 5 kg.
4) Portabilas dan mobilitas (jika relevan)

5) Sistem dirancang sepaket lengkap dan mudah dibawa.

6) Berat total sistem lengkap tidak lebih dari 30 kg, termasuk paling kurang: generator, detektor,
penyangga (untuk detektor dan generator), PC/ workstation dan sebaiknya termasuk juga
wadah/kantong transportasi dan sistem pengisian daya eksternal (jika ada)

Persediaan kelistrikan:
1) Generator dan detektor sinar-X mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang (sebaiknya
dengan kemampuan untuk mengisi daya kedua perangkat selama pengoperasian).

2) Sumber daya isi ulang: input daya AC menjadi 120 atau 220 VAC +/- 10%, 50/60Hz, fase
tunggal, dilengkapi dengan steker listrik yang kompatibel (jika memungkinkan: rangkaian
transformator/kondensor yang sesuai harus disertakan).

3) Waktu pengisian baterai kurang dari 6 jam (baik untuk generator maupun detektor). Tersedia siste
m notifikasi baterai lemah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan paparan pada pokok bahasan, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi digital
begitu pesat dan sudah merambah ke segala aspek dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam aspek
ekonomi, salah satu dampak perkembangan teknologi ini adalah perubahan cara dan gaya hidup
masyarakat yang sebagian besar menjalani proses jual beli melalui e-commerce atau marketplace
yang membawa perubahan signifikan bagi pemangku kepentingan, pengusaha, dan konsumen. Media
ini dapat menjadi solusi pengembangan bisnis yang memberi keuntungan antara lain dapat
meningkatkan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan,
mempermudah dalam transaksi, memperluas jangkauan pasar, mempermudah komunikasi konsumen
dan produsen dan pada akhirnya roda perekonomian pun akan cepat berputar.

Tren transformasi digital yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini sudah tidak
mungkin lagi dibendung atau dihentikan karena sudah menjadi tatanan hidup bagi masyarakat di
segala aspek. Dalam bidang perdagangan, transformasi digital dalam bentuk perdagangan elektronik
atau marketplace ini dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan perekonomian masyarakat
Indonesia. Hal ini memberi tantangan yang harus dihadapi bagi pemerintah untuk melindungi
masyarakat dari kemungkinan atau efek negatif yang dapat muncul dari transformasi ini. Pemerintah
harus menyediakan perangkat infrastruktur regulasi yang memadai, pengawasan dan edukasi
masyarakat secara terus menerus.
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Dalam hal penjualan di sistem elektronik, berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.80 Tahun 2019 dan
Peraturan Menteri Perdagangan No0.50 Tahun 2020, penjual harus memiliki izin usaha, harus
memenuhi persyaratan standardisasi produk barang dan/atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan
oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dalam menayangkan iklan elektronik harus memuat informasi mengenai
risiko pemakaian barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, dalam perdagangan pesawat sinar-X portabel di marketplace, pedagang harus
mencantumkan penjelasan mengenai risiko penggunaan pesawat sinar-X serta spesifikasi teknis sesuai
dengan standar keselamatan atau peraturan terkait. Selain itu, pedagang juga harus mencantumkan
penjelasan bahwa untuk menggunakan pesawat sinar-X harus mendapatkan izin pemanfaatan tenaga
nuklir dari BAPETEN. Selain merupakan sumber radiasi pengion yang harus memiliki izin
pemanfaatan tenaga nuklir, pesawat sinar-X portabel juga merupakan salah satu alat kesehatan yang
harus memiliki izin edar dalam kegiatan distribusi dan penjualan. Hal ini dijelaskan dalam peraturan
Kementerian Kesehatan No. 62 Tahun 2017. Oleh karena itu, penjualan pesawat sinar-X portabel yang
tidak memiliki kedua izin tersebut adalah suatu tindakan ilegal yang jelas melanggar hukum.

Portable demal X-Ray

Rp9.000.000

=] VOTA JAFARTA PUBAT

Gambar 4. Berbagai merk pesawat sinar-X portabel yang di jual di marketplace dengan kata kunci pencarian portable x-ray
unit (kiri) dan portable dental x-ray (kanan) [19,20]

Pada Gambar 4 (kiri) dapat diketahui bahwa sekarang ini mulai banyak penjualan pesawat sinar-X
portabel dari berbagai merek yang sangat mudah diakses di marketplace. Bahkan pesawat sinar-X gigi
portabel dijual dengan harga yang relatif sangat murah (kanan) di suatu marketplace. Namun, pada
laman marketplace tersebut tidak dijelaskan mengenai spsifikasi teknis, persyaratan penggunaan, izin
edar, dan risiko dari produk pesawat sinar-X yang ditawarkan. Ini yang memunculkan hipotesis
bahwa dengan mudahnya kita peroleh barang tersebut di pasaran berarti barang tersebut memiliki
demand sehingga mudah dijual-belikan. Padahal kita mengetahui bahwa perdagangan atau jual beli
pesawat sinar-X ini masuk kedalam lingkup Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Ketenaganukliran sebagai pengalihan pembangkit radiasi pengion [17]. Pengalihan adalah
kegiatan pendistribusian dan peredaran sumber radiasi pengion, termasuk kewajiban untuk memasang
atau menginstalasi. Kegiatan pengalihan ini harus memiliki izin dari BAPETEN, begitu pula
mendatangkan unit sinar-X portabel tersebut dari luar negeri yang sering disebut dengan impor. Orang
atau badan yang melakukan impor sinar-X juga harus memiliki izin dari BAPETEN.

Mengingat maraknya perdagangan pesawat sinar-X portabel melalui sistem elektronik dan potensi
risiko yang mungkin terjadi, instansi pemerintah dalam hal ini BAPETEN, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perdagangan, harus berkolaborasi untuk melakukan pengawasan serta edukasi yang
terus menerus. Melalui pengawasan yang intensif pemerintah dapat memastikan bahwa tata kelola
penjualan melalui sistem elektronik berjalan sesuai peraturan perundangan, memastikan bahwa
penjual telah berkomitmen memenuhi semua kewajibannya, serta memastikan bahwa barang yang
diperdagangkan sesuai dengan persyaratan teknis yang diwajibkan. Selain itu, pemerintah melalui
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan,
perlu melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar peraturan perundangan
mengenai penjualan melalui sistem elektronik sehingga dapat menekan peningkatan jumlah pelaku
usaha yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan peredaran barang ilegal.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih baik, diperlukan pula suatu peraturan yang lebih jelas
mengenai pesawat sinar-X portabel radiologi diagnostik agar lebih memudahkan masyarakat
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mengetahui dan memenuhi ketentuan keselamatan dalam hal perdagangan, pengedaran, dan
penggunaan. Karena ketentuan mengenai pesawat sinar-X portabel yang terdapat dalam Peraturan
BAPETEN No.4 Tahun 2020 masih dianggap terlalu umum dan belum menjelaskan ketentuan lain
yang lebih spesifik. Ketentuan lain tersebut antara lain mengenai standar spesifikasi pesawat sinar-X
portabel. Ketentuan ini dapat mengadopsi atau mengacu pada rekomendasi internasional yang
diterbitkan oleh WHO dan IAEA sebagaimana dipaparkan dalam bab pokok bahasan. Selain
ketentuan mengenai spesifikasi teknis pesawat sinar-X portabel, diperlukan pula ketentuan yang jelas
mengenai mekanisme atau aturan main yang jelas mengenai perpindahan lokasi penggunaan pesawat
sinar-X portabel dan prosedur keselamatan penggunaan. Ketentuan tersebut dapat meliputi ketentuan
mengenai batas lokasi, perekaman dan pelaporan pesawat sinar-X portabel, ketentuan mengenai
kendali mutu pesawat sinar-X portabel, dan ketentuan mengenai penjelasan kondisi pasien yang
seperti apa yang tidak memungkinkan dibawa ke ruang radiologi sehingga diperbolehkan dilakukan
penyinaran dengan pesawat sinar-X portabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjualan pesawat sinar-X portabel
radiologi diagnostik di lokapasar (marketplace) tidak mungkin dibendung karena sudah menjadi
tuntutan hidup masyarakat, namun sebagian besar belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan
dalam bidang ketenaganukliran, kesehatan dan perdagangan. Untuk melindungi masyarakat dari risiko
yang dapat ditimbulkan, diperlukan koordinasi bersama antara BAPETEN, Kementerian Kesehatan,
dan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan pesawat sinar-X
portabel di marketplace.
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Abstract

Indonesia has published the regulation on Safety and Security on the Transport of Radioactive
Materials since 2015, Government Regulation No. 58 in 2015 (GR 58/2015). This regulation adopted
the IAEA-specific safety regulation (SSR) No. 6 in 2012, which was revised with the SSR-6 revision
(SSR-6 (rev.1)) in 2018. The change made in the SSR-6 (rev.1) needs to be analyzed as the basis of
the necessity for the amendment of GR 58/2015. This study compared SSR-6 2012 and SSR-6 (rev.1)
in 2018 to find the significant change that could impact GR 58/2015 provision. Based on the study;, it
can be concluded that the addition of a new type of SCO, which is SCO-III, has to be included in the
government regulation to be in line with international standards. The existence of SCO-III in the
regulation could be a solution for the transportation of the large size of material that is activated or
contaminated such as radioactive waste from the process of upgrading or decommissioning of a
reactor. Moreover, adding the SCO-III also affect some part of the provision that requires to be
updated. Some other changes do not directly impact GR 58/2015; however, they impact the lower
regulation hierarchy. It can be concluded that Indonesian authorities are required to revise the GR
58/2015 to follow the SSR-6 revision.

Keywords: radioactive materials, transport, SSR-6 revision, transport regulations.

Introduction

The increasing usage of radioactive materials worldwide has also increased the movement of
radioactive materials in and within countries. Transport is a crucial part of utilizing nuclear materials
that require following safety and security requirements. The regulation for safety on the transport of
radioactive material in Indonesia has been established since 2002, which was regulated on the
Government Regulation No. 26 in 2002 on Safety on Transport of Radioactive Materials. In 2015, this
regulation was revised by Government Regulation No. 58 2015 on Radiation Safety and Security in
Transport of Radioactive Materials (GR 58/2015) to follow IAEA's transport standard, Specific Safety
Requirements No. 6 in 2012 (SSR-6/2012).

In 2018, the IAEA published the newest version of SSR-6, the SSR-6 revision (SSR-6 (Rev 1)). The
change made in the SSR-6 revision needs to be analyzed to know the significance of revising the GR
58/2015. This study compares IAEA standards on the safe transport of radioactive materials, SSR-6
2012 edition that was used for the development of transport for radioactive materials regulations in
Indonesia with the latest version of SSR-6, which is SSR-6 revision in 2018. The analysis is
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conducted to know the impact of the revision of SSR-6 on the national regulations in Indonesia and
give recommendations for the revision of the regulations.

Methodology

This research analyzes the current regulation regarding the transport of radioactive materials in
Indonesia, GR 58/2015, to compare with the IAEA current standard, SSR-6 revision in 2018. The
analysis compares paragraph per paragraph of the SSR-6 revision in 2018 with the previous standard,
SSR-6 in 2012, the version used to establish the GR 58/2015.

Literature Review

The GR 58/2015 has revised Government Regulation No. 26 in 2002 on Safety on Transport of
Radioactive Materials to adopt the SSR-6 2012, the latest IAEA standard. This revision has also
combined the safety and security provisions into one regulation. The security provision was
developed based on the IAEA security standard for transport, Nuclear Security Series (NSS) 9 2009.
The GR 58/2015 included some general requirements for safe transport, including the requirements
before shipments, shipments, and after shipments. The requirements started with the identification of
radioactive materials and packages, category of the package, labeling and placarding, transit provision,
carriers, undelivered packages, shipment approval, notification and validation of shipment approval,
radioactive materials and packages, security in transport, emergency preparedness, and response [1].

Furthermore, under the GR 58/2015, BAPETEN’s regulation No. 7 in 2020 (BR 7 2020) on Safety
Provisions and The Arrangement for the Transport of Radioactive Materials [2] provides more
detailed requirements based on the SSR-6 2012, such as the criteria of radioactive materials and
packages, the criteria for exclusive use and some more detailed requirement that cannot be included in
the level of government regulation [2]. Moreover, BAPETEN’s Regulation No. 4 in 2022 (BR 4/2022)
in Package Testing Laboratory contains testing package and laboratory requirements [3]. The
hierarchy of the transport of radioactive materials in Indonesia is shown in Figure 1.

Government
Regulation

BAPETEN's
Regulations

Figure 1. The Hierarchy of Transport of Radioactive Materials in Indonesia

The GR 58/2015 has been implemented to ensure the safety and security of the transportation of
radioactive materials in Indonesia. The BAPETEN issues the shipment approval as the regulatory
body through an online system that has been established. Based on the annual report from BAPETEN,
the total shipments in 2020 were 2381 approvals which is lower than the previous year, around 2516
approvals [4]. The approvals are issued both per shipment or multiple shipments.

However, in some cases, the implementation of this regulation is questioned due to some problems,
such as the availability of the package that has a valid certificate and the shipment of large size of
materials that are activated or contaminated from the decommissioning process, such as the reactor
decommissioning. For example, the decommissioning process of the TRIGA Mark Il Bandung
potentially produces contaminated and activated material in large sizes that cannot fit any package
criteria. A study about dismantling characteristics of the decommissioning program of TRIGA mark Il
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Bandung Reactor shows that the large volume of the component as the result of the decommissioning
process is reflector (573 liters), biological shielding (283 liters) and graphite thermal column outer
(171 liters) [5]. Transporting these materials is facing some problems due to the regulations not
including shipment provisions under special arrangements.

The Head of the IAEA’s Transport Safety Unit, Stephen Whittingham, mentioned that this latest
edition of SSR-6 includes a new type of solid object that has radioactive materials distributed on its
surface which is called a surface contaminated object (SCO-II) and also added some new
requirements to assess of the storage time for the package before transport [6]. It is shown that the
IAEA was aware of the need for the provision of a new object that the previous SSR-6 could not cover.

Before the SSR-6 2012, the IAEA standard for the safe of transport was the Transport Safety
Requirements (TSR)-1 2008. A study that has been conducted for the change from TSR-1 to SSR-6
concluded that some changes in SSR-6, which were the definition of fissile materials, design, adding
UN Numbers, adding types of radioactive materials that require design approval, and adding
overpacks categories [7]. Furthermore, a similar study has analyzed the impact of the change of SSR-
6 revision on the industry. It shows that the simplicity that has been made for the deletion of the
leaching test for Low Specific Activity Materials (LSA)-1l1 and the addition of the SCO-III to
transport large component that usually gains from the nuclear fuel cycle facility. Before SSR-6 rev. 1,
the transport of large objects were transported under a special arrangement, which could lead to a
misleading public perception due to the term “special arrangement” [8].

Result and Discussion

The analysis of every change from SSR-6 to SSR-6 rev.1 has been conducted, as shown in Table. 1,
including an analysis of the possible impact on the current regulation in Indonesia.

Table 1. List of Paragraph in SSR-6 2012 that had been changed by SSR-6 2018

No. Paragraph SSR  The difference in SSR-6 (rev.1) [10] The analysis of the changes and/or the effects to

62012 [9] Indonesian regulations
1. 233 Deleted. The content has been Para. 233 in SSR-6/2012 is the definition of
transferred to new para. 220A. The term radiation level which is the corresponding dose
of radiation level replaced by dose rate. rate expressed in millisieverts per hour or
microsieverts per hour. This term is replaced by
“dose rate” in para 220A which means the
ambient dose equivalent or the directional dose
equivalent, as appropriate, per unit time,
measured at the point of interest. In GR 5822015
both of these terms are not defined.
2. 244 The definition of transport index added This new type of SCO is not included in GR
SCO-lIl 58/2015. This is a crucial change because if there
is a consignment of SCO-Ill in Indonesia, this is
not regulated yet. It could cause problem for the
shipment of the materials that are huge and
cannot transported in any type of packages. This
SCO-IIl needs to be included in the revision of GR
58015
3. 304 “In the event of accidents or incident The change of terminology for accidents or
during the transport of radioactive incidents into a nuclear or radiological
material, emergency provision......” emergency does not give impact to the
replace by “In the event of a nuclear or regulations. Because in the GR 582015 has only
radiological emergency during the stated about the mandatory for the consignor to
transport of radioactive materials, establish transport emergency procedure.
provision....”.

Then in the next sentence additional
explanation that: “Consignors and carriers
shall establish, in advance, arrangement
for preparedness and response in

However, in the revision of SSR-6 mentioned that
the responsibility to establish arrangement for
preparedness and response are consignors and
carriers which in the GR 58/2015 stated that this
responsibility is belong to the consignors only.
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No.

Paragraph SSR

The difference in SSR-6 (rev.1) [10]

The analysis of the changes and/or the effects to

62012 [9] Indonesian regulations
accordance  with national and/or However, for the implementation, the consignors
international requirements and in a have to provide the procedures document and
consistent and coordinated manner with  share to the carriers as the third party.
the national and or/international
emergency arrangements and emergency
management system.”

305 The content of this paragraph has been In the regulation GR 582015 has been stated
replaced with the provision about graded about the minimal content of the preparedness
approach for the arrangements for and response which include the hazard
preparedness and response by identification.
considering hazard identification and
their potential consequences.

309 Non-compliance, “radiation level” has Although the provision about non-compliance
been changed to “dose rate”. has been stated in the SSR-6/2012, the GR

582015 did not include the provision for non-
compliance. However, in the implementation of
the transport of radioactive materials, some
circumstances, the consignors cannot comply
with the provision that has been stated in the
regulations. The “non-compliance” provision
should be added in this regulation to provide the
provision for consignors and carriers in non-
compliance situation.

409 LSA Il criteria point ii, about the provision This detailed explanation about the criteria for
for the radioactive material is relatively LSA-IIl is stated in the BAPETEN’s Regulation No.
insoluble, intrinsically contained in a 7 in 2020 on the Safety Provision and the
relatively insoluble matrix has been Arrangement of Transport of Radioactive
deleted. Materials (BR 7/2020).

413 Adding SCO |lIl, for large solid object The additional of new type of SCO is a crucial
because of its size cannot be transported change in SSR-6 revision. This type of radioactive
in a type of package describe. materials should be included in the revision of

GR 58/2015.

This standard adds SCO Il to cover the large size
cannot be transported by any type of package
and for which:

(i)  All openings are sealed to prevent
release of radioactive material
during conditions defined in para.
520 (e)

(i) The inside of the object is as dry as
practicable;

(iii) The non-fixed contamination on the
external surfaces does not exceed
the limit specified in para. 508

(iv) The non-fixed contamination plus the
fixed contamination on the
inaccessible surface averaged over
300cm? does ot exceed 8x10°
Bg/cm? for beta and gamma
emitters and low toxicity alpha
emitters, or 8x10%Bg/cm? for all
other alpha emitters.

414 Radiation level = change into dose rate The basis the SCO requirements and controls for
transport in industrial package or unpackage is
based on the dose rate, not the radiation level.
This provision is stated in the BR 7/2020.

423 Radiation level = change into dose rate One of the requirements for excepted package-

instrument or articles was based on the radiation
level at 10 cm from any point on the external
surface of unpacked instrument or article is not
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No. Paragraph SSR The difference in SSR-6 (rev.1) [10] The analysis of the changes and/or the effects to
62012 [9] Indonesian regulations
greater than 0,1 mSv/h. However, in the revision
of SSR 6, this requirement has been changed to
the dose rate. The requirements for fissile
excepted is stated in the appendix Il of the BR
7/20202.

10. 424 Adding point d - provision for excepted Include the fissile excepted and excepted
package (limited quantity of material) condition for fissile material into UN 2910
contain fissile material that is included in  Excepted package — limited quantity of material.
the excepted criteria for fissile materials.

11. 427 Adding point e > provision for fissile Include the fissile excepted and excepted
excepted and fissile materials that meets condition for fissile material into UN 2908
excepted criteria. Excepted package — empty package.

12. 503 Adding point e = for packages intended The additional provision for Para 503 which is
to be used for shipment after storage - about the requirement before each shipment.
ensure the package is maintained during This requirement needs to be added in the BR
storage. 7/2020 on Safety Provision and The Arrangement

for Transport of Radioactive Materials

13. 509 Level of contamination for internal freight  Additional information that the requirement for
container is  excepted for the the level of non-fixed contamination on the
requirement, IBCs is deleted internal surface of freight containers being used

as packaging, either loaded or empty.

14. 510 The “radiation level” has been changed The term should be updated both in GR and BR
into “dose rate”. The assessment for
leaked package or suspected leaking
package has to be assess the extent of the
contamination and the dose rate.

15. 513 The “radiation level” has been changed
into “dose rate”. The paragraph talks
about the requirement for any
conveyance or equipment that has
become contaminated that show dose
rate excess of 5 microsievert/hour.

16. 514 Does not included the IBC’s (Intermediate It doesn’t give impact significant to the
Bulk Container) which is a portable regulation due to this term did not use in
package with certain criteria. transport regulations.

17. 515 Change the reference of excepted
package

18. 516 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in GR and BR

19. 517 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in GR and BR

20. 520 Adding point e for the requirements for This is necessary to include in the revision of the
SCO Il if transported unpackage. The government regulation to in line with the
SCO-Ill can be transported unpackage international standard.
that shall be transported under exclusive
use and follow some requirements in this
paragraph.

21. 522 Adding requirement for SCO-III limit This is necessary to include in the revision of the
government regulation to in line with the
international standard.

22. 523 Adding SCO Ill on table 6 for the activity This is necessary to include in the revision of the

limits for LSA materials and SCO |
industrial packages or unpackaged.

government regulation to in line with the

international standard.
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No. Paragraph SSR The difference in SSR-6 (rev.1) [10] The analysis of the changes and/or the effects to
62012 [9] Indonesian regulations

23. 524 Adding the information that the single This information does not impact significantly to
consignor can determine the Tl by direct the regulation.
measurement of dose rate.

24. 524A The information for the non-rigid The TI calculation in the GR 582015 is provided
overpack that shall be determined only as  in the attachment. The change in SSR 6 revision
the sum of the Tls of all package within  basically just to make the Tl calculation clearer.
overpack.

25. 527 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in GR and BR

26. 528 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in GR and BR

27. 529 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in GR and BR

28. 543 Adding the provision for large freight This provision should be included in the
container that carrying unpacked LSA-I placarding provision in the GR dan BR.
and SCO-I.

29. 546 Adding SCO-Ill in point (n) about the total GR and BR should be updated to include the SCO-
activity of the consignment. M.

30. 556 Adding words “Applicable certificate” This change is only to clear the statement.

31. 566 Point “b. The dose rate...from the Previously the statement was “The radiation
external surface of the vehicle or freight level.....from, the external surface of the
container,....” conveyance, ...."

The change is only to make the calculation for
under routine condition clearer.

32. 571 Some changes for the paragraph. By adding SCO-Ill as one of the materials for
However, the main change is by adding radioactive materials transportation, the
LSA | materials, SCO | and SCO Ill that can  placarding provision should be added as well.
be transported unpackaged about the
provision of their placarding.

33. 572 Adding SCO IlIl for the provision for Because SCO Il is one of materials that can be
placarding of unpackaged shipment. transported unpackaged, this provision adds the

SCO-lll. This is necessary to include in the
regulation.

34, 573 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” in the calculation for consignments in GR and BR.
under exclusive use.

35. 575 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for additional requirements in GR and BR
packages of overpack transported by
vessel.

36. 579 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the requirement that packages in GR and BR.
or overpack should that having s surface
dose rate greater than 2 mSv/h shall not
transported by air except by special
arrangement.

37. 605 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the criteria of low dispersible in GR and BR
radioactive material.

38. 617 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated

rate” for the general requirements for
package.

in GR and BR
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No. Paragraph SSR The difference in SSR-6 (rev.1) [10] The analysis of the changes and/or the effects to
62012 [9] Indonesian regulations

39. 622 Additional excepted package containing This technical requirement for excepted
fissile materials that allowed by one of packaged should be included in the revision of
the provisions of subparagraph (a)-(f) of BR.
para. 417.

40. 624 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the requirement of IP-2. in GR and BR

41. 626 c. Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for alternative requirement of IP-2 in GR and BR

42. 627 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the requirement of portable in GR and BR
tanks that may also use as Type IP-2 or
Type IP-3.

43. 628 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” the requirements for tanks, or other  in GR and BR
portable tanks that may be used as type
IP-2 or Type IP 3 for transporting LSA-I
and LSAII.

44. 629 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for freight containers with the in GR and BR
permanent enclosure may be also used as
type IP-2 or type IP-3.

45. 630 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for metal IBCs that may be used as in GR and BR
type IP-2 or Type IP-3.

46. 648 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the requirements of type A in GR and BR
package.

47. 659 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for design of type B(U) packages. in GR and BR

48. 671 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for requirement of type C packages.  in GR and BR

49. 680 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for requirements for package in GR and BR
containing fissile materials.

50. 701 Adding LSA Ill as one of materials that For the test procedures should be updated in the
need to be testing using specimen in BR on Laboratory of Package Design.
prototype or samples of packages.

51. 703 Deleting leaching test for LSA-IIl. Leaching  The regulation on test of radioactive material is
test is only for Low Dispersible on BR No. 4 in 2022 on Package Testing
Radioactive Material. Laboratory. This regulation needs to be updated.

52. 809 Adding point: j. for the applicable of These requirements are necessary to be added in
management system as required in para. the BR 7/2020.
306 and k. for requirements for package
which are to be used for shipment after
storage

53. 817 Change “the radiation level” to “dose The terminology of dose rate should be updated
rate” for the requirements for approval in GR and BR
alternative activity limits for an exempt
consignment of instruments or articles.

54. 819 Including the 1996 Edition, 1996 edition Those specific transitional arrangements are not
(revised), 1996 (as amended 2003), 2005, included in any regulation. This is necessary to be
2009 and 2012 editions for packages not added in the regulation.
requiring competent authority approval
that may continue to transport provided
that they were prepared for transport
prior to 31 December 2025 and are
subject to the requirements of para. 822,
if applicable.

55. 820 Including the 1996 Edition, 1996 edition Those specific transitional arrangements are not

(revised), 1996 (as amended 2003), 2005,
2009 and 2012 editions for package

included in any regulation. This is necessary to be
added in the regulation.
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No. Paragraph SSR The difference in SSR-6 (rev.1) [10] The analysis of the changes and/or the effects to
62012 [9] Indonesian regulations

design approved that may continue to
transport provided that they were the
package design is subject to multilateral
approval after 31 December 2025 and
some applicable requirements

56. 823 Including the 1996 Edition, 1996 edition Those specific transitional arrangements are not
(revised), 1996 (as amended 2003), 2005, included in any regulation. This is necessary to be
2009 and 2012 editions for special form added in the regulation.
radioactive materials approved by those
regulations, may continue to be used
when in compliance of para 306. There is
no new manufacture of special form
radioactive materials to be design that
had received unilateral approval by
competent authority under those
regulations shall be permitted.

57. 825 Adding multilateral approval for SCO Il. This is necessary to be added in the regulation
due to the additional of SCO-III as one of
radioactive materials.

58. 832 deleting point d symbol-96 for the The provisions about symbols of package and
certificate approval of low dispersible radioactive materials need to bed added in the
radioactive materials. regulations.

Based on Table 1, it can be concluded that the major changes of the SSR revision are about adding
one more type of SCO, SCO-lll. Adding SCO-IIl also impacts some requirements, such as
unpackaged shipments, multilateral shipments, testing, and limit requirements. Materials with a large
size that cannot follow any package requirements because of their size can be categorized into the
SCO-IIl.  This is a solution to transport a large solid object, such as radioactive waste, due to
upgrading or decommissioning a nuclear reactor.

Deleting the leaching test for LSA-III is also a significant change in SSR-6 rev.1. However, this
change does not affect the GR 58/2015 because this provision is regulated in BR 7/2020. A new
shipment requirement after storage could be included in GR 58/2015 and BR 7/2020. This
requirement is necessary to solve the problem of dual-purpose casks. Casks could be used for
transport and storage, such as radioactive waste. This provision considers the aging mechanism,
particularly in transporting packages after a long time in storage [8]. Moreover, changing the
terminology from “radiation level” to dose rate is also necessary to clarify the basis of the
measurements in some requirements and criteria in the regulations.

In addition, because the standard and requirements of the safe transport of radioactive materials
consist of technical and more detailed requirements that are not possibly included in the regulation,
the establishment of guidance is necessary. As well as SSR-6 has advisory material, the regulations of
safe transport of radioactive materials also require guidance to support the implementation of the
regulation.

Conclusion

The revision of SSR-6 in 2012 to SSR-6 (rev. 1) 2018 has some changes that must be updated in the
Indonesian regulations. Although some significant changes in SSR-6 rev.1 have been revealed, the
most crucial provisions are about the additional new type of radioactive materials, SCO-III. It can also
cause some changes in some parts of the standard to support the SCO-III shipment that must be
included in Indonesian regulations. Furthermore, the change in terminology and definition from
“radiation level” to “dose rate” also needs to be updated in the regulation. Some more detailed
changes do not affect the GR 58/2015 but impact the lower regulations, which are the BR 7/2020 and
BR 4/2022. This is because government regulations cannot include all specific and technical
provisions. Some adjustments and updates are necessary to develop regulations that align with
international standards. Furthermore, further analysis is recommended to analyze the advisory
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material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials due to some
detailed explanations provided in this document. The establishment of guidance for the transport of
radioactive materials is required to be established to include some more detailed information and
support the implementation of the regulations.

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
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Abstrak

Pemanfaatan radiasi pengion semakin berkembang dari waktu ke waktu, termasuk perkembangan pencitraan
manusia bukan untuk tujuan kesehatan. Hal ini dapat menjadi polemik karena manfaat yang dihasilkan dari
penyinaran tidak dirasakan langsung oleh individu. Justifikasi untuk praktik ini dibutuhkan untuk menjamin
keselamatan masyarakat dan lingkungan dari efek yang merugikan, termasuk pertimbangan etika. Tulisan ini
mengkaji praktik-praktik pemanfaatan non-medis radiasi untuk pencitraan manusia dan prospek penerapannya
di Indonesia. Kondisi saat ini mengenai dinamika dan Kkarakteristik penyinaran bukan untuk tujuan medis,
kerangka kerja hukum internasional dan Eropa dalam konteks informasi yang tersedia dan dinamika kerangka
kerja regulasi dibahas secara deskriptif.

Kata kunci: radiasi, etika, pencitraan manusia non-medis.
Abstract

The use of ionizing radiation is growing over time, including the development of non-medical human imaging,
this can be polemic because the benefits resulting from irradiation are not felt directly by individuals.
Justification for this practice is needed to ensure the safety of the community and the environment from adverse
effects, including ethical considerations. This paper examines the practices of using non-medical radiation for
human imaging and the prospects for its application in Indonesia. The current status of dynamics and
characteristics of irradiation not for medical purposes, international and European legal frameworks in the
context of available information and the dynamics of the regulatory framework, including the implementation
prospect in Indonesia are discussed descriptively.

Keywords: radiation, ethical, non medical human imaging.

Pendahuluan

Pencitraan manusia menggunakan radiasi umumnya digunakan untuk diagnosis medis, perawatan
medis atau riset biomedis. Selain itu pencitraan manusia bisa juga untuk tujuan selain diagnosis
medis, perawatan medis atau riset biomedis[1]. Di bidang medis pemanfaatan sumber radiasi pengion
dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: radiologi diagnostik, radiologi intervensional, radioterapi, dan
kedokteran nuklir[2]. Pemanfaatan dan pengetahuan mengenai radiasi pengion berkembang pesat dari
waktu ke waktu sehingga memungkinkan dimanfaatkannya radiasi tersebut dalam berbagai bidang
kegiatan di luar tujuan medis.
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Penerapan pencitraan manusia di luar tujuan medis (hon-medis) sangatlah luas dan bervariasi baik
yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di bukan fasilitas kesehatan. Di Indonesia, salah satu
penerapan pencitraan manusia non-medis adalah pemanfaatan peralatan body scanner yang ditujukan
untuk memindai tubuh manusia menggunakan radiasi sinar-X untuk mendeteksi benda asing di
permukaan atau dalam tubuh manusia untuk tujuan keamanan fasilitas misalnya digunakan di bandar
udara, pelabuhan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), penjara, dan fasilitas-fasilitas umum [3].

Ketika radiasi sinar-X diserap dalam tubuh kita, itu dapat merusak struktur molekul dan berpotensi
menyebabkan kerusakan. Dosis radiasi yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan sel-sel manusia,
sebagaimana dibuktikan oleh luka bakar kulit, kerontokan rambut, dan meningkatnya insiden kanker.
Karena radiasi dosis tinggi dapat menyebabkan kanker, maka umumnya diasumsikan bahwa dosis
rendah juga dapat menyebabkan kanker. Namun saat ini tidak ada bukti ilmiah langsung bahwa ini
terjadi, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa dosis radiasi yang rendah (seperti yang
digunakan dalam pencitraan) tidak meningkatkan risiko kanker[4][5] sebagaimana tercantum dalam
Tabel 1. Bagaimanapun diperlukan tindakan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat dan
lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi
yang merusak akibat paparan radiasi disebut proteksi radiasi [6] sebagaimana diatur di Peraturan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan
Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir[6].

Dalam GSR Part 3 Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety
Standards [1] disebutkan bahwa: “The government shall ensure that the use of ionizing radiation for
human imaging for purposes other than medical diagnosis, medical treatment or biomedical research
is subject to the system of protection and safety”. Dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa
pemanfaatan radiasi untuk pencitraan manusia non-medis harus mematuhi sistem keselamatan dan
proteksi radiasi. Umumnya pencitraan manusia selain untuk diagnosis medis, perawatan medis atau
riset biomedis dianggap tidak dibenarkan (unjustified). Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) No 4 Tahun 2020 tidak membolehkan pemeriksaan radiologi yang dilakukan untuk
keperluan pekerjaan, legal atau asuransi kesehatan tanpa indikasi klinis kecuali untuk memberi
informasi penting mengenai kesehatan seseorang yang diperiksa atau proses pembuktian atas
terjadinya suatu pelanggaran hukum [7].

Tulisan ini mengkaji praktik-praktik pemanfaatan non-medis radiasi untuk pencitraan manusia dan
prospek penerapannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif
melalui studi pustaka meliputi peraturan tertulis, perundang undangan, literatur standar internasional,
dan artikel ilmiah.

Tabel 1. Perkiraan dosis dan risiko kanker dari berbagai sumber radiasi [9]

Sumber Radiasi Dosis Radiasi Periode yang setara dari Risiko Kanker
radiasi latar

FLIGHT:
Airport security X-ray scanner 0.00001 mSv kurang dari 1 tahun dapat diabaikan
7 hours air plane flight 0.003 mSv beberapa hari dapat diabaikan
HEART:
Coronary Angiography (CTA) 12 mSv 4 tahun rendah
Cardiac CT for Calcium Scoring 3mSv 1 tahun rendah
CHEST :
Radiography-Chest 0.1 mSv 10 hari Minimal
Computed Tomography-Chest Low Dose 1.5 mSv 6 bulan sangat rendah
DENTAL:
Intraoral X-ray 0.005 mSv 1 hari dapat diabaikan
ABDOMINAL REGION:
(CT)-Abdomen and Pelvis 10 mSv 3 tahun rendah
(CT)-Colonography 10 mSv 3 tahun rendah
X-ray -Lower GI Tract 8 mSv 3 tahun rendah
Radiography (X-ray )-Upper GI Tract 6 mSv 2 tahun rendah
BONE:
Radiography (X-ray )-Spine 1.5 mSv 6 bulan sangat rendah
Radiography (X-ray )-Extremity 0.001 mSv 3 hours dapat diabaikan
CENTRAL NERVOUS SYSTEM:
(CT)-Head 2 mSv 8 bulan sangat rendah
Computed Tomography (CT)-Spine 6 mSv 2 tahun rendah
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Radiasi Pengion dan Dampaknya

Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang
dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya [2]. Radiasi pengion disebut juga radiasi
atom atau radiasi nuklir. Sumber radiasi pengion yang dikenal saat ini antara lain sinar-X, sinar
gamma, sinar kosmik, serta partikel beta, alfa dan neutron. Radiasi sinar-X banyak digunakan dalam
pemeriksaan kesehatan dan pengobatan karena sifat-sifatnya yang mampu menembus jaringan tubuh
manusia untuk mendeteksi kelainan[8]. Beberapa peralatan yang menggunakan teknologi sinar-X di
fasilitas kesehatan antara lain pesawat sinar-X radiografi umum, fluoroskopi, CT Scan, gigi, dan
mamografi (Lampiran 1)[7].

Selain memiliki manfaat untuk mengobati dan mendiagnosis penyakit, radiasi juga memiliki
resiko/dampak terhadap tubuh manusia bila terlalu sering terpapar. Dampak buruk terhadap kesehatan
tubuh antara lain hancurnya sel-sel tubuh yang normal, terbentuknya kanker, terjadinya gangguan
tumbuh kembang anak, dan terjadinya kerusakan jaringan kulit hingga kematian. Tanda dan gejala
yang timbul akibat paparan berlebih mungkin tidak segera muncul saat tubuh terpapar, gejala
mungkin baru akan muncul dalam waktu beberapa jam, hari, minggu, bulan atau tahun setelah
terpapar radiasi. Gejala yang muncul di anataranya gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare,
sakit kepala, demam, kelelahan, rambut rontok, luka, lepuhan dan peradangan di berbagai bagian
tubuh.

Radiasi Pengion untuk Penerapan Non-Medis

Pencitraan manusia non-medis adalah penyinaran menggunakan radiasi untuk tujuan selain diagnosis
medis, perawatan medis atau penelitian biomedis. Penyinaran ini sering digunakan, tetapi masyarakat
tidak selalu sadar bahwa mereka terkena radiasi. Dalam beberapa kasus, itu dapat dilakukan pada
anak di bawah umur tanpa izin orang tua, seperti dalam beberapa penyaringan keamanan, bahkan
tanpa orang-orang sadar mereka sedang terkena radiasi. Contohnya bisa berupa paparan yang tidak
sengaja terhadap orang-orang di dalam kendaraan atau kargo yang disaring oleh petugas keamanan
atau bea cukai untuk tujuan anti-penyelundupan. Terkait proteksi radiasi, orang-orang yang terpapar
bukanlah pekerja atau pasien, dan karena itu harus dianggap sebagai anggota masyarakat.

Radiasi pengion untuk tujuan diagnostik telah digunakan dalam kedokteran sejak ditemukannya X-
rays pada tahun 1895. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah memperkenalkan
penggunaan radiasi pengion juga untuk tujuan non-medis, terutama untuk alasan keamanan. Contoh-
contoh dari pencitraan manusia seperti itu termasuk pencitraan perut orang-orang yang dicurigai
sebagai kurir narkoba, menyaring orang-orang untuk mendeteksi benda-benda yang disembunyikan,
misalnya sebelum menaiki pesawat, atau penapisan pengunjung ke penjara. Teknik ini juga digunakan
untuk menentukan usia pencari suaka, untuk asuransi dan keperluan lainnya sebagaimana tercantum
dalam Tabel 2.

Badan pengawas bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kegiatan pencitraan non-medis yang
sedang dilakukan di negara tersebut. Perhatian khusus diperlukan karena kegiatan ini perlu
dijustifikasi olen pemerintah atau badan pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
dilaksanakan oleh staf yang terlatih secara profesional atau di fasilitas yang sesuai. Penggunaan
pencitraan manusia non-medis juga harus mempertimbangkan etika dalam penerapannya. Paparan
radiasi untuk tujuan non-medis menimbulkan masalah etika penting seperti yang dicatat dalam
publikasi mengenai penilaian usia individu yang menjadi subjek kontrol imigrasi di Inggris [10], yang
menegaskan bahwa perlu mempertimbangkan manfaat aktual dengan potensi kerusakan yang
mungkin ditimbulkan pada sekelompok anak-anak dan remaja yang berpotensi rentan sebagai akibat
tidak hanya dari usia tetapi juga latar belakang dan pengalaman mereka [10]. Pertimbangan etika juga
tertuang dalam General Safety Guide No. 5, Justification of Practices Including Non-Medical Human
Imaging [11], “Governments, regulatory bodies and operators everywhere must ensure that nuclear
material and radiation sources are used beneficially, safely and ethically [11]. ” Etika yang dimaksud
secara konseptual meliputi meliputi hal keadilan, penyebaran resiko dan manfaat; otonomi,
pengambilan keputusan berdasarkan informasi; kerendahan hati/ tidak merugikan; privasi dan
kerahasiaan; kebijaksanaan dan kehati-hatian; dan menimbang risiko serta manfaat; Prosedur terkait
etika harus mempertimbangkan Akuntabilitas atas kewajaran [12]. Ada empat kondisi dalam
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pengambilan keputusan etika yaitu alasan pengambilan keputusan tersedia di muka umum
(transparasi), bukti berdasarkan resiko dan manfaat (relevansi), alasan, banding sehubungan adanya
bukti baru, (mekanisme banding), dan penegakan hukum.

Tabel 2. Klasifikasi Pencitraan Manusia Non-Medis

Jenis dan karakteristik

paparan Jenis Kegiatan

Konten dan Tujuan Kegiatan

Fokus Perhatian

Paparan di Fasilitas Kesehatan

 Berlangsung di Litigasi
fasilitas radiasi medis

» Menggunakan
peralatan radiologis
medis

Diagnosis untuk menemukan
ada atau tidak adanya cedera
atau penyakit yang akan
digunakan sebagai bukti di
pengadilan

- Berdasarkan perintah peradilan

- Justifikasi oleh praktisi mungkin

- Kepentingan terkait dengan persetujuan
dan dosis

 Dilakukan oleh Deteksi obat-

mencari obat-obatan di dalam
tubuh yang sengaja ditelan

- Teknik Radiografi atau CT-Scan
- Kriteria rujukan untuk pemilihan
individu harus dikembangkan

Diagnosis penyakit dalam untuk
tujuan penilaian risiko asuransi

- Tidak ada manfaat individu,
- non ethical exposures

Penilaian usia terutama untuk
imigran, pengungsi, adopsi,
biasanya kaum muda

- Pemeriksaan Gigi dan Tulang harus
dilakukan

- fokus terkait pemberian dosis untuk
anak muda

personel radiologi obatan
 Dengan gambar yang
dilihat oleh ahli Asuransi
radiologi / dokter
* Memerlukan Penilaian usia
persetujuan
+ Biasanya bermanfaat
bagi individu yang
terpapar Dugaan
» Dosis yang diberikan pe|ecehan anak
direkam

 Berlaku batasan DRL

Diagnosis lamanya, fraktur atau
perdarahan tersembunyi

-Dosis dapat melebihi batas dosis umum
-Dalam kasus yang terdokumentasi
dengan baik, manfaatnya lebih tinggi
daripada risikonya

Olahragawan

Diagnosis rutin status kesehatan,
evaluasi status kesehatan terkait
proses perpindahan atlet,
diagnosis pertumbuhan untuk
olahraga tertentu (basket, penari)

- Pencitraan untuk cidera akut atau untuk
mendukung keputusan terkait pelatihan
atau kebutuhan nutrisi atlet.

- Kekhawatiran terkait dengan
pencitraan berulang untuk keperluan
screening

Imigrasi atau
emigrasi

Diagnosis penyakit tersembunyi
pada migran, misalnya untuk
TBC

Tidak ada manfaat individual, justifikasi
yang cermat untuk pemilihan prosedur
terbaik

Prosedur

sebelum bekerja

Diagnosis untuk menemukan
penyakit tersembunyi, untuk
mencegah keslahan penerimaan
pegawai, atau untuk melindungi
anak-anak sekolah dari infeksi

- Tidak ada manfaat individu,
- Kekhawatiran terkait dosis dan paparan
pada paparan berulang

Penentuan
identitas

Identifikasi orang mati (mayat)

Berdasarkan perbandingan antara
karakteristik sebelum dan sesudah mati
dari catatan gigi

Paparan di bukan Fasilitas Kesehatan

 Berlangsung di Pemeriksaan
fasilitas non-medis keamanan
(biasanya di tempat
umum)

» Menggunakan
peralatan pencitraan
khusus

+ Dilakukan oleh

Teknik pemindaian sinar X saat
ini di pelabuhan, bandara,
penjara, lembaga pemerintah,
dan lain lain

- Dosis umum per pemindaian adalah
<0,1 uSv tetapi frekuensinya mungkin
sering

- Dosis untuk yang sering bepergian

- Petugas tidak selalu terlatih dalam
perlindungan radiasi

- Harmonisasi aspek praktik dan
peraturan

personil non radiologi  Pemeriksaan

Diagnosis untuk mendeteksi
objek yang tertelan

Kekhawatiran terkait dosis dan paparan
pada paparan berulang

+ Dengan gambar keamanan
dilihat oleh orang tahanan dan
yang bukan tenaga pengunjung
medis Inspeksi

+ Tidak memerlukan kendaraan
persetujuan

» Manfaat bagi
masyarakat: tidak ada
manfaat bagi individu
yang terpapar

+ Dosis tidak direkam

« Batas dosis publik
diterapkan

Pencarian di dalam truk atau
kontainer untuk menemukan
benda tersembunyi

- Dosis sekitar 10 pSv

-Tidak ada kekhawatiran untuk
pemindaian barang

-Kekhawatiran untuk paparan orang
yang bersembunyi
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Lesson Learned Penerapan Non-Medis Pencitraan Manusia di Berbagai Negara

Salah satu pemanfaatan pencitraan manusia non-medis di bukan fasilitas kesehatan adalah
penggunaan alat pemindai tubuh (full body scanners). Saat ini terdapat empat teknologi berbeda yang
digunakan untuk pencitraan menggunakan full body scanners. Dari empat teknologi tersebut hanya
dua yang menggunakan radiasi pengion yaitu back-scattered X-ray scanners dan transmission X-ray
scanners, sedangkan millimeter wave back-scattered scanners dan passive millimeter/THz scanners
menggunakan teknologi gelombang dengan frekuensi (sekitar 30 GHz) antara frekuensi radio dan
inframerah. Teknologi penyinaran full body scanners telah digunakan sejak tahun 90-an untuk tujuan
khusus di beberapa negara dan sebagian besar di tambang berlian. Pemanfaatan teknologi ini juga
dipertimbangkan untuk digunakan di bandara untuk meningkatkan pemeriksaan keamanan[13].

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Heads of the European Radiological protection Competent
Authorities di Oslo, Norwegia pada bulan Juni tahun 2010[13] saat ini terdapat 6 (enam) negara di
Eropa yang menggunakan full body scanners meliputi Finlandia, Prancis, Italia, Belanda, Polandia
dan Inggris. Di luar laporan tersebut, Amerika dilaporkan telah menggunakannya pula.

Praktik di Finlandia. Bandara Internasional Helsinki-Vantaa telah memutuskan pada Oktober 2009
untuk menghentikan penggunaan pemindai penumpang menggunakan back-scattered X-ray scanners.
Setelah satu setengah tahun digunakan atas dasar eksperimental, Otoritas Penerbangan Sipil Finlandia
Finavia memutuskan untuk tidak mengajukan kembali izin untuk pemindai dari Radiation and
Nuclear Safety Authority Finland. Namun pemerintah Finlandia telah memberikan dukungan untuk
penggunaan pemindai tubuh di bandara pada awal 2010, jika disetujui oleh parlemen Eropa.

Praktik di Prancis. Dilakukan pengujian satu millimeter wave scanners di bandara Paris Charles de
Gaulles untuk menilai risiko kesehatan manusia dari teknologi tersebut dan untuk merumuskan
rekomendasi yang dapat diberikan kepada penumpang jika teknologi tersebut diterapkan.

Praktik di Italia. Bandara utama Roma, Fiumicino, sedang mencoba pemindai tubuh millimeter wave
pertama di terminal yang melayani pesawat AS sejak Maret 2010. Tes di bandara Malpensa Milan
juga akan segera dimulai.

Praktik di Belanda. Sebanyak 15 millimeter wave scanners telah digunakan di Bandara Schipol sejak
tahun 2006 dan terdapat 60 perangkat tambahan yang sedang dipasang di bandara lainnya.

Praktik di Polandia. Transmission X-ray scanners telah digunakan di penjara Piotrkow Trybunalski
untuk mendeteksi benda-benda yang tersembunyi di dalam tubuh atau pakaian.

Praktik di Inggris. Millimeter wave back-scattered scanners dan back-scattered X-ray scanners
digunakan di bandara Heathrow dan Manchester dan lebih banyak lagi direncanakan di bandara lain.

Praktik di Amerika. Sebanyak 58 unit teknologi pencitraan telah digunakan di 24 bandara. Pada bulan
Maret 2010, Transport and Security Administration (TSA) mulai mengerahkan 450 unit teknologi
pencitraan, sebanyak 150 unit dibeli pada bulan September 2009, 202 unit millimeter wave dan 100
unit back-scattered tambahan juga dibeli oleh pemerintah AS. Pada tahun 2009, TSA mengumumkan
bahwa pencitraan seluruh tubuh akan menggantikan detektor logam di titik pemeriksaan keamanan
bandara, menggunakan teknologi backscatter (Rapiscan) dan gelombang milimeter (Pro-Vision).

Selain keenam negara diatas, beberapa negara lain berencana pula menerapkan full body scanners
untuk tujuan non-medis yaitu Jerman, Lituania, Irlandia dan Swiss. Jerman berencana untuk
menggunakan millimeter wave back-scattered scanners dalam proyek percontohan pada paruh kedua
2010. Sementara Lituania telah membeli perangkat namun belum dipasang karena badan pengawas
radiasi (Radiation Protection Centre) Lituania tidak membenarkan (justify) praktik ini. Di Irlandia,
administrasi pabean telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari spesifikasi dan kemungkinan
penggunaan pemindai seluruh tubuh dalam jangka panjang. Negara Swiss berencana untuk menguji
teknologi millimeter wave back-scattered scanners dan back-scattered X-ray scanners selama satu
bulan di bandara.
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Sementara penggunaan X-rays body scanners untuk tujuan non-medis dilarang oleh hukum di
Australia, Jerman, Perancis dan Italia. Di Irlandia, undang-undang melarang eksposur medico-legal
selain atas perintah pengadilan.

Penerapan Non-Medis Pencitraan Manusia di Indonesia dan Prospeknya

Panduan umum keselamatan pencitraan manusia

Dalam General Safety Guide No. 5, Justification of Practices Including Non-Medical Human Imaging
[11] terdapat dua kategori pencitraan manusia non-medis yaitu pencitraan yang dilakukan oleh staf
medis di fasilitas kesehatan dan pencitraan yang dilakukan oleh staf non-medis di bukan fasilitas
kesehatan. Beberapa situasi sering terjadi di mana penyinaran dilakukan untuk mendapatkan citra
tetapi tidak berdasarkan indikasi medis, kebutuhan itu timbul karena berbagai alasan termasuk alasan
keamanan, penegakan hukum, deteksi pencurian, proses hukum, masalah asuransi atau persyaratan
imigrasi. Namun tidak seperti paparan medis, manfaat yang diterima oleh orang yang disinari dalam
kasus ini tidak dirasakan langsung oleh individu tersebut.

Pencitraan manusia non-medis yang dilaksanakan di fasilitas medis adalah pencitraan terkait dengan
tujuan penilaian kesesuaian sebelum bekerja atau secara berkala selama bekerja, penilaian kesesuaian
fisiologis untuk karier atau olahraga termasuk penilaian untuk atlet sebelum seleksi atau perpindahan,
pencitraan untuk tujuan hukum termasuk memperoleh bukti hukum, penentuan umur, tujuan imigrasi
atau emigrasi dan deteksi obat-obatan dalam diri seseorang, tujuan asuransi kesehatan termasuk
pemeriksaan sebelum asuransi dan mendapatkan bukti untuk keperluan klaim kompensasi. Untuk
prosedur ini diperkuat oleh penggunaan batasan dosis. Pembatasan dosis yang sesuai harus ditetapkan
untuk prosedur pencitraan manusia non-medis tersebut. Dengan kata lain, persyaratan optimisasi yang
sesuai untuk paparan medis harus diterapkan, dengan pengecualian bahwa batasan dosis ini harus
digunakan sebagai ganti tingkat referensi diagnostik. Batasan dosis seperti itu mungkin lebih rendah
daripada tingkat referensi diagnostik untuk prosedur diagnostik "setara" - misalnya, dosis dari CT
abdomen yang dilakukan untuk mendeteksi obat yang tertelan harus jauh lebih rendah daripada CT
abdomen yang diindikasikan secara medis yang mencari detail anatomi.

Pencitraan manusia non-medis oleh staf non-medis biasanya dilakukan di tempat yang bukan
merupakan fasilitas kesehatan, antara lain di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api atau pos
perbatasan. Tujuan pencitraan ini adalah untuk mendeteksi objek tersembunyi yang akan
diselundupkan dan deteksi objek tersembunyi yang dapat digunakan untuk tindakan kriminal yang
menimbulkan ancaman keamanan nasional seperti deteksi senjata tersembunyi penumpang suatu
maskapai, orang yang melintasi perbatasan nasional, pengunjung penjara, gedung pengadilan,
bangunan umum, deteksi pencurian, screening kontainer kendaraan kargo. Untuk prosedur ini,
persyaratan untuk paparan publik dalam situasi paparan terencana harus dipenuhi untuk orang yang
dicitrakan, termasuk nilai batas dosis. Selanjutnya, optimalisasi perlindungan dan keselamatan harus
tunduk pada batasan dosis apa pun yang ditetapkan oleh badan pengawas melalui konsultasi dengan
otoritas terkait dan badan profesional lainnya.

Pengukuran Beta-Total (Gross Beta)

Pemeriksaan radiologi yang dilakukan untuk keperluan pekerjaan, legal atau asuransi kesehatan tanpa
indikasi Klinis kecuali untuk memberi informasi penting mengenai kesehatan seseorang yang
diperiksa atau proses pembuktian atas terjadinya suatu pelanggaran hukum tidak diperbolehkan [7].
Pemeriksaan non-medis pada manusia dengan pembangkit radiasi pengion atau body scanner masuk
dalam kategori “Penggunaan, pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan”[14]. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko [20], Pemeriksaan non-medis pada manusia dengan pembangkit radiasi pengion merupakan
penggunaan yang wajib memiliki izin dari BAPETEN, dan dianggap telah terjustifikasi, sehingga
harus memenuhi persyaratan dalam PP tersebut. Perizinan tersebut ditetapkan sesuai dengan analisis
risiko yang dilakukan melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian
potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha serta penetapan jenis
perizinan berusaha. Selama pemeriksaan non-medis pada manusia pelaku usaha wajib memastikan
proses penyinaran dilakukan sesuai prinsip proteksi radiasi, memastikan bahwa ketentuan proteksi
dan keselamatan radiasi dilakukan, memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan
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inspeksi selama masa izin berlaku, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin
yang diberikan dan menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara
berkala setiap tahun terhitung sejak perizinan berusaha diterbitkan.

Prospek penerapan di Indonesia

Salah satu penerapan pencitraan manusia non-medis adalah untuk kepentingan asuransi. Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2022 jumlah perusahaan
asuransi di Indonesia tercatat sebanyak 155[16]. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik pencitraan
manusi non-medis untuk keperluan sebelum asuransi atau untuk memperoleh bukti terkait proses
klaim kompensasi. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk sebesar 275 juta jiwa[17],
Indonesia merupakan pasar potensial bagi kalangan industri, tetapi juga menjadi incaran sindikat obat-
obatan terlarang. Penyelundupan obat-obatan terlarang bisa masuk melalui jalur darat, udara atau air.
Untuk mencegah peredaran obat-obatan terlarang maka Pemerintah harus meningkatkan pengawasan
terhadap masuknya barang-barang yang tidak diizinkan. Pemanfaatan pencitraan manusia non-medis
seperti Transmission X-ray portal atau backscatter X-ray portal yang ditempatkan di bandara,
pelabuhan atau perbatasan bisa menjadi opsi untuk mencegah masuknya barang-barang yang tidak
diizinkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Kajian Body Scanner tahun 2017 yang dilakukan oleh BAPETEN
diketahui bahwa Kemenkum HAM telah memasang sebanyak 15 (lima belas) peralatan body scanners
di lokasi lembaga permasyarakatan/ rumah tahanan yang berbeda [18]. Pada praktiknya, Badan
Pengawas harus memastikan bahwa hanya praktik yang terjustifikasi yang dibolehkan [1]. Semua
pemanfaatan radiasi untuk pencitraan manusia harus terjustifikasi termasuk pencitraan manusia non-
medis. Berdasarkan GSR part 3, justifikasi terhadap pencitraan manusia harus memenuhi kriteria
tertentu. Pencitraan manusia dengan menggunakan radiasi untuk tujuan mendeteksi pencurian tidak
dibenarkan (not justified). Pencitraan manusia menggunakan radiasi yang dilakukan untuk tujuan
pekerjaan, hukum atau asuransi tanpa indikasi klinis tidak dapat dibenarkan (not justified). Jika
pemerintah atau badan pengawas memutuskan bahwa praktik tersebut dibolehkan maka proses
justifikasi harus mempertimbangkan tujuh aspek meliputi:

1) Kesesuaian peralatan radiasi untuk penggunaan yang diusulkan[19];

2) Penggunaan teknik alternatif yang tidak memanfaatkan radiasi pengion [19];

3) Manfaat dan kerugian dari pelaksanaan prosedur pencitraan manusia

4) Manfaat dan kerugian dari tidak menerapkan prosedur pencitraan manusia

5) Masalah hukum atau etika yang terkait dengan pengenalan jenis prosedur pencitraan manusia

6) Efektivitas dan kesesuaian jenis prosedur pencitraan manusia, termasuk ketepatan peralatan

radiasi untuk tujuan penggunaan
7) Tersedianya sumber daya yang cukup untuk melakukan prosedur/cara pencitraan manusia
(human imaging) secara aman sepanjang periode penggunaan/pemanfaatan [1].

Praktik pencitraan manusia non-medis harus tunduk pada Badan Pengawas. Badan Pengawas bekerja
sama dengan otoritas terkait lainnya, harus menetapkan persyaratan untuk pengawasan terhadap
praktik dan untuk peninjauan justifikasi. Untuk pencitraan manusia menggunakan radiasi, yang
dilakukan oleh tenaga medis menggunakan peralatan radiologi medis, untuk keperluan terkait
pekerjaan, hukum atau asuransi kesehatan tanpa merujuk pada indikasi klinis. Selain itu pemerintah
harus memastikan, berdasarkan konsultasi antara otoritas terkait, badan profesional dan badan
pengawas, bahwa batasan dosis ditetapkan untuk pencitraan manusia tersebut. Indonesia melalui
Badan Pengawas bersama otoritas terkait harus menetapkan mekanisme pengaturan dan penyediaan
pedoman terkait pencitraan manusia non-medis di fasilitas kesehatan maupun di bukan fasilitas
kesehatan. Pemegang izin penggunaan pencitraan manusia non-medis harus mematuhi persyaratan
keselamatan dan proteksi radiasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kesimpulan
Dengan beragamnya pemanfaatan dan tujuan dalam praktik pencitraan manusia non-medis maka
dibutuhkan pengaturan serta panduan yang berbeda-beda terkait penerapan prinsip proteksi radiasi.

Pengaturan juga harus mempertimbangkan aspek etika yang berbeda dalam penerapan pencitraan
manusia di fasilitas kesehatan, dan di bukan fasilitas kesehatan. Komunikasi antara pihak yang terlibat
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dalam pemanfaatan ini harus terus dikembangkan agar praktik ini dapat diterima secara etis antara
risiko dan manfaat.
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Abstrak

Propelan merupakan bahan untuk memproduksi reaksi kimia, reaksi massa (pendorong massa) yang dikeluarkan
dengan kecepatan sangat tinggi dari mesin roket untuk menghasilkan daya dorong. Propelan adalah bahan bakar
roket sehingga pemilihan bahan dalam pembuatan roket sangatlah penting. Pengujian propelan membutuhkan
alat yang efektif, presisi dan akurasi yang tinggi. Banyak pertimbangan yang harus dipenuhi mulai dari suhu,
berat dan kekuatan material. Kriteria tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan. Beberapa pengujian untuk
memastikan kekuatan material yang digunakan, diantaranya uji impak, korosi, kompresi, kelelahan, termal,
kelenturan, ketahanan api, komposisi bahan, dan analisis termomekanik dan lainnya. Salah satunya dengan
melakukan pengujian tak rusak radiografi radiasi (NDT- Radiasi) menggunakan system tomografi. Dari
penelitian menghasilkan alat uji radiasi NDT sistem tomografi untuk pengujian propelan bahan bakar roket.
Sistem tomografi dibagi menjadi 3 bagian yaitu meja putar untuk memutar propelan, penggerak film, dan
penggerak sumber Radiasi Betatron Sea-7. Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa tegangan von mises
pada pengangkat sumber radiasi sebesar 726,8 MPa dengan displacemen maksimum 5,6 mm. Hasil tersebut
menunjukkan tingkat presisi dan akurasi pada pengangkat sumber radiasi adalah 97.859% dan 98 sedangkan
pada pengangkat untuk film radiografi adalah 99.783% dan 98.

Kata kunci: Sistem tomografi, Propelan, NDT radiasi.
Abstract

The propellant is the material for producing a chemical reaction, the reaction mass (mass propellant) that is
ejected at very high speed from a rocket engine to produce thrust. Propellant is rocket fuel so the selection of
materials in the manufacture of rockets is very important. Propellant testing requires effective tools, high
precision and accuracy. Many considerations must be met starting from the temperature, weight and strength of
the material. These criteria will affect the manufacturing process. Several tests to ensure the strength of the
material used, including impact tests, corrosion, compression, fatigue, thermal, flexibility, fire resistance,
material composition, and thermomechanical analysis and others. One of them is by carrying out nondestructive
radiographic radiation testing (NDT-Radiation) with a tomography system. The research resulted in a
tomography system NDT radiation test tool for testing rocket fuel propellant. The tomography system is divided
into 3 parts, namely the turntable for rotating the propellant, the film drive, and the drive for the Betatron Sea-7
Radiation source. The results of tests carried out on the tomography system showed that the von Mises stress on
the radiation source lifter was 726.8 MPa and the maximum displacement was 5.6 mm. These results show that
the level of precision and accuracy for the radiation source lifters is 97.859% and 98%, while for the lifters for
radiographic films are 99.783% and 98%, respectively.

Keywords: Tomography system, Propellant, NDT radiation.

177


mailto:totokdermawan@gmail.com
mailto:surosohadi09@gmail.com

T. Dermawan, dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 177-182
Pendahuluan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga pemerintahan non
kementrian melebur menjadi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang berubah nama menjadi
Organisasi Riset Penerbangan Antariksa (ORPA). Organisasi Riset Penerbangan Antariksa dalam
salah satu tugasnya menjelaskan tetang pengembangan roket di Indonesia. Salah satu roket yang
dikembangkan Organisasi Riset Penerbangan Antariksa yaitu roket berbahan bakar propelan padat.
Dalam pengembangan roket ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah
pengujian propelan. Hal ini dalam upaya meningkatkan kinerja roket berbahan bakar propelan padat.

[3]

Tomografi dapat menjadi pemecah masalah untuk diterapkan pada komponen komposit berdinding
tebal yang dianalisis. Komponen komposit banyak digunakan dalam aplikasi keselamatan kritis
misalnya dalam konstruksi utama pesawat terbang. Pengujian non-destruktif material komposit
menjadi lebih penting, dan diterapkan secara luas seperti pada pembangkit listrik, dirgantara, industri
nuklir, militer, pertahanan, inspeksi tangki penyimpanan, inspeksi pipa/tabung, dan karakterisasi cacat
komposit

Presisi gerak putar meja tomografi perlu ditingkatkan untuk memperoleh rekonstruksi citra 3D yang
baik. Oleh karena itu penelitian ini menyempurnakan alat tomografi agar efektif digunakan untuk
pengujian propelan. Pengalaman yang diperoleh mengkonfirmasi bahwa metode tomografi efektif
untuk pengujian non-destruktif batang propelan untuk mesin roket. [4]

Metode

Desain sistem mekanik tomografi pengujian propelan bahan bakar roket dimaksudkan untuk
mendukung pengambilan citra 3D untuk memudahkan pengujian propelan roket secara presisi dan
akurat agar diperoleh kinerja propelan roket secara maksimal.

1. Tomografi

Tomografi adalah teknik radiografi yang digunakan untuk melihat penampang pada sebuah propelan
padat bahan bakar roket tanpa wajib membelah propelan padat bahan bakar roket yang bersangkutan.
Data pencitraan diperoleh dari nilai total transmisi, emisi atau refleksi pada obyek dari aneka macam
sudut proyeksi. [3]

STEP 1

Source

, Integral measurement
X (Medium) (projection)

Y=4A®X

STEP 2 &

Image reconstruction

W |y

Gambar 1. Prinsip tomografi

Measured parameter
Y

Prinsip tomografi seperti pada Gambar 1, pada dasarnya dibagi menjadi 2 step yaitu:
a. Step 1 merupakan pengambilan data proyeksi melalui penyinaran dan pendeteksi sinar-x dari
berbagai sudut,
b. Step 2 adalah rekonstruksi citra untuk menghasilkan citra penampang objek dari data proyeksi
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2. Propelan

Propelan adalah bahan bakar atau sumber tenaga suatu mesin roket. Bahan bakar tersebut terdiri dari
bahan-bahan utama (fuel dan oksidator) serta bahan aditif, yang mengubah tenaga potensial yang
dimiliki menjadi tenaga kinetik saat terjadinya reaksi pembakaran di dalam tabung roket. Tenaga
kinetik ini berupa gaya dorong yang menggerakkan roket ke depan. Besarnya gaya dorong
dipengaruhi oleh komposisi komponen-komponen penyusun propelan. Gaya dorong roket untuk
mencapai jangkauan terbang maksimal dipengaruhi oleh kualitas propelan. Dimana kualitas propelan
itu sendiri harus melalui pengujian yang efektif dengan tidak harus merusak struktur propelan.
Metode tomografi sangat cocok digunakan untuk pengujian propelan padat komposit karena tidak
merusak stuktur propelan terlebih dahulu. [3]

3. Motor Stepper

Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis
menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan
kepada motor seperti yang terlihat pada Gambar 2. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper
diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodic. [4]

phase 1

phase 2

phase 1

1 g A

phase 2 = e

I LS = A
| S— 2. /

phase 3 iz (

phase 4 i » ‘\‘\
P e %

A 4

Gambar 2. Urutan Pulsa Yang Masuk Kesetiap Fasa Pada Motor stepper [4]

Cara kerja motor stepper dengan mengubah input atau pulsa-pulsa yang diterima menjadi gerak
mekanik diskrit. Sudut diskrit yang dihasilkan akan sama dengan jumlah pulsa dan dikontrol dengan
fase motor. Sudut total yang dihasilkan merupakan posisi akhir dari perpindahan jumlah Langkah
yang dilakukan.

Motor akan menerima pulsa secara berurutan dan bergantian disetiap fasenya dan membuat rotor
menjadi hidup secara bergantian dan membangkitkan medan stator secara periodic antara satu fase
dengan fase lain. Pada fase terakhir pulsa akan Kembali ke fase pertama dan itu menjadi alur sampai
banyak pulsa yang diterima akan habis. Pada saat tidak ada pulsa yang masuk, maka rotor motor
stepper akan mempertahankan posisi hingga terdapat pulsa baru yang masuk. Tidak akan terjadi slip
pada motor stepper baik saat maupun tidak beroperasi. [1]

4., Gear Box

Gear box pada Gambar 3 untuk menyalurkan daya dan mereduksi putaran dari motor, berfungsi untuk
memindahkan putaran poros yang tegak bersilangan. [2]

Gambar 3. Gear Box
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5. Torsi

Torsi atau disebut juga momen gaya adalah gaya pada suatu sumbu putar yang menyebabkan benda
bergerak melingkar atau berputar, torsi dapat dihitung untuk menentukan beban motor listrik yang
akan digunakan [2]. Torsi dihitung dengan Persamaan (1).

63000(P)
T = 1
n (rpm) ( )
dengan :
T =Torsi (Ib.in)
P  =Daya (Hp)
n  =Putaran (rpm)

Hasil dan Pembahasan

1. Tabel dan Gambar
1) Spesifikasi motor stepper yang digunakan tertera pada Tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1. Perkiraan dosis dan risiko kanker dari berbagai sumber radiasi

Spesifikasi MotorPergerakan Arus Resistansi Torsi Keterangan
(NEMA) step () (A) (ohm)  (N.m)
AN Motor Stepper Meja Putar-
34H2160-60-4A 1,8 6 0,75 12 NEMA 34
Motor Stepper Penggerak
57HS820A4 1.8 3 14 2.2 Sumber-Radiasi NEMA 23
Motor Stepper Penggerak
17H33H-0956A 4 0,95 4,2 0,15 Film NEMA 17

2) Sistem Tomografi
Desain Sistem Tomografi seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Sistem Tomografi
Desain Mekanik Sistem Tomografi Untuk Pengujian Propelan Bahan Bakar Roket” dilakukan
beberapa tahapan yaitu rancangan penyempurnaan meja putar tomografi, rancangan mekanik,
simulasi sistem mekanik autodesk inventor.

Dari hasil desain pengangkat sumber iradiasi dapat mengangkat pada ketinggian antara dari 540,72
mm sampai dengan 1314,14 mm. Seperti pada Gambar 5.
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Gambar 5. Desain pengangkat sumber iradiasi

2. Hasil Pengujian

1) Pengujian Vonmises

Pengujian simulasi sistem mekanik dilakukan menggunakan software Autodesk inventor.
Pengujian bertujuan untuk mengetahui posisi titik titik bahan yang mengalami tegangan
maupun deformasi yang dapat menyebabkan kegagalan pada alat tersebut. Pengujian fonmises
dilakukan untuk menentukan material, serta penentuan fixed constrain, yang merupakan bagian
tidak bergerak pada pengangkat sumber seperti yang terlihat pada Gambar 6, bagian yang
berwarna putih. Hasil pengujian tersebut diperoleh nilai stress analisis dari tegangan sebesar
726,8 MPa, sementara gambar berwarna biru yang menunjukkan bahwa , material aman untuk
digunakan.

Type: Vor Mses Stress

Gambar 6. Hasil Pengujian Simulasi Von Mises

2) Pengujian Analisis Stress
Pengujian simulasi analisis stress bertujuan untuk mengetahui stabilitas dan keandalan sistem
(displacement) dalam menentukan ketahanan sistem dan penanganan kesalahan dalam kondisi
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beban berat pada pengangkat sumber. Dari hasil pengujian diketahui nilai displacement pada
pengangkat sumber diketahui memiliki nilai maksimal adalah 5,6 mm yang ditunjukkan
Gambar 7 pada bagian yang berwarna merah.

2 min
02{01/2022, 22:02443
5,683 Max

. 4,546

3,44

1,137

Gambar 7. Pengujian Analisis Stress
Kesimpulan

1. Telah dilakukan desain sistem mekanik tomografi untuk pengujian propelan bahan bakar roket,
diperoleh dua buah buah hasil perencanaan sistem mekanik yaitu sistem mekanik untuk
pengangkat film radiografi yang dapat mengatur posisi film radiografi area kerja pada ketinggian
(sumbu Y) total 200cm dan lebar(sumbu X) 90cm, sedangkan pada pengangkat sumber iradiasi,
diperoleh hasil bahwa sistem mekanik dapat mengangkat pada ketinggian antara dari 540,72 mm
sampai dengan 1314,14 mm.

2. Dari pengujian fonmises diperoleh data nilai stress analisis tegangan sistem mekanik pengangkat
sumber radiasi sebesar 726,8 MPa, hasil gambar warna biru yang menunjukkan bahwa, material
aman untuk digunakan. Pengujian simulasi analisis stress diperoleh nilai displacement pada
pengangkat sumber radiasi memiliki nilai maksimal adalah 5,6 mm yang ditunjukkan pada
bagian gambar yang berwarna merah.
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Abstrak

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mewajibkan setiap pekerja radiasi pada
fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion (petugas FRZR) untuk memiliki izin
bekerja. 1zin bekerja tersebut diterbtikan oleh BAPETEN apabila calon petugas FRZR telah memiliki sertifikat
kompetensi. Sertifikat kompetensi petugas FRZR diperoleh pekerja setelah mengikuti sertifikasi kompetensi
sesuai ketentuan dalam perka 16 tahun 2014 tentang izin bekerja petugas FRZR. Menurut UU nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh BNSP atau LSP mengacu pada SKKNI
dan/atau KKNI. Saat ini, sertifikasi kompetensi petugas FRZR mengacu pada standar kompetensi yang
tertelusur atau standar kompetensi yang ditetapkan pada lampiran 1l Perka 16 tahun 2014. Tulisan ini memuat
tentang tinjauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi petugas FRZR yang mengacu pada UU 10 tahun 1997 dan
Perka 16 tahun 2014 disandingkan dengan ketentuan dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
serta peraturan turunannya khususnya yang terkait dengan sertifikasi kompetensi. Hasil tinjauan ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk petugas FRZR belum sepenuhnya sesuai
dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, khususnya ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi
kompetensi kerja petugas tertentu bidang FRZR telah dilakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor
10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan peraturan turunanannya tentang izin bekerja petugas FRZR.

Kata kunci: sumber radiasi pengion, sertifikat kompetensi, sertifikasi kompetensi, BNSP, LSP, SKKNI, KKNI.
Abstract

Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy requires every certain officer who works at a facility that
utilizes ionizing radiation sources to have a work permit. A work permit is issued by BAPETEN if certain
workers of installations that utilize radiation sources already have competency certificates. Workers obtain
competency certificates after participating in a competency certification process in accordance with the
provisions in the regulation 16 of 2014 concerning work permits for FRZR officers. According to Law number
13 of 2003 concerning Manpower, competency certification is carried out by the Indonesian National
Certification Agency (BNSP) or Professional Certification Body (LSP) referring to the Indonesian National
Competency Standard and/or Indonesian National Qualification Framework (SKKNI and/or KKNI). Currently,
competency certification for FRZR officers refers to traceable competency standards or competency standards
set out in Appendix 1l of Regulation 16 of 2014. This paper contains an overview of the implementation of the
competency certification of certain workers of installations that utilize radiation sources along with the
provisions in the Act of the Republic of Indonesia Number 13 year 2003 Concerning Manpower and its
derivative regulations. The results of this review indicate that the implementation of standardization of working
competencies for certain workers of installations that utilize radiation sources is not fully in accordance with
the Act of the Republic of Indonesia Number 13 year 2003 Concerning Manpower and its derivative
regulations, particularly provisions related to working competency certification. However, the implementation
of work competency certification for certain officers in the FRZR field has been carried out in accordance with
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the mandate of Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy and its derivative regulations regarding
work permits for FRZR officers

Keywords: ionizing radiation sources, competency certificates, competency certification process, Indonesian
National Certification Agency, Professional Certification Body, Indonesian National Competency Standard,
Indonesian National Qualification Framework.

Pendahuluan

Setiap petugas atau personel yang bekerja pada suatu fasilitas diharapkan memiliki kompetensi yang
mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan tempat kerja,
termasuk petugas pada bidang ketenaganukliran. Petugas tertentu dalam bidang ketenaganukliran
diwajibkan memiliki izin bekerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nukir (BAPETEN).
Kewajiban untuk memiliki izin bekerja tersebut diatur pada pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor
10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran [1]. Dalam bidang ketenaganukliran, khususnya bidang
fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR), petugas tertentu didefinisikan sebagai setiap pekerja yang
bekerja di fasilitas yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan diwajibkan memiliki izin bekerja
yang diterbitkan oleh BAPETEN. Tinjauan ini membatasi petugas tertentu sebagai pekerja radiasi
pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion yang selanjutnya ditulis
sebagai petugas FRZR. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata laksana untuk mendapatkan izin
bekerja petugas FRZR, termasuk sistem sertifikasi kompetensinya, diatur dalam Peraturan Kepala
BAPETEN nomor 16 tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu bidang FRZR (Perka 16
tahun 2014).

Setiap petugas FRZR dipersyaratkan untuk memiliki sikap, keahlian, dan pengetahuan yang disebut
dengan kompetensi. Petugas yang kompeten ditunjukkan dengan adanya sertifikat kompetensi.
Sertifikat kompetensi tersebut dapat diperoleh setelah seseorang mengikuti sertifikasi kompetensi
kerja yaitu suatu proses penerbitan sertifikat kompetensi yang diterapkan secara obyektif dan
sistematis melalui asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi tersebut dilakukan dengan mengacu
kepada standar kompetensi kerja. Di Indonesia, standar kompetensi kerja dibedakan menjadi Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), dan
Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13 tahun 2003)
memberikan jaminan bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja.
Pengakuan kompetensi kerja diperoleh pekerja setelah mengikuti pelatihan kerja. Pelatihan kerja
dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja pemerintah, atau
pelatinan di tempat kerja masing-masing. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang
berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan.
Upaya pemerintah dalam memastikan terselenggaranya sertifikasi kompetensi kerja dilakukan dengan
membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 2018 tentang BNSP. Untuk melaksanakan tugas pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja,
BNSP dapat melisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Syarat dan tata cara pemberian lisensi
LSP oleh BNSP diatur dalam beberapa pedoman BNSP.

Saat ini, sertifikasi kompetensi kerja petugas FRZR dilakukan oleh LSP atau BAPETEN. LSP
melakukan sertifikasi kompetensi kerja terhadap calon petugas tertentu seperti operator radiografi dan
ahli radiografi yang bekerja pada kegiatan radiografi industri; operator, petugas dosimetri dan petugas
perawatan yang bekerja pada fasilitas iradiator; dan operator dan petugas perawatan yang bekerja
pada fasilitas produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka. BAPETEN melakukan sertifikasi
kompetensi kerja bagi PPR. Mengingat belum tersedianya SKKNI, SKKK, atau SKKI untuk sektor
ketenaganukliran, maka sertifikasi kompetensi kerja untuk petugas FRZR selain PPR masih mengacu
pada standar kompetensi yang tertelusur. Sedangkan untuk PPR, sertifikasi kompetensinya mengacu
pada standar kompetensi kerja yang ditetapkan pada Lampiran Il Perka 16 tahun 2014. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan standardisasi kompetensi kerja untuk petugas FRZR belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan
turunannya. Selain karena belum adanya SKKNI sektor ketenaganukliran, sertifikasi kompetensi
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petugas ketenaganukliran bidang FRZR juga belum sepenuhnya dilakukan oleh BNSP atau LSP.
Untuk itu, BAPETEN sedang melakukan revisi Perka 16 tahun 2014 dan dalam persiapan penyusunan
dan pengembangan SKKNI sektor ketenaganukliran. Tulisan ini memuat tentang tinjauan pelaksanaan
sertifikasi kompetensi kerja petugas FRZR yang mengacu pada Perka 16 tahun 2014 disandingkan
dengan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 serta skema sertifikasi kompetensi petugas FRZR yang
mungkin dikembangkan mengikuti ketersediaan SKKNI dan LSP di bidang ketenaganukliran. Hasil
tinjauan ini diharapkan dapat menjadi gambaran pengembangan skema sertifikasi kompetensi petugas
FRZR yang sesuai dengan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 dan peraturan turunannya, khususnya
yang terkait dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

Landasan Teori/Pokok Bahasan

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu tanda bahwa seorang pekerja memiliki kompetensi dan
dapat bersaing secara nasional maupun global di bidang kerjanya masing-masing. Saat ini, untuk
memperoleh pekerjaan, calon tenaga kerja tidak bisa hanya bermodalkan sertifikat kursus, ijazah
tanda lulus pendidikan, dan lain sebagainya. Seorang pekerja membutuhkan suatu sertifikat
kompetensi sebagai tanda kompetens kerja yang dapat dijadikan acuan bagi dunia usaha maupun
dunia industri dalam melakukan penerimaan tenaga kerja [2]. Untuk memberikan keyakinan dalam
bentuk standar pencapaian kemampuan atau kompetensi tertentu atau yang dijabarkan dalam batasan
pencapaian nilai minimum diperlukanlah alat uji yang sama dan merata serta seragam untuk seluruh
peserta uji. Dalam konteks itulah kemudian diperkenalkan “Uji Kompetensi” yang menghasilkan
produk berupa bukti kemampuan (nilai) minimum dalam suatu produk yang dinamakan Sertifikat, jika
peserta uji lulus atau mencapai batas nilai minimum yang ditetapkan [3]. Sertifikasi merupakan suatu
proses penerbitan sertifikat standar yang diberikan untuk produk, proses, atau sumber daya manusia
yang telah memenuhi beberapa tahapan yang disyaratkan. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses
pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi
yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja untuk memberikan pengakuan bagi pekerja atas
kompetensi yang dimilikinya [4].

Kompetensi merupakan gambaran kemampuan seorang pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan
yang mengacu pada sikap, pengetahuan, maupun keterampilan serta perilaku dengan tingkat
kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung upaya pekerja dalam mengelola keterampilan,
pengetahuan, maupun sikap kerjanya [5]. Kompetensi merupakan ukuran yang dapat dijadikan
sebagai acuan dalam mengukur potensi pekerja dalam memberikan kinerja yang optimal di tempat
kerjanya. Kompetensi juga dapat dijadikan sebagai gambaran tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
sikap pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Standar kompetensi memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pekerja yang diperlukan
oleh dunia usaha maupun dunia industri. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, para pekerja
harus mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan yang dapat mencakup aspek
keterampilan, manajemen kinerja, sifat dan sikap, pengetahuan, kualitas komunikasi, penerapan serta
cara mengembangkannya. Oleh karena itu, setiap kompetensi yang dimiliki oleh pekerja dijadikan
sebagai jaminan karakteristik dasar pekerja yang dapat berpengaruh baik terhadap kinerja professional
dan efektif dalam suatu pekerjaan. Penilaian kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi
kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan melalui asesmen kompetensi yang dilakakan
secara objektif dan sistematis. Sertifikat kompetensi kerja tersebut akan diberikan apabila telah
dinyatakan berhasil (lulus) melampaui uji kompetensi yang diterapkan sesuai dengan standar
kompetensi kerja [6].

Salah satu penyebab timbulnya kesenjangan antara kompetensi kerja pekerja dengan kompetensi yang
diharapkan oleh pemberi kerja adalah adanya ketidaksesuaian keterampilan (skill-mismatch).
Kesenjangan antara kompetensi pekerja dengan harapan pemberi kerja terjadi karena belum efektifnya
pendidikan dan pelatihan yang dilakukan berbasis kompetensi. Untuk itu, keberadaan suatu standar
kompetensi yang merupakan gambaran kebutuhan kompetensi di dunia usaha/dunia industri sangat
dibutuhkan. Dalam sistem pelatihan kerja nasional, standar kompetensi merupakan salah satu pilar
penting untuk menciptakan kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Standar
kompetensi merupakan acuan dalam pengembangan silabus dan kurikulum pelatihan. Selain dijadikan
acuan dalam pengembangan kurikulum, standar kompetensi juga bisa digunakan dalam
mengembangkan program pelatihan bagi lembaga-lembaga pelatihan serta pengembangan karir dan
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profesionalisme tenaga kerja yang berlangsung di tempat kerja. Dengan demikian, pendidikan,
pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja berbasis standar kompetensi dapat menjadi suatu
proses pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang berkesinambungan, sehingga
mampu mendongkrak daya saing bangsa.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
memberikan pengaturan tentang acuan dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau
lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Lembaga pelatihan kerja tersebut dapat memperoleh
akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi. Program pelatihan
kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang yang disusun berdasarkan SKKNI, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus. Untuk program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang
mengacu pada jenjang KKNI sedangkan untuk program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun
berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar
Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan
digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk
memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang
bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI)
adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi
nasional dan digunakan secara internasional [7].

Untuk memastikan terwujudnya tenaga kerja yang profesional, berdaya saing dan memiliki standar
global maka pemerintah membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan
Nasional Sertilikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang
dibentuk untuk mewujudkan tersedianya pekerja yang mempunyai keahlian, keterampilan, dan
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

BNSP ditugaskan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dengan menjalankan beberapa
fungsi, antara lain [8]:
pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di
bidang sertifikasi profesi;

f. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang

terintegrasi.

Sebagai otoritas pelaksana profesi, selain memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja,
BNSP juga menjalankan beberapa fungsi seperti fungsi regulatif yaitu dengan membuat berbagai
kebijakan berupa pedoman, panduan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Fungsi
pemberdayaan, yaitu mendorong berbagai pihak yang terkait dalam penggunaan dan pengembangan
ketenagakerjaan, untuk mendorong, melaksanakan, mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi
kerja di sektor dan wilayah kerja masing-masing. Fungsi pelayanan teknis, yaitu melaksanakan proses
sertifikasi kompetensi kerja, menunjuk dan memberi lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),
membina dan mengembangkan perangkat sistem sertifikasi kompetensi. Fungsi pengendalian, yaitu
memastikan bahwa seluruh sistem, proses, skema dan mekanisme sertifikasi kompetensi baik yang
dilaksanakan oleh BNSP maupun melalui LSP, berjalan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan

[9].

Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP
guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah
BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP. BNSP telah
mengatur pembentukan LSP melalui Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberi
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tata nama sebagai Pedoman BNSP 202. LSP dibentuk berdasarkan badan atau lembaga yang
membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak
Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi LSP di dalam mengidentifikasi
infrastruktur sertifikasi yang diperlukan. LSP menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi
permintaan pelanggan dan atau pemangku kepentingannya, yang kemudian diajukan ke BNSP untuk
dimintakan lisensi. BNSP melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang diajukan oleh LSP.
LSP memilih dan mengajukan skema sertifikasi kompetensi yang akan dimintakan sebagai ruang
lingkup lisensi kepada BNSP. Skema sertifikasi disusun mengacu pada SKKNI, SKKI, atau SKKK.
Selanjutnya BNSP menilai dan menetapkan ruang lingkup lisensi yang diberikan kepada LSP. LSP
terlisensi beroperasi hanya dalam skema sertifikasi sesuai ruang lingkup lisensi yang diberikan oleh
BNSP.

Di dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi, LSP harus menggunakan tempat kerja atau tempat lainnya
yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi (TUK). Berdasarkan sifat
lokasinya, komitmennya terhadap penyediaan tempat uji secara berkelanjutan dan hubungannya
dengan LSP, TUK diklasifikasikan menjadi tiga yaitu TUK di tempat kerja, TUK sewaktu dan TUK
mandiri. LSP adalah organisasi independen yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan antara
lain industri, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan dan para pakar pada sektor atau bidang keahlian
tertentu. Menurut pedoman BNSP Nomor 302 tahun 2005 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikasi
Kompetensi Kerja, LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang
telah diakreditasi dan memperoleh lisensi dari Badan Nasaional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi
diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah
memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi [10]. Dalam hal suatu sektor/sub
sektor atau bidang profesi yang belum memiliki LSP, dimana tuntutan masyarakat/industri/pemerintah
telah mendesak untuk dipenuhi maka pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakukan oleh Panitia Teknis
Uji Kompetensi (PTUK). PTUK harus ditetapkan oleh Pleno BNSP. Keanggotan PTUK merupakan
perwakilan dari Asosiasi Profesi/Perusahaan/Instansi Teknis terkait.

Berdasarkan uraian pustaka diatas, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis
kompetensi bergantung pada 3 (tiga) pilar utama yaitu, standar kompetensi, lembaga pendidikan dan
pelatihan, dan lembaga sertifikasi. Standar kompetensi adalah kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi merupakan
acuan bagi lembaga diklat dalam menyusun silabus pelatihan. Untuk lembaga sertifikasi, standar
kompetensi merupakan panduan dalam melakukan penyusunan skema sertifikasi kompetensi dan
acuan asesmen kompetensi. Secara ringkas, tiga pilar utama pengembangan SDM berbasis
kompetensi disajikan pada Gambar 1 [11].

Standar

Kompetensi SKKNI/SKKI

SKKK

LSP / BNSP
PTUK

Lembaga
Diklat profesi

Gambar 1. Tiga pilar utama pengembangan SDM berbasis kompetensi [11]

Sertifikasi kompetensi kerja petugas FRZR dilakukan sebagai rangkain penerbitan izin bekerja
sebagaimana diatur dalam Perka 16 tahun 2014. Pelatihan petugas tertentu pada bidang FRZR
dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. Dalam hal lembaga pelatihan untuk
PPR yang telah terakreditasi belum tersedia, maka Kepala BAPETEN dapat menunjuk lembaga
pelatihan tersebut. Penunjukan lembaga pelatihan dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN. Pelatihan petugas FRZR harus dilaksanakan berdasarkan Standar
Kompetensi dan materi pelatihan yang telah ditetapkan. Standar kompetensi dan materi pelatihan
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untuk PPR tercantum dalam Lampiran Il dan Lampiran |1l Perka 16 tahun 2014. Sedangkan standar
kompetensi untuk petugas FRZR selain PPR mengacu kepada standar kompetensi kerja yang disahkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja atau standar kompetensi
kerja yang tertelusur. Untuk sertifikasi kompetensi petugas FRZR selain PPR dilakukan oleh LSP
yang telah terlisensi oleh BNSP. Sedangkan sertifikasi kompetensi untuk PPR dilakukan oleh
BAPETEN melalui skema ujian SIB.

Hasil dan Pembahasan

Standardisasi kompetensi kerja dilakukan untuk memastikan setiap pekerja telah memenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan. Standardisasi kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
Sertifikasi kompetensi dapat dilakukan apabila sudah tersedia infrastruktur pendukung seperti
tersedianya lembaga pelatihan, LSP, dan standar kompetensi kerja (SKKNI, SKKI, atau SKKK).
Bagian ini membahas tinjauan pelaksanaan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi pekerja radiasi
pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion yang mengacu pada UU
10 tahun 1997 serta peraturan turunannya terkait izin bekerja petugas FRZR serta kesesuaiannya
dengan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 serta peraturan turunannya khususnya yang terkait dengan
sertifikasi kompetensi kerja.

Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan,
dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan
kerja di semua bidang dan/atau sektor. Ketentuan terkait sistem pelatihan kerja nasional diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan
SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Program pelatihan kerja tersebut dapat
disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam hal program pelatihan kerja disusun secara
berjenjang, maka program pelatihannya mengacu pada jenjang KKNI. Untuk program pelatihan kerja
yang tidak berjenjang, maka program pelatihannya disusun berdasarkan unit kompetensi atau
kelompok unit kompetensi. Saat ini, di sektor ketenaganukliran belum terdapat SKKNI maupun
KKNI sehingga program pelatihan untuk petugas tertentu pada sektor ketenaganukliran yang bekerja
pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion mengacu pada Lampiran Il Perka 16 tahun 2014
atau standar kompetensi lain yang tertelusur. Hal ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan tentang sistem pelatihan kerja nasional yang menyebutkan bahwa program pelatihan
disusun mengacu pada standar kompetensi kerja.

Dalam hal sertifikasi kompetensi, UU 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak
memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Untuk
memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, pemerintah membentuk BNSP. Mengingat
luasnya cakupan sektor/bidang usaha, maka dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi
kerja, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP guna melaksanakan sertifikasi kompetensi atas
nama BNSP. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh BNSP atau
LSP. Saat ini, di sektor ketenaganukliran khususnya untuk petugas FRZR, sertifikasi kompetensi
belum sepenuhnya dilakukan oleh LSP maupun BNSP. Sertifikasi kompetensi untuk PPR masih
dilakukan oleh BAPETN. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi petugas FRZR belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tentang sertifikasi kompetensi sebagaimana diatur dalam UU 13
tahun 2003 serta peraturan turunannya khususnya yang terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja.
Selain itu, sertifikasi kompetensi untuk FRZR juga belum mengacu pada SKKNI/KKNI sehingga
belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional.

Belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti standar kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi
profesi dapat menghambat pengembangan kompetensi petugas FRZR yang memenuhi ketentuan UU
13 tahun 2003 serta peraturan turunannya. Hal ini menjadi perhatian penting dalam pengembangan
SDM ketenaganukliran dan telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan terkait melalui revisi
Perka 16 tahun 2014 dan pengembangan SKKNI sektor ketenaganukliran serta upaya pengembangan
LSP ketenaganukliran. Meskipun sertifikasi kompetensi petugas FRZR belum sepenuhnya mengikuti
ketentuan UU 13 tahun 2003 serta peraturan turunannya, pengakuan kompetensi kerja petugas FRZR
kerja telah dilakukan melalui skema izin bekerja dan validasi izin bekerja sebagaimana diatur dalam

188



.M. Ardana Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 183-190

UU 10 tahun 1997 Pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor
nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang
memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin. Tata cara dan persyaratan untuk
memperoleh izin bekerja tersebut telah diatur dalam peraturan kepala Badan (Perka 16 tahun 2014
untuk petugas FRZR).

Memperhatikan ketersediaan SKKNI dan LSP di sektor ketenaganukliran, maka pelaksanaan
sertifikasi kompetensi bidang ketenaganukliran dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama,
sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP ketenaganukliran berdasarkan skema sertifikasi yang
mengacu pada SKKNI/KKNI ketenaganukliran. Skema ini dapat dilakukan apabila sudah tersedia
SKKNI/KKNI dan LSP ketenaganukliran. Kedua, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP
Ketenaganukliran berdasarkan skema sertifikasi yang mengacu pada standar kompetensi yang
ditetapkan dalam peraturan badan terkait izin bekerja petugas tertentu atau standar lain yang
tertelusur. Skema ini dilakukan apabila sudah tersedia LSP ketenaganukliran, namun belum tersedia
SKKNI sektor ketenaganukliran. Ketiga, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh PTUK, mengacu pada
pada SKKNI/KKNI ketenaganukliran. Skema ini dilakukan apabila sudah tersedia SKKNI/KKNI
namun belum tersedia LSP ketenaganukliran. Keempat, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh PTUK,
mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan badan terkait izin bekerja petugas
tertentu atau standar lain yang tertelusur. Skema ini dilakukan apabila belum tersedia SKKNI/KKNI
dan LSP ketenaganukliran. PTUK sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi sebelum terbentuknya
LSP ketenaganukliran diusulkan pembentukannya oleh BAPETEN kepada BNSP. Pilihan skema
pelaksanaan sertifikasi kompetensi tersebut mengacu pada ketentuan dalam beberapa pedoman BNSP.

Kesimpulan dan Saran

Ketentuan tentang standardisasi kompetensi kerja telah diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi
kompetensi kerja, pemerintah membentuk BNSP. Mengingat luasnya cakupan sektor/bidang usaha,
maka dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, BNSP dapat memberikan lisensi
kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP.
Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang
di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan
di tempat kerja. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja dilakukan secara berjenjang berdasarkan
program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja (SKKNI, SKKI, atau SKKK).

Saat ini, di sektor ketenaganukliran belum terdapat SKKNI maupun KKNI. Selain itu, sertifikasi
kompetensi untuk petugas proteksi radiasi pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion
dilakukan oleh BAPETEN. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pelaksanaan standardisasi kompetensi
petugas ketenaganukliran yang bekerja pada bidang FRZR belum sepenuhnya sesuai dengan UU
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, khususnya ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja, antara lain:

1. Sertifikasi kompetensi PPR belum dilakukan oleh LSP.

2. Sertifikasi kompetensi petugas selain PPR belum mengacu pada SKKNI, SKKI, atau SKKK

3. Program pelatihan belum mengacu pada SKKNI, SKKI, atau SKKK.
Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi kompetensi petugas tertentu bidang FRZR telah dilakukan
sesuai dengan amanah pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran. Secara khusus, pelaksanaan sertifikasi kompetensi petugas FRZR telah mengikuti
Perka 16 tahun 2014. Untuk menyelaraskan skema sertifikasi kompetensi petugas FRZR dengan
ketentuan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, diperlukan adanya
penyesuaian peraturan badan terkait ijin bekerja petugas FRZR, penyusunan SKKNI, dan
pengembangan LSP. Seluruh upaya tersebut sedang diusahakan oleh BAPETEN guna mewujudkan
pengembangan SDM ketenaganukliran berbasis kompetensi yang selaras dengan dengan UU nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta aturan turunannya terkait sertifikasi kompetensi kerja.
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Abstrak

Termoluminesence Dosimetry (TLD) digunakan untuk mengukur radiasi pengion (dosis) yang diterima
seseorang di tempat kerja (dosimetri personel) atau di lokasi tertentu (dosimetri lingkungan). Jumlah intensitas
cahaya yang dipancarkan dapat direkam dan digunakan untuk menghitung dosis yang disimpan pada dosimeter
yang mengandung kristal termoluminesence. Besarnya intensitas cahaya yang dipancarkan, tergantung dari
jumlah paparan radiasi yang diterima. Tipe TLD-0110 terbuat dari litium fluoride (LiF:Mg, Ti). TLD jenis ini
adalah TLD yang sering digunakan untuk pemantauan dosis radiasi personel di lingkungan KNS (Kawasan
Nuklir Serpong). Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki metode untuk meningkatkan akurasi pengukuran
dengan menerapkan koreksi dosis residu spesifik TLD atau menggunakan koreksi dari dosis latar (TLD Blanko).
Dosis residu adalah dosis yang diterima seseorang dari sumber tertentu yang dapat diperkirakan atau diukur
dengan mempertimbangkan tindakan perlindungan yang dilakukan untuk sumber, rute, atau orang tersebut
sedangkan TLD Blanko digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang berasal dari paparan radiasi latar (radiasi
background) yang ada di lokasi tersebut. Koreksi dari kedua metode secara kualitatif kira-kira setara. Metode
perhitungan untuk evaluasi pembacaan TLD harus dapat ditingkatkan secara signifikan, karena proteksi radiasi
harus selalu dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan paparan radiasi terhadap pekerja. Dosimeter
idealnya hanya merekam dosis rendah dari latar belakang alam (TLD Blanko), faktanya setiap pekerja radiasi
mungkin memiliki tingkat paparan radiasi yang berbeda tergantung pada beban kerja yang mereka dapatkan.
Metode ini menganggap bahwa semua pekerja memiliki dosis latar yang sama, yang dapat menyebabkan
kesalahan dalam menilai risiko kesehatan sebenarnya. Penerapan koreksi dosis residu yang lebih akurat dan
sesuai dengan dosis latar yang diterima oleh pekerja radiasi, berdasarkan beban kerja yang sebenarnya, dapat
membantu meningkatkan tingkat akurasi pengukuran dosis pekerja. Hal ini berlaku untuk sebagian besar kartu,
oleh karena itu koreksi dosis sisa akan meningkatkan pengukuran sejumlah besar kartu.

Kata kunci: Thermoluminescence Dosimeter (TLD), TLD Blanko, dosis sisa, metode pengukuran.
Abstract

Thermoluminesence Dosimetry (TLD) is used to measure the ionizing radiation (dose) that a person receives at
work (personnel dosimetry) or at a specific location (environmental dosimetry). The total intensity of the emitted
light can be recorded and used to calculate the dose stored on a dosimeter containing a thermoluminescent
crystal. The amount of light intensity emitted depends on the amount of radiation exposure received. Type TLD-
0110 is made of lithium fluoride (LiF:Mg, Ti). This type of TLD is a TLD that is often used for monitoring
personnel radiation doses in the KNS (Serpong Nuclear Area). The aim of this research is to investigate
methods to improve measurement accuracy by applying TLD-specific residual dose correction or using
background dose correction (Blank TLD). Residual dose is the dose received by a person from a certain source
that can be estimated or measured by considering the protective measures taken for the source, route or person,
while TLD Blank is used to measure radiation dose that comes from exposure to background radiation
(background radiation). at that location. The corrections of the two methods are qualitatively equivalent.
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Calculation methods for evaluating TLD readings should be significantly improved, because radiation exposure
should always be designed in such a way as to minimize radiation exposure to workers. Dosimeters should
ideally only record low doses from natural background (TLD Blanko), in fact each radiation worker may have a
different level of radiation exposure depending on the workload they have. This method assumes that all
workers have the same background dose, which can lead to errors in assessing true health risks. Applying a
residual dose correction that is more accurate and in accordance with the dose level received by radiation
workers, based on the actual workload, can help increase the accuracy of worker dose measurements. This is
true for most cards, therefore the residual dose correction will increase the size of a large number of cards.

Keywords : Thermoluminescence Dosimeter (TLD), Blank TLD, residual dose, measurement method.

Pendahuluan

Thermoluminescence Dosimetry (TLD) merupakan salah satu TLD radiasi pengion, terbuat dari litium
fluoride (LiF:Mg,Ti) yang diproduksi oleh Thermo Scientific dengan nama TLD-0110 digunakan
dalam dosimetri individu pekerja yang terpapar radiasi pengion di Kawasan Nuklir Serpong (KNS).
Thermoluminisence (TL) menyimpan energi dari radiasi pengion, yang kemudian dilepaskan selama
proses pembacaan dengan memanaskan TLD [1]. Cahaya yang dipancarkan dapat diplot dalam bentuk
glow curve (GC), dimana intensitas cahaya yang dipancarkan diplot terhadap waktu yang telah berlalu
[2]. Setiap dosimeter pada TLD-0110 terdiri dari dua chip berlapis teflon yang terpisah [3].
Pemanasan dilakukan dengan aliran nitrogen panas, yang memanaskan TLD dari 50 hingga 300 °C
selama 13,3 detik [4]. Dosimeter digunakan dalam proses dosimetri rutin Laboratorium Pemantauan
Dosis Personel dan Lingkungan (PDPL), di mana beberapa ratus dosimeter perlu dibaca setiap bulan.
Makalah ini menyelidiki metode untuk meningkatkan akurasi pengukuran dengan menerapkan
koreksi dosis residu spesifik TLD. Berlawanan dengan praktik rutin di Laboratorium PDPL, di mana
nilai hasil bacaan dosis pekerja radiasi dikurangi oleh dosis latar dari TLD Blanko. TLD Blanko
digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang berasal dari paparan radiasi latar (radiasi background)
yang ada di lokasi tersebut. Metode yang diperkenalkan dalam makalah ini menggunakan metode
pembacaan pengurangan dosis bacaan pertama dikurangi dengan dosis latar dan metode pembacaan
kedua, mengikuti pembacaan asli untuk hitung dan dikurangi dosis sisa, yang hasilnya akan berbeda
untuk setiap TLD. Akan terlihat perbandingan perhitungan koreksi menggunakan dosis latar alami
dengan dosis sisa. Dosis residu adalah dosis yang diterima seseorang dari sumber tertentu yang dapat
diperkirakan atau diukur dengan mempertimbangkan tindakan perlindungan yang dilakukan untuk
sumber, rute, atau orang tersebut [5].

Kelemahan menggunakan metode pengurangan dari dosis latar TLD Blanko adalah tidak
mempertimbangkan perbedaan beban kerja karena setiap pekerja radiasi mungkin memiliki tingkat
paparan radiasi yang berbeda tergantung pada beban kerja yang didapatkan. Metode ini menganggap
bahwa semua pekerja memiliki dosis latar yang sama, yang dapat menyebabkan pengukuran dosis
yang diterima kurang akurat dan kesalahan dalam menilai risiko kesehatan sebenarnya. Oleh karena
itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi perhitungan dosis pekerja radiasi
menggunakan perhitungan dosis sisa. Metode ini mempertimbangkan beban kerja yang diperoleh
pekerja radiasi, sehingga dosis latar disesuaikan dengan paparan radiasi yang sesuai dengan beban
kerja individu. Penerapan metode baru yang lebih akurat dan sesuai dengan dosis latar yang diterima
oleh pekerja radiasi, berdasarkan beban kerja yang sebenarnya, dapat membantu meningkatkan
keselamatan pekerja radiasi dan mengurangi risiko paparan berlebih.

Metode

Metode pada penelitian ini adalah korelasi antara pembacaan pertama dan pembacaan kedua
(pembacaan ulang) dari sebuah TLD. Penghilangan dosis sisa di Laboratorium Pemantauan Dosis
Personel dan Lingkungan (PDPL) dilakukan secara otomatis dengan cara annealing. Jika nilai hasil
annealing lebih besar dari 1 nC, maka TLD akan di annealing ulang hingga mencapai kurang dari 1
nC. Annealing adalah proses pemanasan TLD untuk menghilangkan sisa elektron dalam perangkap
elektron pada bahan TLD [6]. TL pada umumnya dan eksitasi elektron khususnya menjadi proses
stokastik, bahkan pada suhu yang relatif tinggi, perangkap stabil dapat menahan elektron bahkan
setelah pembacaan [3]. Oleh karena itu, metode yang disajikan dalam makalah ini hanya
menggunakan pembacaan ulang pertama sebagai perkiraan kontribusi dosis residu. Peningkatan yang
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dibawa oleh metode ini (Metode 2) harus ditunjukkan dengan membandingkannya dengan yang saat
ini diterapkan untuk dosimetri rutin (Metode 1).

1. Metode 1

Evaluasi TLD rutin yang dilakukan di laboratorium PDPL menerapkan faktor spesifik pembaca (RCF
- Faktor Kalibrasi Pembaca) dan faktor spesifik TLD (ECC - Koefisien Koreksi Elemen) dan
mengurangi nilai konstanta dari hasil pembacaan dari TLD Blanko (radiasi latar alami), seperti pada
perhitungan dibawabh ini:

Dosis =B — Bo @

Keterangan: B = Dosis Bacaan (mSv)
Bo = Dosis Bacaan Blanko (mSv)

2. Metode 2

Setelah penerapan RCF dan ECC, metode ini mengurangi pembacaan ulang setiap TLD. Pada metode
2 ini, perhitungan evaluasi menggunakan pengurangan dari hasil pembacaan kedua (residual dose)
sebagai asumsi radiasi latar alami (metode 1). Perhitungan evaluasi dosis berdasarkan metode 2,
seperti dibawah ini:

Dosis = B — Br (D)

Keterangan: B = Dosis Bacaan (mSv)
Br = Dosis Sisa / Residual Dose (mSv)

ECC untuk semua TLD yang digunakan sebelumnya telah dihitung menggunakan iradiasi kalibrasi
dari laboratorium dosimetri standar. RCF dihitung menggunakan beberapa TLD yang disinari dengan
dosis referensi dari laboratorium dosimetri standar dan kemudian dibaca bersama dengan TLD
lainnya. Semua TLD yang digunakan dalam perbandingan kedua metode tersebut menggunakan
material LiF:Mg,Ti sebagai TL dan diproduksi oleh Thermo Scientific dengan nama TLD-0110.
Dosimeter itu sendiri adalah model dua elemen standar, di mana bahan TL digunakan dalam bentuk
chip terbungkus teflon, sedangkan TLD Reader adalah alat yang mengubah 2 sinyal TLD menjadi
Hp(d) setara dosis pribadi [7].

3. Data

Untuk memungkinkan perbandingan kedua metode, beberapa kumpulan TLD diiradiasi dengan dosis
foton rendah mulai dari 200 gU menggunakan sumber Sr-90. TLD tambahan dibiarkan tidak disinari
untuk dapat menghitung sebagai TLD Blanko (radiasi latar alami).
1) Metode 1
Batch 1 seluruhnya terdiri dari TLD yang sudah diiradiasi berjumlah 15 TLD. Pada metode 1
menyertakan 2 kartu tambahan yang tidak diiradiasi sebagai TLD Blanko.
2) Metode 2
Menggunakan TLD yang sama dari batch pertama, batch kedua tidak menyertakan kartu tambahan
yang tidak diiradiasi. Namun untuk pembacaan dilakukan 2 kali untuk mengetahui residual dose
dengan jeda waktu selama pembacaan bacth pertama selesai sebelum pembacaan kedua.
Untuk beberapa perbandingan antara kedua metode (yaitu perhitungan respon dosis), latar belakang
alami, yang dihitung dari TLD yang tidak disinari (dengan masing-masing metode), dikurangi. Seperti
pada perhitungan 1 dan 2.

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran seperti metode 1 digunakan untuk mengevaluasi pembacaan TLD pekerja dengan koreksi
pengurangan dari hasil TLD Blanko. Pengukuran seperti ini adalah pengukuran yang diaplikasikan di
Laboratorium PDPL untuk pembacaan rutin dosis TLD pekerja radiasi di KNS. Sedangkan,
pengukuran seperti metode 2 adalah metode baru yang akan diuji kualitas serta akurasinya.
Pengukuran metode 2 ini menggunakan koreksi pengurangan dari pembacaan kedua. Pembacaan
kedua ini digunakan untuk mengetahui dosis sisa yang terdapat di TLD sebagai faktor koreksi.
Gambar 1 menunjukkan, sebagai contoh, kurva pijar (glow curve) pembacaan pertama dari TLD yang
diperoleh setelah iradiasi. TLD diiradiasi menggunakan sumber Sr-90 sebesar 200 gU, dengan
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menerapkan nilai RCF dan ECC. Gambar 2 menunjukkan, sebagai contoh, kurva pijar (glow curve)
pembacaan kedua dari TLD yang sudah dibaca di pembacaan pertama.
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Gambar 2. Glow curve pembacaan kedua TLD untuk mengetahui dosis sisa / residual dose

Besaran iradiasi yang diketahui adalah untuk memperkirakan nilai dosis dari pembacaan ulang dan
untuk mengetahui kualitas dari masing — masing metode. Karena dengan mengetahui dosis iradiasi
maka dapat diketahui metode mana yang paling akurat untuk evaluasi dosis TLD yang diterima oleh
pekerja radiasi yaitu dosis yang mendekati dengan dosis iradiasi.

1. Hasil Evaluasi Bacaan TLD menggunakan Metode 1

Jumlah TLD yang diiradiasi berjumlah 15 buah. TLD tambahan berjumlah 2 buah tidak diiradiasi
untuk dapat menghitung kontribusi dari latar belakang alam atau yang biasa disebut dengan TLD
Blanko. Hasil keseluruhan diberikan pada Tabel 1. Ini adalah nilai yang dihasilkan oleh metode
pertama, dengan pengurangan latar belakang alami (TLD Blanko).
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Tabel 1. Hasil bacaan dosis dengan metode 1

Dosis Hasil Dosis Blanko Dosis
Nomor Barcode Sebenarnya

Bacaan 1 (mSv) (mSv)

(mSv)

424 1.6685 0.12 1.5485
1791 1.6411 0.12 1.5211
141 1.6257 0.12 1.5057
352 1.6561 0.12 1.5361
421 1.6753 0.12 1.5553
460 1.6667 0.12 1.5467
426 1.7013 0.12 1.5813
1787 1.6421 0.12 1.5221
249 1.6305 0.12 1.5105
179 1.6743 0.12 1.5543
1687 1.655 0.12 1.535
319 1.7502 0.12 1.6302
1799 1.6858 0.12 1.5658
458 1.6715 0.12 1.5515
1598 1.6501 0.12 1.5301

2. Hasil Evaluasi Bacaan TLD menggunakan Metode 2

Metode 2 menggunakan TLD yang sama dengan metode 1 yaitu TLD yang sudah diiradiasi. Namun
pembacaan dilakukan 2 (dua) kali, dengan tujuan untuk mengetahui dosis sisa atau dosis residual.
Dosis residu muncul misalnya selama pembacaan ulang, yang merupakan prosedur pembacaan kedua
yang dilakukan segera setelah yang sebelumnya. Tujuan pembacaan dosis residu ini adalah untuk
mengoreksi pengukuran dosis TLD dari pembacaan sebelumnya, jadi untuk metode ini TLD Blanko
tidak perlukan. Tabel 3. Ini adalah nilai yang dihasilkan oleh metode kedua, dengan pengurangan dari
residual dose (dosis sisa) dari pembacaan kedua.

Tabel 2. Hasil bacaan dosis dengan metode 2

Nomor Dosis Hasil Bacaan Residual Dose ge?s;arn a
Barcode 1 (mSv) (mSv) y
(mSv)
424 1.6685 0.18623 1.48227
1791 1.6411 0.16992 1.47118
141 1.6257 0.17932 1.44638
352 1.6561 0.1792 1.4769
421 1.6753 0.17977 1.49553
460 1.6667 0.17829 1.48841
426 1.7013 0.17866 1.52264
1787 1.6421 0.16757 1.47453
249 1.6305 0.17458 1.45592
179 1.6743 0.17089 1.50341
1687 1.655 0.16737 1.48763
319 1.7502 0.18849 1.56171
1799 1.6858 0.17019 1.51561
458 1.6715 0.183 1.4885
1598 1.6501 0.16845 1.48165

3. Perbandingan Metode 1 dan 2

Perbedaan dari kedua metode tersebut adalah pada koreksi pengurangan untuk perhitungan bacaan
dosis dari TLD pekerja radiasi. TLD Blanko mempunyai dosis yang lebih kecil karena menurut
prosedurnya, TLD ini disimpan di tempat penyimpanan TLD yang jauh dari sumber radiasi dan
minimal hanya dibutuhkan dua (2) TLD yang digunakan sebagai TLD Blanko. Sedangkan untuk
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perhitungan dengan menggunakan residual dose (dosis sisa) masing-masing nilai pembacaan ulang
dikurangi sebagai dosis residu individu.

Metode kedua dengan perhitungan residual dose secara teori lebih akurat dikarenakan dosis latarnya
tidak diasumsikan sama seperti TLD Blanko. Jadi penerimaan dosis sisa sesuai dengan dosis yang
diterima oleh pekerja radiasi. Namun, melakukan pembacaan ulang pada setiap prosedur pembacaan
tentu saja akan menggandakan waktu yang diperlukan. Apakah ini layak tergantung pada jumlah kartu
yang digunakan, atau lebih tepatnya jumlah kartu yang harus dievaluasi setiap bulan.

Pembacaan ulang sebagai residual dose dan pembacaan TLD Blanko menghasilkan hasil yang hampir
serupa, namun pembacaan ulang lebih memakan waktu untuk diterapkan.

Representasi grafis dari setiap metode diberikan pada Gambar 1 untuk metode pertama, pada Gambar
2 untuk metode kedua.
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Gambar 3. Grafik pembacaan dosis menggunakan metode 1
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Gambar 4. Grafik pembacaan dosis menggunakan metode 2

Dosis yang diukur dalam pembacaan kedua menurun, tetapi tidak mencapai 0 (nol). Kartu yang
berbeda memiliki dosis nol yang berbeda serta tingkat penurunan dosis sisa yang berbeda.
Disimpulkan bahwa besarnya dosis iradiasi berpengaruh terhadap sisa dosis yang tersimpan pada
kartu.
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Pengurangan lain yang dapat dibuat adalah fakta bahwa bahkan dosis iradiasi nol (0) mSv, tampaknya
akan menyebabkan pembacaan ulang bukan nol (0). Hal ini terlihat saat melakukan pembacaan kedua
karena kartu telah dikosongkan seluruhnya beberapa detik sebelumnya oleh prosedur pembacaan
sebelumnya dan tidak ada iradiasi yang terjadi sejak saat itu, dosis yang diukur seharusnya nol.
Namun hal ini tidak terjadi disebabkan oleh arus gelap dari photomultiplier. Arus gelap
photomultiplier adalah arus yang mengalir bahkan tanpa adanya insiden cahaya pada tabung
photomultiplier [1].

Jika dilihat dari Tabel 1 dan 2, hasil dosis yang dibaca menggunakan kedua metode seperti yang
disampaikan diatas, maka perolehan dosis yang mendekati dosis iradiasi adalah cara perhitungan
metode 1. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menjelaskan bahwa perhitungan
menggunakan residual dose dari tiap TLD yang digunakan hasilnya akan lebih akurat karena dosis
latar yang diterima sesuai dengan TLD yang dipakai oleh pekerja radiasi bersamaan dengan dosis
yang mereka terima [1]. Hal ini dapat disebabkan karena TLD yang dipakai untuk penelitian ini bukan
TLD baru dan kemungkinan masih terdapat dosis sisa dari iradiasi sebelumnya dan pengaruh arus
gelap dari photomultiplier.

4. Hasil Pengukuran Dosis TLD Baru menggunakan Metode 1 dan 2

Hasil yang didapatkan pada perhitungan menggunakan metode 1 dan 2 masih belum sesuai teori.
salah satu penyebabnya adalah penggunaan TLD yang tidak baru, karena setiap TLD yang sudah
digunakan akan mengalami peningkatan luminesensi karena telah mengumpulkan dosis radiasi dari
waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan TLD baru yang memang tidak
diiradiasi sebelum digunakan. Sehingga nilai dosis yang tercatat pada TLD tersebut akan mendekati
nol. TLD yang belum diiradiasi akan memiliki tingkat luminesensi awal yang rendah atau bahkan
sama sekali tidak bercahaya.
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Gambar 5. Grafik pengukuran dosis tld baru menggunakan metode 1 dan 2

Jika dilihat dari gambar 5, pengukuran dosis dengan menggunakan kedua metode hasilnya hampir
sama yaitu mendekati nol (0). Namun hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi adalah perhitungan
dengan metode kedua yaitu pengurangan dengan dosis sisa (residual dose). Hal ini dikarenakan, untuk
perhitungan dengan metode 1 nilai dari TLD Blanko dianggap sama dan hasil yang diperoleh kurang
dari 0, sedangkan untuk perhitungan metode 2 nilai pembacaan kedua berbeda sesuai dengan dosis
alam yang diterima oleh TLD baru dan hasil yang diperoleh yaitu 0 (nol) sesuai dengan teori.

Kesimpulan

Koreksi dari kedua metode secara kualitatif kira-kira setara. Perolehan dosis pada penelitian ini
menggunakan kedua metode yang mendekati dosis iradiasi adalah cara perhitungan metode 1. Akan
tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menjelaskan bahwa perhitungan menggunakan
residual dose dari tiap TLD yang digunakan hasilnya akan lebih akurat karena dosis latar yang
diterima sesuai dengan TLD yang dipakai oleh pekerja radiasi bersamaan dengan dosis yang mereka
terima [1]. Perhitungan pada TLD baru dengan kedua metode juga diperoleh bahwa hasil yang lebih

197



M.R. Sarpriani, dkk. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 191-198

akurat adalah menggunakan residual dose (metode 2). Hasil yang tidak sesuai pada penelitian ini
dapat disebabkan karena TLD yang dipakai untuk penelitian ini bukan TLD baru dan kemungkinan
masih terdapat dosis sisa dari iradiasi sebelumnya dan pengaruh arus gelap dari photomultiplier.
Karena hasil yang didapat masih berbanding terbalik dengan teori sehingga penelitian ini masih
membutuhkan analisa lebih lanjut dan metode perhitungan harus dapat ditingkatkan secara signifikan.
Penggunaan fenomena Phototransfer Thermoluminisence (PTTL) untuk perhitungan dosis sisa juga
dapat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, khusunya
untuk perbandingan TL dan PTTL beserta metode perhitungannya. Tingkat akurasi perhitungan
penerimaan dosis bagi pekerja radiasi menjadi salah satu hal terpenting karena proteksi radiasi harus
selalu dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan paparan radiasi terhadap pekerja, dosimeter
idealnya hanya merekam dosis rendah dari latar belakang alam. Sehinggan koreksi dosis sisa akan
meningkatkan akurasi perhitungan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi.
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Abstrak

Dalam upaya meninjau potensi penyediaan laboratorium kalibrasi x-ray multimeter di Indonesia, telah dilakukan
serangkaian tahapan peninjauan untuk merumuskan strategi penyediaan laboratorium kalibrasi x-ray multimeter.
Makalah ini adalah peninjauan tahapan kedua yang merupakan kelanjutan dari makalah Tantangan Penyediaan
Layanan Kalibrasi X-ray Multimeter: Tinjauan Awal. Makalah ini disusun untuk meninjau kebutuhan teknis
yang perlu dipersiapkan dalam upaya membangun laboratorium kalibrasi x-ray multimeter. Tinjauan dilakukan
berdasarkan telaah pustaka dengan pokok bahasan berfokus pada infrastruktur teknis yang terkait dengan sistem
kalibrasi seperti besaran yang mampu diukur, kebutuhan fasilitas, kebutuhan unit kalibrasi dan perlengkapan
tambahan, kebutuhan alat dan sumber standar, kemampuan kalibrasi dan kebutuhan kompetensi layanan. Hasil
tinjauan menunjukkan bahwa laboratorium kalibrasi x-ray multimeter membutuhkan infrastuktur yang tidak
berbeda jauh dengan infrastruktur pada laboratorium kalibrasi peralatan tingkat proteksi maupun tingkat terapi,
diantaranya sistem kalibrasi (unit sinar-x, bangku kalibrasi dan perlengkapan pendukung), ruang iradiasi dan
ruang kendali, standar sekunder kelas acuan, kualitas radiasi standar, sistem mutu dan kemampuan kalibrasi, dan
lainnya.

Kata kunci: kalibrasi, x-ray multimeter, laboratorium kalibrasi.
Abstract

As an effort to review the possibility of providing x-ray multimeter calibration laboratories in Indonesia, a
series of reviews have been carried out to formulate a strategy for providing x-ray multimeter calibration
laboratories. This paper is the second review which is a continuation of the paper The Challenge of Providing
Multimeter X-ray Calibration Services: An Initial Overview. This review was carried out to examine the
technical requirements that need to be prepared in an effort to build a multimeter x-ray calibration laboratory.
The review was carried out based on a literature review with a focus on technical infrastructure related to
calibration systems such as measurable quantities, facility requirements, calibration unit requirements and
additional equipment, standard tool and resource requirements, calibration capabilities and service competency
requirements. The results of the review show that the x-ray multimeter calibration laboratory requires
infrastructure that is not much different from the infrastructure in the calibration laboratory of protective and
therapeutic level equipment, including calibration systems (x-ray units, calibration benches and auxiliary
equipment), irradiation rooms, and control rooms, reference class secondary standards, radiation quality
standards, quality systems and calibration capabilities, and others. A more specific study will be continued to
review the projected readiness of LDSS Indonesia to expand its scope of services as well as the potential for
LDST Indonesia to upgrade its service capabilities.

Keywords: calibration, x-ray multimeter, calibration laboratory
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Pendahuluan

X-ray multimeter adalah sistem dosimeter solid-state yang dirancang untuk pengukuran berkas
radiologi diagnostik dan mamografi [1]. X-ray multimeter digunakan untuk mengukur variabel
penting yang dihasilkan oleh pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional, yaitu tegangan
puncak, waktu penyinaran, kerma, HVL dan kuat arus [2].

Segmen pengguna x-ray multimeter cukup luas, diantaranya pabrikan untuk melakukan uji produk,
instalatir untuk melakukan uji fungsi, laboratorium uji kesesuaian (LUK) untuk melakukan uji
kesesuaian, BAPETEN untuk kepentingan inspeksi, fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan
kendali mutu internal, institusi pendidikan/lembaga pelatihan untuk keperluan pendidikan, pelatihan
atau sertifikasi personel, lembaga penelitian untuk keperluan riset, dan lainnya. Dalam makalah ini
tinjauan dibatasi pada x-ray multimeter yang digunakan pengujian pesawat sinar-X oleh LUK.

Seiring dengan implementasi regulasi terkait uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan
intervensional, penggunaan alat ukur x-ray multimeter untuk pengujian pesawat sinar-X menjadi
meningkat. Saat ini jumlah LUK yang ditunjuk oleh BAPETEN per Juni 2023 sebanyak 44 instansi
dengan berbagai lingkup layanan [3]. Apabila diasumsikan setiap LUK memiliki 2 (dua) set x-ray
multimeter maka diperkirakan jumlah x-ray multimeter untuk keperluan uji kesesuaian sekitar 88 set
dengan merk/model yang beragam.

Untuk memastikan ketertelusuran pengukuran, x-ray multimeter harus dikalibrasi secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan
BAPETEN (Perbapeten) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi
Diagnostik dan Intervensional, Pasal 33 dan 34 [4]. Namun demikian, hingga saat ini di Indonesia
belum tersedia laboratorium kalibrasi yang memiliki lingkup layanan kalibrasi x-ray multimeter.
Kondisi ini menyebabkan proses kalibrasi dilakukan di laboratorium kalibrasi milik pemanufaktur alat
tersebut. Hal ini mempengaruhi durasi proses kalibrasi (dari pengiriman hingga penerimaan, + 3
bulan) dan tingkat biaya yang dianggarkan (15 hingga 40 juta rupiah untuk setiap alat). Durasi waktu
kalibrasi tentu akan memperlambat proses layanan, sedangkan tingkat biaya kalibrasi mungkin
menyebabkan kenaikan harga untuk layanan pengujian.

Tinjauan awal yang mengidentifikasi jenis laboratorium kalibrasi yang sesuai untuk menyediakan
layanan kalibrasi x-ray multimeter telah penulis sajikan dalam makalah yang berjudul Tantangan
Penyediaan Layanan Kalibrasi X-ray Multimeter: Tinjauan Awal [5]. Dalam makalah tersebut
disampaikan bahwa kalibrasi x-ray multimeter dilakukan oleh LDSS, sehingga LDSS di Indonesia
dipandang perlu untuk menambah lingkup layanan, dengan membangun fasilitas baru atau
mengembangkan fasilitas yang sudah tersedia sebelumnya. Perluasan lingkup layanan LDSS dapat
berimplikasi pada penambahan infrastruktur, sarana prasarana, anggaran, sumber daya lainnya,
pertimbangan hukum, dan lainnya, oleh karena itu aspek-aspek yang terkait pengembangan dan
perluasan layanan LDSS perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan [6].

Makalah ini merupakan kelanjutan dari makalah Tantangan Penyediaan Layanan Kalibrasi X-ray
Multimeter: Tinjauan Awal. Makalah ini yang disusun dengan tujuan untuk meninjau kebutuhan
teknis yang perlu dipersiapkan dalam upaya membangun laboratorium kalibrasi x-ray multimeter.
Tinjauan dilakukan berdasarkan telaah pustaka dengan pokok bahasan berfokus pada infrastruktur
teknis yang terkait dengan sistem kalibrasi seperti besaran yang mampu diukur, kebutuhan fasilitas,
kebutuhan unit kalibrasi dan perlengkapan tambahan, kebutuhan alat dan standar, kemampuan
kalibrasi dan kebutuhan mutu layanan.

Landasan Teori

4. Rantai Ketertelusuran Metrologi Radiasi

Metrologi adalah ilmu pengukuran, yang mencakup penentuan secara eksperimental dan teoritis pada
tingkat ketidakpastian dalam bidang sains dan teknologi [7]. Metrologi radiasi pengion yang
selanjutnya disebut metrologi radiasi merupakan metrologi ilmiah pada bidang radiasi pengion.
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Dalam melakukan pengukuran, alat ukur dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yang bertujuan

untuk menjamin ketertelusuran metrologi secara internasional, yaitu [8][7]:

a) Standar primer. Instrumen dengan kualitas metrologi tertinggi yang memungkinkan penentuan
besaran yang diperlukan melalui pengukuran besaran fisik dasar, dan keakuratannya telah
diverifikasi dengan perbandingan dengan standar ekivalen dari lembaga lain yang berpartisipasi
dalam sistem pengukuran internasional.

b) Standar sekunder. Instrumen dengan akurasi tinggi dan stabilitas jangka panjang yang dikalibrasi
terhadap standar primer atau menggunakan sistem pengukuran menengah.

c) Standar kerja. Standar sekunder terkalibrasi yang digunakan secara rutin untuk mengkalibrasi
atau memverifikasi instrumen pengukuran atau sistem pengukuran pengguna akhir.

Pada bidang metrologi radiasi, terdapat skema ketertelusuran seperti disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 2. Skema ketertelusuran metrologi besaran radiasi

Gambar 1 merupakan representasi sederhana dari sistem pengukuran internasional untuk dosimetri
radiasi, dengan keterangan sebagai berikut [8]:

- Panah mewakili arah kalibrasi yaitu memastikan rantai ketertelusuran ke standar
pengukuran internasional. Beberapa Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder (LDSS)
dapat tertelusur ke Laboratorium Dosimetri Standar Primer (LDSP) atau langsung ke
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) jika tidak tersedia standar primer
nasional di negaranya. Namun banyak juga anggota jaringan LDSS yang tertelusur ke
standar primer melalui IAEA.

- Garis putus-putus menunjukkan perbedaan level standar primer dan sekunder.

- Panah putus-putus menunjukkan kalibrasi instrumen pengguna (user) ke IAEA bagi
negara yang tidak memiliki LDSS atau memiliki sumber daya yang sangat terbatas.

Pengguna (users) dalam konteks makalah ini adalah pengguna x-ray multimeter, yaitu Lembaga Uji
Kesesuaian (LUK). Dalam skema ini tidak dikenal laboratorium standar tersier seperti halnya pada
Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006.

Penerapan metrologi radiasi dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu terapi, radiologi diagnostik,
dan proteksi radiasi [8]. Dalam hal akurasi pengukuran, tingkat terapi tentu mensyaratkan akurasi
tertinggi, kemudian diikuti oleh tingkat radiologi diagnostik, dan terakhir adalah tingkat proteksi
radiasi. Peralatan x-ray multimeter dalam klasifikasi ini dikategorikan sebagai instrumen pengukur
tingkat radiologi diagnostik.

5. Laboratorium Dosimetri

Laboratorium dosimetri di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), sebagaimana diatur dalam
Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006, yaitu [9]:

- Laboratorium Dosimetri Standar Primer (LDSP).

- Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder (LDSS).

- Laboratorium Dosimetri Standar Tersier (LDST).
Saat ini laboratorium dosimetri di Indonesia adalah jenis LDSS dan LDST yang masing-masing
memiliki tanggung jawab memberikan layanan kalibrasi alat ukur radiasi.

Laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi yang tersedia di Indonesia sebanyak 5 (lima) laboratorium

yang telah beroperasi, 1 (satu) laboratorium sedang dalam tahap konstruksi, dan 1 (satu) laboratorium
sedang dalam proses peralihan badan hukum. Dari 5 (lima) laboratorium yang telah beroperasi dan 1
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(satu) laboratorium yang sedang dalam tahap konstruksi, semuanya memiliki kemampuan layanan
untuk kalibrasi instrumen pengukur tingkat proteksi radiasi (antara lain surveimeter, monitor area,
monitor kontaminasi, dosimeter personal), dengan sumber radiasi standar bervariasi antara lain Cs-
137 dan Co-60 dengan berbagai aktivitas yang berbeda [10]. Lima laboratorium Kalibrasi tersebut
termasuk dalam klasifikasi LDST berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006.

Di Indonesia memiliki 1 (satu) LDSS namun saat makalah ini disusun laboratorium sedang dalam
proses peralihan badan hukum. Sebagai catatan, selama kondisi peralihan badan hukum ini belum
selesai maka status keanggotaan LDSS Indonesia dalam IAEA SSDL Network Charter masih belum
dapat dipastikan, karena keanggotaan masih menggunakan badan hukum yang lama.

Layanan (tugas dan fungsi) utama LDSS, menurut rekomendasi IAEA melalui SSDL Network
Charter, adalah memastikan besaran dosimetri radiasi tertelusur hingga pengguna akhir melalui
kalibrasi alat ukur, dan membantu penggunaan hasil kalibrasi sesuai level penerapannya. Anggota
jaringan LDSS harus menyediakan layanan kalibrasi dan sertifikat kalibrasi untuk instrumen pengukur
tingkat terapi radiasi, radiologi diagnostik, proteksi radiasi, atau kombinasi dari semuanya [8], [11].
Selain itu, laboratorium dosimetri perlu mengikuti rantai ketertelusuran dosimetri sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 2 [8].

Berdasarkan rekomendasi tersebut, x-ray multimeter sebagai peralatan pengukur tingkat radiologi
diagnostik akan dikalibrasi oleh LDSS. Namun demikian, LDSS di Indonesia belum memiliki lingkup
layanan kalibrasi instrumen pengukur tingkat radiologi diagnostik.
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Gambar 3. Panduan internasional untuk rantai dosimetri radiasi

6. Kalibrasi

Dokumen IAEA Glossary disebutkan bahwa kalibrasi merupakan serangkaian pengoperasian yang
menetapkan, dalam kondisi tertentu, hubungan antara nilai besaran yang ditunjukkan oleh alat ukur
atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh ukuran bahan atau bahan acuan, dengan nilai
terkait yang direalisasikan oleh standar [12]. Sedangkan menurut BPIM, kalibrasi merupakan
pengoperasian yang, dalam kondisi tertentu, pada langkah pertama, menetapkan hubungan antara nilai
besaran dengan ketidakpastian pengukuran yang disediakan oleh standar pengukuran dan indikasi
yang sesuai dengan ketidakpastian pengukuran terkait dan, pada langkah kedua, menggunakan
informasi ini untuk menetapkan hubungan guna memperoleh hasil pengukuran dari suatu indikasi [7].

Kalibrasi diperlukan untuk memastikan kesetaraan hasil pengukuran yang dilakukan oleh berbagai
pihak yang berkepentingan. Proses Kkalibrasi adalah proses untuk menunjukkan kebenaran
konvensional atas alat ukur/bahan ukur dengan membandingkannya terhadap alat ukur standar yang
mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran atau bahan acuan
tersertifikasi. Dengan demikian dalam proses kalibrasi x-ray multimeter akan melibatkan sumber
radiasi standar sebagai pengkalibrasi dengan kemampuan yang mencakup pengukuran besaran yang
diperlukan dalam pengujian pesawat x-ray.
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Hasil dan Pembahasan

1. Besaran yang mampu diukur [13] dan budget ketidakpastian pengukuran [14], [15]

X-ray multimeter merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penting pada
pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional (khususnya untuk keperluan uji kesesuaian),
diantaranya akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, reproduksibilitas, linearitas, dan lainnya [4].
Oleh karena itu laboratorium kalibrasi untuk x-ray multimeter setidaknya mampu mengukur besaran-
besaran berikut ini:
- Air kerma (K), satuan Gy, dengan standar yang biasanya disediakan oleh LDSP
- Air kerma rate
- Kerma area product (Pxa) dan kerma length product (Pk.), berdasarkan pengukuran kerma
dan pengukuran panjang yang dapat dilacak. Hingga saat ini hanya 3 (tiga) laboratorium
untuk Pka dan hanya 2 (dua) laboratorium untuk Pk, yang memiliki CMC terdaftar di BIPM
KCDB [16].
- Voltage atau Tegangan puncak
- Exposure time
- Current time product
- Total filtration dan HVL
Setelah kalibrasi selesai, hasil ukur akan dievaluasi termasuk evaluasi ketidakpastian pengukuran.
Laboratorium kalibrasi harus mencantumkan ketidakpastian pengukuran dalam sertifikat kalibrasi
yang diterbitkan [17]. Ketidakpastian pengukuran merupakan ekspresi dispersi statistik dari nilai-nilai
yang diberikan kepada suatu kuantitas yang diukur [7].

Laboratorium harus mengembangkan prosedur untuk memperkirakan ketidakpastian kalibrasi dengan
mempertimbangkan semua komponen penting dari ketidakpastian tersebut. Setidaknya komponen-
komponen ketidakpastian yang lebih dari 0,1% harus dimasukkan dalam budget. Sedangkan
komponen ketidakpastian di bawah 0,1% harus dievaluasi dan dipantau agar tetap di bawah 0,1%.
Faktor kalibrasi dari detektor kamar ionisasi kelas acuan biasanya memberikan kontribusi terbesar
terhadap ketidakpastian. Komponen lain yang mungkin lebih dari 0,1% diantaranya stabilitas kamar
ionisasi acuan, kualitas radiasi, keseragaman sinar-X, posisi kamar ionisasi, faktor kalibrasi
elektrometer (jika dikalibrasi secara terpisah).

Komponen lain yang harus dievaluasi adalah suhu dan tekanan sekitar, keterulangan indikasi
dosimeter standar dan dosimeter pengguna, resolusi dosimeter pengguna, kebocoran, saturasi,
linearitas elektrometer, dan lainnya. Ketidakpastian gabungan di bawah 3% (k=2, p=0,95) seharusnya
dapat dicapai.

2. Fasilitas/ruangan [6], [18]

Proses kalibrasi x-ray multimeter membutuhkan proses penyinaran menggunakan unit sinar-X, dengan
demikian pada laboratorium diperlukan fasilitas ruangan berikut:
- Ruang penyinaran (iradiasi);
- Ruang kendali, bersebelahan dengan ruang iradiasi, untuk panel kendali dan sistem akuisisi
data;
- Ruang untuk pengukuran elektronik dan pengecekan fisik lainnya (misalnya memeriksa dan
menyiapkan dosimeter untuk kalibrasi);
- Ruang penyimpanan peralatan dan bahan untuk kalibrasi;
- Ruangan kantor untuk pekerja dengan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai (yaitu
PC, printer, dan koneksi jaringan).
Setidaknya satu ruang iradiasi dan satu ruang kendali harus tersedia untuk keperluan kalibrasi.

Proses kalibrasi melibatkan penggunaan radiasi pengion, oleh karena itu ketentuan proteksi dan
keselamatan radiasi serta keamanan sumber menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Akses ke ruang
iradiasi, yang diklasifikasikan sebagai daerah pengendalian, dibatasi untuk memastikan keselamatan
dan keamanan. Di daerah pengendalian, tindakan proteksi radiasi dan ketentuan keselamatan
diperlukan untuk mengontrol paparan normal dan untuk mencegah paparan potensial. Ruang kendali
diklasifikasikan sebagai daerah pengawasan. Daerah pengendalian dan daerah pengawasan diberi
label dan tanda keselamatan yang sesuai di pintu masuk.
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Ukuran ruangan iradiasi harus sesuai untuk menghindari hamburan dari objek lain (dinding, langit-
langit, lantai, bangku kalibrasi), oleh karena itu, ruang iradiasi sebaiknya memiliki ukuran minimal
panjang 5 m, lebar 4 m dan tinggi 3 m.

Kondisi lingkungan ruang iradiasi harus dipantau dan dikendalikan karena di dalam ruang tersebut
terdapat detektor yang sangat dipengaruhi kestabilannya oleh suhu dan tekanan. Suhu yang
diperbolehkan antara 18 °C hingga 24 °C dengan perubahan suhu tidak lebih dari 1 °C/jam. Generator
unit sinar-X dan sistem pendingin dapat menyebabkan pemanasan ruangan yang signifikan. Oleh
karena itu, sebaiknya generator berada di ruangan terpisah yang bersebelahan dengan ruang iradiasi,
untuk menghindari kemungkinan perubahan suhu yang signifikan.

3. Unitsinar-X, bangku kalibrasi dan perlengkapan tambahan [6]

Unit iradiasi sinar-X terdiri dari tabung sinar-X, generator beserta sistem pendingin dan panel kontrol,
housing dan shutter, dan sistem kolimasi. Contoh diagram pengaturan sistem kalibrasi sinar-X
ditunjukkan pada Gambar 3.

Sinar-X memiliki rentang energi yang besar dan spektrum luas. Pada sistem kalibrasi sinar-X, kualitas
radiasi (dan spektrum) dapat disesuaikan dengan mengubah tegangan tabung dan/atau menambah
filtrasi. Berikut beberapa ketentuan yang digunakan:

- Bahan anoda tergantung pada aplikasinya.

- Sudut anoda tidak boleh lebih besar dari 27° [15] atau lebih kecil dari 9° [19]

- Sebaiknya menggunakan pendingin cair pada anoda.

- Filtrasi inheren lebih rendah dari 2,5 mmAl [15], [19]

- Filter harus memiliki kemurnian 99,9%.

- Ketebalan filter harus diketahui dalam 0,01 mm (filter untuk pengukuran HVL)

- Riak (ripple) harus di bawah 10 % (4 % untuk mamografi) [19]

- Bukaan (aperture) harus dibangun dengan sudut bukaan yang sesuai [15]
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Gambar 4. llustrasi tabung sinar-X dan penyiapan kalibrasi [13]
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Keterangan:
F = fokus; K1, K;, Ks = kolimator; F1 = filter tambahan; F2 = roda filter;
M = monitor chamber; B = bangku kalibrasi; D = detektor

Bangku kalibrasi digunakan untuk menempatkan dosimeter acuan dan dosimeter yang dikalibrasi ke
dalam berkas radiasi utama dengan posisi yang akurat. Bangku kalibrasi dapat dipindahkan sepanjang
rel di depan iradiator secara paralel dengan pusat berkas, sehingga jarak bidang pengukuran dari
sumber atau titik fokus sinar-X dapat disesuaikan. Kisaran jarak tipikal untuk kalibrasi dosimeter
radiologi diagnostik adalah 1 m. Bangku, meja dan konstruksi dudukan harus memastikan hamburan
radiasi minimum dari berkas utama (misalnya bagian logam dari bangku dan meja silang tidak
ditempatkan pada berkas radiasi utama dan dudukan probe harus terbuat dari bahan ringan).

Perlengkapan tambahan untuk penentuan posisi dapat menggunakan laser, teleskop optik, mikrometer
batang, dan kaliper digital, sedangkan untuk membaca tampilan instrumen selama kalibrasi dapat
menggunakan kamera dengan lensa fokus otomatis yang dipasang di bangku kalibrasi.

4. Kualitas radiasi standar [6]

Dalam situasi optimal, kualitas radiasi yang digunakan untuk layanan kalibrasi harus sesuai dengan
kualitas radiasi yang digunakan oleh pengguna akhir. Kemampuan kalibrasi harus mencakup Kisaran
kualitas radiasi yang digunakan dalam praktik klinis sehingga memungkinkan penggunaan koefisien
kalibrasi yang tepat dalam pengukuran oleh pengguna akhir. Tantangan untuk kalibrasi tingkat
radiologi diagnostik adalah sangat bervariasinya kualitas radiasi yang digunakan secara klinis, karena
kombinasi variasi dari anoda, filter, dan tegangan tabung. Laboratorium perlu menetapkan beberapa
set kualitas radiasi standar. Secara praktis, kualitas radiasi ditentukan oleh bahan anoda, filtrasi total,
tegangan tabung, HVL pertama dan kedua (untuk kualitas mamografi hanya HVL pertama yang
ditentukan). Terdapat beberapa kualitas radiasi yaitu:

- Seri RQR (incident beams) dan RQA (attenuated beams), untuk kalibrasi dosimeter yang
digunakan pada diagnostik umum, fluoroskopi, dan radiologi intervensi (bahan target W,
filtrasi Al)

- Seri RQT, untuk kalibrasi dosimeter yang digunakan pada CT (bahan target W, filtrasi Al+Cu)

- Seri RQR-M, untuk kalibrasi dosimeter yang digunakan pada mamografi (bahan target dan
filtrasi Mo)

5. Standar sekunder [6], [15], [19]

Detektor acuan yang digunakan sebagai pengkalibrasi merupakan detektor dengan level standar
sekunder. Detektor yang digunakan untuk mengukur kerma udara pada radiologi diagnostik
merupakan detektor kamar ionisasi yang berbentuk bidang paralel atau silinder. Persyaratan kamar
ionisasi kelas acuan tidak didefinisikan secara jelas. Klausul 4.2 dari IEC 61267:2005 memberikan
persyaratan sebagai berikut:

- Dosimeter harus sesuai dengan ketentuan pada IEC 61674:2012

- Ketergantungan energi harus dalam £ 3 % pada rentang kualitas radiasi N-15 hingga N-200

- Dimensi detektor harus sedemikian rupa sehingga benar-benar tercakup dalam berkas utama

- Sensitivitas harus sesuai untuk pengukuran dengan fantom dan filter tambahan untuk

penentuan HVL

Sedangkan TRS 457 memberikan tambahan persyaratan seperti pada Gambar 4 berikut:

FABLE 52 RECOMMENDED SPECIFICATIONS OF DETECTORS OF A REFERENCE CLASS DOSIMETER
(BY APPLICATION)

Maximum

variation Range of air kerma rate
variation S

Rangcof Xray Inurinsic |
- = tube v ‘l’. o of :ﬂCl';}
Application Type of detector ube voRage error ]
‘ response 5
Unattenuated beam Attenuated beam
(kV) (%)
General radiography  Cylindrical or plane paralle] 60-150 32 +2.6 I mGy/s - 500 mGy/s 10 uGy/s -5 mGyss
Fluoroscopy Cylindrical or plane parailei 50-100 +26 10 nGy/s- 10mGy/s 0.1 pGy/is— 100 pGyfs
(preferable)
Mammography Plane parallel 2240 32 +2.6 10 uGy/s - 10 mGyls
CE! Cylindrical (pencil type) 100-150 +2.6 0.1 mGy/s— 50 mGyis
Dental radiography ~ Cylindrical or plane parailel 50-90 32 +26  1pGys-10mGyls

* Thc dosimeters must have no greater variation in their sonsitivity than +3% along the active length.

Gambar 5. Daftar rekomendasi spesifikasi detektor dari TRS 457

205



E. Kunarsih, Rusmanto Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 199-207

Penggunaan detektor tidak lepas dari elektrometer (instrumen untuk mengukur muatan atau arus
listrik) sebagai satu perlengkapan sistem dosimetri. Detektor kamar ionisasi biasanya hanya
menghasilkan arus atau muatan yang sangat kecil, sehingga diperlukan elektrometer yang sensitif
untuk pengukuran semacam ini. Dokumen Human Health 44 merekomendasikan spesifikasi
elektrometer dalam Gambar 5.

TABLE 3. REFERENCE FELECTROMETER SFE(TFT(_.‘:”\TT:O‘;‘IS

Specification Value
Measured quantity Charge/current
Measuring range 10pC/10pAto L C/L pA
Resolution 10 fC/L fA

Long term stability <0.2%/year

Zero dnft <5 fA

Leakage <10 fA
Non-linearity =5 fA

Built-in high voltage source at least =400 V

Gambar 6. Spesifikasi elektrometer acuan [6]

Biasanya detektor kamar ionisasi dikalibrasi bersama dengan elektrometer di laboratorium yang sama,
namun sebagai alternatif dapat juga dikalibrasi secara terpisah, kamar ionisasi di laboratorium
dosimetri sedangkan elektrometer di laboratorium kelistrikan.

6. Peralatan pemantau kondisi lingkungan [6]

Kondisi lingkungan harus dipantau dan dikendalikan, dengan perubahan suhu yang tidak signifikan.
Oleh karena itu membutuhkan alat-alat berikut:
- Termometer dengan kisaran 10-30°C dan resolusi 0,2°C atau lebih tinggi.
- Barometer dengan resolusi 0,5 hPa atau lebih tinggi, dan terkalibrasi dengan ketidakpastian
kurang dari 0,1%.
- Hygrometer dengan akurasi 5-10%
Semua alat harus tertelusur pada standar acuan suhu dan tekanan.

7. Sistem mutu [6]

Sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan ISO/IEC 17025 jika mereka ingin menunjukkan bahwa
mereka kompeten untuk mengoperasikan sistem penjaminan mutu dan menyebarluaskan hasil yang
valid. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan tingkat mutu yang dipersyaratkan
dan sistem harus dirancang untuk menunjukkan bahwa tingkat kinerja yang dipersyaratkan telah
tercapai. Elemen dasar dari sistem mutu dijelaskan dalam manual mutu dan tingkat kerincian yang
dimasukkan dalam manual harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas laboratorium. Manual
tersebut harus menciptakan kepercayaan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh laboratorium.

Selain manual mutu, dokumen seperti prosedur, standar, spesifikasi, dan instruksi manual yang
relevan harus tersedia di laboratorium. Dengan cara ini, dokumentasi sistem mutu dapat digunakan
untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar, peraturan, dan persyaratan hukum yang berlaku.
Setelah sistem mutu ditetapkan, laboratorium harus memelihara dan memutakhirkannya seperlunya,
sesuai dengan pengalaman yang diperoleh selama pengoperasian layanan dan hasil audit internal atau
eksternal. Peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam uji banding
sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2. Pembuktian kompetensi laboratorium, dapat dicapai
dengan status akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional, dan
mendaftarkan CMC dalam database BIPM KCDB.

Berdasarkan tinjauan beberapa infrastruktur teknis di atas, sebagai rekomendasi, dipandang perlu
untuk melanjutkan tinjauan dengan lebih spesifik, diantaranya proyeksi kesiapan LDSS Indonesia
untuk mengembangkan lingkup layanan, dan juga potensi LDST Indonesia untuk dapat meng-
upgrade kemampuan layanannya, termasuk skema pengawasan yang relevan.
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Kesimpulan

Laboratorium kalibrasi x-ray multimeter membutuhkan infrastuktur teknis yang tidak berbeda jauh
dengan infrastruktur pada laboratorium kalibrasi pada umumnya untuk peralatan tingkat proteksi
maupun tingkat terapi, diantaranya sistem kalibrasi (unit sinar-x, bangku kalibrasi dan perlengkapan
tambahan), ruang iradiasi dan ruang kendali, detektor standar sekunder kelas acuan, kualitas radiasi
standar, peralatan ukur yang tertelusur, sistem mutu layanan kalibrasi.

Kemampuan kalibrasi dalam hal besaran-besaran yang mampu diukur, spesifikasi detektor standar
sekunder dan jenis kualitas radiasi standar perlu disesuaikan dengan penggunaannya.
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Abstrak

Pemanfaatan energi nuklir di Indonesia memiliki tantangan yang harus diatasi salah satunya yaitu penerimaan
masyarakat. Apabila tidak dilakukan antispasi dan mitigasi yang tepat, penerimaan masyarakat ini dapat
berdampak pada kegagalan pembangunan PLTN, maka dari itu perlu adanya strategi pendekatan sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi penggunaan pendekatan inklusi sosial dalam meningkatkan
penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Dengan menggunakan
metode penelitian deskriptif-kualitatif, penelitian ini menganalisis kecenderungan penggunaan strategi rekayasa
sosial yang menyebabkan kegagalan pembangunan PLTN di Bangka Belitung pada 2012. Penawaran strategi
inklusifitas sosial mendorong upaya integrasi antara persepsi kebutuhan masyarakat dengan kepentingan
pembangunan sebagai satu kesatuan. Strategi ini diorientasikan guna menumbuhkan basis-basis dukungan untuk
rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Hasil dalam penelitian ini menunjukan urgensi penggunaan
pendekatan inklusivitas sosial dalam menumbuhkan sense of crisis, dan menghadirkan kesadaran melalui
kampanye yang secara langsung melibatkan masyarakat. Keberhasilan pembangunan PLTN pertama di Bangka
Belitung menjadi kunci penting dalam akselerasi transisi energi di Indonesia.

Kata Kunci: Persepsi, Inklusi Sosial, Penerimaan, Nuklir.

Pendahuluan

Formulasi kebijakan ketenaganukliran Indonesia telah memasuki fase penentuan (decision), yang
mengharuskan pemerintah untuk secara konkret mengskematiskan dimulainya pengayaan sumber
energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional [1]. Pembahasan Rancangan Undang-
Undang Energi Baru-Terbarukan (RUU EBET) terus bergulir di ruang legislasi, dengan sejumlah tarik
ulur terkait dengan penempatan nuklir sebagai sumber energi pilihan [2]. Secara substantif, RUU
EBET memperkuat komitmen pemerintah dalam menjadikan energi nuklir sebagai salah satu
penopang dalam pencapaian transisi energi di Indonesia [3]. Kebutuhan ini selaras dengan target
penurunan emisi karbon dan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 yang dicanangkan oleh
pemerintah.

Tantangan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia masih demikian kompleks. Beberapa faktor
penting seperti penentuan skema pembangunan, dukungan politik (political will), dan penerimaan
masyarakat (public acceptance), menjadi tantangan penting yang harus diatasi [4]. Dalam rencana
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria pada 2008, sejumlah gelombang
demontrasi penolakan oleh masyarakat terjadi dan menyebabkan gagalnya keseluruhan rencana
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pembangunan tersebut [5]. Hal yang sama terjadi saat pemerintah mencanangkan pembangunan
PLTN di Bangka Barat, Bangka Belitung pada 2013 yang harus terbengkalai pasca demonstrasi
masyarakat yang menyuarakan penolakan [6]. Kondisi ini jelas menjadi penghambat yang dapat
menjauhkan Indonesia dari ketercapaian target NZE, transisi energi, dan pemanfaatan energi bersih.
Terlebih, studi tapak yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) pada 2010-2012
menunjukan kesesuaian Bangka Belitung sebagai wilayah yang paling memungkinkan untuk
dibangun PLTN. Penolakan masyarakat Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan PLTN dapat
berdampak bagi keseluruhan rencana pemanfaatan nuklir di Indonesia, lantaran Bangka Belitung telah
diproyeksikan sebagai wilayah pembangunan PLTN pertama di Indonesia [7].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Bangka
Belitung (UBB) pada 2021, angka penerimaan masyarakat Bangka Belitung terhadap rencana
pembangunan PLTN berbahan bakar thorium, atau Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT)
mencapai 73,33% [24]. Penelitian ini mendapati kesetujuan masyarakat didasarkan atas potensi
pembukaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga kebutuhan pokok, pengembangan usaha dan industri,
serta keamanan pasokan listrik untuk mendukung pembangunan di Bangka Belitung. Selain itu, tarif
PLTT yang diproyeksikan bersaing dengan harga jual listrik PLN saat ini menjadikanya sebagai
sumber energi alternatif yang tidak hanya bebas emisi, melainkan juga murah dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat [8].

Namun, rencana pemerintah untuk mengakselerasikan pembangunan PLTT di Bangka Belitung
sepanjang 2020-2023 telah menimbulkan kembali polemik dan ketakutan lama masyarakat. Kendati
belum terdapat gelombang penolakan secara terbuka sebagaimana yang terjadi pada 2013, namun
potensi yang sama dapat menjadi penghambat rencana pembangunan PLTT untuk kedua Kkalinya.
Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan upaya mitigasi dengan memastikan penerimaan masyarakat
terhadap PLTT yang akan dibangun di Bangka Belitung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji potensialitas penggunaan pendekatan berbasis inklusi
sosial dalam meningkatkan pemahaman dan pemerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan
PLTT di Bangka Belitung. Telaah dilakukan dengan menjangkau aspek-aspek penting yang dapat
mempengaruhi persepsi masyarakat, dan dengan menggunakan pendekatan yang strategis untuk
memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi sejumlah stigma yang banyak tersebar
bersamaan dengan rencana pembanguan PLTN.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan konsep inklusifitas sosial guna menumbuhkan
persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada
pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap sikap dan persepsi masyarakat terkait rencana
pembangunan PLTN, bukan pada pengukuran dan analisis statistik [9].

Tahapan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima, diantaranya sebagai berikut. Pertama, identifikasi
masalah. Tahap ini mencakup identifikasi permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian, yaitu
pemanfaatan konsep inklusifitas sosial untuk memahami sikap dan persepsi masyarakat terhadap
rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Kedua, studi pustaka. Data penelitian diperoleh
melalui studi pustaka dengan menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang kredibel serta dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
yang mendalam tentang konsep inklusifitas sosial dan konteks rencana pembangunan PLTN. Ketiga,
pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi terhadap
masyarakat yang terlibat atau terpengaruh oleh rencana pembangunan PLTN. Dalam penelitian
kualitatif, wawancara mendalam sering digunakan untuk menggali pandangan, persepsi, dan sikap
masyarakat. Keempat, validasi dan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara atau sumber
lainnya kemudian divalidasi untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi. Analisis data
dilakukan dengan mengkomparasikannya terhadap sejumlah teori sosial yang relevan, untuk
menemukan kesesuaian dan potensi implementasi solusi yang ditawarkan. Kelima, interpretasi dan
temuan. Dalam tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan menemukan
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temuan-temuan yang relevan terkait pemanfaatan konsep inklusifitas sosial dan persepsi masyarakat
terhadap rencana pembangunan PLTN. Keenam, penyimpulan. Penyimpulan dilakukan secara
deduktif, dengan mengurutkan keadaan umum yang terjadi untuk dikonklusikan secara khusus dan
spesifik. Peneliti menyimpulkan hasil temuan penelitian dan memberikan kesimpulan yang sesuai
dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

7. Diseminasi Sense of Crisis Terhadap Transisi Energi

Penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN dan PLTT selaras dengan tingkat
kesadaran terkait manfaat dan kepentingan Indonesia dalam memanfaatnya [7]. Sebagai sumber
energi yang kerap dipandang memiliki risiko tinggi, pemanfaatan nuklir harus didasarkan pada nilai
urgensi yang dapat dibuktikan dan dipahami oleh masyarakat. Dalam teori transisi sosial, anggapan-
anggapan terkait dengan kondisi yang membutuhkan dilakukanya sesuatu akan menciptakan sense of
crisis. Sense of crisis adalah perasaan atau kesadaran yang mendalam bahwa suatu situasi atau kondisi
menghadirkan ancaman serius atau bahaya yang dapat menyebabkan kerugian besar atau bahkan
kehancuran. Sense of crisis ini akan mendorong masyarakat untuk menerima dan membenarkan suatu
kondisi, meski dalam keadaan ‘normal’, kondisi tersebut banyak ditentang dan tidak disetujui oleh
masyarakat [10]. Konsep ini sejalan dengan teori kebutuhan (necessarity theory) yang menetapkan
bahwa kebutuhan akan memunculkan inovasi dan alasan bagi dilakukanya sesuatu yang sebelumnya
bahkan tidak terpikirkan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kehidupan [11].

Secara konseptual, hadirnya sense of crisis dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang tinggi
terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini [10]. Pemahaman ini akan mendorong tumbuhnya
persepsi publik terkait dengan strategi dalam menanggulangi kondisi yang dianggap sebagai krisis
[12]. Namun, berlaku juga opisisi biner atas premis tersebut. Pemahaman masyarakat yang rendah
akan berakhir dengan ketidaktahuan dan penghindaran atas fenomena krisis, sehingga opsi solusi yang
seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi akan ditolak oleh masyarakat
itu sendiri [12]. Ketiadaan sense of crisis menyebabkan masyarakat menilai suatu solusi dalam
persepsi negatifnya. Untuk itu, sense of crisis harus ditumbuhkan dalam persepsi sosial di masyarakat
Bangka Belitung melalui diseminasi urgensi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangunan jangka
panjang.

Dalam menumbuhkan sense of crisis sekaligus mengkonsepsikan nuklir sebagai energi solusi,
terdapat tiga aspek dasar yang harus tersampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung. Pertama,
problematika gangguan interkoneksi listrik sebagai konsekuensi ketidakmandirian energi di Bangka
Belitung. Gangguan interkoneksi listrik Sumatera-Bangka pada 20 Maret 2023 kemarin, menjadi
momentum yang menegaskan kembali posisi rentan Bangka Belitung terhadap ketahanan dan
kestabilan energi. Cuaca ekstrem yang ditenggarai mengakibatkan robohnya 5 tower di jalur transmisi
Kenten-Tanjung Siapi-Api menyebabkan putusnya aliran listrik ke pulau Bangka dan meninggalkan
1,4 juta penduduk dalam kondisi kesulitan pasokan energi menjelang bulan suci Ramadhan.

Kondisi ini selain menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat dan sirkulasi ekonomi lokal, juga
mengharuskan elaborasi ulang atas kebijakan menyambung interkoneksi jaringan Sumatera sebagai
pilihan solusi guna mengatasi ‘krisis listrik’ di Bangka Belitung setahun lalu. Pasalnya, persoalan
instabilitas listrik bukan pertama kali terjadi. Pada 2021 lalu, saat pemeliharaan instalasi listrik
dilakukan, pemerintah daerah terpaksa menghentikan industri tambak udang yang menelan daya 48
MW, melakukan pemadaman bergilir di seluruh wilayah provinsi selama dua bulan, dan menyarankan
masyarakat mengurangi penggunaan listrik hingga 30%. Masyarakat memerlukan solusi pasti dan
strategis agar persoalan yang sama tidak terus terjadi secara berulang, terlebih kini listrik telah
menjadi bagian kehidupan yang bukan hanya penting, melainkan sangat dibutuhkan.

Kedua, keterbatasan cadangan timah dan keterbatasan energi untuk pembangunan industri [13].
Provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terkaya di Indonesia, dan
menyimpan cadangan timah terbesar kedua di dunia. Kondisi geografis yang unik dan teralienasi oleh
selat Bangka dari pulau ‘induk’ dalam landas kontinenya, Sumatera, memberi keuntungan sekaligus
tantangan tersendiri bagi Negeri Serumpun Sebalai [14]. Geologi dan geomorfologi Bangka Belitung,
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menghasilkan kekayaan alam berupa timah dengan potensi cadangan pada 2022 mencapai 2,25 juta
ton, serta thorium sebagai unsur radioaktif langka yang potensial, sebanyak 170.000 ton [15].

Ketergantungan ekonomi masyarakat Bangka Belitung terhadap sektor pertambangan timah demikian
akut [16]. Sejak berdiri sebagai sebuah provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan pada 2001,
industri pertambangan timah memainkan peran yang sangat signifikan, terutama dengan tingginya
nilai ekspor [17]. Pada periode 2015-2020, kontribusi timah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah sebesar 60%, dominan. Padahal, menurut prakiraan Kementerian ESDM pada 2022, dengan
asumsi laju eksploitasi tetap, maka cadangan timah hanya akan tersisa sampai tahun 2046. Saat ini,
pemerintah Bangka Belitung berkepentingan untuk memulai transisi ekonomi, memperkuat basis
pendapatan non-pertambangan, terutama industri, pertanian, dan UMKM, yang kesemuanya
mengharuskan pasokan daya listrik dengan cukup.

Hingga 2020 lalu, pasokan listrik di Bangka Belitung masih disuplai oleh Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) berbahan bakar fosil dengan keluaran daya 183 megawatt (MW) serta emisi karbon
(CO2) sebesar 221.000 ton pertahun [7]. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan lokal dengan 1,431 juta
penduduk, adalah sebanyak 181 MW. Selain ketersediaan yang sangat terbatas, akibat sistem
kelistrikan di Bangka Belitung yang semula terisolasi dari transmisi Sumatera, biaya produksi listrik
juga sangat tinggi. Menurut data PLN pada 2022, Biaya Pokok Produksi (BPP) PLTD di Bangka
Belitung adalah Rp 2.454 per kWh. Sementara harga jual adalah Rp 1.257 per kWh. Artinya, negara
harus mensubsidi sekitar 51% harga listrik untuk menutupi kerugian dan menjaga stabilitas harga.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan energi tersebut, Pemerintah dan PLN membangun jaringan
transmisi bawah laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Bangka Belitung dan pulau Sumatera
dengan kapasitas 150 kV. Pembangunan jaringan interkoneksi tersebut menelan dana Rp 1,5 triliun,
dan mulai beroperasi pada 2022 lalu. Namun, solusi dengan jaringan interkoneksi ini masih
menyisakan tiga masalah pokok yang belum teratasi. Pertama, jaringan interkoneksi dengan
penjalaran kabel bawah laut rentan gangguan. Seperti yang baru saja terjadi, cuaca ekstrem
menyebabkan robohnya 5 tower, dan secara langsung menyebabkan kekurangan energi yang sangat
berdampak bagi masyarakat. Kedua, meski dapat menurunkan nilai BPP sehingga lebih kompetitif
terhadap harga jual, namun interkoneksi listrik Sumatera tetap menimbulkan defisit. Dengan kata lain,
PLN tetap harus menutupi harga produksi listrik bagi masyarakat Bangka Belitung. Ketiga, jaringan
listrik Sumatera masih ditenagai dengan pembakaran energi fosil, sehingga visi transisi energi
Indonesia yang menargetkan pembangunan pembangkit zero carbon tetap menjadi angan-angan dan
tidak segera terealisasi.

Masalah ketidakstabilan energi bukan semata berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat,
namun dalam lingkup lebih luas mempengaruhi pembangunan daerah di masa mendatang. Pasalnya,
Bangka Belitung dicanangkan untuk memulai apa yang digaung-gaungkan sebagai transisi ekonomi,
peralihan sektor ekonomi ekstraktif timah pada industri, pariwisata, pertanian, dan UMKM. Artinya,
kebutuhan energi listrik akan meningkat berkali-kali lipat, bahkan diproyeksikan mencapai 450 MW
pada 2030 mendatang. Dengan interkoneksi, selain beban biaya yang terus membengkak dan dihantui
gangguan yang menyebabkan Bangka Belitung terisolasi secara temporal, keberlangsungan industri
juga terancam perkembanganya. Untuk itu, Bangka Belitung perlu memiliki kemandirian energi,
bersumber pada energi bersih, berdaya cukup, dan bersaing dalam segi harga [19].

Ketiga, nuklir sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi dan lingkungan. Keharusan pemerintah dalam
meningkatkan jumlah pasokan energi, dalam mengejar terpenuhinya konsumsi listrik per-kapita
secara ideal hingga 2800-3000 kWh, tidaklah linear dengan pembangunan pembangkit listrik semata.
Lantaran, kepentingan untuk mengurangi emisi karbon mengharuskan dimulainya transisi ke sumber
energi yang lebih bersih, namun berdaya tinggi dan realistis diterapkan di Indonesia berdasarkan
perhitungan ekonomi dan keberlanjutan teknologi.

Asesmen yang dapat menjadi pedoman bagi kriteria energi potensial dalam bauran untuk mengganti
energi konvensional, ialah dengan pemenuhan empat unsur, yakni reliabilitas tinggi, ramah
lingkungan, terjangkau, dan ketersediaan yang cukup (melimpah). Potensialitas energi tersebut
dinormatisasi dalam UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang menempatkan beberapa sumber
energi untuk diproyeksikan sebagai energi pilihan dalam mensubtitusi energi konvensional. Dalam
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aspek reliabilitas, energi surya dan nuklir adalah yang paling menjanjikan. Namun, terkait harga,
pemanfaatan PLTS di Indonesia memerlukan pendanaan ekstra, dengan rata-rata per 2021 mencapai
US$ 14 sen hingga US$ 25 sen per kWh. Bandingkan dengan batubara yang ‘hanya’ berkisar US$ 9-
12 sen, gas alam US$ 7-14 sen dan nuklir US$ 9 sen. Hingga saat ini, pemanfaatan PLTS di Indonesia
masih harus berbenturan dengan harga yang tinggi, selain potensi alamnya yang juga interminten
(bergantung pada cuaca), memerlukan lahan yang sangat luas, dan bergantung pada alam sehingga
tidak stabil. Sedangkan pemanfaatan PLTN, meski memerlukan biaya lebih besar diawal
pembangunan, namun jauh lebih hemat untuk pemanfaatan jangka panjang, dengan lifetime cost rata-
rata BPP adalah US$ 6-7 sen per kWh. Selain itu, nuklir juga memiliki ecological footprint dan emisi
karbon yang jauh lebih efisien dibanding sumber energi lainya.

Studi ekonomis pembangkit listrik tenaga nuklir dengan teknologi ThorCon Molten Salt Reactor 500
MW (TMSR500) yang dilakukan oleh Zeldi Raditya dan Ayong Hiendro (2020) membuktikan bahwa
BPP Sistem Pembangkit Khatulistiwa di Kalimantan Barat yang terkoneksi dengan TMSR memiliki
harga keenomian yang lebih murah dari pembangkit konvensional (PLTG & PLTD).[8] Secara
konklusif, komparasi harha keenomian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan BPP Pembangkit sebelum dan setelah terkoneksi dengan TMSR500

Skenario
1 2 3 4
PPA US$/kWh 0.0625 0.0650 0.0675 0.0700
Rp/kWh 840 875 910 945
BPP Sistem Khatulistiwa Rp 1.301/kWh
BPP Sistem Khatulistiwa Rp Rp Rp

Rp 985.14/kWh

setelah terkoneksi TMSR500 1011,09/kWh 1037.04/kWh  1062.99/kWh

Berdasarkan nilai keenomian diatas menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi TMSR500 sebagai
pilihan dalam pengembangan pemanfaatan nuklir dalam skala komersil di Indonesia memiliki nilai
efisiensi yang lebih tinggi dari pembangkit konvensional yang digunakan saat ini.[8] Perihal
ketersediaan bahan baku sumber energi, menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
potensi uranium di Indonesia yang telah diketahui mencapai estimasi 89.000 ton (tU308) dan thorium
mencapai 143.234 ton (tTh) [20]. Jumlah ini, apabila dimanfaatkan secara optimal, maka dapat
memenuhi kebutuhan listrik 300 juta penduduk dengan konsumsi perkapita 3000 kWh selama lebih
dari 1000 tahun [7]. Sebagai provinsi yang telah ditambang selama lebih dari 300 tahun, Bangka
Belitung memiliki cadangan tailing (tanah sisa penambangan) yang diketahui menyimpan sejumlah
potensi Logam Tanah Jarang, termasuk zirkon, monazit, dan thorium. Pengelolaan tailing dengan
memanfaatkan teknologi tinggi dapat menghasilkan LTJ dan thorium tanpa melakukan ekskavasi baru
yang dapat berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Oleh karenanya, eksploitasi thorium untuk
bahan bakar PLTN dalam skala jangka panjang dapat dilakukan dengan memanfaatkan cadangan
tailing yang tersedia.

Rencana pemerintah untuk memulai pemanfaatan nuklir dalam bauran energi nasional jelas
berkorelasi dengan tingkat kebutuhan terhadap ketahanan energi di masa mendatang. Secara nasional,
kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan nuklir melalui PLTN akan menjadi pendorong untuk
menjalankan industrialisasi secara akseleratif. Sementara bagi Bangka Belitung yang ditargetkan
sebagai tempat pembangunan PLTN pertama, keberadaan PLTN dapat memberikan surplus energi,
menyelesaikan persoalan krisis dan gangguan listrik, serta mendorong berhasilnya transisi ekonomi
pasca-timah.

Saat ini, kesiapan berbagai pihak yang menawarkan teknologi guna pembangunan PLTN, diantaranya
ialah teknologi Molten Salt Reactors (MSRs) yang berdaya 500 MW. Dengan target pembangunan
pada 2027 mendatang, maka kebutuhan industri Bangka Belitung yang ditaksir meningkat hingga 450
MW pada 2030 akan terpenuhi tanpa harus bergantung pada interkoneksi. Secara ekonomis, PLTN
menawarkan harga BPP yang relatif lebih stabil dan bersaing sehingga negara tidak selalu harus
menutupi kekurangan anggaran akibat gap antara biaya produksi dan harga jual listrik di masyarakat.
Sedangkan bagi masyarakat, surplus energi dengan PLTN mempercepat tumbuh kembangnya
UMKM, mencukupi kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dan sejumlah
kawasan industri, serta mendorong dimulainya transisi ekonomi. Secara linear, percepatan
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pembangunan daerah bertautan dengan tingkat ketersediaan energi listrik sebagai penopang
sirkulasinya. Terakhir, pembangunan PLTN juga memberi dampak praktis pada kemampuan
Indonesia mendirikan pembangkit pertama, dan menjadi milestone bagi pembangunan berikutnya.
Hingga 2060 mendatang, Indonesia ditargerkan telah Net Zero Emission, yang berarti sumber energi
harus telah bersih dari emisi. Nuklir jelas menjadi salah satu pemasok energi dalam bauran nasional.
Langkah tersebut harus diawali dengan pembangunan PLTN pertama, di Bangka Belitung.

8. Manajemen Persepsi Dengan Pendekatan Inklusi Sosial

Diseminasi pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi yang dapat diandalkan untuk mengatasi
sense of crisis dalam masyarakat harus dikonstruksikan melalui pendekatan yang tepat, yakni dengan
inklusivitas sosial. Secara definitif, inklusivitas sosial diartikan sebagai program atau kegiatan yang
dalam pelaksanaanya secara langsung melibatkan masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan rasa
tanggungjawab publik dengan kepentingan pemerintah untuk secara bahu-membahu mendorong
ketercapaian tujuan bersama [21]. Inklusivitas sosial menjadi pendekatan paling tepat dengan
paradigma integratif, dan bukan dualistik. Dengan kata lain, kampanye penerimaan nuklir secara
langsung dilakukan oleh dan untuk masyarakat, bukan dilakukan oleh pemerintah dan menempatkan
masyarakat sebagai pendengar. Pasivitas yang terbangun dalam paradigma dualitik ketika pemerintah
dan pihak-pihak yang mendukung pembangunan PLTN menjadikan masyarakat hanya sebagai pihak
yang mendengar dan menyetujui, akan mengakibatkan kecenderungan stigmatisasi PLTN sebagai
kepentingan sepihak. Penolakan yang terjadi dalam rencana pembangunan PLTN Muria tahun 2008
dan PLTN di Bangka Barat pada 2012 dilatarbelakangi oleh persepsi publik yang rendah dan
stigmatisasi pembangunan PLTN sebagai kebijakan yang tidak selaras dengan kepentingan
masyarakat Bangka Belitung [4]. Kondisi ini dipersulit dengan realitas bahwa pihak-pihak yang
melakukan sosialisasi umumnya merupakan pihak dari luar Bangka Belitung, sehingga membangun
kesan sebagai ‘kepentingan orang luar’.

Dalam survei terakhir yang dilaksanakan oleh Tim Kajian Akademis Universitas Sebelas Maret
(UNS) pada 2021, penerimaan masyarakat Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan PLTN
berada pada angka 73,73%. Angka ini berada diatas Acceptable Level Acceptance (ALA) rata-rata
dunia. Secara komparatif, perbandingan ALA hasil survei 2021 di Bangka Belitung dengan sejumlah
negara di dunia, adalah sebagai berikut:[22]
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Gambar 1. Grafik Perbandingan ALA Bangka Belitung dan Sejumlah Negara Pengguna PLTN

Berdasarkan data tersebut, penerimaan masyarakat terhadap PLTN di Bangka Belitung, dan bahkan
Indonesia, telah melampui ALA negara-negara pengguna PLTN di berbagai belahan dunia. Angka
penerimaan ini menunjukan kesiapan masyarakat untuk memulai pemanfaatan PLTN sebagai sumber
energi pengganti pembangkit listrik konvensional. Kendati demikian, ALA sangat dipengaruhi oleh
berbagai kondisi dan tidak bersifat stagnan. Pengaruh penyebaran isu dan miskonsepsi terhadap energi
nuklir, narasi ketakutan, dan penyebaran disinformasi dapat secara signfikan mempengaruhi persepsi
masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN. Untuk itu, pendekatan dalam rangka mengarahkan
persepsi masyarakat tetap merupakan aspek fundamental dalam rangka menjamin terselesaikanya
rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung.

Kebijakan inklusivitas sebagai pendekatan untuk mendapatkan persepsi masyarakat menjadi pilihan
tepat guna menghindari kelemahan-kelemahan diseminasi yang dilakukan sebelumnya. Inklusivitas
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sosial dibangun untuk mempersiapkan kelompok masyarakat yang secara terbuka setuju dan
mendukung pembangunan PLTN di Bangka Belitung, sehingga potensi penyebaran isu stigmatisasi
yang didasarkan pada sifat-sifat lokalitas dapat didekonstruksi. Keberhasilan penggunaan pendekatan
ini akan merubah persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTN bukan hanya sebagai
kepentingan orang luar atau kepentingan pemerintah, melainkan merupakan kepentingan umum
masyarakat Bangka Belitung.

Strategi dalam penguatan persepsi masyarakat berbasis pendekatan inklusivitas dapat dijalankan
dengan tiga eksponen program. Pertama, pemberdayaan kelompok-kelompok sosial yang mendukung
pembangunan PLTN dan pemanfaatan nuklir dalam bauran energi nasional. Kelompok ini dapat
dibangun dalam berapa kategori dan diintegrasikan bersama isu yang relevan dengan kategorisasi
kondisi sosialnya. Misalnya, dengan pembangunan komunitas dilingkungan mahasiswa dan pemuda
yang mendukung PLTN untuk kepentingan perlindungan lingkungan dan keadilan intergenerasi.
Kemudian, komunitas, kelompok, dan paguyuban masyarakat yang mendukung PLTN untuk
kepentingan ekonomi dan stabilitas pembangunan. Kelompok-kelompok yang setuju dengan
pembangunan PLTN juga penting dibentuk berdasarkan konsep profesi, misalnya dosen, guru, ASN,
jurnalis, hingga pemerhati lingkungan. Strategi kelompok sosial ditujukan guna membangun basis
suara yang memiliki dukungan massa, sehingga upaya diseminasi dapat dilakukan dengan
menerapkan konsep akar rumput (grassroot) untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat [23].

Inklusivitas peran antar generasi melalui gerakan sosial telah dijalankan dalam mendiseminasikan
transisi energi dan pemanfaatan potensi thorium untuk PLTN di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil
observasi, terdapat dua komunitas yang didirikan dan secara aktif mengadvokasi pembanfaatan
PLTN, yakni Indonesia Nuclear Youth Society (INYS) dan Komunitas Thorium Untuk Kemasalahan
Umat (KEMAT). INYS merupakan organsiasi kemahasiswaan yang berdiri pada 2022, memiliki
sebaran 9 Chapter di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan menjalankan kegiatan dibidang
edukasi, sosialisasi, serta agenda tahunan Festival Nuklir Nasional. INYS beranggotakan mahasiswa
dan pemuda yang mendorong pencapaian visi transisi energi dengan pemanfaatan nuklir di Bangka
Belitung dan Indonesia. Selain itu, sejak 2023, INYS turut menginisiasi pembentukan Nuclear
Rangers, komunitas yang beranggotakan pelajar di Bangka Belitung dengan visi utama mendorong
transisi energi, keadilan antar-generasi, dan pemanfataan nuklir dalam bauran energi nasional.
Sementara KEMAT merupakan paguyuban masyarakat yang berdiri sejak 2018, didirikan oleh
masyarakat lokal di Pangkalpinang dan secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk turut
berkontribusi dalam rencana pengembangan PLTN pertama Indonesia di Bangka Belitung.

Gambr 2. Komunitas INYS, Seminar Nasional dan Gam_l.:)ar 3. Tim Peneliti bersama Ketua KEMAT, Bapak

Pembukaan Festival Nuklir Nasional 1l Marsub  (Sumber:  dokumentasi  peneliti
(Sumber: Humas INY'S (2023)). (2023))

Kedua, pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Program ini menjadi strategi
dasar yang selalu ditempuh dalam setiap pembangunan yang menimbulkan konsekuensi dampak
terhadap masyarakat [24]. Dengan memanfaatkan realitas sosial masyarakat Bangka Belitung yang
menghormati tokoh-tokoh adat, agama, dan pemerintah daerah, sosialisasi pemanfaatan energi nuklir
menjadi lebih efektif dan mengurangi terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang menolak rencana
pembangunan di daerah-daerah. Berdasarkan hasil observasi, pendekatan terhadap masyarakat telah
dijalankan secara rutin, baik melalui peran berbagai komunitas, seperti INYS dan KEMAT, juga oleh
pemerintah daerah. Sejak 2020, pemerintah daerah dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti
DEN, BRIN, dan swasta telah menjalankan sosialisasi di desa Batu Beriga, Bangka, lokasi yang
diproyeksikan sebagai daerah rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
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Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi PLTN Bertajuk “Gule Kabung” oleh Pemerintah Daerah dan Sejumlah Pihak di Desa Batu
Beriga, Bangka. (Sumber: dokumentasi peneliti (2023))

Ketiga, familiarisasi pemanfaatan nuklir dalam kehidupan masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang
inklusif, seperti festival, lomba, sosialisasi ke sekolah-sekolah, iklan, penyebaran selebaran,
pembukaan ruang-ruang diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, serta berbagai bentuk
kegiatan lain yang diprogramkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam
strategi pertama. Familiarisasi diorientasikan dalam rangka membiasakan masyarakat untuk menerima
informasi positif seputar energi nuklir, sehingga mempersempit ruang bagi isu-isu negatif dan stigma
untuk tersebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Terbangunnya persepsi sosial yang baik akan
menjadi modalitas penting dalam mendukung pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Inklusivitas
sosial menjadi pendekatan jangka panjang yang dapat diintegrasikan sebagai proyek rekayasa sosial
dalam jangka 5-10 tahun untuk secara evolutif mengubah persepsi masyarakat terkait dengan rencana
pembangunan PLTN. Keberhasilan pembangunan PLTN mensyaratkan kerja Kkolektif yang
melibatkan seluruh eksponen masyarakat sebagai satu kesatuan yang inklusif untuk mendukung
ketercapaian transisi energi di Indonesia.

Kesimpulan

Realisasi pembangunan PLTN di Bangka Belitung mensyaratkan terbentuknya persepsi dan
penerimaan masyarakat. Potensialitas penolakan masyartakat terhadap pembangunan PLTN dapat
menjadi penghambat dalam progresivitas transisi energi Indonesia. Upaya manajemen persepsi untuk
memastikan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN perlu dikonstruksikan
dengan pendekatan inklusivitas sosial. Pendekatan ini dijalankan untuk mendiseminasikan sense of
crisis, membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung pembangunnan PLTN, dan
menumbuhkan persepsi positif terhadap energi nuklir dalam masyarakat. Sebagai pendekatan jangka
panjang, inklusivitas sosial dapat menjadi instrumen untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap
energi nuklir, serta mempersiapkan masyarakat dalam menerima nuklir sebagai sumber energi
pengganti fosil melalui pembangunan PLTT di Bangka Belitung.

Diseminasi pengetahuan dan urgensitas pemanfaatan energi nuklir di Bangka Belitung telah dan terus
dijalankan. Sejumlah bentuk pendekatan inklusif yang berhasil dalam membentu meningkatkan
penerimaan masyarakat ditunjukan melalui pembentukan komunitas mahasiswa dan kepemudaan,
paguyuban, sosialisasi ke pelajar sekolah, forum diskusi terbuka oleh pemerintah daerah, pendekatan
tokoh masyarakat, serta kegiatan Festival Nuklir Nasional yang secara rutin diadakan dengan berpusat
di Bangka Belitung. Kendati demikian, resistensi terhadap isu pembangunan PLTN turut mengemuka
dan menunjukan perlunya akselerasi serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan yang
lebih variatif dan konsisten. Dinamika sosial yang terus berkembang mengharuskan upaya manajemen
persepsi sebagai kerja kolektif yang dijalankan seiring dengan rencana pembangunan PLTN
terlaksana di Bangka Belitung.
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Abstrak

Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan tenaga nuklir di Indonesia sudah banyak dilakukan melalui berbagai
media. Artikel, website, youtube bahkan pemberitaan media massa. Hanya saja sampai saat ini yang mengetahui
hanya golongan masyarakat tertentu yang terlibat secara langsung, baik peneliti, pengguna, penerima manfaat
ataupun pengawas. Sementara masyarakat umum di Indonesia masih banyak yang menilai negatif tentang
penggunaan teknologi nuklir, diakibatkan minimnya informasi dan pengetahuan terkait tenaga nuklir itu sendiri.
Informasi yang didapatkan hanya melalui film yang bercerita tentang dampak dan bahaya tenaga nuklir
sementara belum ada film yang menceritakan dampak positif atau manfaat terkait penggunaan tenaga nuklir.
Sehingga informasi yang didapatkan masyarakat umum, tidaklah seimbang. Penelitian ini dibuat untuk
menemukan media komunikasi yang paling efektif dalam melakukan sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan
tenaga nuklir di Indonesia. Film bisa digunakan sebagai media komunikasi yang tepat dalam proses sosialisasi
pemanfaatan dan keselamatan tenaga nuklir di Indonesia. Hal ini dikarenakan film dapat menyusun pesan yang
diinginkan, memberi informasi yang detail dan terarah, serta rangkaian cerita yang dibangun akan memberikan
pemahaman yang lebih bagi penontonnya. Efek dari film sendiri mampu membangun persepsi, merubah sikap,
membangun dukungan, serta merubah perilaku penontonnya sesuai pesan yang disampaikan si pembuat film.
Hal ini tentu sangat diperlukan terutama jika Indonesia bercita-cita membangun PLTN, karena untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat umum perlu memberikan keyakinan bahwa PLTN itu aman jika
mengikuti prosedur keselamatan nuklir, dan salah satunya media komunikasi yang tepat dan efektif adalah film.

Kata Kunci: Teknologi Nuklir, Media Komunikasi, Film.
Abstract

Socialization of the use and safety of nuclear power in Indonesia has been widely carried out through various
media. Articles, websites, YouTube, and even mass media coverage It's just that until now, only certain groups
ofpeople who were directly involved, whether researchers, users, beneficiaries, or supervisors, knew about it.
Meanwhile, the public in Indonesia still has many negative views about the use of nuclear technology due to a
lack of information and knowledge regarding nuclear power itself. The information obtained is only through
films that tell about the impacts and dangers of nuclear power, while there are no films that tell about the
positive impacts or benefits related to the use of nuclear power. So that the information obtained by the general
public is not balanced. This research was made to find the most effective communication media in socializing
the use andsafety of nuclear power in Indonesia. Film can be used as an appropriate communication medium in
the process of socializing the use and safety of nuclear energy in Indonesia. This is because films can arrange
the desired message, provide detailed and directed information, and the series of stories that are built will
provide a deeper understanding for the audience. The effect of the film itself is able to build perceptions, change
attitudes, build support, and change the behavior of the audience according to the message conveyed by the
filmmaker. This is certainly very necessary, especially if Indonesia aspires to build a nuclear power plant,
because to get support from the general public it is necessary to provide confidence that a nuclear power plant
is safe if it follows nuclear safety procedures, and one of the appropriate and effective communication media is
film.

Keywords: Nuclear Technology, Communication Media, Film

218


mailto:mayameilan29@gmail.com
mailto:aria.agda@gmail.com

M.M. Sumarna, M. Magdalena Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 218-224
Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan teknologi nuklir. Berbagai penelitian di
berbagai macam bidang, terus dikembangkan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Diantaranya
penggunaan teknologi nuklir dalam bidang pertanian, untuk mendapatkan bibit unggul dan
pengendalian hama. Di bidang lain teknologi nuklir juga dapat dimanfaatkan pada bidang kesehatan,
pertambangan, pengawetan makanan maupun produksi bahan bakar dan PLTN (www.batan.go.id).
Hasil penelitian ini sudah banyak dimanfaatkan dan di awasi ketat dengan berbagai regulasi standar
keamanan nuklir yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tetapi informasi tentang
manfaat tenaga nuklir dalam membantu kehidupan manusia serta pengawasan terhadap keselamatan
nuklir hanya diketahui segelintir orang yang terlibat di bidang teknologi nuklir saja. Hal ini akhirnya
menimbulkan kesenjangan informasi pada masyarakat umum di Indonesia. Sehingga masih banyak
masyarakat umum yang memiliki persepsi negatif terhadap keberadaan teknologi nuklir. Padahal saat
ini sudah sangat banyak artikel dan berita yang mempublikasikan informasi tentang manfaat tenaga
nuklir. Hanya saja yang mengakses artikel dan berita tersebut hanya pihak-pihak atau golongan yang
terlibat secara langsung dengan penggunaan tenaga nuklir, baik peneliti, pengawas, maupun pengguna
manfaat. Sementara bagi masyarakat umum, hal tersebut masih dianggap tabu dan menakutkan.

Menurut Wijaya, dkk (2021) masih banyak masyarakat yang belum siap dalam menghadapi dampak
akibat penggunaan tenaga nuklir. Dalam berbagai artikel disampaikan bahwa masyarakat Indonesia
masih banyak yang memiliki persepsi negatif terhadap penggunaan teknologi nuklir di Indonesia. Hal
ini penulis melihat sebagai hambatan yang cukup besar dalam upaya pengembangan teknologi nuklir
di Indonesia, khususnya penolakan masyarakat untuk pembangunan PLTN. Untuk itu melalui
makalah ini, penulis mencoba mencari akar permasalahan yang mendasar yaitu terkait komunikasi
dalam penyebaran informasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Dari hasil riset yang kami
temukan, penyebaran informasi selama ini sudah cukup bagus dilakukan melalui berbagai media
komunikasi, diantaranya: pemberitaan media, publikasi jurnal, media sosial, website, seminar, dll.
Akan tetapi melihat perkembangan di masyarakat saat ini, komunikasi yang dilakukan masih kurang
efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat umum yang masih tidak tahu manfaat tenaga nuklir
bahkan melakukan penolakan terhadap pengembangan tenaga nuklir di Indonesia.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka cita-cita Indonesia ingin memiliki PLTN atau pemanfaatan tenaga
nuklir secara masif, tidak akan bisa diwujudkan. Kami melihat bahwa nuklir adalah sesuatu yang
sangat tabu bahkan berbahaya untuk dibicarakan oleh masyarakat umum. Sehingga strategi
komunikasi yang dilakukan dalam pendekatan ke masyarakat juga harus berbeda dan lebih hati-hati.
Salah satunya pemilihan media komunikasi yang tepat. Selama ini masyarakat umum banyak
mengetahui tentang bahaya nuklir dari paparan film-film yang dibuat tentang dampak dari
penggunaan teknologi nuklir yang begitu berbahaya. Pesan-pesan yang disampaikan melalui sebuah
film, dapat membangun persepsi bagi penonton nya. Hal ini terjadi karena film merupakan sebuah
media untuk menyampaikan informasi secara luas dan bersamaan yang tanpa sadar memberikan pesan
tersembunyi yang dapat mengubah pandangan penerima pesan.

Film mampu memberikan pandangan yang berbeda dengan masyarakat umum, untuk kalangan anak-
anak dapat diberikan edukasi dalam bentuk animasi dengan design yang menarik, sedangkan bila
sasarannya orang dewasa dalam bentuk film petualangan atau live action yang berisi informasi yang
berguna tentang nuklir. Sehingga mulai dari hal tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat
tentang manfaat nuklir bila digunakan secara maksimal dan menghindari penyalahgunaan
pemanfaatan tenaga nuklir. Efek dari sebuah film, tidak hanya dapat membangun persepsi, akan tetapi
mampu merubah sikap bahkan perilaku dari penontonnya (Mc Quail, 2011). Cara sebuah film bertutur
menceritakan realitas maupun khayalan dari si pembuat film, mampu menyampaikan pesan dengan
sangat halus, sehingga sadar atau tidak film mampu membentuk masyarakat sesuai “pesan” yang
dikemas dalam film tersebut. Semakin banyaknya film yang menceritakan tentang bahaya tenaga
nuklir, maka akan semakin membuat masyarakat kita memiliki persepsi buruk bahkan bertindak
menolak terhadap perkembangan tenaga nuklir.
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Landasan Teori

Teknologi nuklir adalah suatu teknologi yang berbasis pada pemanfaatan energi yang dibebaskan dari
suatu inti atom (nuklida) dalam bentuk radiasi (Irawati, 2007). Nuklir juga adalah istilah yang
berkaitan dengan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, baik itu dalam bentuk pembangkit listrik
tenaga nuklir maupun dalam aplikasi lain seperti pengobatan dan penelitian. Namun, penggunaan
energi nuklir juga memiliki risiko keselamatan yang harus diawasi dan diatur dengan ketat oleh badan
pengawas nuklir (Doloresa, 2014). Suatu badan pengawas untuk memastikan bahwa penggunaan
tenaga nuklir dapat dilakukan secara selamat dan aman. Di Indonesia, peran badan pengawas
dilakukan oleh BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) (Hermawan, 2016). Pemanfaatan tenaga
nuklir terkait erat dengan keselamatan manusia yang ditujukan sepenuhnya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara tepat dan seksama sesuai jiwa UU No. 10 Tahun
1997.

Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) juga telah
mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang untuk
pemanfaatannya. Agar masyarakat dapat mengerti bahwa tenaga nuklir bukan hanya dipergunakan
untuk membuat senjata saja melainkan dapat juga digunakan di berbagai bidang kegiatan positif yang
lebih menguntungkan masyarakat internasional. Karena prinsipnya dalam hal penggunaan teknologi
nuklir high risk high return, nuklir sebagai alternatif modern yang sangat menguntungkan, tetapi
memiliki potensi besar juga terhadap timbulnya dampak lingkungan hidup akibat pemanfaatan dan
penyalahgunaan tenaga nuklir. Untuk itu Pemerintah berupaya mendukung pemanfaat tenaga nuklir
dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang undangan yang mencakup semua aspek hukum
nuklir dan mengacu pada konvensi dan standar internasional (Phispal, 2013). Untuk kepatuhan
terhadap instrumen internasional, standar keselamatan, keamanan nuklir dan persyaratan safeguards
sangat penting dalam membangun program pemanfaatan nuklir yang bertanggung jawab. Dalam hal
ini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menjadi lembaga Pemerintah yang mengatur
kewenangan dan keselamatan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia.

Dalam perkembangan penggunaan teknologi nuklir di Indonesia, komunikasi menjadi bagian penting
yang tidak dapat dihindari. Komunikasi berasal dari kata “communicare” yaitu dalam Bahasa latin
yang memiliki pengertian “berpartisipasi atau memberitahukan” sedangkan “comunis” berarti
Bersamasama. Kesimpulannya komunikasi akan berjalan dengan baik selama ada kesamaan mengenai
apa yang dibicarakan. Komponen dalam penyampaian komunikasi ada pengirim pesan (sender), pesan
yang dikirimkan (message), bagaimana pesan tersebut dikirimkan (delivery, channel atau media),
penerima pesan (receiver) dan umpan balik (feed back), (Daloressa, 2014). Dalam proses
penyampaian pesan terhadap khalayak banyak, maka kita memerlukan bentuk komunikasi massa.
Untuk jenis komunikasi ini, diperlukan media komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa cepat
dan menyeluruh, serta memiliki jangkauan yang cukup luas.

Menurut Hermawan (2016) media komunikasi adalah media atau alat yang digunakan untuk
menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Media komunikasi dapat berupa
media cetak, media elektronik seperti televisi, radio dan internet atau yang saat ini banyak digunakan
adalah media sosial. Penggunaan media komunikasi yang tepat dan efektif menjadi hal yang sangat
penting dalam penyebaran sebuah pesan, apalagi di era digital saat ini dimana informasi mudah
disebarluaskan dan dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Media memiliki fungsi
bagi masyarakat, diantaranya: Fungsi Informasi, dimana media massa sebagai penyebar berbagai
informasi yang dibutuhkan khalayak sesuai dengan kepentingannya; Fungsi Pendidikan, yaitu media
massa memberikan edukasi dengan cara menanamkan nilai-nilai, etika dan aturan melalui informasi
yang disampaikan kepada pendengar; Fungsi Memengaruhi, dimana media massa dalam
menyampaikan informasi dapat tanpa sadar mempengaruhi pandangan penerima pesan.

Media komunikasi juga bisa berbentuk hiburan salah satunya adalah film. Film tidak hanya menjadi
sebuah hiburan, akan tetapi menjadi sumber informasi karena dapat membangun sebuah realitas,
bahkan efek yang ditimbulkan dari sebuah film dapat menciptakan perubahan persepsi, sikap, bahkan
perilaku. Film sebagai salah satu penyampaian jenis pesan dengan memperhatikan esensi, fungsi dan
juga efeknya (Irwanto, 1999).
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Film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa
yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
(perturan.go.id). Film dapat menciptakan realitas fiksi sebagai perbandingan realitas, dan memiliki
kemampuan dalam meniru realitas kehidupan sedekat mungkin dibandingkan dengan media lain. Film
juga dapat diartikan sebagai bentuk penggambaran penggalan kehidupan sosial, yang terkadang
mendukung, menolak, mengkritik, atau tetap netral. Film memiliki berbagai elemen, seperti narasi,
sinematografi, transisi, dan suara, yang saling terkait dan melengkapi untuk membentuk elemen film
yang lengkap dan menyeluruh. Sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu media komunikasi yang
cukup efektif dalam membentuk realitas sosial di masyarakat.

Metode

Makalah ini ditulis dengan metode penelitian survei dengan cara mengumpulkan data dari responden
melalui kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan. Menurut Sugiono (2017) Kuesioner atau juga
disebut dengan angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket
tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap
benar. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu
penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Penulis menyebarkan kuesioner dengan
pertanyaan singkat tentang pandangan responden dan media informasi sebagai sumber informasi
penyampai pesan tentang nuklir, dalam berbagai latar belakang usia, jenis kelamin maupun
Pendidikan.

Pembahasan
Penelitian yang dimulai dari tanggal 22 mei 2023 hingga 8 Juni 2023 berhasil mendapatkan responden
sebanyak 67 orang. Pada penelitian ini, usia yang terlibat lebih banyak dalam masa produktif yaitu

sekitar 18 — 25 tahun, dan usia 25 - 40 tahun (Gambar 1), dengan jenis kelamin antara laki-laki dan
perempuan yang hampir berimbang (Gambar 2).

Usia Jenis Kelamin
67 jawaban 67 jawaban

Gambar 1 Gambar 2

@ Laki-Lski

@ Perempuan

@ 18- 25 Tahun

@ 25- 40 Tahun
41 - 58 Tahun

® diatas 59 Tahun

Penulis melakukan penelitian dari berbagai latar belakang pendidikan yang beragam, dengan lokasi
lebih banyak di Depok dan Jakarta. Seperti yang terlihat pada Gambar 3 dan 4.

Pendidikan Terakhir Domisili
67 jawaban
67 jawaban
@ Jakarta
@50 ® Bogor
® SMP Py ; sk
© SMA A @ Tangerang
® D2 - @ Bekast
.51 ~ @ Sukabumi
® sz @ sukabum
299% @ salatiga
"y
Gambar 3 Gambar 4

Untuk mendapatkan data yang lebih objektif, maka kami memilih responden dari berbagai latar
belakang pekerjaan yang juga beragam. Diantaranya Guru, Wartawan, ASN, dan berbagai pekerjaan
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lain, meskipun yang mendominasi tetap karyawan swasta dan Pelajar/Mahasiswa. Keberagaman
tersebut bisa kita lihat dalam Gambar 5.

Pekerjaan
67 jawaban

® Pelzjar/Mahasiswa
@ ASN/Pegawai Negeri
B Karyawan Swasta
@ Guru/Dosen

@ Wartawan

@ Wirausaha

@ RT

@ !bu rumah tangga

"nv

Gambar 5

Dari jumlah 67 responden tersebut hanya 20,9% yang menjawab nuklir sebagai teknologi yang
bermanfaat, ketika ditanyakan apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata nuklir.
Selebihnya 43,3% menjawab nuklir sebagai radiasi, 23,9% nya berpendapat bahwa nuklir itu
berbahaya, dan 11,9% nya nuklir adalah bom. Hal ini bisa terlihat pada Gambar 6 dimana faktanya,
persepsi masyarakat umum mengenai nuklir di Indonesia masih cenderung negatif. Padahal mereka
tidak pernah mempelajari ataupun berkecimpung langsung dengan dunia nuklir. Hal ini terlihat dari
pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan penulis. Dimana stigma negatif yang terbentuk di masyarakat
umum justru berasal dari informasi yang mereka terima melalui tayangan video dan film. Dalam hal
ini Kita bisa melihat bahwa film sukses menjadi media komunikasi dalam penyampaian informasi
terkait dampak penggunaan tenaga nuklir yang berbahaya. Akan tetapi tanpa disadari, dengan
banyaknya film yang beredar justru membuat masyarakat umum semakin takut dan menolak
keberadaan tenaga nuklir. Hal ini dikarenakan informasi yang mereka serap tidak seimbang, dimana
film yang beredar saat ini lebih banyak menceritakan tentang dampak yang berbahaya. Padahal jika
sebuah film berhasil membuat masyarakat menjadi antipati, maka sebaliknya film juga sangat mampu
membuat masyarakat bersimpati bahkan mendukung keberadaan dan perkembangan tenaga nuklir.

Apa yang terlintas dalam pikiran anda saat mendengar/membaca kata “Nuklir"?
67 jawaban

® Radiasi

@ Teknologi yang bermanfaat
Bahaya

® Bom

Gambar 6

Kita bisa melihat pada Gambar 7 dimana 49,3% orang berfikiran negatif tentang tenaga nuklir
dikarenakan informasi yang di dapatkan melalui media video/film. Sementara 37,3% nya
mendapatkan informasi tentang bahaya nuklir dari artikel sementara sisanya hanya mendengar cerita
dari orang dan pernah terlibat langsung dalam penelitian. Hal ini bisa menunjukan bahwa tingginya
informasi yang didapatkan dan diserap masyarakat umum dari media komunikasi yaitu film/video
terkait penggunaan tenaga nuklir di Indonesia dibanding media yang lain.
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Apa yang mendasari anda berpikir demikian?
67 jawaban

@ Pernah terlibat dalam penelitian
pemanfaatan tenaga nuklir

‘ @ Melihat tayangan/video/film
Membaca Artikel terkait
: @ Mendengar cerita orang lain
S —— ]

Gambar 7

Pada saat ini informasi terkait manfaat tenaga nuklir masih sangat jarang dikemas dalam bentuk audio
visual/film, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang didapatkan masyarakat umum terkait
teknologi nuklir. Padahal film sangat mampu membuat orang memiliki pandangan negatif ataupun
positif terkait dengan tenaga nuklir tergantung pesan yang ingin disampaikan. Kami mencoba
memberikan pertanyaan terakhir, apakah responden pernah melihat tayangan video atau film yang
bercerita tentang manfaat tenaga nuklir? Hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 8 dimana masih
banyak yang belum melihat tanyangan tentang film atau video yang menjelaskan manfaat dari tenaga
nuklir, dengan presentase sebanyak 56,7% menjawab belum, dan 43,3% menjawab pernah. Dari
responden yang menjawab pernah, kami kroscek kembali yang ternyata mereka pernah melihat dalam
bentuk tayangan atau video di youtube, bukan sebuah film. Dalam hal ini dapat disampaikan bahawa
hingga saat ini belum ada satu film pun baik di Indonesia maupun di luar negeri yang bercerita
tentang manfaat pengembangan tenaga nuklir untuk kehidupan umat manusia. Jika yang bercerita
tentang bahaya dan dampak negatif nya sangat banyak. Sehingga penulis menilai perlu ditingkatkan
lagi untuk penyampaian informasi tentang pemanfaatan nuklir lewat media film.

Pernahkah anda melihat tayangan film yang menceritakan tentang manfaat tenaga nuklir?

67 jawaban

@ Tidak Pernah
@® Pernah

Gambar 8
Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kami menyimpulkan bahwa peran film sebagai media
komunikasi dalam sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan teknologi nuklir di Indonesia, sangat
berpengaruh terhadap pandangan, dukungan dan sikap masyarakat Indonesia terhadap teknologi
nuklir. Hal ini disebabkan tingginya stigma negatif masyarakat umum terhadap teknologu nuklir yang
dipengaruhi sebagian besar oleh film. Selain itu media yang digunakan saat ini sebagai alat
penyebaran informasi seperti tayangan video di youtube, ataupun artikel ternyata pengaruh yang
diberikan tidak sebesar film. Film memiliki kemampuan dalam penyebaran pesan yang baik, bahkan
tidak hanya pada level pengetahuan namun bisa lebih jauh lagi yaitu pengambilan sikap dan
perubahan perilaku. Sehinga penulis melihat bahwa saat ini, khususnya di Indonesia penggunaan film
sebagai media komunikasi dalam sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan teknologi nuklir sangat
diperlukan. Hal ini demi menunjang pengembangan tenaga nuklir, salah satunya pembuatan PLTN.
Karena dampak dari penayangan film, bisa dibentuk sesuai pesan yang ingin disampaikan si pembuat
film.
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BAPETEN sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap sosialisasi keselamatan nuklir,
serta memiliki peran dalam pembentukan persepsi positif dari masyarakat mengenai tenaga nuklir di
Indonesia, kami menyarankan agar mulai membuat atau menyisihkan anggaran untuk pembuatan film
yang profesional mengenai manfaat tenaga nuklir untuk kehidupan masyarakat. Hal ini sangat
diperlukan demi mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat terkait pemanfaatan tenaga
nuklir di Indonesia. Karena masyarakat umum juga perlu tahu, tentang manfaat dan sistem
keselamatan yang sudah dibangun negara kita dalam penangangan tenaga nuklir. Film bisa menjadi
salah satu media komunikasi dalam penyebaran informasi. Film sendiri mampu memberikan edukasi
yang dikemas dalam alur cerita menarik. Sehingga penonton bisa diajak bersama mendalami cerita,
dan dengan sendirinya penonton akan melakukan perubahan sikap dan perilaku serta dukungan tanpa
merasa terkpasa atau digurui. Sebagi contoh film yang dibuat bisa memiliki alur cerita yang
menyenangkan, sehingga mudah di ingat oleh penonton, dan dapat memiliki kesan yang mendalam
terhadap teknologi nuklir. Harapannya dampak dari film tersebut dapat membangun persepsi positif di
masyarakat. Sehingga pada saat pemberian pendapat tentang pembangunan pembangit tenaga nuklir
di wilayah sekitar, diharapkan masyarakat bisa mengambil sikap mendukung pengembangan tenaga
nuklir di Indonesia.
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Abstract

Standards and technical documents on Nuclear Safety Culture have been intensively developed by the IAEA
since the nuclear accident at Chernobyl NPP in 1986. The concept of Culture which is integrated with nuclear
safety, leadership and management systems has been stipulated for Indonesia in the 1997 Law on Nuclear
Energy. The development of the concept of Nuclear Safety Culture and its regulation in Indonesia has been
initiated since 2006 by adopting IAEA standards and guides. From international learning, the question arises
was how might national culture influence Nuclear Safety Culture? This question is very important to be
answered to build public trust in nuclear safety, especially regarding plans to build NPP in Indonesia. Thus, the
purpose of this study is to develop a Nuclear Safety Culture that considers the national cultural values or themes
that are believed to exist today and are also expected to happen in the future. As an initial study, this paper
applies a qualitative and descriptive method with a comparative approach using secondary data from national
and international credible sources. This study found five national cultural values that might influence the
implementation of Nuclear Safety Culture in Indonesia. The five values are: ‘gotong royong’, democracy,
diversity, trust, and harmony. This study concludes that the development of the concept of Country-Specific
Nuclear Safety Culture for Indonesia may adapt IAEA standards for the characteristics by incorporating various
relevant traits and attributes from established countries in implementing Nuclear Safety Culture and taking into
account Indonesia’s cultural values or themes.

Keywords: Nuclear Safety Culture, National Culture, Nuclear Safety, Leadership, Management System

Introduction

The publication of the IAEA safety series entitled ‘Safety Culture’ in 1991 demonstrates the response
and lessons learned from the nuclear accident at the Chernobyl NPP that occurred in 1986 [1]. Since
that standard, until now the definition of Nuclear Safety Culture (SC) has always been similar. The
latest IAEA Glossary [2] defines it as: "The assembly of characteristics and attitudes in organizations
and individuals which establishes that, as an overriding priority, protection and safety issues receive
the attention warranted by their significance™. The importance of SC in nuclear safety is demonstrated
by the requirements in the IAEA GSR Part 2 [3] which states that leadership, all staff at all levels, and
management systems are required to protect and maintain a strong SC.

In Indonesia, SC has been specified in Law No. 10 of 1997 on Nuclear Energy (Law 10/1997) by
stipulating that the objective of regulation is to build a strong SC. Then, Government Regulation No
54 of 2012 (GR 54/2012), which regulates nuclear safety and security, also requires Licensee to
implement SC that is integrated into the Management System (MS). In GR 33/2007, which regulates
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radiation safety, SC is also included as a management requirement that must be implemented by the
licensee. In 2006, BAPETEN also issued Guidelines for the Implementation and Development of
Nuclear Safety Culture [4] adopting several IAEA standards.

With the above regulations and guidelines, BAPETEN carries out various SC promotion activities at
national nuclear facilities operated by BATAN (BRIN). Then BATAN issued Decree No.
200/KA/X/2012, which was later revised by BATAN Decree No. 4 of 2019. This Decree, which also
refers to the IAEA standard, is the basis for the development of SC at BATAN. Until the transition
from BATAN to BRIN, various SC activities have been carried out such as awareness raising and
training, both for staff and senior management levels, focused groups, self-assessments, and internal
benchmarking. On the other hand, BAPETEN continues to develop SC oversight methods and
guidance in radiation and nuclear facilities. These activities are in line with the increasing uses of
ionizing radiation and radioactive sources, and especially with the growing national interests to build
NPP.

The arrangements and implementation of SC that have been carried out so far refer to IAEA
standards. The question then is whether the values in Indonesian culture are fully in line with SC
adopted from the international standards? This question is very important to be answered to build
public trust in nuclear safety, especially related to plans to build NPP. In this context, the 2020
Nenilai Report describes ten cultural values that are considered alive today [5]. Some of them are
negative, such as: convoluted bureaucracy/rules, adherence to religious rules rigidly, and corruption.
On the other hand, national specific SC has been developed by several advanced countries, such as the
USA [6], Sweden [7], and Finland [8]. Thus, the purpose of this study was to develop a basic concept
SC that considers the national cultural values believed to exist today and is also expected to happen in
the future.

Method
This study was focused on SC for nuclear facilities and their regulation and was a preliminary study

employing a desk study, using secondary data from credible national and international publications.
The steps of this study are described in Figure 1.

$1. Review on international S3. Review on international
standards and guides on SC "y S5. Formulation of basic concept =" studies on Nuclear Safety
of Country-Specific Nuclear Safety Culture and national culture

Culture for Indonesia:
1. The structure.

S2. Review on international = 2. Integration method. @ 54 Review on Indonesian culture
practices of country-specific R 3. Exercise example. that may affect Nuclear Safety
Nuclear Safety Culture Culture practice in Indonesia.

Figure 1. The steps of this study

In the first step (S1), a study was conducted on international standards (IAEA), both for requirements
and guides, as well as the supporting technical documentation regarding SC in nuclear installations
and their regulatory oversight. At this step, the chronology of issuance and document coverage was
considered to determine the significance and maturity factor of the SC concept. Adoption or
adaptation of an international standard into a national system will certainly consider these two factors.

In the second step (S2), attention was paid to the documentation of the Country-Specific SC
development stages in developed countries that already considers national culture in their SC. Studies
conducted by Antonsen show that the nature and processes of organizational culture will always be
rooted in, are influenced by, and influence local and national cultures, as well as risk management
regimes at the regional, country, and industry levels [9]. At this step, attention is also paid to the
relationship between the SC that has been specifically developed and the international standards.

The next step (S3) was a review of international studies to perceive international developments in
developing SC that are specific to certain countries or that consider the local or national cultural
interactions with SC. In the fourth step (S4), an assessment was carried out on the values in
Indonesian culture that are believed to exist today or in the future and are considered to have the
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potential to interact with SC. In the last step (S5), with the output of the four steps, a basic concept of
SC that was specific to Indonesia was formulated as a model. This basic concept includes the basic
SC structure that needs to be adopted in Indonesia, methods for integrating Indonesian national
culture, and an example of examining the interaction between values in Indonesian culture and the
SC.

Literature Review

1. International Standards and Guides

As the earliest document regarding SC, the IAEA INSAG-4 outlines the definition and characteristics
of SC that are general in nature, universal features of SC with various commitment requirements for
decision makers down to the individual level, concrete evidence that must be provided to demonstrate
the implementation of the commitment to SC, and various SC indicators [1]. The IAEA then
published several follow-up documents, such as: Tecdoc-821, which describes the experiences of
several countries in strengthening SC in NPP [10], SRS No. 1 that explains the need for independent
and effective regulatory oversight, and presents various techniques for building SCs [11], SRS No. 11
that expresses the stages and process of developing SC [12], INSAG-15 that discusses practical
problems in improving SC [13], and Tecdoc-1329 as a guideline for strengthening SC. In Tecdoc-
1329 it is underlined that safety is the result of interaction between leadership, safety management,
and SC [14]. IAEA also issued SRS No. 42 regarding SC in NPP maintenance [15], and for the SC
performance appraisal guidelines, the IAEA has also published Tecdoc-860 which describes methods
and technical services for SC self-assessment conducted by an international team [16], as well as
Tecdoc-1321 which outlines examples of SC self-assessments in several countries [17].

After the above initial period of developing SC, the IAEA issued standard requirements and
guidelines that are steady and widely accepted, including in Indonesia. The SC requirements are
contained in the IAEA standard GS-R-3 [18], which has now been amended by GSR Part 2 [3]. The
GS-G-3.1 guideline standard provides a very solid foundation by outlining the five characteristics of
SC, namely: safety is a value that is clearly understood, safety leadership is clear, responsibility for
safety is clear, safety is driven by learning, and safety is embedded in all activities [19]. Then, in the
guidelines for nuclear installations, GS-G-3.5, the five characteristics with 37 attributes as described
in GS-G-3.1 are further explored in various forms of activity, so that the achievement of each attribute
and characteristic becomes easy to carry out and assess [20].

In terms of technical documents supporting guideline standards, the IAEA issued SRS No. 74
regarding the application of SC for the pre-operational period of NPP [21]. Then, based on the
requirement and guideline standard and referring to the iceberg theory and the Edgar Schein's cultural
model, the IAEA simultaneously issued SRS No. 83 which outlines the procedures and processes for
conducting SC self-assessments [22] and Service Series No. 32 (SVS No. 32) that describes the IAEA
Operational Safety Review Team (OSART) as an SC self-assessment module and assessment services
[23].

For regulatory bodies, SVS No. 32 is a very important document because it explains in detail the SC
assessment methods, such as questionnaire surveys, field observations, interviews, and focused
groups. The SVS No. 32 complements the previous IAEA publication, namely Tecdoc-1707 which
outlines the regulatory oversight on the performance of SCs in nuclear installations [24]. Furthermore,
the IAEA has also published Tecdoc-1895 which provides examples of good practice in applying SC
in regulatory bodies [25], and SVS No. 40 which draws the procedure for SC self-assessment in
regulatory bodies [26].

2. International Practices

Countries that have developed SC considering to their national cultures are the USA, Sweden, and
Finland. Initially, the USNRC issued policy statements and expectations that the licensee's individuals
and organizations establish and maintain positive SCs commensurate with the safety and security
significance of their actions and the nature and complexity of their organization and functions. Instead
of using the five characteristics, as in the IAEA standard, the USNRC defines nine SC traits, namely:
leadership, problem identification and resolution, personal accountability, work processes, continuous
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learning, caring environment, communication, respectable environment, and questioning attitude [6].
The USNRC later issued NUREG-2165 which provide a general description of the SC and add
‘decision making’ as the tenth trait of the SC [27]. The regulatory body also published inspection
procedure No. 95003, which is guidance on conducting SC inspections and assessments [28].

Through the activities of the Country-Specific Safety Culture Forum (CSSCF) sponsored by the
OECD-NEA, Sweden has succeeded in developing a Swedish-Specific SC. The NEA Document No.
7420 describes the process of identifying the Swedish national context, capturing several cultural
traits that are uniquely Swedish, and evaluating their possible influence on several attributes of
organizational behavior, namely: staffing/leadership/management, decision-making, accountability,
feedback, and learning. The traits found are Samskap (unity/harmony), Allskap (everyone has the
same rights/reasons), security and trustworthiness, hope for freedom, self-satisfaction/national pride,
and a desire to share understanding [7]. The matrix between Traits and Organizational Behavior was
able to map the advantages and opportunities for improvement of SC that are unique to Sweden.

Finland also utilizes CSSCF to obtain specific attributes of national culture that can influence SC.
These attributes are trustworthiness, technical stability, and Finnish communication style (tacit,
straightforward, transparent, reserved, and honest). The NEA Document No. 7488 depicts the Method
for identifying the national context in Finland and the matrix between these attributes and their
combinations of positive impacts and challenges that need to be considered in implementing SC [8].
Apart from Sweden and Finland, the NEA website exposes several other countries, such as Canada
and Japan that are in progress to develop their country specific SC through CSSCF [29].

3. International Studies

The scope of international scientific studies regarding SC has grown very broad nowadays. Some
have conducted studies that are quantitative, including by applying the Bayesian method [30] and
multiple criteria decision analysis using matrix and fuzzy logic [31]. Other research applies the
psychometric model [32], explores Schein's cultural model to further develop the SC assessment
approach in NPP [33], and develops the assessment and modeling of organizational and human factors
in SC by taking the case in Saudi Arabia [34].

Several other studies reviewed the relationship between national culture and SC. The study conducted
by Chen, Cao and Cao presents a reflection on SC from the perspective of traditional Chinese culture.
This paper reviews several traits rooted in Chinese culture and their influence on SC. The traits are
people-oriented philosophy, diversity consciousness, sense of responsibility, leadership and
obedience, and dedication and overtime culture [35]. Another study conducted by Trajano presented
an analysis of safety culture policies and nuclear safety culture and security culture in East Asia to
find good practices and existing challenges. Indonesia as one of the countries reviewed here is
appreciated for the establishment of the Center for Nuclear Security and Assessment operated in
BATAN and the Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-
CoNSEP) in BAPETEN, both in 2014. On the other side, this study also found that Indonesia is a very
hierarchical country with a score of 78/100, where managers are in full control requesting obedience
and respect from their subordinates, as well as with a communication style that is not direct and hides
negative feedback. Furthermore, Indonesians generally prefer to avoid uncertainty with a score of
48/100, where they expect a good working atmosphere and harmonious relationships so that no one
wants to convey negative feedback or news to their colleagues. Nonetheless, it was also said that
Indonesia realized the importance of continuing efforts to achieve effective nuclear safety and
security, with nuclear safety culture and nuclear security culture as the very important elements [36].

4, National Culture

The SC has been required in Indonesia by Law 10/1997 and GR 54/2012. For the implementation,
BAPETEN has also published BAPETEN Chairman Regulation No. 4/2010 concerning management
system, which also includes SC. In this area, both BAPETEN and BATAN adopted the IAEA
documentation on SC. In the implementation or practice, SC interacts with national culture and values
in many forms.

To understand those national culture and values, the large-scale national survey involving 50,452
respondents that was conducted by Nenilai in 2020 might be considered. The activity initiated by the
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Ministry of Development Planning surveyed personal values, current national culture, and expected
national culture, based on the Barrett Seven Level Consciousness Model, which is an expansion of the
Maslow's Hierarchy of Needs [5]. The seven consciousness levels are: 1. Survive; 2. Relationships; 3.
Self-respect; 4. Transformation, 5. Internal cohesion; 6. Make a difference; and 7. Service. The results
of this survey present the top 10 scores for each of the three value groups as presented in Table 1.

Table 1. Main findings of the 2020 Nenilai Survey. (Excerpted from [37])

No. Personal values Current national cultural values Expected national cultural values
1. Responsible (4) Gotong royong® (5) Fairness/Justice (5)

2. Simple life/Modest (3) Convoluted bureaucracy/ rules (3) Social justice (4)

3. Trusted/Trust (5) Rigidly stick to religious rules (3) Human rights (7)

4, Fairness/Justice (5) Corruption (1) Gotong royong (5)

5. Discipline (1) Diversity (4) Democracy (4)

6. Sincere (5) Democracy (4) Long-term thinking (7)
7. Humorous/Pleasant (5)  Discrimination SARA (2) Responsible (4)

8. Integrity/Honesty (5) Domination of the elite/upper class (3) Integrity/Honesty (5)
9. Respecting parents (2) Short-term thinking (1) Prosperity (1)

10.  Enthusiastic/Vibrant (5) Human rights (7) Quality life (6)

Notes:

e The number in parentheses is the Barrett level of consciousness.

e 9 Gotong royong was introduced firstly for political influence by the first President of Indonesia. In English,
it literally means sharing the load together. In broad understanding might be similar to mutual cooperation,
collaboration, solidarity, working together, and helping each other.

e B SARA (Suku, Agama, Ras, and Antar golongan) means Ethnic, Religion, Race, and Intergroups/Classes.

e  Values in the underline are both the current and the expected national cultural values.

Other studies on culture in Indonesia that have the potential to be related to SC include diversity in
Indonesian culture [37], the development of cultural and ethnic values for indigenous and non-native
leaders which influence their behavior in leading their organizations [38], the influence of leadership,
organizational culture, conflict, and work ethic, in determining employee performance [39], the effect
of national culture on innovation [40], and research on government human resource management
institutions which shows that the existing culture is hierarchical and the culture chosen is also clan-
oriented [41].

The studies above might be used as input for improving relevant policies. Previously, Indonesia
through the Ministry of Manpower and Bureaucratic Reforms has issued Regulation No. 39/2012
regarding the guideline to develop occupational culture. This regulation defines occupational culture
(culture set) as the attitude and behavior of individuals and groups based on values that are believed to
be true and have become traits and habits in carrying out daily tasks and work. Then, following up on
the policy from the President of Indonesia, the same ministry published Circular Letter No. 20/2021
concerning the implementation of core values and employer branding of the state civil apparatus. The
values, which are promoted in this policy to be applied by all the government institutions, are
abbreviated as ‘Be-AKHLAK’ and consist of: service-oriented, accountable, competent, harmonious,
loyal, adaptive, and collaborative. At almost the same time, BAPETEN also issued Decree No.
1711/K/V11/2021 concerning indicators of values at BAPETEN. In this policy, the values upheld by
BAPETEN are ‘AMPUH’, i.e.: trust, independence, care, excellence, and harmony.

Results and Discussion

1. The Basic Structure

From the literature review above, it is clear that the standard requirements and guidelines as well as
technical documents issued by the IAEA regarding SC have been a very long process since 1991, with
various intensive inputs from experience and knowledge provided by numerous international experts.
The IAEA standard that contains SC requirements is GSR Part 2 [3]. Other requirements in GSR Part
2 are considered equivalent to the 1SO 9001:2015 standard, which has been globally accepted by the
industry for quality management systems [42]. Currently, the guidelines for implementing SC in GS-
G-3.1 [19] and GS-G-3.5 [20] are in the process of being amended. Nonetheless, other guidelines,
especially SRS No. 83 [22] and SVS No. 32 [23] can be considered as the main reference in
conducting assessments, both for implementers and for regulatory agencies.
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The structure of the IAEA SC, which was built from five characteristics, can be compared with the
concept of SC traits used by developed countries such as the USA with 10 traits [27] and Finland with
7 traits [8] as also described in the regulatory guide YVL A.3 of 2019. The comparison of these basic
structures can be seen in Figure 2.

Finland The IAEA The USA
YVL A3 (2019) GS5-G-3.1 & 3.5 NUREG-2165
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Figure 2. The comparison of SC basic structure from the IAEA, Finland, and the US

The arrow lines in Figure 2 show similarities between the characteristics (IAEA) and the traits
(Finland and the US). Figure 2 confirms that the basic structure of the SC promoted by the IAEA is
simpler and more flexible. Thus, Indonesia may adapt the basic structure of the SC from the IAEA
with these five characteristics, enrich it with relevant traits developed by Finland and the US, and then
add some values that are unique to Indonesia.

2. Integration Methods

The Swedish [7] and Finnish [8] CSSCF reports describe the process for obtaining themes that are
related to SC. The two documents both start their process with focus group activities and interviews to
obtain cultural data, such as cultural values or mottos that are considered important and exist in
society. From the data obtained, Sweden classifies it into several 'cultural facts." One or several
cultural facts or even cultural data can be raised into selected themes to explore further the image of
the SC's national context. A similar process was also carried out in Finland. Instead of 'cultural facts',
Finland uses the term ‘identification of relevant cultural norms.' Indonesia might utilize a comparable
integration method to formulate a Country-Specific SC for Indonesia. Interviews can be conducted
with senior management and SC campaigners, both at the nuclear installation and at BAPETEN.
Meanwhile, Focus groups can be organized heterogeneously involving senior management and SC
promoters, and national cultural experts. This process is depicted in Figure 3.
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Figure 3. The proposed process to develop the Country-Specific SC for Indonesia

The process as shown in Figure 3 can be initiated, facilitated, and moderated by the regulatory body
(BAPETEN) that promotes and evaluates SC on a national scale, as mandated in Law no. 10/1997.
Figure 3 does not need to be used rigidly, but only used as a pattern that interviews and focus groups
are expected to provide cultural data. Data, information, and themes can interact and intersect with
each other in order to capture Indonesian discourse more broadly. In this process, the basic SC
structure obtained from the process in Figure 2 might be used as a starting material for further study.
Then, cultural values or attributes from the results of the 2020 Nenilai Survey [5], and from the
national values policy ‘Ber-AKHLAK’ and the BAPETEN values policy ‘AMPUH’ were also
evaluated.

3. Implementation Example

Of the 10 current national cultural values in the 2020 Nenilai survey [5], it can be seen that some of
them are negative, namely: convoluted bureaucracy/rules, rigidly stick to religious rules, corruption,
discrimination, domination of the elite, and short-term thinking. These values will not be used further
in discussing Country-Specific SC for Indonesia. Then, there are three values that must be considered
very important because they are also the values that are expected to exist in the future. The three
values are gotong royong, democracy, and human rights. Nonetheless, democratic values can be
considered similar to human rights, so that they can be integrated into the broad framework of
democracy. Apart from that, the issue of human rights is also very far related to SC. Hence, from this
Nenilai survey, there are three values that have the potential to become material for specific SC
studies for Indonesia, namely: gotong royong, democracy, and diversity. Scientific studies [37-41]
demonstrate the concordance and importance of these three values.

The values contained in the national policy ‘Ber-AKHLAK’ and in regulatory bodies ‘AMPUH’
should be seen not only as the existing values but also as the expected values, so that in general they
will be in line with the SC. The "accountable’ value of Ber-AKHLAK and the 'trust' value of AMPUH
are also similar. A study by Galloway stated that trust is the bonding agent and is critically important
to the success of Safety Culture Excellence [43]. Furthermore, the ‘harmony' value exists both in the
policies of Ber-AKHLAK and AMPUH. In this case, other studies stated that the style of
communication in several East Asian countries, including Indonesia, is indirect and hides negative
feedback, and this also falls into harmony discourse [36].

Therefore, trust and harmony are the two national cultural values that can also be raised for the
development of Country-Specific SC for Indonesia in addition to the three values taken from the
results of the 2020 Nenilai survey. These five values were used for further analysis with the
evaluation format adapted from [7] and [8]. The results are presented in Table 2 and Table 3.

Table 2. The impact and challenge of the selected values on SC

Positive impact Challenge requiring attention
Gotong royong Gotong royong creates esprit de corps and Without clear awareness of SC, gotong royong
mutual understanding within an organization might lead to silo mentality between
and in turn increases efficiency. organizations.
Democracy Democracy is fully supporting the questioning Leadership has to anticipate many technical
attitude in SC. and administrative questions on safety and SC.
Diversity Diversity enriches the culture in an Management systems and leadership, which
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organization and enhances learning, creativity,
and tolerance in social life.

shall be responsible for standardized processes
and objectives on safety and SC, should
prepare more dialogue in facing diversity.

Trust Trust generates mutual respect atmosphere The allowance of trust to an external
within an organization. organization that has insufficient credibility.
Harmony Harmony may build an organization that cares ~ The potency for slow progress and conflict of

interest should be considered. Conflict
avoidance could enhance impediments in
dealing with unresolved safety issues.

about employee satisfaction and happiness.

Democracy + Highly confident organization.

Diversity

Preparation of leadership that suites democracy
and diversity environment, which Indonesia as
a nation is in the learning process for this.

Trust + Harmony Excellent communication could be expected

throughout the organization.

This combination may deeply challenge
leadership and the decision-making process.

Diversity + Trust +
Harmony

Leadership might be a critical subject and
conflict avoidance could significantly increase
the obstacles in solving safety problems.

Table 2 provides an overview of the influence and impact of the selected values on SC as well as
anticipating the challenges that may be faced in the future. It has also been shown that the
combination of two or more values, each of which is initially considered good, might produce
extraordinary challenges. Nonetheless, Table 2 can be used as a modality to further explore the
influence of these values on each SC characteristic, as shown in Table 3.

Table 3. Exploratory questions on the selected values to the characteristics of SC

Characteristics of SC

Safety is a clearly

Values recognized value

Leadership for safety
is clear

Accountability for
safety is clear

Safety is integrated
into all activities

Safety is learning
driven

Gotong royong How might gotong
royong influence the
recognition that safety

is a paramount value?

What might be the
safety implication of
gotong royong in
decision making and
leadership?

What would be the
impact of gotong
royong on the
accountability for
safety?

How might gotong
royong enhance the
integration of safety
into all activities?

How might gotong
royong support
continuous learning on
safety and SC?

Democracy How might democracy What might be the How might democracy How might democracy How might democracy
enhance the recognition  safety implication of enhance accountability affect the integration of enhance and maintain
that safety is a democracy in decision for safety? safety into all continuous learning on
paramount value? making and leadership? activities? safety and SC?

Diversity How might diversity How might diversity What would the impact How might diversity How might diversity
affect the recognition influence the decision of diversity on the influence the support continuous
that safety is a making on and accountability for integration of safety learning on safety and
paramount value? leadership for safety? safety? into all activities? SC?

Trust What would the impact What might be the How might trust affect How might trust How might trust
of trust on safety, and safety implication of the accountability for support the integration enhance continuous
how it influences the trust in decision making ~ safety? of safety into all learning on safety and
recognition that safety and leadership? activities? SC?
is of paramount value?

Harmony How might harmony What might be the How might harmony How might harmony How might harmony

affect the recognition
that safety is a
paramount value?

safety implication of
harmony in decision
making and leadership?

influence the
accountability for
safety?

influence the
integration of safety
into all activities?

trust affect continuous
learning on safety and
sC?

The questions in Table 3 are basic patterns that might be developed further, and the answers to all the
questions are very important in developing the Country-specific SC for Indonesia. Hence, the
influence of national culture on SC can be clearly mapped in the format of Table 2 and Table 3.

Conclusion and Recommendations

It has been shown that Indonesia may adopt the basic SC structure with five characteristics as
developed by the IAEA. These five characteristics can be considered comparable to the traits of
developed countries that already have an established SC concept, i.e., Finland and the USA. The
content of each of the characteristics developed by Indonesia might be improved by adopting the
appropriate traits and attributes from the experiences of these countries.

In the process flow in obtaining Indonesian themes that might influence SC, the regulatory body as
SC promoters may start with conducting interviews and focus groups on a national scale, involving
senior management, SC practitioners, and cultural experts in determining the Indonesian themes.
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Through this literature study, five Indonesian values were found, namely: gotong royong, democracy,
diversity, trust, and harmony. These five values might be used as initial input in the future process of
obtaining Indonesian themes. Finally, the concept of Country-Specific SC for Indonesia may be
developed by taking into account the influence of acquired Indonesian values or themes on SC in
general and on the characteristics of each SC characteristic. This study recommends that BAPETEN
should continue the endeavor in developing the Country-Specific SC for Indonesia with relevant
national scale interviews and focus groups.
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Abstrak

Pemantauan dosis radiasi yang diterima pekerja merupakan salah satu kewajiban pemegang izin untuk
menjamin nilai batas dosis tidak terlampaui. Dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2013 hanya
mempertimbangkan dosis radiasi yang berasal dari paparan eksterna. Padahal Dosis radiasi dari paparan interna
melalui inhalasi juga menjadi kontributor terbesar untuk dosis total yang diterima pekerja. Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan untuk pembentukan peraturan badan untuk menggantikan Peraturan
Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2013. Ketentuan terkait pemantauan dosis radiasi sangat penting untuk
disempurnakan dengan mempertimbangkan jalur paparan eksterna dan juga paparan interna. Dalam studi ini
dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dokumen publikasi IAEA,
dan dokumen publikasi ARPANSA. Metodologi pemantauan dosis pekerja di industri NORM yang
direkomendasikan oleh ARPANSA diusulkan untuk dapat diakomodir dalam peraturan yang akan disusun. Data
yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dosis paling kurang pembacaan dosimeter eksterna, pengukuran
konsentrasi radon di udara, pengukuran konsentrasi aktivitas material, pengukuran konsentrasi partikulat di
udara, dan waktu kerja. Laboratorium milik BRIN dinilai mampu memberikan jasa layanan untuk mendapatkan
data tersebut. Metodologi yang diusulkan perlu diuji lebih lanjut dengan melakukannya secara langsung di
industri-industri yang memiliki izin penyimpanan TENORM/MIR.

Kata Kunci: NORM, Pekerja, Dosis Eksterna, Dosis Interna
Abstract

Worker radiation doses monitoring is one of the obligations of licensee to ensure that dose limits are not
exceeded. In BAPETEN Chairman Regulation Number 16 of 2013, only radiation doses from external exposure
are considered. However, radiation doses from internal exposure through inhalation also contribute
significantly to the total dose received by workers. Government Regulation Number 52 of 2022 mandates the
establishment of a new regulation to replace BAPETEN Chairman Regulation Number 16 of 2013. Provisions
related to radiation dose monitoring need to be improved by considering both external and internal exposure
pathways. In this study, an examination of the existing Indonesia regulations, IAEA publication documents, and
ARPANSA publication documents was conducted. The worker dose monitoring methodology recommended by
ARPANSA for NORM industry was proposed to be incorporated into the upcoming regulations. Data required
for dose monitoring includes external dosimeter readings, radon concentration measurements in air, activity
concentration measurements of materials, particulate concentration measurements in air, and work hours. The
laboratory under BRIN is considered capable of providing services to obtain this data. The proposed
methodology needs further testing by implementing it directly in industries that have license for storage of
TENORM/Radioactive Mineral Residue.

Keywords: NORM, Worker, External Dose, Internal Dose
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Selain dimanfaatkan dalam produksi uranium, keberadaan radionuklida alam atau Naturally
Occurring Radioactive Material (NORM) banyak ditemukan di fasilitas dan kegiatan yang
melibatkan pemrosesan mineral lainnya. Fasilitas dan kegiatan yang dapat melibatkan NORM dalam
proses produksinya antara lain pertambangan minyak dan gas bumi, industri pupuk fosfat, ekstraksi
unsur tanah jarang, produksi dan penggunaan thorium dan senyawanya, penambangan bijih selain
bijih uranium, industri zirkon dan zirkonia, produksi timah, tembaga, aluminium, seng, timbal, serta
besi dan baja, serta pembakaran batubara [1]. Kegiatan industri yang melibatkan NORM tersebut
memiliki potensi meningkatkan paparan radiasi yang diterima oleh para pekerja.

Pemantauan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja di industri yang melibatkan risiko bahaya radiasi
pengion sangat penting dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan
Sumber Radioaktif beserta peraturan turuananya, Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai
pemantauan dosis radiasi yang diterima oleh pekerja. Pemantauan dosis radiasi yang diterima pekerja
merupakan salah satu kewajiban pemegang izin untuk menjamin agar nilai batas dosis yang telah
ditetapkan tidak terlampaui [2]. Salah satu parameter yang menjadi nilai batas dosis berupa dosis
efektif yang didasarkan pada akumulasi penerimaan dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna
dan paparan radiasi interna [3].

Jalur paparan NORM yang dapat menyebabkan risiko radiasi mungkin bergantung pada jenis kegiatan
yang mengakibatkan perubahan tingkat konsentrasi aktivitas NORM. Jalur paparan bersifat kompleks,
tetapi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu: (i) paparan interna; dan (ii) paparan
eksterna. [4].

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam
Penyimpanan Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM) juga
mengatur ketentuan untuk melakukan pemantauan dosis yang diterima personal. Pemantauan dosis
yang diterima personal adalah salah satu cara untuk memastikan keselamatan dalam penyimpanan
TENORM. Namun dalam peraturan ini hanya mempertimbangkan dosis radiasi yang berasal dari
paparan eksterna [5]. Selain paparan radiasi eksterna, jalur paparan radiasi interna memiliki potensi
yang signifikan dalam menyumbang dosis radiasi. Beberapa penelitian menunjukan bahwa dosis yang
diterima dari paparan radiasi interna bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang diterima
dari paparan radiasi eksterna. Terdapat penelitian melakukan pengkajian radiologis di fasilitas
pemrosesan pasir zircon di Italia dengan hasil estimasi paparan yang diterima pekerja adalah sebesar
1.7 mSv/tahun. Dosis ini berasal dari tiga jalur paparan yaitu paparan eksterna radiasi gamma (0.3
mSv/tahun), paparan interna melalui inhalasi (0.76 mSv/tahun), dan paparan dari gas radon (0.6
mSv/tahun) [6]. Dosis radiasi dari paparan interna melalui inhalasi juga menjadi kontributor terbesar
untuk dosis total yang diterima pekerja di fasilitas pemurnian zircon di Valencia Spanyol [7].

Telah dilakukan penelitaian di industri yang melibatkan NORM dan ditemukan bukti kuat yang
menunjukkan adanya hubungan antara pemancar alpha dosis rendah dengan risiko terjadinya kanker
paru-paru [9]. Juga terdapat bukti yang kuat tekait hubungan antara meningkatnya risiko kanker paru-
paru dengan paparan radon yang diterima oleh para penambang uranium [10].

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan
Pertambangan Bahan Galian Nuklir, terjadi perubahan nomenklatur TENORM. Mineral Ikutan
Radioaktif (MIR) menjadi nomeklatur baru yang menggantikan TENORM. Peraturan ini mengatur
mengenai keselamatan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR). Pasal 55 mengamanatkan untuk
pembentukan peraturan badan yang mengatur mengenai keselamatan fasilitas dan kegiatan, Proteksi
Radiasi, pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup, penanggulangan Kecelakaan, dan pengelolaan
limbah radioaktif pada pengolahan dan penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif [8]. Peraturan ini
akan menggantikan Perka No. 16 tahun 2013.

Ketentuan terkait pemantauan dosis radiasi sangat penting untuk disempurnakan dengan
mempertimbangkan baik jalur paparan eksterna maupun jalur paparan interna. Dalam makalah ini
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akan dilakukan penelaahan dokumen literatur untuk memformulasikan usulan muatan pengaturan
untuk dapat diakomodir dalam penggantian Perka BAPETEN No. 16 tahun 2013.

Metodologi

Dalam studi ini dilakukan telaah terhadap beberapa dokumen berupa peraturan perundang-undangan
dan standar atau rekomendasi dari International Atomic Energy Agency (IAEA) serta negara lain.
Telaah terhadap Dokumen peraturan perundang-undangan di Indonesia akan menggambarkan
ketentuan yang berlaku terkait pemantauan dosis pekerja di industri yang melibatkan NORM.
Dokumen dari IAEA digunakan untuk melihat rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melaksanakan pemantauan dosis pekerja. Sedangkan dari pengalaman negara lain, Australia melalui
ARPANSA telah memiliki dokumen yang memuat teknik-teknik yang dapat digunakan untuk
melakukan perhitungan perkiraan dosis efektif yang diterima pekerja, baik jalur paparan eksterna

maupun paparan interna.

Review Peraturan

PP33/2007 Perka 4/2013 Perka 16/2013 PP52/2022
L | 1 1 ’,

di Indonesia

SSG 60 GSG 7
Review Dokumen
ARPANSA 9.1

IAEA

Review Dokumen
IAEA

PP8/2019 f :
Metodologi dan Analisa
Parameter yang diukur R Kemamputerapan [ .

Gambar 1. Alur Tahapan Telaah Dokumen

Dari penelaahan dokumen tersebut akan diketahui data apa saja yang diperlukan untuk melakukan
perhitungan dosis efektif. Untuk menilai apakah metodologi yang direkomendasikan dapat diterapkan
di Indonesia, akan ditinjau pula kemampuan laboratorium yang ada di Indonesia. Salah satu penyedia
jasa laboratorium yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan ini adalah laboratorium yang dimiliki
oleh BRIN (exPTKMR BATAN). Daftar layanan jasa laboratorium tersebut dapat dilihat melalui
penelaahan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BRIN.

Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan
Kemanan Sumber Radioaktif, Pemegang izin wajib memenuhi persyaratan proteksi radiasi.
Persyaratan proteksi radiasi meliputi justifikasi pemanfaatan tenaga nuklir, limitasi dosis, dan
optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Limitasi dosis dilakukan dengan menerapkan nilai batas
dosis. Pemegang izin perlu memastikan nilai batas dosis ini tidak terlampaui. Salah satunya adalah
dengan melakukan pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja.

Evaluasi terhadap hasil pemantauan dosis harus dilakukan oleh laboratorium dosimetri yang
terakreditasi. Laboratorium dosimetri kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada pemegang izin
dan Bapeten. Pemegang izin memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada pekerja.
Juga terdapat pengaturan masa penyimpanan hasil pemantauan dosis dan juga pelaporan jika ada
pekerja yang menerima dosis melebihi nilai batas dosis [2].
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Dalam peraturan pemerintah ini belum memunculkan nilai batas dosis dan juga jalur-jalur paparan
yang menyebabkan pekerja menerima dosis radiasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut ada
dalam Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam
Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Nilai Batas Dosis untuk Pekerja ditetapkan dengan ketentuan:
a. Dosis Efektif rata-rata sebesar 20 mSv per tahun dalam periode 5 tahun, sehingga Dosis yang
terakumulasi dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 mSv; dan
b. Dosis Efektif sebesar 50 mSv dalam 1 tahun tertentu.

Diatur juga nilai batas dosis berupa dosis ekuivalen untuk organ lensa mata, kulit, dan tangan atau
kaki. Namun ketentuan ini tidak relevan untuk industri NORM.

Dosis efektif didasarkan pada akumulasi penerimaan dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna
dan paparan radiasi interna. Peraturan ini memiliki lampiran yang memuat ketentuan metodologi
perhitungan dosis efektif. Metodologi perhitungan dosis efektif dapat menggunakan formulasi sebagai
berikut:

E: = HP(j'O} + Z E(g)j.z'ngjj.:'ng + Z e(g)j.i'nh]j.i'nh (1)
J ]

E, = Dosis Efektif (Sv)

Hp[lo) = Dosis Ekivalen dari penetrasi radiasi pada kedalaman 10 mm yang didapat
dari hasil pembacaan dosimetri perorangan (Sv).

e(9) .ing = Dosis Efektif terikat per satuan masukan melalui pencernaan untuk
radionuklida j oleh kelompok umur g (Sv.Bg-1).

e(9); inn =  Dosis Efektif terikat per satuan masukan melalui pernafasan untuk
radionuklida j oleh kelompok umur g (Sv.Bg-1).

L ing = masukan melalui pencernaan dari radionuklida j (Bq)

L in = masukan melalui pernafasan dari radionuklida j (Bq)

Dari persamaan (1) dapat dilihat bahwa dosis efektif merupakan akumulasi dari jalur paparan
eksterna, dan paparan interna melalui inhalasi dan melalui ingesti.

Ketentuan mengenai pemantauan dosis yang tercantum pada pasal 34 menyebutkan bahwa
pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi dilaksanakan melingkupi paparan radiasi eksterna dan
paparan radiasi interna. Paparan radiasi ekterna dipantau dengan menggunakan peralatan pemantauan
dosis perorangan yang berjenis film badge, thermoluminisence dosimeter (TLD) badge,
radiophotoluminescence (RPL) badge, atau jenis lainnya.

Dalam hal Pekerja Radiasi berpotensi menerima Paparan Radiasi interna pemantauan dosis dilakukan
melalui pengukuran in-vivo dengan whole body counter dan/atau in-vitro dengan teknik bioassay.
Whole body counter digunakan untuk mengetahui aktivitas radionuklida dan dosis radiasi interna
secara in-vivo. Teknik bioassay menggunakan sampe urin yang dianalisis untuk mengetahui aktivitas
uranium total dan dosis radiasi interna secara in-vitro [2]. Ketentuan ini sedikit berbeda dengan yang
dimaksud dalam persamaan (1).

Radionuklida yang ada dalam NORM adalah radionuklida deret U-238, deret Th-232, dan K-40.
Sehingga untuk pemantauan dosis dari paparan radiasi interna lebih tepat menggunakan rumus yang
ada dalam lampiran Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013. Hal ini juga dikarenakan
pengukuran in-vivo dan/atau in-vitro memiliki keterbatasan untuk menganalisa jalur paparan dan juga
radionuklida yang masuk ke dalam tubuh.

Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013 tersebut berlaku untuk semua jenis pemanfaatan
tenaga nuklir, termasuk untuk kegiatan penyimpanan TENORM. Pengaturan mengenai penyimpanan
TENORM diatur lebih spesifik dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Keselamatan Radiasi dalam Penyimpanan Technologically Enhanced Naturally Occurring
Radioactive Material (TENORM). Namun dalam peraturan ini, ketentuan pemantauan dosis pekerja
sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Bapeten
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Nomor 4 Tahun 2013. Pemantauan dosis pekerja bukan dalam rangka memastikan nilai batas dosis
terlampaui, namun merupakan bagian dari verifikasi keselamatan.

Selain itu, ketentuan pemantauan dosis pekerja pada Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun
2013 juga hanya mempertimbangkan dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna. Hal ini dapat
terlihat dalam pasal 33 bahwa pemantauan dosis yang diterima personil harus dilakukan secara
periodik paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan, apabila menggunakan film badge, atau 1 kali dalam 3
bulan, apabila menggunakan thermoluminisence dosimeter (TLD) badge. Kedua alat ini adalah alat
yang digunakan untuk mengukur dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan
Pertambangan Bahan Galian Nuklir, diatur ketentuan mengenai proteksi radiasi untuk kegiatan
pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR). Walaupun sebenarnya masih banyak perdebatan terkait
apakah MIR itu sama dengan NORM, dalam tulisan ini diambil pendekatan bahwa MIR sama dengan
NORM. Dalam peraturan pemerintah ini, ketentuan pemantauan dosis pekerja merupakan salah satu
muatan dari program proteksi dan keselamatan radiasi. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai
dosis apa yang perlu dipantau dan dicatat.

Dalam program proteksi dan keselamatan radiasi juga dipersyaratkan untuk melakukan identifikasi
sumber radiasi pengion dan jalur paparan. ldentifikasi terhadap sumber radiasi pengion dan jalur
paparan radiasi meliputi sumber eksterna dan interna. Sumber eksterna berupa radiasi gamma yang
berasal dari bijih, produk, dan limbah. Sumber interna berasal dari produk luruh radon dan partikulat
radioaktif yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesta dan absorbsi [8]. Sehingga walaupun
tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai dosis apa yang perlu dipantau dan dicatat, dapat diambil
asumsi bahwa pemantauan dosis pekerja harus mempertimbangkan paparan eksterna dan juga paparan
interna.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2022 tersebut mengamanahkan pembentukan peraturan pelaksana
berupa Peraturan Bapeten mengenai proteksi radiasi dalam pengolahan MIR. Dalam peraturan yang
akan dibentuk nantinya, diusulkan untuk memperjelas ketentuan mengenai pemantauan dosis pekerja
dengan memuat norma bahwa dosis yang harus dipantau meliputi dosis yang berasal dari paparan
eksterna dan paparan interna. Ketentuan mengenai metodologi perhitungan dosis juga diusulkan untuk
ditetapkan dalam peraturan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemantauan dosis
khususnya yang diterima oleh pekerja di industri NORM/MIR dilakukan secara menyeluruh untuk
melindungi pekerja dari bahaya radiasi pengion.

1. Rekomendasi IAEA

IAEA telah menerbitkan dokumen Specific Safety Guide No 60, Management of Residues Containing
Naturally Occurring Radioactive Material from Uranium Production and Other Activities pada tahun
2021. Dalam dokumen rekomendasi IAEA ini disebutkan bahwa ketika ada industri NORM masuk
dalam lingkup pengawasan, pelaku usaha diharuskan untuk mempersiapkan dan menerapkan program
proteksi radiasi sebagaimana tercantum dalam dokumen IAEA GSR Part 3. Program proteksi radiasi
harus menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perlindungan pekerja
dioptimalkan. Salah satu isi dari program proteksi adalah pemantauan dosis pekerja [1].

Secara umum, proteksi radiasi untuk pekerja dalam pengelolaan residu NORM harus
mempertimbangkan tiga jalur paparan utama:

a. Paparan radiasi eksterna (terutama radiasi gamma);

b. Pemasukan radionuklida secara langsung melalui inhalasi dan ingesta debu atau secara tidak

langsung melalui ingesta air atau makanan yang terkontaminasi; dan

c. Paparan radiasi karena radon (dan terkadang thoron) yang dilepaskan ke udara.
Namun demikian, pada kondisi operasional normal di industri yang melibatkan NORM, jalur paparan
yang berasal dari ingesti air dan makanan yang terkontaminasi dapat diabaikan atau tidak perlu
dipertimbangkan.

Dalam Dokumen General Safety Guide No 7, Occupational Radiation Protection (GSG-7), IAEA
merekomendasikan metodologi untuk memperkirakan rentang dosis radiasi yang diterima pekerja.
Dosis radiasi yang dipertimbangkan adalah dosis yang berasal dari paparan eksterna dan paparan dari

239



C.A.W. Dwipayana, D.A. Susanti Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir 2023, pp. 235-244

debu yang mengandung material radioaktif yang terhirup. Rentang dosis dihitung dengan
menggunakan koefisien hubungan dosis dengan konsentrasi aktivitas [11]. Koefisien ini didasarkan
analisis dari beberapa pengukuran dosis di berbagai industri NORM di seluruh negara anggota IAEA.
Hasil pengukuran dosis telah dikompilasi dalam dokumen IAEA Safety Reports Series No. 49,
Assessing the Need for Radiation Protection Measures in Work Involving Minerals and Raw
Materials. Koefisien hubungan dosis dengan konsentrasi aktivitas berdasarkan hasil analisis
pengukuran dosis di berbagai negara disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. Konsentrasi aktiviatas yang
digunakan dalam perhitungan adalah konsentrasi aktivitas tertinggi radionuklida dari deret U-238 dan
Th-232. Namun demikian, Pada situasi aktual, dosis cenderung jauh lebih rendah karena sifat
konservatif dari asumsi yang dibuat dalam proses pemodelan dosis [12].

Tabel 1. Hubungan antara Dosis dan Konsentrasi Aktivitas untuk Paparan Kerja dari Radiasi Gamma Dan Paparan Akibat
Debu Udara [12].

Dosis tahunan per satuan konsentrasi aktivitas radionuklida

Kategori Material Contoh dengan konsentrasi aktivitas tertinggi. (mSv/tahun per Bg/g)
Min Maks
Bulk quality Ore body
Large stockpile 0.02 0.4
Small quantity Mineral concentrate
Scale 0.008 0.04
Sludge

Volatilized material in which only  Furnace fume

Pb-210 and Po-210 are of concern 0.0006 0.003

Precipitator dust

Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan dokumen rekomendasi IAEA tersebut, pada industri yang
melibatkan NORM dengan radionuklida dominan berupa K-40, paparan radiasi yang diterima oleh
pekerja dapat diabaikan. Dosis efektif per satuan konsentrasi aktivitas K-40 berada pada rentang 0.02
sampai 0.03 mSv/tahun per Bg/g dan konsentrasi aktivitas maksimal pada potassium murni adalah
30.6 Bg/g. Sehingga dosis efektif yang diterima pekerja akan selalu kurang dari 1 mSv/tahun atau
lebih kecil dari nilai batas dosis yang ditetapkan bagi anggota masyarakat.

Perhitungan dosis dengan menggunakan koefisien yang berupa rentang menghasilkan nilai dosis yang
berupa rentang pula. Jika melihat Tabel 1, koefisien tersebut memiliki rentang yang sangat besar
antara nilai minimal dengan nilai maksimalnya. Koefisien maksimal 20x dari koefisien minimal.
Penggunaan koefisien ini mungkin dapat digunakan dalam melakukan pendekatan bertingkat untuk
menentukan tingkatan perizinan dan juga tindakan proteksi radiasi yang diperlukan. Namun mungkin
tidak tepat juga digunakan untuk keperluan pemantauan dosis pekerja. Apalagi koefisien tersebut
belum mempertimbangkan dosis yang ditimbulkan dari inhalasi gas radon.

2. Rekomendasi ARPANSA

Australia telah memiliki sistem pengawasan yang lengkap untuk industri yang melibatkan NORM.
Salah satu hal yang dapat dicontoh adalah sistem pemantauan dosis yang diterima pekerja dan
perekamannya. Dokumen yang langsung memberikan panduan untuk melakukan pemantauan dosis
pekerja di industri yang melibatkan NORM adalah Radiation Protection Series Publication No. 9.1,
Monitoring, Assessing and Recording Occupational Radiation Doses in Mining and Mineral
Processing yang diterbitkan oleh pemerintah Australia. Dokumen ini memuat metodologi perhitungan
dosis efektif. Dalam banyak kasus, di lingkungan pertambangan dan pengolahan mineral, penerapan
rumus dibawah ini cukup memadai[13].

E= EQX? + ERHD + Ei’nh (2)

E.xt adalah dosis dari paparan eksterna

Ernp adalah dosis dari paparan radon

Einn adalah dosis dari inhalasi partikulat radioaktif
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Dosis paparan eksterna dapat diketahui melalui peralatan pemantau dosis perorangan. Pekerja yang
berpotensi terpapar radiasi eksterna dapat dilengkapi dengan dosimeter baik aktif maupun pasif.
Dosimeter pasif dapat berupa film badge, TLD Badge atau OSL Badge.

Dosis dari paparan radon dapat dihitung dengan menggunakan parameter konsentrasi radon di udara
pada waktu tertentu. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Egnp = €rn X Ign (3)

Ernp adalah dosis yang dihitung dari paparan radon
Iz adalah konsentrasi aktivitas radon di udara (Bg/m®)
€rn adalah faktor konversi dari ICRP dengan nilai 3.1 x 10° mSv/jam per Bg/m?®

Dari rumus diatas data yang diperlukan untuk mengetahui dosis dari paparan radon adalah konsentrasi
aktivitas radon di udara dan waktu kerja di daerah tersebut. Konsentrasi aktivitas radon dapat diukur
menggunakan detector radon aktif maupun pasif.

Dosis dari inhalasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

En = Z Ej.i’nh!’j.i’nh (4)
J
adalah faktor konversi dosis efektif per satuan intake radionuklida j
adalah intake inhalasi radionuklida j

Ej.a’nh
Ij.a’nh

Dari persamaan (4) tersebut dapat diketahui bahwa untuk menghitung dosis dari inhalasi diperlukan
parameter berupa faktor konversi dosis efektif per satuan intake radionuklida dan jumlah intake
inhalasi radionuklida. Nilai dari faktor konversi tersebut dapat diambil dari Lampiran 1 Peraturan
Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013, dimana nilainya dibedakan berdasarkan ukuran partikulat
AMAD 1 um dan 5 um. Sedangkan jumlah intake inhalasi radionuklida dapat ditentukan
menggunakan perhitungan total partikulat yang dihirup pekerja dengan persamaan (5).

ADD = Pa X IRa X ET x EF X Rf (5)

ADD adalah partikulat yang dihirup selama 1 tahun (mg/tahun)
Pa adalah konsentrasi partikulat diudara (mg/m?®)

IRa adalah laju pernapasan (12.5 m3/jam)

ET adalah waktu kerja tiap hari (jam/hari)

EF adalah jumlah hari kerja dalam 1 tahun (hari/tahun)

Jika harus mempertimbangkan ukuran partikel AMAD 1um dan 5um konsentrasi partikulat di udara
dapat diukur menggunakan alat cascade impactor. Intake inhalasi radionuklida j adalah hasil kali
partikulat yang dihirup selama 1 tahun (mg/tahun) dengan konsentrasi aktivitas radionuklida j
(Bg/gram). Sehingga untuk memperkirakan dosis dari inhalasi partikulat radioaktif diperlukan data
berupa konsentrasi partikulat di udara, konsentrasi aktivitas radionuklida, dan waktu bekerja.

Rekapitulasi isu penting dari dokumen-dokumen yang telah ditelaah tercantum dalam Tabel 2.
Metodologi perhitungan dosis yang direkomendasikan oleh ARPANSA dapat menjadi pilihan yang
baik untuk diterapkan dalam melakukan pemantauan dosis pekerja di industri yang melibatkan
NORM.

Tabel 2. Rekapitulasi Isu Penting yang Dipertimbangkan dalam Telaah

Dokumen Isu Penting

Peraturan e  Pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja dilakukan untuk memastikan nilai batas dosis ini
Pemerintah  Nomor tidak terlampaui yang merupakan bagian dari ketentuan limitasi dosis.

33 Tahun 2007 e  Belum memunculkan nilai batas dosis dan juga jalur-jalur paparan yang menyebabkan pekerja

menerima dosis radiasi.
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Peraturan Kepala e Dosis efektif didasarkan pada akumulasi penerimaan dosis yang berasal dari paparan radiasi
Bapeten Nomor 4 eksterna dan paparan radiasi interna.

Tahun 2013 e  Terdapat perbedaan metodologi pengukuran dosis internal pada pasal 34 dan Lampiran |
Peraturan  Kepala e  Pemantauan dosis pekerja bukan dalam rangka memastikan nilai batas dosis terlampaui, namun
BAPETEN No. 16 merupakan bagian dari verifikasi keselamatan.

Tahun 2013 e Hanya mempertimbangkan dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna.

Peraturan Pemantauan dosis pekerja merupakan salah satu muatan dari program proteksi dan keselamatan

Pemerintah  Nomor
52 Tahun 2022

radiasi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai dosis apa yang perlu dipantau dan dicatat.

Dokumen IAEA e  Proteksi radiasi untuk pekerja dalam pengelolaan residu NORM harus mempertimbangkan tiga
SSG 60, GSG 7, jalur paparan utama yaitu paparan radiasi eksterna, pemasukan radionuklida melalui inhalasi
SRS 49 dan ingesta, dan paparan radiasi karena radon (dan terkadang thoron).

e  Dosis diperkirakan dalam sebuah rentang yang dihitung dengan menggunakan koefisien (berupa

rentang) hubungan dosis dengan konsentrasi aktivitas.

ARPANSA e dosis efektif yang diterima pekerja pertambangan dan pengolahan mineral, merupakan
Radiation Protection penjumlahan dosis dari paparan eksterna, dosis dari paparan radon, dan dosis dari inhalasi
Series  Publication partikulat radioaktif.
No. 9.1 e data yang diperlukan dalam metodologi tersebut berupa pembacaan dosimeter eksterna,

pengukuran konsentrasi radon di udara, pengukuran konsentrasi aktivitas material, dan
pengukuran konsentrasi partikulat di udara.

Untuk menilai kemungkinan penerapan metodologi tersebut di Indonesia perlu ditelaah apakah
parameter data yang dibutuhkan dalam perhitungan mudah untuk diperoleh. Berdasarkan hasil
penelusuran diketahui bahwa data-data yang diperlukan dalam metodologi tersebut berupa pembacaan
dosimeter eksterna, pengukuran konsentrasi radon di udara, pengukuran konsentrasi aktivitas material,
dan pengukuran konsentrasi partikulat di udara, dapat diperoleh dengan memanfaatkan jasa layanan
laboratorium radioaktivitas lingkungan.

Salah satu penyedia jasa layanan laboratorium radioaktivitas lingkungan di Indonesia adalah
laboratorium teknologi keselamatan dan metrologi radiasi BRIN (exPTKMR BATAN). Sedangkan
Untuk parameter waktu kerja dapat diukur sesuai dengan situasi di masing-masing industri tanpa
harus melibatkan pihak penyedia jasa.

Tabel 3. Rekapitulasi Jenis Layanan BRIN untuk Memperoleh Data yang dibutuhkan untuk pemantau dosis di Industri yang
Melibatkan NORM

Jenis paparan Data yang diperlukan Pilihan yang ada di

Laboratorium BRIN

Biaya

Eksterna
Paparan gamma Pembacaan alat pematau Analisis Film  Monitor Rp 25.000/film
dosis perorangan Gamma (film badge)
Analisis TLD beta & gamma Rp. 80.000/ dosimeter
Interna
Interna Radon Pengukuran konsentrasi  Analisis Radon di tempat Rp. 200.000/sampel
radon di udara kerja
Inhalasi Partikulat Pengukuran konsentrasi  Analisis TENORM Rp 4.000.000/paket

aktivitas radionuklida

Pengukuran konsentrasi  Analisis Partikulat Udara

partikulat di Udara

Pengambilan Sampel

Rp 700.000/sampel

Analisis ukuran partikel

Rp 350.000/sampel
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, terdapat daftar layanan
laboratorium radioaktivitas lingkungan beserta dengan biayanya [14]. Rekapitulasi data yang
diperlukan untuk melakukan pemantauan dosis pekerja di industri NORM dan juga jenis jasa yang
tersedia di Indonesia tercantum dalam Tabel 3.

Kesimpulan

Diusulkan untuk memperjelas ketentuan mengenai pemantauan dosis pekerja dengan memuat norma
bahwa dosis yang harus dipantau meliputi dosis yang berasal dari paparan eksterna dan paparan
interna dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NORM/MIR. Ketentuan
mengenai metodologi perhitungan dosis juga diusulkan untuk ditetapkan dalam peraturan.

Metodologi pemantauan dosis pekerja di industri NORM melalui pengukuran dan perhitungan yang
diusulkan untuk dapat diakomodir dalam peraturan adalah sebagaimana yang direkomendasikan oleh
ARPANSA melalui dokumen Radiation Protection Series Publication No. 9.1 Monitoring, Assessing
and Recording Occupational Radiation Doses in Mining and Mineral Processing. Dosis efektif
merupakan penjumlahan dari dosis paparan eksterna, dosis interna dari inhalasi radon, dan dosis
interna dari inhalasi partikulat.

Data yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dosis sebagaimana yang direkomendasikan
ARPANSA paling kurang pembacaan dosimeter eksterna, pengukuran konsentrasi radon di udara,
pengukuran konsentrasi aktivitas material, pengukuran konsentrasi partikulat di udara, dan waktu
kerja. Daftar layanan Laboratorium teknologi keselamatan dan metrologi radiasi milik BRIN
(exPTKMR BATAN) sebagaimana tercantum dalam PP No0.8/2019 dinilai mampu memenubhi
kebutuhan data yang digunakan dalam perhitungan.

Rekomendasi metodologi pemantauan dosis pekerja melalui pengukuran dan perhitungan ini perlu
diuji lebih lanjut dengan melakukannya secara langsung di industri-industri yang memiliki izin
penyimpanan TENORM/MIR. Pemantauan dosis pekerja ini dapat dilakukan oleh BAPETEN melalui
Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir dalam rangka proses inspeksi.
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Abstrak

Tenorm merupakan material yang mengandung sejumlah radioaktif alam yang akibat adanya proses kegiatan
manusia konsentrasi zat radioaktif dalam material ini menjadi meningkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 52 Tahun 2022 mengenai Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir (PP 52/2022),
istilah TENORM (Technogically enhanced Naturally Ocuuring Radioactive Material) diubah menjadi MIR
(Mineral Ikutan Radioaktif). PP 52/2022 ini memuat ketentuan tentang keselamatan dan keamanan pengelolaan
MIR yang merupakan bagian dari keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Pengaturan
MIR sebelumnya Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2013 mewajibkan penyimpanan MIR, namun
dalam PP ini pengaturan MIR dibagi menjadi pengolahan dan penyimpanan MIR. Pengolahan kembali MIR
dibuka dalam PP ini dengan memenuhi ketentuan keselamatan dan proteksi radiasi. Beberapa jenis MIR yang
berasal dari pertambangan mineral mengandung uranium dan torium yang cukup signifikan dan juga
mengandung bahan strategis lain yang signifikan seperti tanah jarang. Mempertimbangkan potensi bahaya
tersebut, penanganan atau pengelolaan MIR wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan bagi pekerja,
masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Studi ini menganalisis bagaimana pengaturan
pengolahan dan penyimpanan MIR berdasarkan PP 52/2022 dan membandingkan dengan dokumen IAEA dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa pengaturan PP
52/2022 yang membuka peluang untuk dilakukan pengolahan dan pembuangan permanen dapat mengurangi
timbunan MIR di penghasil MIR yang dalam peraturan sebelumnya tidak diperbolehkan. Namun implementasi
atas kegiatan pengolahan MIR untuk diambil uranium dan thoriumnya masih dipertanyakan
kemamputerapannya mengingat faktor ekonomi, teknologi dan kandungan uranium dan thorium dalam MIR
tersebut. Begitu juga dengan pembangunan fasilitas pembuangan permanen oleh pemegang izin. Membuka
kesempatan bagi pihak ketiga sebagai penyedia fasilitas pembuangan permanen MIR perlu untuk
dipertimbangkan. Selain itu, penggunaan kembali MIR untuk tujuan lain tetap harus diatur bagaimana tindakan
keselamatan dan proteksi radiasinya untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Mineral Ikutan Radioaktif, NORM hasil samping, Keselamatan, Keamanan, penyimpanan MIR,
pengolahan MIR, NORM, TENORM

Abstract

Tenorm is a material that contains a number of naturally occurring radioactive substances, which, as a result of
human activities, increases the concentration of radioactive substances in this material. Based on Government
Regulation (GR) No. 52 of 2022 concerning the Safety and Security of Nuclear Mining Materials (PP 52/2022),
the term TENORM (Technically enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) is changed to MIR
(Radioactive Associated Mineral). PP 52/2022 contains provisions regarding the safety and security of MIR
management, which is part of the safety and security of nuclear mineral mining. The previous MIR arrangement
was Regulation of the Head of BAPETEN No. 16 of 2013, which requires storage of MIR. However, in this GR,
the MIR arrangements are divided into processing and storage of MIR. Reprocessing of MIR is opened in this
GR by complying with safety and radiation protection provisions. Several types of MIR originating from mineral
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mining contain significant uranium, thorium, and other strategic materials such as rare earth. Considering
these potential hazards, the handling or management of MIR must pay attention to safety and security for
workers, the public, and the protection of the environment. This study analyzes how MIR processing and storage
arrangements are based on PP 52/2022 and compares them with IAEA documents and other regulations. Based
on the analysis, it was concluded that regulation PP 52/2022, which opens opportunities for permanent
processing and disposal, can reduce MIR stockpiles in MIR producers, which in the previous regulation was not
allowed. However, the applicability of the implementation of MIR processing activities to extract uranium and
thorium is still questionable given the economic, technological, and uranium and thorium content of the MIR,
likewise, with the construction of permanent disposal facilities by permit holders. Opening opportunities for
third parties as providers of MIR permanent disposal facilities must be considered. In addition, the reuse of
MIR for other purposes must still be regulated regarding safety and radiation protection measures to protect
workers, the public, and the environment.

Keywords: Radioactive Associated Minerals, NORM residues, Safety, Security, MIR storage, MIR processing,
NORM, TENORM.

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, “setiap
kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan,
keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terdahap
lingkungan hidup “ [1]. Pemanfaatan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) yang mengandung
radionuklida thorium atau uranium wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan bagi pekerja dan
masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. MIR yang dikenal juga sebagai TENORM
pada beberapa peraturan yang masih berlaku yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan seperti
tambang timah, tembaga, zirkon, minyak dan gas, dan juga dari kegiatan industri seperti pabrik pupuk
fosfat. Kandungan radionuklida thorium (Th-232) dan Uranium (U-238) dari berbagai jenis MIR
sangat berbeda-beda. Studi menunjukkan bahwa mineral ikutan dari penambangan dan pengolahan
timah mengandung monasit dan xenotim yang mengandung sedikit unsur radioaktif seperti Thorium
dan Uranium [2]. Mineral ikutan radioaktif ini juga masih memiliki potensi ekonomi karena
kandungan unsur tanah jarang Ce 28,2 %, La 12,9 %, Nd 9,7 %, Pr 5,2 %, dan Gd 3,9 % yang
terdapat pada monasit dan Y 29,5 %, Dy 7,7 %, dan Gd 2,6 % yang terdapat pada xenotim [2].

Pengaturan mengenai TENORM atau sekarang digunakan istilah MIR dalam Peraturan Pemerintah
No. 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir,
didefiniskan sebagai “mineral ikutan dengan konsentrasi aktivitas paling sedikit 1 Bg/gr pada salah
satu unsur radioaktif anggota deret uranium dan thorium atau 10 Bg/g pada unsur kalium yang
dihasilkan dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, dan industri
lainnya”[3]. Definisi ini mengambil batasan TENORM yang sebelumnya sudah digunakan dalam
Peraturan Kepala BAPETEN No. 9 Tahun 2009 tentang Intervensi terhadap Paparan yang Berasal dari
Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, keselamatan dalam pengelolaan MIR menjadi bagian dari ketentuan
keselamatan pertambangan bahan galian nuklir. Pertambangan bahan galian nuklir sendiri dalam Pasal
6 dibagi menjadi pertambangan mineral radioaktif, pengolahan MIR dan penyimpanan MIR.
Pengaturan untuk pengolahan dan penyimpanan MIR dibagi menjadi keselamatan fasilitas dan
kegiatan, keamanan dan garda-aman [3]. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai opsi pembuangan
akhir untuk MIR. Munculnya opsi untuk mengolah kembali MIR dan juga pengaturan mengenai
pembuangan akhir MIR ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi di lapangan.

Potensi bahaya radiasi yang dihasilkan dari kegiatan MIR adalah paparan radiasi eksternal dan
paparan radiasi internal. Paparan radiasi eksternal berasal dari paparan radiasi gamma dan paparan
radiasi internal dihasilkan dari paparan radiasi alfa. Paparan radiasi internal yang dapat disebut juga
sebagai kontaminasi dapat terjadi melalui inhalasi (saluran pernafasan), ingestion (saluran
pencernaan), dan luka pada kulit. Dengan potensi bahaya radiasi yang demikian, harus diupayakan
perlindungan terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup untuk kegiatan penyimpanan dan
pengolahan MIR. Perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan dan persyaratan keselamatan dan proteksi radiasi. Perlindungan terhadap lingkungan hidup
dilakukan dengan pengelolaan dan pemantauan radioaktivitas lingkungan hidup yang memadai dan
tepat.
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Disisi lain, mengingat MIR mengandung uranium dan thorium yang merupakan bahan strategis yang
merupakan bahan nuklir, kegiatan penyimpanan dan pengolahan MIR harus memenuhi persyaratan
keamanan dan garda aman. Dengan demikian produksi MIR dapat dicegah dari tindakan pemindahan
yang tidak sah seperti pencurian dan perampokan MIR dan hanya digunakan untuk tujuan damai.
Studi ini melakukan telaah terhadap pengaturan MIR di Indonesia sebelum dan setelah terbitnya PP
No. 52 Tahun 2022 dan mengemukan kekurangan dan kelebihan dari pengaturan tersebut.

Metode

Kajian dalam makalah ini menggunakan metodologi analisis atau kajian yang diambil dari beberapa
peraturan perundang-undangan mengenai TENORM/NORM/MIR di Indonesia, laporan dan standar
internasional dari Badan Tenaga Atom Internasional. Selain itu juga menggunakan hasil studi dari
jurnal yang melakukan penelitian dan kajian tentang kandungan radionuklida MIR dan potensi bahaya
MIR serta persyaratan keselamatan dan keamanan MIR.

Hasil dan Pembahasan

1. Status Terkini Kegiatan MIR

Pada saat ini kegiatan MIR di Indonesia hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan penyimpanan. Hal ini
disebabkan karena peraturan perundang-undangan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dan PP No. 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta PP No. 52 tahun 2022
tentang Keselamatan dan Keamanan Perbatambangan Bahan Galian Nuklir (PP 52/2022),
mengamanatkan MIR hanya boleh disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan atau diolah. Pertimbangan
pada saat itu adalah karena MIR diasumsikan sebagai bahan strategis yang belum diprioritaskan untuk
pengolahan atau pemanfaatan.

Kegiatan penyimpanan MIR dilakukan oleh lebih dari 15 pelaku usaha yang sebagian besar adalah
perusahaan tambang timah yang berada di Kepulauan Bangka Belitung. Para pelaku usaha tersebut
telah mendapat izin penyimpanan dari BAPETEN berdasarkan peraturan perizinan yang berlaku.
Sebelum terbitnya PP No. 5 tahun 2021 tentang Pennyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, dasar hukum untuk proses perizinan adalah PP No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. PP No. 5 tahun 2021 ini berlaku bagi para
pelaku usaha. I1zin yang diberikan didasarkan pada pemenuhan terhadap persyaratan keselamatan dan
keamanan terkait nuklir atau radiasi. Bahan MIR yang disimpan meliputi bahan dengan jenis monasit,
ilmenite, zircon, slag I, dan slag 1l. Gambar 1 menunjukkan contoh timbunan slag di salah satu tempat
pengolahan timah. Kemudian laju paparan terhadap slag tersebut terlihat pada gambar 2 yaitu 20,08
microSievert/jam. Nilai ini cukup tinggi dalam memberikan dosis radiasi jika pekerja radiasi atau
masyarakat berada pada kawasan timbunan dalam jangka waktu cukup lama dan terus menerus.
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Gambar 2. Laju paparan pada residu slag pengolahan timah pada gambar 1 menunjukkan laju dosis 20,08 microSievert/jam

Pada dasarnya batuan mengandung sejumlah kecil K-40, Th-232 dan U-238, namun konsentrasi
batuan tersebut meningkat dengan adanya aktivitas pengambilan kandungan mineral dalam batuan
tersebut. Monasit diperkirakan mengandung 6000-20,000 Bg/K Uranium dan thorium series [4].

2. Pengaturan MIR Sebelum Terbitnya PP No. 52 Tahun 2022

Sebelum terbitnya PP No. 52 Tahun 2022, pengaturan MIR diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN
No. 9 Tahun 2009 tentang Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring
Radioactive Material dan Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2013 tentang Keselamatan
Radiasi dalam Penyimpanan Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material.
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Pengaturan tentang mineral ikutan radioaktif ini juga sudah diatur di Undang-Undang No.4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pasal 92 yang menyatakan bahwa
“Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan [UPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak
memiliki Mineral, termasuk mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah
memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif”. Tidak ada penjelasan lanjutan apa yang
harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK terhadap mineral ikutan radioaktif tersebut. Walaupun
sebagian ketentuan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 sudah diubah dalam UU No. 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, ketentuan Pasal 92 ini tidak mengalami perubahan [5]. Ketentuan yang menyatakan
bahwa mineral ikutan radioaktif tidak boleh dimiliki pemegang izin usaha pertambangan ini tentu
akan meningkatkan deposit mineral ikutan radioaktif di perusahaan tambang. Gambar 3 menunjukkan
alur pengaturan MIR berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009.

Mineral ikutan dari

~
\

MIR (Mineral Ikutan Pemegang izin \
proses EEN Radioaktif) 2| pertambangan tidak |
pertambangan ‘ boleh memiliki MIR

Jika mineral ikutan tidak
mengandung zat
radioaktif

Pemegang izin penambangan boleh
memiliki mineral ikutan yang tidak |
mengandung zat radioaktif '

A\ i
v

Gambar 3. Proses pengaturan MIR di UU No. 4 Tahun 2009 [6]

Di lain sisi, Peraturan Kepala BAPETEN No. 9 Tahun 2009 memiliki aturan yang mewajibkan
dilakukannya intervensi terhadap TENORM. Dalam peraturan kepala BAPETEN ini diatur bahwa
TENORM harus diturunkan konsentrasi aktivitasnya sampai dibawah 1 Bg/gr [7]. Namun pada
kenyatakaannya, ketentuan ini yang tidak mampu diterapkan di lapangan. Karena menurunkan
kandungan MIR akan perlu penambahan material lain yang hanya akan memperbanyak volume MIR
itu sendiri. Kemudian ditentukan bahwa jika TENORM tersebut tidak bisa mencapai tingkat
intervensi maka TENORM tersebut harus disimpan. Ketentuan penyimpanan selanjutnya diatur dalam
Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2013 [8]. Alur pengaturan Perka No. 9 Tahun 2009
terdapat dalam gambar 4.

Selanjutnya, Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2013 mengatur bahwa penyimpanan
TENORM wajib dilakukan dengan memenuhi persyaratan. Kemudian selama masa penyimpanan
dapat dilakukan penggunaan kembali TENORM, namun tidak ada batasan konsentrasi aktivitas yang
ditetapkan (gambar 5). Hal ini tentu bertentangan dengan aturan sebelumnya (Perka No. 9/2009)
dimana penggunaan kembali TENORM tidak diperbolehkan jika konsentrasi aktivitasnya diatas 1
Ba/gr.
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Gambar 5. Proses pengaturan penyimpanan MIR berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No.16 Tahun 2013 [8]

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 (PP 22/2021) juga mengatur tentang limbah B3
(Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam Pasal 317 dan Pasal 329 memuat ketentuan bagi setiap orang
yang menghasilkan limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar atau sama
dengan 1 Bg/cm? dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar 1 Bg/gr untuk tiap radionuklida deret uranium
dan thorium atau 10 Bg/gr untuk kalium. Batasan ini sama dengan batasan tingkat intervensi
TENORM. Untuk jenis limbah B3 tersebut tidak diperkenankan atau dilarang untuk dimanfaatkan,
kecuali tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi dan/atau konsentrasi
aktivitas.

Selanjutnya dalam Pasal 367 ayat (4) PP 22/2021 dijelaskan bahwa limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi dan konsentrasi aktivitas diatas tingkat intervensi
harus dilakukan penimbusan paling rendah pada fasilitas penimbusan akhir limbah B3 kelas Il. Pada
ayat (7) disebutkan jika limbah B3 tersebut berupa tailing dari kegiatan pertambangan dapat
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ditempatkan pada fasilitas penimbusan limbah B3 berupa bendungan penampung limbah tambang [9].
Ketentuan ini tentu akan hanya meningkatkan jumlah MIR atau limbah B3 yang mengandung
radionuklida tersebut di tempat penimbunan akhir yang saat ini belum tersedia. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbaya dan Beracun dalam Pasal 173 ayat (3) menguraikan bahwa fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3 kelas Il terdiri atas lapisan dasar, lapisan untuk sistem pendeteksi
kebocoran, lapisan tanah penghalang, lapisan geomembran, lapisan untuk pengumpulan dan
pemindahan lindi dan lapisan pelindung selama operasi [10].

Ketentuan larangan pemanfaatan limbah B3 yang mengandung radionuklida di atas tingkat intervensi
dalam PP 22/2021 terlihat bertentangan dengan kebijakan dalam PP 52/2022 dimana dalam PP
52/2022 MIR dapat dilakukan pengolahan. Namun hal yang ditekankan dalam PP 22/2021 ini adalah
kata limbah B3, limbah B3 didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3. Pada dasarnya MIR yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan juga merupakan
sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Untuk meluruskan hal ini tentu diperlukan
koordinasi antar otoritas pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, untuk menarik
irisan dari dua peraturan ini yang dapat di simpulkan adalah ranah yang diatur dalam PP22/2021 ini
merupakan limbah B3 yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, jika MIR tersebut sudah
dianggap sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan, maka tentu harus dilakukan penimbusan atau
pembuangan yang dalam PP 22/2021 harus dibuat pada fasilitas pembuangan paling rendah
penimbusan akhir limbah B3 kelas Il

Limbah B3 | Limbah B3 yang

mengandung
radionuklida
Tingkat kontaminasi dan
konsentrasi aktivitas
Limbah B2 tidak sama atau di atas tingkat

mengandung radionuklida N/ i
P z . Tempat

Dilarang melakukan

Dapat dilakukan penimbusan
g pemanfaatan i "
pemanfaatan limbah B3 4> limbah B3 kelas II
Kecuali dapat menurunkan tingkat
Pemanfaatan limbah 83 konsentrasi aktivitas dan/atau tingakt
kontaminasi dibawah tingkat intervensi

Gambar 6. Alur pengaturan PP 22/2021 untuk limbah B3 mengandung radionuklida

Dapat dilihat dari ketiga peraturan tersebut (Gambar 3, 4, dan 5) belum ada solusi akhir bagaimana
MIR harus dikelola. Jika disimpan, sampai berapa lama mereka akan menyimpan MIR tersebut yang
juga belum diatur dengan jelas. Sedangkan skema di Gambar 6 dari PP 22/2021 akan meningkatkan
jumlah MIR yang di buang di tempat penimbusan akhir.

3. Pengaturan MIR dalam PP No. 52 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan
Galiaan Nuklir telah mengatur persyaratan keselamatan dan keamanan mineral ikutan radioaktif yang
menjadi bagian dari persyaratan keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir.
Dengan peraturan ini, para pelaku usaha MIR diharapkan memenuhi persyaratan keselamatan dan
keamanan kegiatan MIR, yang mencakup kegiatan penyimpanan dan pengolahan MIR [3]. Pada tabel
1 diberikan persyaratan yang lebih rinci dari kegiatan penyimpanan dan pengolahan MIR. Untuk
kegiatan pengolahan MIR pada peraturan pemerintah ini hanya berlaku untuk pengolahan untuk
mengambil senyawa uranium terkonsentrasi (yellowcake), oksida thorium terkonsentrasi, atau mineral
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terkonsentrasi yang bersifat radioaktif lainnya. Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 6
ayat (2) huruf f [3]. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk kegiatan pengolahan yang
diatur dalam PP No. 52 Tahun 2022 ini hanya untuk pengolahan MIR untuk diambil uranium dan
thoriumnya. Namun menjadi pertanyaan bagaimana dengan pengolahan MIR yang tidak untuk
mengambil uranium dan thoriumnya? Ini menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan
urusan di bidang energi dan sumber daya mineral. Namun pengolahan MIR tersebut tetap harus
memperhatikan keselamatan dan proteksi bagi pekerja dan masyarakat.

Tabel 1. Persyaratan Keselamatan dan Keamanan untuk Penyimpanan dan Pengolahan MIR

Persyaratan Keselamatan Penyimpanan MIR

Persyaratan Keselamatan Pengolahan MIR

Penyimpanan Sementara:
1. fasilitas penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif;

2. prosedur penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif.

Pembuangan permanen:
1.  memperoleh persetujuan BAPETEN

2. memenuhi kriteria:
a. berlokasi jauh dari masyarakat;

b. dapat menahan pelindian radionuklida ke air
tanah dan air permukaan;

c. dilengkapi dengan peralatan pemantau radiasi;

d. dirancang agar dosis radiasi yang diterima
masyarakat tidak melebihi 1 mSv (satu
milisievert) per tahun; dan

e. menggunakan teknologi dan/atau rancang
bangun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi

3. Pemegang lzin dapat bekerja sama dengan badan
usaha lain dan/atau Pemerintah Daerah yang
memiliki kemampuan dan keahlian

a. keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, dan
keselamatan lingkungan hidup;

b. keselamatan fasilitas dan kegiatan;

c. Proteksi Radiasi;

d. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;
e. penanggulangan Kecelakaan; dan

f.  pengelolaan limbah radioaktif.

Persyaratan Fasilitas dan Kegiatan:
a. analisis Wilayah Tambang;

b. perancangan dan perubahan desain;
c.  konstruksi;

d. penambangan;

e. pengolahan;

f.  modifikasi; dan

g. Dekomisioning Pertambangan

Persyaratan Proteksi Radiasi :
a. justifikasi pengolahan atau penyimpanan
Mineral Ikutan Radioaktif;

b. optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi;
dan

c. limitasi dosis.

Pengendalian Lingkungan Hidup :
a. pemantauan parameter lingkungan hidup; dan

b.  pengelolaan lingkungan hidup.

Penanggulangan Kecelakaan :
a. praKecelakaan;

b. saat Kecelakaan; dan

c. pascaKecelakaan.

Persyaratan Keamanan MIR
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Persyaratan Keselamatan Penyimpanan MIR Persyaratan Keselamatan Pengolahan MIR
Persyaratan Garda Aman : Persyaratan Proteksi Fisik :
a. pemberitahuan rencana umum penyimpan dan a. sistem deteksi termasuk kendali akses;

pengolahan MIR; .
b.  sistem penundaan;

b. pemberitahuan lokasi, status tahapan kegiatan
penyimpanan dan pengolahan, dan jumlah produksi
pengolahan MIR atau kapasitas penyimpanan MIR;

c. sistem respons termasuk kontijensi dan sistem
komunikasi;

c.  pemberitahuan pemindahan MIR; dan d. sistem pendukung;

d. pembuatan rekaman dan laporan berkala inventori. e.  perawatan dan uji fungsi;

f.  budaya keamanan nuklir;

g. rekaman dan pelaporan.

Pengaturan pengolahan dan penyimpanan MIR dalam PP No. 52 Tahun 2022 termasuk ke dalam
pengaturan keselamatan pertambangan bahan galian nuklir yang tertulis dalam Pasal 4. Kemudian
pertambangan bahan galian nuklir ini dalam Pasal 6 dibagi menjadi tiga kategori pertambangan
mineral radioaktif, pengolahan MIR dan penyimpanan MIR (Gambar 7). Selanjutnya pengaturan
mengenai pengolahan MIR dan penyimpanan MIR diatur dalam satu bagian dengan judul Pengolahan
dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif. Pasal 34 yang merupakan pembuka dari bagian ini
memuat ketentuan tentang kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan analisis keselamatan yang
bertujuan untuk memastikan kegiatan pengolahan MIR dilakukan dengan mempertimbangkan
keselamatan. Sehingga untuk kewajiban melakukan analisis keselamatan ini hanya ditujukan untuk
kegiatan pengolahan MIR. Kemudian ketentuan keselamatan fasilitas dan kegiatan untuk pengolahan
MIR dalam Pasal 35 diuraikan terdiri atas analisis wilayah tambang, perancangan dan perubahan
desain, konstruksi, pengolahan, modifikasi, penyimpanan, pembuangan permanen dan dekomisioning
pertambangan (Gambar 8) [3].

Keselamatan dan Kesehatan kerja
Keselamatan fasilitas dan kegiatan
Proteksi radiasi '
Pengendalian radioaktivitas
lingkungan hidup

Penanggulangan kecelakaan

f. pengelolaan limbah radioaktif

Ruang Lingkup

o0 o

Keselamatan pertambangan
bahan galian nuklir

®

Keamanan pertambangan bahan
galian nuklir Garda-aman dan proteksi fisik

Manajemen keselamatan dan ] System manajemen dan organisasi
keamanan pertambangan bahan = pertambangan
galian nuklir

Gambar 7. Ruang lingkup pengaturan PP No. 52 Tahun 2022

Dalam Pasal 35 ini terlihat bahwa kegiatan penyimpanan MIR merupakan bagian dari keselamatan
fasilitas dan kegiatan pengolahan MIR. Ketentuan untuk penyimpanan ini kemudian diuraikan dalam
Pasal 43 yang mensyaratkan fasilitas penyimpanan MIR dan prosedur penyimpanan MIR. Dari
struktur pengaturan seperti ini terlihat bahwa ketentuan penyimpanan MIR yang dimaksud disini
hanya ketentuan penyimpanan untuk selama proses pengolahan. Namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat
(1) huruf ¢ disebutkan bahwa penyimpanan MIR yang dimaksud merupakan kegiatan penyimpanan
yang terpisah dari kegiatan pengolahan Mineral lkutan Radioaktif yang menghasilkan unsur uranium
dan thorium [3].

Alur proses pengaturan PP 5 Tahun 2022 diperlihatkan pada Gambar 8.
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Gambar 8. Alur proses pengaturan penyimpanan dan pengolahan MIR berdasarkan PP No. 52 Tahun 2022

Dengan adanya ketentuan dibolehkannya pengolahan MIR untuk tujuan mengambil mineral lain yang
masih bernilai maupun uranium dan thoriumnya akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah MIR.
Namun tentu perlu penelitian lebih lanjut apakah secara ekonomi pengambilan mineral tersebut masih
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah konsentrasi kandungan uranium yang terkandung
ataupun mineral lainnya. Selain itu apakah sudah ada teknologi untuk melakukan proses ekstraksi
lebih lanjut tersebut terhadap bahan baku dari MIR tersebut di Indonesia.

Selain itu, pada beberapa kondisi, proses pengolahan uranium dari MIR dapat menjadi cukup rumit.
Selama pengolahan MIR, pekerja dapat terpapar radiasi eksternal dari radiasi sinar gamma yang
dihasilkan dari bijih tambang, bahan proses, produk dan tailings. Paparan radiasi internal dihasilkan
dari debu dengan waktu paruh panjang dan produk dengan paparan radon dan peluruhan radon
melalui inhalasi dan melaui penyerapan, saluran pencernaan dan kontaminasi luka. Perkiraan dosis
pada pekerja dapat dilakukan dengan analisis dan perhitungan untuk dosis total dari paparan internal
dan paparan eksternal. Perhitungan dosis juga dilakukan dengan memperhatikan jalur paparan.
Pengendalian dan pemantauan paparan radiasi untuk pekerja pengolahan uranium dilakukan dengan
berbagai metoda meliputi antara lain:

a. penilaian paparan eksternal dengan pekerja menggunakan pemantau dosis perorangan

thermoluminescent dosimeter (TLD) methods untuk perkiraan dosis gamma individu;

b. perkiraan paparan internal dari debu dengan waktu paruh panjang dan pengambilan sampel
debu dengan menggunakan antara lain metoda pencacahan gross alpha, pemantauan secara
berkala terhadap debu yang masuk melalui proses inhalasi dan pemeriksaan urin pekerja;

C. pemantauan inhalasi dari produk yang menghasilkan radon dan turunannya dengan
memperhitungkan waktu kerja dari pekerja;

d. kajian dosis dengan perhitungan dosis dengan mempertimbangkan metoda time sheet, factor
konversi dosis, faktor distribusi ukuran debu yang masuk melalui inhalasi, faktor solubilitas
dan campuran radionuklida [11].

Opsi untuk pembuangan permanen juga masih menjadi tanda tanya apakah ada pelaku usaha yang
mampu membangun tempat pembuangan permanen ini mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar.
Berdasarkan PP 52/2022 Pasal 44 disebutkan bahwa yang diwajibkan untuk membuat rencana tempat
penyimpanan permanen adalah pemegang izin sebagai akhir dari kegiatan penyimpanan MIR. Dalam
membuat tempat penyimpanan permanen tersebut, pemegang izin dapat bekerja sama dengan badan
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usaha lain dan/atau pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalam PP 22/2021 bahwa limbah B3 dari sumber spesifik
yang mengandung radionuklida diatas tingkat yang ditentukan harus dilakukan penimbusan di tempat
penimbunan limbah B3 kelas II.

Untuk menemukan solusi atas kebijakan pembuangan permanen yang sudah dituliskan dalam PP
52/2022 ini, perlu penambahan pengaturan mengenai kemungkinan pihak ketiga yang mengelola dan
membangun tempat pembuangan permanen MIR. Hal ini dapat menjadi solusi mengingat akan sulit
jika pelaku usaha atau pemengang izin yang harus membuat tempat pembuangan permanen mereka
sendiri. Namun tentu ada kebijakan pemerintah dengan pelaku usaha yang menyediakan tempat
pembuangan permanen tersebut bahwa MIR tersebut tidak boleh dimiliki oleh pelaku usaha tersebut,
karena ada kemungkinan MIR tersebut masih memiliki sejumlah uranium dan thorium yang dapat
digunakan sebagai cadangan energi masa depan.

Selain itu, pengolahan MIR untuk diambil mineral selain uranium dan thorium juga harus tetap
mengikuti ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, mengingat bahan baku MIR yang digunakan
memiliki bahaya paparan radiasi interna dan eksterna. Selanjutnya penggunaan kembali MIR untuk
tujuan lain juga harus dibuka dengan memenuhi ketentuan keselamatan. Residu dari kegiatan
penambangan yang mengandung sejumlah kecil zat radioaktif ini bisa digunakan untuk bahan
campuran pembangunan jalan ataupun sebagai material untuk pembangunan landfill konvensional
[12]. Pengaturan mengenai proteksi radiasi untuk kegiatan tersebut serta batasan MIR yang
diperbolehkan untuk digunakan kembali harus dibuat sebagai acuan bagi para calon pelaku usaha
sehingga keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup tetap terjaga.

Kesimpulan

Pengelolaan MIR penting untuk dilakukan mengingat kandungan Uranium dan Thorium yang terdapat
di dalamnya berpotensi memberikan dosis kepada pekerja dan masyarakat. Disamping itu juga potensi
pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Peraturan terkait pengelolaan MIR sudah
dianalisis dan didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan tersebut hanya akan meningkatkan jumlah
timbunan MIR di fasilitas pelaku usaha pertambangan atau di tempat penimbusan akhir limbah B3
kelas Il yang saat ini belum tersedia. Terbitnya PP 52/2022 memberikan opsi pengelolaan MIR untuk
diolah lagi dan pembuangan permanen. Namun opsi ini tetap harus memperhatikan keselamatan dan
kesehatan masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup. Pengaturan ini juga masih membutuhkan waktu
untuk diimplementasi mengingat tehnologi pengolahan kembali MIR serta pembangunan tempat
pembuangan permanen membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Disamping itu juga
kandungan MIR itu sendiri sangat bervariasi dan perlu penelitian lebih lanjut bagaimana cara
pengolahannya untuk mengambil mineral-mineral yang masih bernilai. Penyimpanan MIR yang
diharapkan hanya untuk sementara, tentu masih belum bisa diterapkan karena belum tersedianya
tempat pembuangan permanen dan teknologi pengolahannya. Pemanfaatan MIR untuk tujuan lain
perlu dipertimbangkan seperti untuk pembangunan jalan raya, namun tentu harus ada aturan batasan
yang jelas agar tidak memberikan dampak negatif ke masyarakat.
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Abstrak

Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) dapat menimbulkan potensi bahaya akibat terkonsentrasinya radionuklida alam
yang terkandung di dalam batu-batuan yang terdapat di dalam bumi. MIR umumnya dihasilkan dari kegiatan
industri pertambangan, industri minyak dan gas bumi, dan industri lainnya. Oleh sebab itu maka penghasil MIR
wajib melakukan pengelolaan MIR dengan mengajukan izin penyimpanan MIR. Salah satu aspek yang perlu
diperhatikan dalam perizinan penyimpanan MIR adalah aspek safeguards. Safeguards adalah setiap tindakan
untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai. Pada makalah ini
penulis melakukan telaah terhadap perjanjian safeguards yang diterapkan oleh Indonesia untuk menentukan
sistem safeguards yang dapat diterapkan pada perizinan penyimpanan MIR dengan memperhatikan pendekatan
bertingkat. Berdasarkan hasil telaah, sistem safeguards yang mampu diterapkan dalam perizinan penyimpanan
MIR adalah yang didasarkan pada perjanjian protokol tambahan. Protokol tambahan dipilih sebab bahan nuklir
pada MIR belum memenuhi komposisi dan kemurnian yang sesuai untuk fabrikasi bahan bakar atau pengayaan
isotop. Pada makalah ini telah disusun usulan dokumen safeguards yang didasarkan pada informasi deklarasi
protokol tambahan, yang digabungkan dengan isi dari prosedur safeguards yang ada dalam Peraturan
BAPETEN No. 4/2011 yang telah disesuaikan. Diharapkan usulan format dan isi prosedur dapat mempermudah
pemohon dalam menyusun dokumen safeguards.

Kata kunci: Mineral Ikutan Radioaktif (MIR), izin penyimpanan MIR, safeguards, protokol tambahan.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mineral lkutan Radioaktif (MIR) di definisikan sebagai mineral ikutan dengan konsentrasi aktivitas
paling sedikit 1 Bqg/g (satu becquerel per gram) pada salah satu unsur radioaktif anggota deret
Uranium dan Thorium atau 10 Bg/g (sepuluh becquerel per gram) pada unsur Kalium yang umumnya
dihasilkan dari kegiatan pertambangan, minyak dan gas bumi, dan industri lainnya[1]. Saat ini,
pengawasan terhadap penyimpanan mineral ikutan radioaktif dilakukan oleh BAPETEN dengan tiga
cara, yaitu melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Mineral ikutan yang mengandung radioaktif
umumnya mengandung Uranium atau pun Thorium, yang mana kedua unsur ini termasuk ke dalam
golongan bahan nuklir. Bahan nuklir merupakan bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan
berantai, atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan
berantai[2]. Sebagai contoh, Monazite yang merupakan hasil samping penambangan timah umumnya
mengandung UsOs sebesar 0,3-0,5% dan ThO, 3,0-4,0%. Pasir Monazite umum dihasilkan dari hasil
pemisahan tailing pasir timah pada penambangan timah (Gambar 1).
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Gambar 1. Pasir Monazite

Pada bahan nuklir, pengawasan nya tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan (safety), tapi juga
aspek keamanan (security) dan safeguards. Safeguards adalah setiap tindakan untuk memastikan
bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai. Sistem safeguards yang berlaku
saat ini di Indonesia seperti yang termuat dalam Peraturan BAPETEN No. 4/2011 tentang Sistem
Safeguards hanya mengenal 2 (dua) jenis pembagian fasilitas, yaitu MBA dan LOF. MBA (Material
Balance Area) adalah daerah yang di dalamnya dapat ditentukan jumlah setiap bahan nuklir yang
masuk, keluar dan inventori fisiknya. Umumnya MBA ini adalah instalasi nuklir (baik reaktor
maupun non-reaktor). Sedangkan LOF (Location Outsite Facilities) adalah setiap instalasi atau lokasi
pemanfaatan bahan nuklir yang jumlahnya sama dengan atau lebih kecil dari 1 (satu) kilogram efektif.
Kilogram efektif adalah satuan khusus yang digunakan dalam pengendalian bahan nuklir[2].
Sedangkan pada penyimpanan MIR, dua definisi fasilitas safeguards seperti yang dijelaskan di atas
tidak dapat diterapkan. Karena itu, perlu adanya pendekatan safeguards lain agar dapat diterapkan
dalam perizinan penyimpanan MIR. Dalam makalah ini, penulis melakukan telaah literatur dan
perjanjian safeguards untuk menentukan sistem safeguards yang dapat diterapkan pada perizinan
penyimpanan MIR.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah satu
persyaratan izin dalam penyimpanan MIR adalah adanya dokumen safeguards, tanpa adanya
penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 52/2022 tentang
Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir juga tidak dijelaskan mengenai
safeguards pada penyimpanan MIR. Dari hasil telaah terhadap sistem safeguards pada penyimpanan
MIR, penulis membuat pedoman mengenai dokumen safeguards yang dapat digunakan oleh pemohon
izin dalam mengajukan permohonan izin penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Pedoman ini dapat
juga digunakan oleh Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN - BAPETEN)
melakukan evaluasi terhadap dokumen safeguards yang diajukan oleh pemohon.

2. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan safeguards yang dapat diterapkan pada penyimpanan
mineral ikutan radioaktif, serta pedoman penyusunan dokumen safeguards dalam mengajukan
permohonan izin penyimpanan mineral ikutan radioaktif.

Aspek Sefeguards pada MIR

3. Safeguards di Indonesia

1) Sejarah Safeguards di Indonesia

Indonesia menandatangani Perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 2 Maret 1970, dan
meratifikasi NPT pada 18 Maret 1978 melalui Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1978 Tentang
Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir[3]. Salah satu
implikasi dari perjanjian ini adalah tentang kewajiban Indonesia menerapkan sistem safeguards.
Selanjutnya Indonesia menandatangani perjanjian safeguards dengan International Atomic Energy
Agency (IAEA) pada 1980, dilanjutkan penandatanganan protokol tambahan pada 29 September 1999.
Pada Agustus 2003, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang telah mengimplementasikan
“Integrated Safeguards”[4], karena telah menerapkan perjanjian safeguards dan protokol tambahan.
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2) SPPBN dan Protokol Tambahan

Safeguards dalam pelaksanaannya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenis perjanjian
nya. Pertama, Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN) yang didasarkan
pada Information Circular (INFCIRC) IAEA No. 153[5]. Dan kedua, Additional Protocol (Protokol
Tambahan) yang didasarkan pada INFCIRC IAEA No. 540[6]. Namun demikian, walaupun
didasarkan pada perjanjian yang berbeda, perlu dipahami bahwa protokol tambahan bukanlah
perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan sebuah protokol untuk perjanjian safeguards yang
menyediakan alat tambahan untuk verifikasi IAEA. Secara khusus, hal ini akan secara signifikan
meningkatkan kemampuan IAEA untuk memverifikasi penggunaan damai semua jenis bahan nuklir di
suatu negara yang menerapkan perjanjian safeguards. Lebih lanjut SPPBN diatur oleh Peraturan
BAPETEN No. 4/2011 tentang Sistem Seifgard, sedangkan protokol tambahan dan pelaporannya
lebih lanjut diatur dalam Peraturan BAPETEN No. 9/2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan
Pada Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir dan Peraturan BAPETEN No.
9/2008 tentang Penyusunan Dan Format Deklarasi Dalam Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada
Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir.

Pada SPPBN, bahan nuklir yang dilaporkan berdasarkan IAEA INFCIRC No. 153 adalah Uranium
diperkaya (Enriched Uranium), Uranium alam (Natural Uranium), Uranium deplesi (Depleted
Uranium), Plutonium dan Thorium. Selain itu, ketentuan lain yang juga harus dipenuhi berdasarkan
Peraturan BAPETEN No. 4/2011 pasal 6 adalah:

a. memiliki komposisi dan kemurnian yang memenuhi syarat untuk fabrikasi bahan bakar
nuklir;

b. memiliki komposisi dan kemurnian yang memenuhi syarat untuk diperkaya secara isotopik;
atau

c. merupakan uranium deplesi yang digunakan dalam kegiatan terkait daur bahan bakar nuklir.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7, untuk jenis bahan nuklir lain yang tidak terkena safeguards
harus memenuhi ketentuan dalam protokol tambahan (dilaporkan dalam protokol tambahan). Pada
Peraturan BAPETEN No. 9/2008 lampiran | hal 33, pada pelaporan protokol tambahan terdapat
artikel 2.a.(vi) mengenai pelaporan bahan nuklir yang belum mencakup komposisi dan kemurnian
yang sesuai untuk fabrikasi bahan bakar atau pengayaan isotop[7].

4. Mineral Ikutan Radioaktif (MIR)

Mineral lkutan Radioaktif atau sering juga disebut dengan TENORM (Technologically Enhanced
Naturally Occurring Radioactive Material) adalah suatu bahan radioaktif yang terdapat di alam yang
terkonsentrasi atau naik kandungannya yang merupakan by product dari kegiatan industri non nuklir
yang menggunakan bahan baku dari (dalam) kulit bumi[8]. Kegiatan beberapa industri non-nuklir
seperti minyak dan gas bumi, batubara, dan pengolahan pupuk fosfat, dapat memobilisasi
radionuklida alam yang terkandung di dalam batu-batuan yang terdapat di dalam bumi.
MIR/TENORM awal mula terdeteksi ada pada industri minyak dan gas bumi pada tahun 1904 di
Kanada yang kemudian dilakukan kajian radiologi terhadap MIR pada lapangan minyak di laut pada
tahun 1980.

Radionuklida dalam MIR berasal dari radionuklida purba/primordial dari peluruhan U-238, Th-232

dan K-40. Peluruhan radioaktif U-238 dan Th-232 dengan mode peluruhan dan energi yang
dipancarkan beserta jenis radiasi-nya diperlihatkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
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Gambar 2. Deret Peluruhan U-238
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Gambar 3. Deret peluruhan Th-232

Secara umum radionuklida alam yang dominan ditemukan di dalam MIR adalah U-238, Th-232, Th-
228, Ra-226, Ra-228, Rn-222, Rn-220, Pb-210 dan Po0-210. Radiasi yang dipancarkan MIR
merupakan campuran partikel alpha, beta dan gamma. Berdasarkan sifat dan wujud dari masing
radionuklida ini maka metode penentuan setiap radionuklida tersebut berbeda.

Karena potensi bahaya yang ditimbulkan oleh MIR, maka penghasil MIR wajib melakukan
pengelolaan MIR dengan mengajukan izin penyimpanan MIR. Izin Penyimpanan MIR diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Tata
laksana perizinan nya dijabarkan lebih rinci pada Peraturan BAPETEN No. 3/2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor
Ketenaganukliran. Pada peraturan ini, tidak semua jenis MIR mengharuskan adanya izin
penyimpanan. Izin penyimpanan hanya diperlukan pada MIR dengan nilai tingkat konsentrasi
aktivitas di atas 1 Bg/g (satu becquerel per gram) pada salah satu unsur radioaktif anggota deret
Uranium dan Thorium atau 10 Bag/g (sepuluh becquerel per gram) pada unsur Kalium. Oleh karena
itu, pihak pemohon harus melakukan analisis untuk menentukan tingkat aktivitas bahan nuklir yang
ada pada MIR.
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Dalam Peraturan BAPETEN No. 3/2021 disebutkan persyaratan teknis untuk pengajuan izin untuk
penyimpanan MIR, yaitu:

Dokumen spesifikasi Mineral Ikutan Radioaktif
Program proteksi dan keselamatan radiasi
Dokumen rencana proteksi fisik

Dokumen sistem safeguards

Dokumen rencana tempat pembuangan permanen

S A

Pada peraturan ini, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dokumen sistem safeguards, sehingga dapat
menimbulkan kebingungan bagi pemohon izin.

5. Penerapan Safeguards Pada MIR di Negara Lain

Aspek safeguards pada MIR di negara lain belum banyak dibahas sehingga sulit untuk mencari
referensinya. Di Amerika Serikat (AS), perhatian pada penyimpanan MIR hanya ditujukan pada
keselamatan radiasi dan bersifat umum. Di AS penyimpanan MIR harus memenuhi ketentuan paparan
radiasi bagi pekerja tidak melebihi 1 mSv/tahun (100 mR/tahun)[9]. Tidak ada ketentuan safeguards
terhadap penyimpanan MIR. Hal yang sama juga terjadi di Australia[10], dimana issue utama adalah
kesehatan pekerja dan masyarakat. Namun ketentuan safeguards pada MIR dapat didekati dengan
ketentuan safeguards pada tambang Uranium/Thorium. Berdasarkan IAEA INFCIRC No. 153 artikel
33, bahan sumber yang masih berada di penambangan atau dalam proses penambangan tidak perlu
dimasukkan dalam pelaporan bahan nuklir. Bahan sumber yang ada di penambangan
Uranium/Thorium dapat dilaporkan ke IAEA menggunakan ketentuan pada IAEA INFCIRC No. 540
artikel 2.a.(v) (Information specifying Uranium mines and concentration plants) dan artikel 2.a.(vi)
(Information regarding source material)[11].

6. Dokumen Safeguards MIR

Isi dan konten dokumen safeguards untuk persyaratan izin penyimpanan MIR tidak dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini akan
menimbulkan kebingungan pada calon pemohon izin dalam melengkapi persyaratan izin. Secara
umum, istilah safeguards sendiri masih asing bagi kalangan industri penghasil MIR. Oleh karena itu,
diperlukan pedoman pembuatan dokumen safeguards yang sederhana dan mudah di pahami oleh
pemohon izin.

Peraturan yang menyebut dokumen safeguards ada pada Peraturan BAPETEN No. 4/2011 tentang
Sistem Seifgard. Dalam peraturan ini, isi dokumen tersebut adalah Prosedur Safeguards yang dimiliki
fasilitas, berikut metode rekaman dan pelaporannya. Namun perlu diingat bahwa dokumen safeguards
yang dimaksud pada peraturan tersebut dimaksudkan untuk diterapkan pada instalasi nuklir yang
menerapkan MBA (Material Balance Area) dan LOF (Location Outsite Facility), karena hal ini
sangat terkait sistem pembukuan bahan nuklir yang memang merupakan hal yang krusial dalam
penerapan SPPBN di instalasi nuklir. Prosedur safeguards berdasarkan Peraturan BAPETEN No.
4/2011 pasal 27 meliputi informasi mengenai:

Ruang lingkup;

Tanggung jawab PI, pengawas dan pengurus inventori bahan nuklir;
Pemindahan bahan nuklir antar MBA;

Pemindahan bahan nuklir antar KMP;

Pengukuran inventori bahan nuklir;

Penghitungan bahan nuklir yang hilang dalam proses serta bahan nuklir yang hilang dan
dihasilkan selama iradiasi;

PIT;

Penghitungan MUF;

. Pemeliharaan rekaman;

10. Pelaporan; dan

11. Tindakan yang diambil dalam hal terjadi peristiwa di luar kebiasaan.

ocouaprownE

© © N

Isi dokumen safeguards seperti di atas terlalu rumit diterapkan untuk penyimpanan MIR. Beberapa
hal seperti MBA dan KMP juga tidak berlaku, sebab area penyimpanan MIR umumnya bukan fasilitas
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nuklir. Kegiatan yang terkait aktivitas SPPBN seperti pengukuran inventori bahan nuklir, perhitungan
MUF (Material Unaccounted For), PIT (Physical Inventory Taking) dan perhitungan NL/NP
(Nuclear Loss/Nuclear Production) juga dapat kita hilangkan karena tidak diperlukan dalam
safeguards penyimpanan MIR. Selain itu, pada penyimpanan MIR tidak ada pengawas dan pengurus
bahan nuklir. Sehingga isi dokumen di atas dapat diringkas menjadi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PI;

2. Pemindahan bahan nuklir;
3. Pemeliharaan rekaman; dan
4. Pelaporan.

Jika dilihat lagi tentang jenis bahan nuklir yang ada pada MIR di mana belum memiliki komposisi dan
kemurnian yang memenuhi syarat untuk dilakukan pembukuan bahan nuklir, maka pencatatannya
lebih difokuskan untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalam protokol tambahan. Pada Peraturan
BAPETEN No. 9/2008 lampiran | hal 33 pada bagian Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat
(2) huruf f [Article 2.a. (vi)][7], pelaporannya mencakup:

Lokasi penyimpanan, yang dapat berisi alamat maupun koordinat lokasi penyimpanan.

e Komposisi kimia bahan nuklir, contohnya U308 atau ThO2.

e Jumlah bahan nuklir (dalam ton), dan

e Kode tujuan penggunaannya, diisi dengan kode N untuk nuklir, atau NN untuk non-nuklir,
atau ND untuk aktivitas yang belum ditentukan.

e Tujuan penggunaan, diisi dengan penggunaan bahan sumber saat itu.

Pada pelaporan protokol tambahan, data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan
format yang sudah ditentukan. Deklarasi bahan sumber pada artikel 2.a.(vi) dapat dilihat pada gambar
berikut.

Part (a) - Holdings as of the last day of the declaration period
Entry |Ref. Location Chemical Quantity (tonnes of (Intended Use |Intended Use |Comments
Composition | element U or Th) Code
1 71 Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, U:Os 370 NN ceramics
Speyar, Indonesia

Gambar 4. Contoh Deklarasi Bahan Sumber Pada Protokol Tambahan[7]

Berdasarkan telaah di atas, penulis membuat usulan format dan isi prosedur safeguards yang lebih
sederhana dengan memperhatikan pendekatan bertingkat. Penyederhanaan ini didasarkan pada
informasi deklarasi protokol tambahan, yang digabungkan dengan isi dari prosedur safeguards yang
ada dalam Peraturan BAPETEN No. 4/2011 yang telah disesuaikan. Diharapkan usulan format dan isi
prosedur dapat mempermudah pemohon dalam menyusun dokumen safeguards. Usulan dokumen
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Usulan Isi Prosedur Safeguards Pada Izin Penyimpanan MIR

Bab Isi Penjelasan Acuan
1. Pendahuluan Profil singkat Nama perusahaan/institusi penghasil MIR - Deklarasi 2.a.(vi):
perusahaan Location, Chemical
Composition, Quantity,
Jumlah MIR Berisi informasi jumlah MIR yang dimiliki Intended Use.
saat pengajuan izin, dan proyeksi selama izin - Dokumen Safeguards: -

penyimpanan berlangsung (5 tahun kedepan),
beserta kandungannya (dengan melampirkan
hasil pengujian laboratorium),

Lokasi tempat Berisi alamat lokasi penyimpanan, bila perlu
penyimpanan MIR dapat menyertakan koordinat penyimpanan.
I1. Organisasi - Personil penanggung Bagian ini berisi uraian personil yang - Deklarasi 2.a.(vi): -
jawab MIR bertanggung jawab untuk pencatatan inventori - Dokumen Safeguards:
- Struktur Organisasi MIR (jumlah orang dan kualifikasi). Personil Tanggung jawab PI

yang dimaksud tidak harus memiliki SIB
(Surat lzin Bekerja) petugas inventori bahan
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Perusahaan nuklir, namun cukup personil yang ditunjuk
dengan surat tugas untuk bertanggung jawab
terhadap pencatatan inventori MIR. Informasi
ini penting terkait dengan PIC (person-in-
charge) yang dapat dihubungi jika sewaktu-
waktu terdapat informasi yang harus
diverifikasi.
11 Prosedur - Prosedur Keluar Bagian ini menjelaskan prosedur penerimaan, - Deklarasi 2.a.(vi): -
Pemindahan MIR Masuk MIR penyimpanan dan pengiriman MIR, termasuk - Dokumen Safeguards:
- Prosedur prosedur  pencatatan MIR pada saat Pemindahan bahan
Penyimpanan MIR pengiriman. nuklir

- Form Keluar Masuk
MIR

- Form Penyimpanan
MIR

IV. Rekaman dan
Laporan

Pada bagian ini dapat dilampirkan form
penerimaan, penyimpanan dan pengiriman
MIR, termasuk dari dan ke luar lokasi
perusahaan. Di dalam form ini juga harus

- Deklarasi 2.a.(vi): -
- Dokumen Safeguards:

Pemeliharaan rekaman,
Pelaporan.

menjelaskan jenis dan jumlah MIR yang
dipindahkan.

Kesimpulan

Aspek safeguards pada penyimpanan MIR merupakan aspek yang belum dijelaskan pada peraturan
mengenai perizinan penyimpanan MIR. Pada makalah ini telah ditelaah mengenai sistem safeguards
yang dapat diterapkan pada perizinan penyimpanan MIR, yaitu dengan mengacu pada penerapan
protokol tambahan. Hal ini karena bahan nuklir yang terkandung dalam MIR yang belum mencakup
komposisi dan kemurnian yang sesuai untuk fabrikasi bahan bakar atau pengayaan isotop. Dokumen
safeguards sebagai salah satu syarat perizinan penyimpanan MIR belum dijelaskan pada Peraturan
Pemerintah No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, perlu adanya
pedoman pembuatan dokumen safeguards yang sederhana dan mudah di pahami oleh pemohon izin.
Dokumen didasarkan pada informasi deklarasi protokol tambahan, yang digabungkan dengan isi dari
prosedur safeguards yang ada dalam Peraturan BAPETEN No. 4/2011 yang telah disesuaikan.
Diharapkan usulan format dan isi prosedur dapat mempermudah pemohon dalam menyusun dokumen
safeguards.
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Abstrak

Analisis dosis dari penggunaan terak timah 2 sebagai substitusi parsial agregat halus dalam pembuatan mortar
pada bangunan dengan RESRAD-BUILD. Industri pengolahan dan peleburan timah menghasilkan hasil
samping salah satunya berupa terak timah 2. Terak timah 2 memiliki kandungan radionuklida anak luruh dari
deret uranium dan thorium dengan konsentrasi aktivitas tertentu. Aspek penggunaan kembali (reuse) dan
pengolahan kembali (recycle) terhadap terak timah 2 masih sangat terbatas dan minim karena sifat radioaktif
yang terkandung tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mensimulasikan penilaian penggunaan terak timah 2
dalam suatu ruangan dengan ukuran tertentu. Terak timah 2 digunakan sebagai substitusi parsial dalam
pembuatan mortar. Mortar diasumsikan dan disimulasikan digunakan sebagai plesteran dinding dan lantai.
Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi aktivitas terak timah 2 menunjukkan bahwa radionuklida ?*Ra, ??®Ra,
dan #8Th memiliki konsentrasi di atas dari kriteria yang ada yaitu berturut-turut sebesar 5,724 Bg/gram, 16,590
Bg/gram, dan 14,29 Bg/gram. Batasan konsentrasi aktivitas sesuai dengan peraturan perundangan adalah 1
Bg/gram untuk radionuklida anggota deret uranium dan thorium atau 10 Bg/g pada unsur kalium. Simulasi
dilakukan dengan perangkat lunak RESRAD-BUILD versi 4.0 dengan skenario yaitu 2 ukuran ruangan, 2
ketebalan plesteran, dan 2 faktor okupansi. Skenario posisi reseptor pada ruangan diasumsikan pada posisi di
pusat ruangan. Pada 2 asumsi ukuran ruangan yaitu 4x3x2,5 m dan 4x5x2,8 m, didapatkan hasil bahwa semakin
besar ukuran ruangan, dosis yang diterima akan semakin kecil. Pada 2 asumsi ketebalan lapisan plester terhadap
masing-masing 2 asumsi ukuran ruang vyaitu 1 cm dan 1,5 cm, didapatkan hasil bahwa semakin tebal lapisan
plesteran, dosis yang diterima akan semakin besar. Kemudian pada 2 asumsi faktor okupansi yaitu 0,5 dan 0,08
menunjukkan bahwa semakin kecil faktor okupansi dengan asumi inputan lain yang tetap, akan berpengaruh
terhadap dosis yang akan semakin mengecil.

Kata kunci: terak timah, subtitusi parsial, mortar, simulasi

Pendahuluan

Istilah Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) merujuk pada radioktivitas yang secara
alami dapat berasal dari mineral bijih atau mineral bahan baku [1] [2]. Aktivitas dan/atau kegiatan
manusia akan menyebabkan peningkatan radioaktivitas alam tersebut yang kemudian dikenal dengan
Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM) [2]. Hanya saja
dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2022, dikenalkan dan digunakan istilah Mineral Ikutan
Radioaktif (MIR) untuk merujuk produk hasil samping atau ikutan dari suatu kegiatan. Terlepas dari
penggunaan istilah ini, tidak membedakan konsep pengawasan yang berbasis pada konsentrasi
aktivitas anak luruh deret uranium dan thorium serta potasium. MIR didefinisikan sebagai mineral
ikutan dengan konsentrasi aktivitas paling sedikit 1 Bg/g pada salah satu unsur radioaktif anggota
deret uranium dan thorium atau 10 Bg/g pada unsur kalium yang dihasilkan dari kegiatan
pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, dan industri lainnya [3]. Kegiatan yang
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ditengarai dapat menghasilkan MIR ini juga berkesesuaian dengan beberapa rekomendasi IAEA [1]

[4] [5].

Indonesia kaya akan sumber daya mineral yang dimiliki salah satunya adalah mineral timah. Data
tahun 2019 menujukkan bahwa cadangan timah Indonesia adalah terbesar kedua di dunia [6]. Besaran
cadangan timah yang dimiliki ekivalen dengan 23% cadangan timah dunia. Sedangkan produksi
logam timah juga menjadi terbesar kedua di dunia yang ekivalen dengan 22% produksi timah dunia.
Produksi timah yang terus meningkat akan bedampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi
bahkan juga akan mempengaruhi hasil samping yang dihasilkan.

Siklus pengolahan timah dari hulu ke hilir akan dihasilkan hasil samping berupa tailing [7] [8] [9] dan
terak timah [10] [11] [12]. Pada umumnya aktivitas ekploitasi dan pengolahan akan menghasilkan
material/bahan buangan yang disebut dengan tailing. Sedangkan terak timah merupakan material sisa
dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam cair yang
terbentuk dari campuran imbuh, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur [13].

Terak timah memiliki beberapa karakteristik yang khas seperti bentuknya yang keras, tajam, dan
berwarna coklat kehitaman [14] [15]. Warnanya juga akan menghitam setelah mendapatkan perlakuan
seperti proses pencucian [16]. Terak timah juga memiliki konsentrasi aktivitas yang beragam. Setiap
lokasi juga kadang akan memberikan nilai konsentrasi aktivitas yang berbeda. Beberapa informasi
dalam makalah atau hasil penelitian dengan sampel terak timah tertentu juga didapatkan konsentrasi
aktivitas yang beragam [11] [16] [17] [18]. pengukuran dengan menggunakan spektrometer gamma
atau ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy) diperlukan untuk memastikan besaran
konsentrasi aktivitas terak timah [10].

Terak timah bisa dianggap hasil samping yang masih dapat digunakan dan diolah kembali. Beberapa
upaya yang dilakukan seperti penelitian untuk pengambilan logam tanah jarang [19] [20] [21] [22]
[23] [24]. Upaya lainnya adalah penelitian dengan memanfaatkan terak timah sebagai substitusi
material lain dalam pembuatan mortar dan beton juga telah dilakukan [16] [24] [25] [26] [27] [28].
Memang semuanya masih pada tahap penelitian dan belum pada skala produksi. Kondisi saat ini terak
timah banyak ditumpuk atau disimpan [28]. Salah satu tantangan belum termanfaatkannya terak timah
karena kandungan radioaktif yang didominasi radionuklida deret uranium dan thorium [17] [29].

Dari aspek material menunjukkan bahwa penggunaan terak timah pada pembuatan mortar dapat
memenuhi kualitas mutu tertentu dilihat dari aspek kuat tekan dalam pemenuhan Standar Nasional
Indonesia tertentu [16]. Hanya saja dari aspek radiologi, konsentrasi aktivitas terak timah masih
berada di atas kriteria atau nilai yang diizinkan. Baik dari aspek karakteristik material dan radiologi
menjadi pertimbangan dalam fisibilitas penggunaan terak timah sebagai material substitusi dalam
pembuatan mortar.

Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan penggunaan terak timah 2 terhadap dosis yang diterima
pada ruangan dengan ukuran tertentu. Terak timah 2 digunakan sebagai substitusi agregat halus dalam
pembuatan mortar. Mortar yang digunakan diasumsikan sebagai sebuah plesteran dinding dan lantai
dalam suatu ruangan tertentu. Salah satu variabel yang diamati adalah besaran dosis yang diterima
oleh reseptor dalam ruangan tersebut. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
RESRAD-BUILD.

Metodologi

Terak timah 2 yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari PT Sariwiguan Bina Sentosa di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terak timah 2 dilakukan pengukuran konsentrasi aktivitasnya
dari radionuklida anak luruh dari uranium dan thorium serta potasium. Pengukuran dengan perangkat
spektrometri gamma di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Beberapa data sekunder dalam simulasi ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian
lain